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Menimbang

Mengingat

ELEKTRONIK

WALIKOTA BLITAR,

bahwa sistern pemerintahan berbasis elektronk
memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang alkuntabel dan mampu memberikan
pelayanan berkualitas uniuk memajukan
kesejahteraan masvarakat;

bahwa untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis,
data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi dan
keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang &akan menghasilkan layanan terintegrasi,
diperlukan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan
sebagai pedoman oleh Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 avat (3] dan
Pasal 19 ayat (3} Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan  Berbasis
Elektronik, arsitektur dan peta rencana sistem
pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang Arsitektur
dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronilk;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 19530 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di




Menetapkan
KESATU

-3,

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat [1
Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3243);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182,
Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Peraturan Waliketa Blitar Nomor 49 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
(Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 49)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikoia
Blitar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah
kota Blitar Tahun 2023 Nomor 41);

Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2023
tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota
Blitar Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Walikota ini dengan rincian berikut:

al

b.

Arsitek Sistem Pemerintahan Berbasia Elcktronik
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran [; dan

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elelctronik
Daerah scbagaimana tercantum dalam Lampiran [



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- T

Arsitek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan
kerangka dasar yang mendeskripsikan muatan berikut:

a. integrasi proses bisnis;

b. data dan informasi;

c. nfrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d. aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: dan
€, keamanan Sistemn Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peta Rencana Sistern Pemenntahan Berbasis Elektromik
Daerah merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah
dan langkah penviapan serta pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik vang terintegrasi di
lingkungan Pemerintah Daerah, vang mencakup :

a. tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik:
aplikasi sistemn pemerintahan berbasis elektronik;
mfrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik;

keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
dan

g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

Reputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

-0 an g

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Apustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.
SANTOSO
Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,
IKA HARL WIJAYA, S H..M.H.

NIP. 19??!21[} 200604 1 008
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KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 100.3.3.3/221/HK/410.020.3 /2024
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BEEBASIS ELEKTRONIK

BAE 1. PENDAHULUAN
1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 memuat definisi Sistem
Pemerintahan Berbasiz Elektronik ([SPBE], wyaitu penyvelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, Dengan pelaksanaan
SPBE, maka diharapkan akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik vang
berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen SPBE secara
nasional juga merupakan suatu kebutuhan mutlak untuk menjaga
keterpaduan dan efisiensi di dalam pelaksanaan SPBE.

Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0, karena di
era industri 4.0 mengandallkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari
ckonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain. Keutamaan
teknologi informasi adalah sangat memudahkan manusia dalam
memproduksi, mengolah data dan menyebarkan informasi. Hal ini telah
memberikan  peluang  bagi  pemerintah untuk  melskukan  inovasi
pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government,
yaitu  penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk
memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara,
pelaku bisnis, masvarakat dan pihak-pihak lainnyva. Implementasi SFBE
memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penvelenggaraan
pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,
meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan
urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama,
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyaralkat
luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk
kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan
pengaduan masvarakat berbasis elektronil.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Maksud

Penyusunan Arsitektur SPBE 2022-2025 ini dimaksudkan untuk
dipunakan sebagal pedoman dalam penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauvan dan Evaluasi SPBE
serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tabun 2022 tentang Arsitekiur Sistem
Pemerintahan Berbasiz Elektronilk. Dokumen Arstiektur SPBE Kota Blitar
meliputi:

1. Arsitektur Proses Bisnis
2. Arsitektur Layanan SFBE




Arsiteketur Data dan Informasi
Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Infrastruktur SFBE
Arsitektur Keamanan SPBE

o Ak @

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Arsitektur SPBE tahun 2022-2025 Kota Blitar

adalah:

1 Tersedianya dokumen panduan dalam penerapan Arsitektur Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar,

2 Memastikan langkah-langkah penerapan SPBE di Kota Blitar dapat
sejalan dengan kebijakan Arsitektur SPEE Nasional.

3 Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistemn
pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

4 Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu,

menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

1.2.3 Sasaran

Sedangkan sasaran dari kegiatan pembuatan arsitektur SPBE ini

adalah sebagal berikut:

1 Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisicn

2 Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada
PENZEuna

3 Tersusunnya dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Kota Blitar.

4 Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait SPBE di Kota Blitar dan
merumuskan kebutuhannya.

1.2.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyvusunan Arsitektur SPBE Kota Blitar

tahun 20223-2025 adalah sebagai berikut:

1.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

Panduan Penyusunan Arsitekiur Pengembangan e-Government Lembaga
(Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003).

Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informasi Nomor: 56/KEF/M.KOMINFO/12/2003).

Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan
Sistem informasi eGovernment (Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informasi Tahun 2004).

. Panduan Umum Tata Kelola Tcknologi Informasi dan Komunikasi

(Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor B2 Tahun 2012 tentang

Penvelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik.




B. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Bidang Komunikasi Dan Informatika.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik [ ndonesia Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan.

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomeor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah.

13. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).

14, Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Momor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah.

18. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas
Kinerja Instansi Pemerintah.

19, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21
tahun 2011.

20, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nemor 8 tahun 2008 tentang tahapan
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daetrah.

21, Peraturan Menteri Dalam Negerni Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIFD).

22, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tabhun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur
tahun 2014-2019.

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.

1.3 Pendekatan dan Ruang Linghkup

Berikut adalah pendekatan yang digunskan dan rueang lingkup
dokumen Arsitektur SPBE Kota Blitar 2022-20235.

1.3.1 Pendekatan




1. Pendekatan deskriptil digunakan untuk menggambarkan hasil analisis
kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai: OFD di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar.

2. Pendekatan Kelembagaan/Organisasi dipunakan wuntuk melakukan
analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah Kota Blitar serta
rencana pengembangannya.

3. Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis kebutuhan
sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersedian sumber daya manusia
serta ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan SPBE di Kota Blitar.

4. Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis proses bisnis, data dan
informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan Kota Blitar,

5. Pendekatan  Komprehensif dan  Integratif digunakan — untuk
mempertimbangkan segala aspek yvang terkait sccara terpadu terutama
dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian
pembanpunan SPBE di Kota Blitar.

6. Pendampingan penyusunan Arsitektur SPBE kepada OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar.

1.3.2 Ruang Linghkup

Ruang linglkup Arsitelktur SPBE Pemerintah Kota Blitar ini mencakup
beberapa hal sebagai berikut.

a. Menjelaskan Arsitektur SPBE yang mencakup 6 domain arsitektur
dalam menunjang pelaksansan SPBE Kota Blitar.

b. Menyusun domain beserta referensi Arsitelitur SPBE yang sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Kota Blitar dan Arsitektur SPBE
MNasional.

1.3.3 Kerangka Kerja

Kerangka kerja penyusunan Arsitektur SPBE terdiri dari penyiapan
perangkat yang diperlukan untuk pengumpulan data. Perangkat yang
dipersiapkan berupa file excel sesuai template ABACUS. Template file excel
terdiri dari:

1 Sheet Arsitektur Proses Bisnis

Sheet ini diperlukan untuk mengetahul proses bisnis yang ada di
masing-masing Perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah
Kota Blitar.

2 Sheet Arsitektur Layanan

Sheet ini diperlukan untuk mengetahul jenis layanan SPBE yang
terdapat di masing-masing Perangkat Daerah.

3 Sheet Arsitelttur Data dan Informasi

Sheet ini diperpunakan untuk mengetahui data dan informasi yang
dipergunakan dalam melaksanakan layanan dan proses bisnis di
masing-masing Perangkat Daerah.

4 Sheet Arsitektur Aplikasi

Sheet ini diperlukan unmk mengetahui aplikasi apa saja yang sudah
implementasikan di masing-masing Perangkat Daerah.

5 Sheet Arsitektur Infrastruktur



Sheet ini diperlukan untuk mengetahui infrastruktur yang dimiliki
masging-masing Perangkat Daerah. Sheet arsitektur infrastruktur
terdiri dari beberapa sheet yaitu:

a)
b)
c|
d)
e
f)

g

Sheet komputasi awan

Sheet perangkat keras jaringan

Sheet perangkat keras keamanan

Sheet perangkat keras media penyimpan
Sheet perangkat keras peripheral

Sheet perangkat keras server

Sheet perangkat lunalk platform

6 Sheet Arsitektur Keamanan

Sheet ini dipergunakan untuk mengetahui berbagai kegiatan yang
telah dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah yang berkaitan
dengan keamanan SPEE. Sheet ini terdin dari beberapa sheet yainu

a)
b)
el
d)

e
f)
gl

Sheet audit keamanan SPBE
Sheet Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
Sheet Identifikasi Kerentanan Keamanan SPEBE

Sheet Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum dan Kelaikan
Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

Sheet Penanganan Insiden Keamanan SPEBE
Sheet Peningkatan Keamanan SPBE

Sheet Standar Teknis dan prosedur Keamanan SPBE, Standar
Keamanan Internasional dan Regulasi Lainnya

1.3.4 Kegiatan FGD

Kegiatan FGD diperlukan dalam pelaksanaan dalam pembuatan
dokumen Arsitektur SPBE Kota Blitar dengan tujuan uniuk membahas isu
strategis, kondisi terkini dan menginventarisir seluruh demain arsitektur
SPBE vang dimiliki Kota Blitar saat ini. Luaran yang diharapakan dalam
kegiatan FGD ini adalah dokumen pendukung dan data isian terkait ©
domain arsitektur SPBE yang dimiliki oleh OPD - OPD di Kota Blitar.

Kegiatan FGD ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali denpgan agenda

diskusi:
1.
2.

FGD 1; Overview Peta Rencana dan Arsitektur SPBE

FGD 2; Pembahasan Domain Arsitektur SPBE terkait Domain
Arsitektur Proses Bisnis, Domain Data den Informasi serta
Domain Layanan dan Peta Rencana SPBE

FGD 3 Pembahasan Domain Arsitektur SPBE terkait Domain
Infrastulktur, Domain Aplikasi dan Domain Keamanan serta Peta
Rencana SPBE




Bab 2. Gambaran Umum
1.4 Isu Strategis
1.4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Blitar

Permasalahan pembangunan Kota Blitar dikelompokkan menjadi
beberapa masalah pokok sebagai berikout:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar: TPT Kota Blitar Tahun
2019 sebesar 4,64% masih berada di atas Jawa timur yang sebesar
3,92%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran
tahun 2019 di Kota Blitar bertambah 482 orang yvakni dari 3.202
pengangeuran tahun 2018 menjadi 3.684 pengangpuran pada tahun
2019, Ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga
meningkat sebesar 0,58 poin menjadi 4,64% pada Agustus 2019, Darn
jumlah pengangguran tersebut paling banyak wang memiliki
pendidikkan SMA yalkni sebesar 1,55%. Sementara berdasarkan data di
tahun 2020, TPT juga mengalami kenaikan sebesar 2,14 persen. Dari
semula 4,64% menjadi ©,68%.

2. Angka Kemiskinan masih relatif tinggi: jumlah penduduk miskin pada
Maret 2019 mencapai 10.100 jiwa atau?,13% dari total penduduk.
Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai
7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau
naik sebesar 0,65 persen dari tahun 2019,

3. Belum optimalnya peningkatan perekonomian masyarakat: masih
rendahnya jumlah koperasi alktif yang sehar untuk menunjang
perekonomian kota, masih rendahnya jumlah koperasi dengan
permodalan mandiri, dan masih sangat rendahnya pertumbuhan
uzaha mikro vang dibina

4. Belum optimalnyva pelayanan mnfrastruktur: masih  ditemukan
beberapa permasalahan  terkait penyediaan  dan  pelayanan
infrastruktur, antara lain penurunan persentase jaringan irigasi dalam
kondisi baik vakni dari 96,03% pada tahun 2018 turun menjadi
94,53% di tahun berilkutnya, belum optimalnya jumlah sampah terolah
di TPA yaitu mencapai 79,16% pada tahun 2019 dan menurun pada
tehun 2020 menjadi 76,16%, belum optimalnya pemenuhan
kebutuhan perumahan rakyat yang sebesar 73,60%, cenderung
meningkatnya persentase kawasan permukiman rawan kumuh vang
pada tahun 2019 mencapai 0,75% dan di tahun 2020 capaiannys
0,44%.

5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik:
Masih ditemukan beberapa kinerja vang perlu ditingkatkan, antara lain
perangkat daerah di lingkungan Pemda Kota Blitar yang telah
menerapkan SFIF pada level terdefinisi baru mencapai 60% pada tahun
2019 dan meningkat menjadi 72,4 1% di tahun 2020, masih rendahnya
pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yakmi
turun dari 86 persen ke 42 persen pada Tahun 2019 kemudian
meningkat menjadi 63% persen di tahun 2020.

1.4.2 Isu Internasional

Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan {Sustainable Development
Goals f 5DGs), Kota Blitar memiliki keinginan kuat untuk turut berperan
alctif dalam pelaksanaan SDGs tesebut. Sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomeor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana
pemerintah daerah yang dimpimpin oleh kepala daerah memiliki unsur



sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah
dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah
kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas
tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus
dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diaris utamakan
ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

1.4.3 Isu Hebijakan Pemimpin Daerah

Arah pembangunan secara umum direpresentasikan dalam rumusan
visl dan misi Kepala Dacrah. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar
terpilih periode 2021-2026, yaitu:

Tabel 0-1 Visi dan Misi Bupati dan Walkil Bupati Blitar terpilih periode
2021-2026

Visi Misi

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat Blitar Berlandaskan
Iman dan Takwa dengan Kearifan
Lokal Budaya

Meningkatkan Taraf Hidup

Masyarakat Blitar yang Memiliki

Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi
Terwujudnya Kabupaten Blitar yang dengan Mengoptimalkan Potensi

Mandiri dan Sejahtera Generasi Muda Kabupaten Blitar
Berlandaskan Akhlak Mulia, Pengoptimalan Kinerja Pemerintah
Baldatun, Tovyibatun, Warobbun yang Akuntabel, Inovatif, dan
Ghofur Berinlegritas
Percepatan dan Pemerataan
Pembangunan yang Adil dan

Merata melalui Pengembangan
Potensi Ekonomi Daerah dengan
Mengedepankan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kelestarian

Lingkungan

1.4.4 Isu Strategis RPJMD 2021- 2026 Kota Blitar

Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian
dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang ditunjukkan
pada tabel berikut:

Tabel 0-2 lsu Strategis Kota Blitar Berdasarkan Analisis dalam KLHS

Pilar Tema Besar [su Isu Strategis
Ekonomi Tekanan Sistem perpakiran perlu perbaikan
Perkembangan

Perlu penataan PEL
Kota Pe

Dampak Negatif perkembangan kota

- Menurunnya kualitas udara
(kendaraan bermotor)

- Menurunnay kualitas air (limbah
rumah tangga)



Lingkunga

Sosial

Tema Besar Isu

Kondisi
Infrastruktur Kota

Pengembangan
ckonomi Lolkal

Penurunan angka
PeNEangguran

Kondisi
Lingkungan Hidup

Bencana jAlam
dan Non-Alam)

Pengelolaan
Sampah

Alih Fungsi Lahan
Kemiskinan

Menurunnya nilai
sosgial dan
kebangsaan
masyaralkat

Ketahanan Pangan

Isu Strategis
- Konversi lahan hijau untuk
permukiman
-  Build up are semakin padat,
reapan makin mengecil, beban
drainase semakin berat,
genangan kota (musim
penghujan)
Sistem transportasi dan
perpakiran semakin ramit
kondisi Infrastruktur periu
ditingkatkan

Pengembangan ckonomi belum
maksimal

Penurunan angka pengangguran
belum maksimal

Pencemaran Lingkungan masih tinggi

Perubahan [klim semakin
mengkhawatirkan:

- kualitas iklim semakin menurun

- Ancaman penurunan supply air
tanah

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
Penurunan kuantitas sumberdaya air
Ruang Terbuka Hijau Terbatas

Belum tertatanya kawasan
permukiman

Pemanfaatan Energi terbarukan belum
optimal

Daya dukung lingkungan menurun

Ancaman Bencana semakin tingg baik
alam maupun non alam

Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Alih Fungsi Lahan Pertanian
Angka Kemiskinan terancam naik

Menurunnya nilai sosial dan
kebangsaan

Perlunya Peningkatan Ketahanan

Pangan karena kewaspadaan terhadap
konversi lahan pertanian yang semakin
tinggi dan rusaknya daerah tangkapan

air



Pilar Tema Besar Isu Isu Strategis

Tingkat Keschatan Kesadaran hidup schat
Masyarakat masyarakat masih rendah
Menurunnya tingkat kesehatan

masyarakat

Tingkat Pendidikan Perlunya Peningkatan Kualitas,
Akses dan mutu Pendidikan yang Adil
dan Merata

Tata Kelola Reformasi Reformasi Birokrasi Belum Optimal
Birokrasi

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 - 2026, telah ditetapkan
beberapa isu - 1su strategis yaitu:

1. Penangpulangan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing

3. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang
berwawasan kebangsaan, kebudayaan dan lingkungan hidup

4. Peningkatan nilai-nilai religins dan sosial dalam kerangka lingkungan
yang kondusif, dinamis, dan demokratis

5. Peningkatan Kota Blitar sebagai kota layanan perdagangan dan jasa

6. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan
berkelanjutan

7. Pemantapan penerapan good governance danpelayanan prima berbasis
teknologi informasi

1.5 Visi Misi Kota Blitar
1.5.1 Visi Kota Blitar

Berdasarkan pada arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagaimana
termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kota Blitar 2005-2025 dan berbagai capaian pembangunan periode 2016-
2021 vang mampu menunjukkan hasi signifikan, potensi yvang ada di
daerah, dan isu-isu strategis, serta tantangan Kota Blitar dalam kurun waktu
lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota
terpilih (2021-2026), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang
sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota
Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir
periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam
merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan
sasaran. Visi RFJMD Kota Blitar 2021-2026 didasarkan pada pada beberapa
nilai luhur yaitu nilai - nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan
lokal.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi
patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman
tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian menyulut perjuangan
merebut kemerdekaan di daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar
sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.



Predikat sebagai kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung
Kamo yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di kota inilah Bung Kamo
tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir
putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia presiden pertama tersebut, tersusun
rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Kamo dan Istana Gebang. Peringatan
hari lahir Pancasgila dan Bulan Bung Kamo pun dirayakan dengan meriah
dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar lavak mendapat julukan scbagai
“Bumi Bung Karne" dan “Kota Proklamator®. Selain dikenal dengan
patriotisme dan peninggalan sejarah yvang menjadi daya tarik wisata, Kota
Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri
makanan, industri kerajinan dan lain sebagainya.

Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota
Blitar untuk tumbuh menjadi kota unggul dan KEREN di Jawa Timur.
Ditambah dengan semangat patrictisme yang mendarah daging sejak Aryvo
Biitar, Sheedanco Sveprijadi hingga Bung Kamo, yang berpadu dengan nilai
— nilai religius memperkokoh Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman
dalam keberagaman. Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun
dengan semangat gotong-royong tetap dikedepankan. Oleh karena itu, Visi
EPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut: " Terwujudnya
Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat"

Penjelasan kalimat visi tersebut yainu

KOTA BLITAR KEREN: Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas
KEberagaman tetap dalam kondisi REligius dan Nasionalis, rukun, aman dan
kondusifl, masyvarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang
berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai-nilai Pancasila
schingga terbentuk manusia paripurma vang dapat berpartisipasi aktil dalam
pembangunan.

MAKMUR: Suatu lkondisi terpenubinya  kebutuhan ekonomi,
infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang
sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT: Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang
menjunjung tinggl nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta
terbukanya ruang masyvarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta
dan kreativitas didulkung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa
melayani dan profesional.

Berdasarkan rumusan di atas, maka terdapat empat poin visi yaitu
Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat. Keempat poin visi ini bersifat luas
yvang mencakup berbagai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata
kehidupan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan
ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditopang cleh penguatan infrastruktur
dan tata kelola pemerintahan.

1.5.2 Misi Kota Blitar

Berdasarkan wvisi “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul,
Makmur, Bermartabat®, terdapat lima misi vang alkan dilaksanakan, yaita:

MISI 1; Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis,
Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat
religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan.
Spirit perjuangan Bung Karmo, Suprivadi dan Aryo Blitar merupakan potensi
besar sckaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan




nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan
diamhbil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota
Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan
mempraktekkan nilai- nilai kearifan lokal. Misi ini juga mengarahkan Kota
Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan
posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan
laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (S8DGs), Misi 1
memuat Pilar Permbangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata
Kelola.

MISI 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya
Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi
2 memuat Pilar Pembangunan Sosial, Keren yang dimaksud di dalam misi ini
merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis. Arah
pembangunan sumber dava manusia ditujukan pada pembangunan manusia
paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan
nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasillkan tidak
hanya memiliki kemampuan intelektual vang unggul, tetapi juga sehat,
religins, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan
akses dan peningkaran kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan
kesadaran masyarakat,

MISI 3: Berdikari secara Ekonomi yvang Berorientasi pada Ekonomi
Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatan kesejahteraan ekonomi
masyarakat, menurunkan angka kKemiskinan dan tingkat pengangguran
terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan
pembangunan ckonomi daersh dilakukan dengan menggeralkan seluruh
sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada
pengembangan  ekonomi  kreatif dan  ekonomi  digital, optimalisasi
perdapangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata
sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model parwizata lain.
Peningkatan kemandinan ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi
ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan wrban farming,
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai
kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keselurnuhan memuat Pilar
Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

MISI 4: Meningkatkan Inftrastruktur dan Tata Ruang yang
Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastrukiur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara
berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya,
maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap
menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga
kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan
pengelolaan sampah. Qleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan
pembanpgunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar
Pembangunan Lingkungan.




MISI 5: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini diarahkan pada peningkatan lkualitas tata kelola pemerintaban
menuju pemerintahan vang baik, bersih, profesional dengan pelavanan
publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pemnbangunan Hukum
dan Tata Kelola dalam wupaya pencapaian ftujuan pembangunan
berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemenntahan mulai dan
tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan
pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang alkuntabel,
transparan, partsipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi vang
terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

1.5.3 Tujuan dan Sasaran

Misi 1 berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan tata kehidupan
yanpg religinus, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam
kebudayaan. Secara khusus misi ini fokus pada upaya menciptakan menata
kehidupan sosial masyarakat. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan
empat sasaran, yaitu:

¥» Tervujudnya Tata Kehidupan Masyarakat vang Demokratis
o Meningkatnyva kerukunan antar umat beragama;
o Meningkatnya ketertiban umum;

o Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian
Cagar Budaya.

¥ Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan
Anak

o Menurunnya kesenjangan gender.

Misi 2 fokus pada upaya meningkatkan sumber dayva manusia yang
keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter. Secara
spesifik misi menyasar perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya
manusia. Misi ini diperinei ke dalam satu tujuan dan lima sasaran, yaitu:

» Meningkainya Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya
Manusia

o Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
o Meningkatnya derajat kesehatan masyarakart;

o Meningkatnya prestasi olahraga dan kontribusi pemuda
dalam pembanpunan daerah;

o Meningkatnya pengendalian penduduk;
o Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat,

Misi 3, kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan
yaitu berdikari secara ckonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatii,
pariwisata, dan perdagangan berbasis digital, Pengembangan ekonomi kreatif
berbasis digital menjadi spirit pembangunan ekonomi pada misi tiga. Misi ini
diturunkan ke dalam dua rujuan dan sembilan sasaran, yaitu:

# Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
o Menumunnya ketimpangan antar penduduk miskin;

o Meningkatnya ketahanan pangan daerah;




a

Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakar;

* Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

o

(]

o

w

Meningkatnya nilai investasi daerah;

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan
dan perindustrian;

Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata
dan ckonomi kreatif;

Meningkatnya nilai tambah Brutc Koperasi dan Usaha
Mikro terhadap perekonomian daerah;

Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan.

Misi 4 fokus pada upaya meningkatkan infrastruktur dan tata ruang
yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan. Kata kunci yang
divsung pada misi ini berupa wawasan lingkungan hidup dan berkeadilan
sebagai spirit peningkatan hkualitas infrastruktur. Misi inl kemudian
diturunkan ke dalam tiga tujuan dan delapan sasaran, vaitu:

¥ Meningkatnva Kualitas Infrastruktur Daerah

2

Meningkatnya kualitas infrastrukitur pekerjaan umum;
Meninglkatnya ltualitas perhubungan.

# Meningkatnya Kelayakhunian

]

o

=]

Meningkatnva akses rumah layak huni;

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana,
Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman;

Meninglkatnya kualitas penatasn ruang.

¥ Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

o

i

o

Meningkatnya loaalitas air;

Meningkatnya kualitas udara;

Meningkatnya kualitas lahan;

Meningkatnyva Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5 berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Perbaikan tata kelola
pemerintahan mulai akan diarahkan pada penerapan teknologl informasi
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misi ini akan dijabarkan ke
dalam satu tujuan dan enam sasararn, yaitu:

¥# Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi berbasis
Teknologi Informasi

0

Q

Meningkatnya alkuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;

Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset
daerah;

Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

Meningkatnya Profesionalitas ASN;
Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah.



Meningkatkan
Tata
Kehidupan
vang Religius,
Nasionalis,
Setara Gender,
dan
Berkepribadian
dalam
Kebudayaan

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia yang
Keren, Berdaya
Saing, Sehat
Jasmani-
Rohani, Cerdas
dan
Berkarakter
Berdikari
seCcara
ckonomi yang

Tabel 0-3 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021-2026

1.1

3.1

Terwujudnya
tata
kehidupan

masyarakat
demokratis

' Meningkatnya

Kesetaraan
Gender,
Perlindungan
Perempuan
dan Anak

Derajat
Kesehatan
dan Daya

Saing SDM

Meningkatnya
tingkat

131

1.2.1

Meningkatnya  2.1.1

3.1.1

3.1:2

Indeks
Demokrasi
Indonesia (IDI)

Indels

Pembangunan
Gender (IPG)

Indeks

Pembangunan
Manusia (IPM)

Angka
Kemiskinan
Indeks Gini

86,31

97,6

78, 57

P78

0,344

83,25

97,6

78,58

7,26

| 0,345

83,5

97,7

78,59

7,21

0,344

83,75

97,8

78,60

7,16

0,343

a4

97,9

78,61

7,11

0,342

84,25

98

78,62

7,06

0,341

84,25

o8B

78,62

7,06

0,341




berorientasi
pada ckonomi
kereatif,

pariwisata, dan

perdagangan

berbasis digital

Meningkatkan
Infrastrulctur
dan Tata

Ruang vang
Berwawasan

Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik dan
Bersih
Berbasis
Teknologi
Informasi

3.2

4.2

4.3

51

kesejahteraan
masyarakat

- Meningkatnya

pertumbuhan
ekonomi

Meningkatnya
kualitas
infrastruktur
daerah

Meningkatnya
kelayakhunian

' Meningkatnya

kualitas
lingkungan
hidup
Meningkatnya
kualitas
penerapan
reformasi
birckrasi
berbasis
teknologi
informasi

3:.1.3

R

4.1.1

4.2.1

4.3.1

5.1.1

Tingkat
Pen

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

Indelks
Infrastruktur
Daerah

' Rasio

permukiman
layak huni

' Indeks

Kualitas
Lingkungan
Hidup

Indeks

Reformasi
Birokrasi

EANEEUTan
Terbuka (TPT)

Persen

' Persen

 Angka

Angka

6,68

.2,28

28,07

0,93

66,52

67,17 (B

590 5,55
3,50 4,00
3,75

58,27 58,37
0,95 0,96
68,86 70,03
67,67 68,17
(B (B)

5,22

4,50

58,47

0,97

71,20

68 67
(BB}

4,90

2,00

58,57

0,98

72,37 |

69,17 |
|BB)

4,61

5,50

58,67

0,99

73,54

69,67
(BB)

4,61

2,20

58,67

0,99

73,54

69,67
BB




1.6 Analisis Kesenjangan Antara Kondisi Eksisting dan Kondisi Ideal

Kota Blitar mempunyai kemajuan yang cukup signi dalam hal penerapan SPBE. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi SPBE tahun
2018 sampai 2020, namun terjadi dinamika di tahun 2021 dan 2022. Berikut ini adalah perbandingan nilai Evaluasi SPBE tahun 2022 untuk

mencapal target di 2023.

Tabel 0-4 Tabel Analisis Gap per Indikator

N Nilai Target
Indikator Nama Indikator Tahun Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023

Domain 1 - Kebijakan SPBE

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SFBE

1 Kebijakan Internal | 2 4 Kebljakan Internal Arsitektur SPBE perlu ditingkatkan. Untuk evaluasi SPBE
Arsitektur SPBE Instansi berikutnya, persiapkan dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil
Pusat / Pemerintah Daerah rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Arsitektur SPBE, bukti

undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur
SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal
Arsitektur SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
vang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Arsitektur SPBE
vang telah disempurnakan.

2 Kebijakan Internal Peta |2 4 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE perlu ditingkatkan. Untuk Evaluasi
Rencana SPBE Instansi SPBE berikutnya persiapkan dokumen shb.: notulensi/catatan /laporan hasil
Pusat/Pemerintah Daerah rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE, bukti

undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijekan internal Peta
Rencana SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penvempurnaan kebijakan
internal Peta Rencana SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pemerintah
Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Peta
Rencana SPBE vang telah disecmpurnakan.

3 Kebijakan Internal | 3 4 HKebijakan Internal Manajemen Data saat ini nilainya masih belum bisa 5
Manajemen Data karena kebijakan saat ini adalah kebijakan bar yang belum pernah direvisi.

(I B Untuk ke depannya, kebijakan ini bisa mencapai 3 jika tersedia dokumen




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

sbb: notulensi [/ catatan / laporan hasil reviufevaluasi dan rekomendasi
tindak lanjut kehijakan internal Manajemen Data SPBE, bukti undangan
rapal pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data
SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan
internal Manajemen Data SPBE; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah
yvang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Manajemen Data
SPBE vang telah disempurnakan.

Kebijakan Internal
Pembangunan Aplikasi

SPBE

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE adalah kebijakan baru yang
di instrument SPBE yang lama tidak ada. Saat ini kebijakan ini masih belum
dapat mencapai skor 5 karena ini adalah kebijakan baru yang belum pernah
dievaluasi / direvisi. Untuk ke depannya, kebijakan ini dapat mencapai level
5 jika tersedia dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil
reviu/evaluasi dan  rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal
Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal
Pembangunan Aplikasi SPBE; Dokumen kebijakan Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan berisi pengaturan/norma
Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah disempurnakan

Kebijakan Internal Layanan

Pusat

Data

Kebijakan internal Layanan Pusat Data sudah bagus, pertahankan. Untuk
evaluasi SPBE berikutnyva, mohon disiapkan bukti dokumen sbb.:
notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak
lanjut kebijakan internal Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat
pembahasan penyempurnaan kebijakan internmal Layanan Pusat Data,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal
Layanan Pusat Data; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang
sebelumnya dan yang memuat pengaturan (norma Layanan Pusat Data yang
telah disempurnakan.




Nomor Milad Target
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023

(5] Kebijakan Internal Layvanan | 3 4 Perwall SPBE vang saat ini berlaku masih belum mengatur interkoneksi
Jaringan Intra [Instansi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan
Pusat/Pemerintah Daerah Intra Pemerintah dan /atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

lain. Oleh karena itu Level 4 masih belum bisa terpenuhi. Untuk perbaikan
ke depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan memasukkan pasal yang
mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar dengan
pemerintah daerah lain (horizontal) atau instansi pusat lainnya (vertical).
Bulkti dekumen yang perlu disiapkan antara lain: konteks pengaturan /norma
arah kebijakan interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan
Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam Perwali atau
Peraturan Daecrah. Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi
kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, bukti
undangan rapat evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/
Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

T Kebijakan Internal | 3 4 Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait
penggunaan Sistem penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah
Penghubung Layanan Daerah. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus untuk
Instansi Pusal/Pemerintah menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini.

Daerah

8 Kebijakan Internal | 2 4 Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait Manajemen
Manajemen Keamanan Kearmanan Informasi. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus
Informasi untuk menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini,

9 Kebijakan Intermal Audit|?2 4 Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 masih belum mengatur tentang
Teknologi Informasi dan kebijakan internal terkait Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi
Komunikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). Untuk perbaikan ke depan, sebaiknya

PP &



Nomor
Indikator

Nama Indikator

Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbalkan

pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh OPD di Pemkot Blitar
yvang tertuang dalam dokumen kebijakan Perwali atau Peraturan Daerah.

10

l{ehij;sltl-can
Koordinasi

Internal Tim
SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah

Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 telah memuat secara lengkap
pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar yang
mendukung penerapan SPBE pada seluruh OPD. Di Perwali tersebut
dijelaskan bahwa Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan
evaluasi terhadap penyvelanggaraan SPBE. Di beberapa dokumen pendukung
vang lain juga disebutkan bahwa Tim Koordinasi SPBE ini juga sudah direviu
dan dievaluasi. Untuk perbaikan ke depan, kebijakan ini perlu direvisi
dengan menambahkan pasal yang mengatur arah koordinasi, kerja sama,
atau integrasi penerapan SPBE antar Instansi Pusat atau antar Pemerintah
Daerah. Selain  itu  perlu  menyiapkan bukti dokumen  sbb.:
notulensi/catatan/ laporan hasil evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi
SPBE Pemkot Blitar, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Tim
Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi
kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE.

Domain 2 - Tata Kelola SPBE

Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE

11

Arsiteldtur

SPEE Instansi

Pusat /Pemerintah Daerah

Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Arsitektur SPBE
Kota Blitar sudah memilila arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE
(level 3). Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada
menunjukkan bahwa evaluasi bar dilakukan sekali sehingga konsistensinya
masih belum terlihat,

Untuk menuju ke level 4, dolumen yang perlu dipersiapkan adalah sbb.:
- Dokumen Arsitektur SPBE |/ Rencana Induk TI / Masterplan TIK /




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun

2022

Target
Nilai

Rekomendasi Perbaikan

Arsitektur dan Domain Arsitekiur SPBE dan felah sesuai dengan standar
Aristeltur SPBE MNasional;

- notulensi/catatan /laporan  hasil revin Arsitektur SPBE, bukti
undangan rapat reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dekumentasi
aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE.

12

Peta  Rencana  SPBE
Instansi Pusal/Pemerintah
Daerah

Peta Rencana SPBE Kota Blitar sudah memuat secara lengkap peta rencana
Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK (level
3). Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetap! dokumen yang ada
menunjukkan bahwa evaluasi baru dilakukan sekali (tahun 2019) sehingga
konsistensinya masih belum terlihat.

Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disediakan adalah sbb.:

- notulensi/catatan/laporan hasil reviu Peta Rencana SPBE, bukti
undangan rapat reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/fatau
dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE

13

Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE

Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa seluruh Rencana
'dan Anggaran SFBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan
| kepada unit pengelola TIK dalam hal ini Dinas Kominfo Kota Blitar. Rencana
dan Anggaran SPBE masih belum direviu dan dievaluasi secara periodik,
Untuk menuju level 4, dokumen vang harus disediakan adalah:
- dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen REKA /KL
atau DPA-SKPD;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Rencana dan
Anggaran SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Rencana dan
Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi
Rencana dan Anggaran SPBE.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

14

Inovasi Proses Bisnis SPBE !

Proses Bisnis Pemeritah Daerah telah memenuhi standar dan Proses Bisnis
Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses
Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien (Level 3).
Dokumen pendukung yvang tersedia masih belum menunjukkan bahwa
dokumen proses bisnis sudah direviu dan dievaluasi secara periodic.

Untuk menuju level 4, dokumen yvang haras disiapkan adalah sbh.:

- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan
dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi
Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis,
dan /atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi Proses
Bisnis.

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi

15

Pembangunan
SPBE

Aplikasi

1

Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa proses
pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan
aplikasi [Level 2). Dokumen pendukung yang tersedia masih belum
menunjukkan bahwa proses pembangunan aplikesi SPBE  telah
dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah vang melaksanakan
fungsi pengelolaan TIK.
Untuk menuju ke level 3, dolkumen yang hams disediakan adalah:
Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SFBE
yvang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan
didokumentasikan secara formal;
- Terdapat notulensi/catatan (laporan hasil pembahasan pembangunan
Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi Pusat/Pemerintah Daerah
dengan Unit pengelala TIK (Dinas Kominfo).

s e i e




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

16

Layanan Pusat Data

Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Layanan Pusat
Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemkot
Blitar. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat
Data.

Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disiapkan adalah:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan
pusat data, dokumentasi integrasi dengan pusat data Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;

- Terdapal notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Layanan Pusat
Data, bukt undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data.

17

Layanan jaringan intra
Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah

Bukti dokumen wvang diajukan hanya topologi Jaringan Intranet
DISKOMINFO, bukan topologi jaringan intranet di seluruh Pemkot Blitar yang
menghubungkan semua OPD (Level 2).

Untuk menuju ke Level 3, dokumen/program yang harus disiapkan adalah:
- Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar telah diterapkan diseluruh OFPD
- Terdapat notulensi/catatan/laporan pengoperasian Jaringan Intra
Pemkot Blitar di seluruh OPD dan didokumentasikan secara formal.

R

18

Penggunaan gistem
penghubung layanan
Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah

Sistem penghubung layanan di Pemkot Blitar telah diterapkan di seluruh
QPD.

Untuk menuju ke Level 4, program dan dokumen yang harus disiapkan:

= Sistern Penghubung Layvanan Pemkot Blitar telah terintegrasi dengan
Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.

- Tautan Sistem Penghubung Layanan, tangkapan layar aplikasi layanan
integrasi data yang telah terintergrasi dengan Sistem Penghubung Layanan




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya

- Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE
dengan menggunakan Sistern Penghubung Layanan;

- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan
Pemkot Blitar

B Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot
Blitar

- dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan
Pemkot Blitar

Aspek 4 - Penyelenggara SPBE

19

Pelaksanaan tim koordinasi
SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

Pembkot Blitar sudah memiliki Tim Koordinas: SPBE vang ditetapkan dan
mencakup tugas/program kerja Tim Keoordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah namun belum ada bukti dokumen yang
menunjukkan bahwa Tim Koordinasi sudah melaksanakan semua rencana
seperti vang tertulis di Road Map.

Untuk menuju Level 3, yang harus dipersiapkan adalah:

- Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar telah melaksanakan keseluruhan
tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan
kepada seluruh OPD.

- Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas rapat koordinasi tugas/program kerja dengan seluruh OPD
- rapat reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE.

20

Kolaborasi penerapan SPBE

Bukii dokumen yang ada tidak berhubungan dengan kolaborasi antar unit,
Untuk menuju Level 2, yang harus dipersiapkan adalah:

- Pemkot Blitar sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit
kerja dan telah menyusun perencanaan, namun belum ditetapkan secara
formal.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai

2023

Rekomendasi Perbailkkan

Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah:

- Pemkaot Blitar menetapkan /membentuk Forum Kolaborasi Penerapan SPEE
secara formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin

- Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran
informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat,
Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan
masyarakat. Forum HKolaborasi SPFBE dapat dilakukan dalam bentuk
pertemuan informal dan pertemuan virtual

- Bukti dokumen dalam bentuk: dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan
dan fatau kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE,
notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Forum Kolaborasi Penerapan
SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan
SPBE.

Domain 3 -

Manajemen SPBE

Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE

21

Penerapan Manajemen
Risiko SPBE

Pemkot Blitar masih belum menerapkan manajemen risiko [Level=1).
Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SFPBE
dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE,

Untuk menuju Level 2: Manajemen Risiko sudah diterapkan tetapi tanpa |
mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.

Pemkot Blitar masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri mencapai
Level 3, hal-hal yang harus dilakukan:

- membuat pedoman Manajemen Risiko SPBE

- menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan pedoman

- terdapat bukti dokumen yang menunjukkan penerapan Manajemen
Risiko SFBE, seperti undangan rapal penerapan Manajemen Risiko SPBE,
laporan hasil pelaksanaan, laporan hasil reviu penerapan Manajemen Risiko




Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
2023

Rekomendasi Perbaikan

22

Penerapan Manajemen
Keamanan Informasi

Pemkot Blitar belum mempunyal dokumen arsitelktur infrastruktur dan
keamanan SPBE. Sudah dibentuk Tim Pengelola Layanan Keamanan
Informasi sejak tahun 2020. Belum ada bukti dekumen yang menunjuklkan
apakah pengendalian keamanan informasi sudah sclaras dengan
PETencANAAN Program.

Untuk menuju level 3 yvang harus dipersiapkan adalah:

- pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua
OPD

- bukti dokumen bahwa semua keamanan informasi sudah diterapkan
di semua OPD

- - bukti dokumen yang menunjukkan bahwa pengendalian Keamanan
Informasi sudah selaras dengan arah dan perencanaan program

23

Penerapan Manajemen Data

- Pemkot Blitar saat ini masth belum menerapkan Manajemen Data.
Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional,

- Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan
argitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Untuk menuju Level 2 hal-hal yang harus dilakukan:

- Pemkot Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data dengan
program kegiatan yang terarah dan terencana, namun belum mengacu pada
pedoman yang berlaku.

Untuk menuju Level 3 hal-hal yang harus dilakukan:

Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Data sesuai dengan
pedoman Manajemen Data yang berlaku melalui serangkaian proses




Nomor Nilai Target
Indikatos Nama Indikator Tahun Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023
pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan
kualitas data.
Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan di semua OPD
- Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan sesuai
dengan Pedoman Manajemen Data
24 Penerapan Manajemen Aset | 2 3 Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Aset TIK.

TIK

- Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk
menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi
informasi dan komunikasi dalam SPBE. Aset TIK mencalup perangkat lunak,
perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, 30OP,
outsource services, dan IT asset register.
- Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE,
Untuk menuju ke Level 2, yang harus dilakukan adalah sbb.:
- Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman
Manajemen Aset TIK,
Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah sbb.:
- Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada
pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
dan penghapusan aset TIK).
Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan:

Pedoman Manajemen Aset TIK

- Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Manajemen Aset TIK sudah
dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan sudah diterapkan di semua OPD.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

25

Penerapan Kompetensi
Sumber Daya Manusia

Pemkot Blitar sampai saat ini masih belum menerapkan Kompetensi SDM.

= Manajemnen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mufu layanan dalam SPBE. Manajemen
SDM SPEE termasuk didalamnya kegiatan peningkatan kompetensi Sumber
Daya Manusia SPBE dan promosi literasi SPBE. Manajemen SDM dilakukan
melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan
pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPEE.

Untuk menuju Level 2 yang perlu dipersiapkan adalah:

- Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya
(kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data
dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
Untuk menuju Level 3 yang perlu dipersiapkan adalah:

- Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE sudah terpenuhi seluruhnya
(kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitekiur SPBE, Data
dan Informasi, Keamanan SFBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).

Bukti dokumen:

- dokumen perencanaan & pengembangan SDM SPBE
- bukti dokumen pelaksanaan pengembangan SDM SPBE

Penerapan Manajemen

Pengetahuan

Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Pengetahuan.
Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk
mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan,
implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan
SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
Untuk menuju Level 2, hal-hal yang perlu dilakukan adalah shb.:

- Manajemen  Pengetahuan SPBE  telah dilaksanakan
standar/ pedoman

tanpa




Nomor
Indikator

i -

Nama Indikator

Nilai
Tahun

Target
Nilai

Rekomendasi Perbaikan

Untuk menuju Level 3, hal-hal vang perlu dilakukan adalah sbb.:

- Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada
standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daecrah dan Manajemen
Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sisterm aplikasi manajemen
pengetahuan.

Bukti dokumen:

- notulensifcatatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen
Pengetahuan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan
Mangjemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
penyvusunan Manajemen Pengetahuan.

27

Penerapan Manajemen
Perubahan

Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Perubahan.

- Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan
vang terjadi dalam SPBE.

- Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses
perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan
evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Lingkup Manajemen Perubahan SFBE:
Perubahan Aplikasi;

Perubahan Perangkat Keras;
Perubahan Perangkat Lunak;
Perubahan Infrastrulktur;
Perubahan Proses Bisnis;
Perubahan Lingkungan Organisasi;
Perubahan Layanan;

S B R A R e




Nomor

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

. Perubahan Data,

9. Perubahan Keamanan;

10. Perubahan Arsitektur.

Syarat untuk mencapai Level 2

= Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE baru dilaksanakan oleh
Scbagian OPD

Syarat untuk mencapai Level 3;

- Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua OFPD
sesual pedoman perubahan.

Bukti dokumen:

- Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Perubahan SFBE,
Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPHE

- Bukti pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi
Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.

28

Penerapan Manajemen
Layanan SPBE

Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Layanan SPBE.
- Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan
kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE
agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

- Penyelenggaraan Manajemen Layanan SFBE ditujukan untuk
memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan
layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE
tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif,
dan adaptif.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai

Reltomendasi Perbaikan

Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan
membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:

- pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan
Layanan SPBE dari pengguna;

- pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi
SPBE; dan

- pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada
metodologl pembangunan dan pengembangan aplikasi.

Syarat untuk mencapai Level 2:

- Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses
Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian
Layanan SPBE).

Syarat untuk mencapai Level 3:

Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Layanan SPBE sesuai
dengan pedoman yang berlaku yang memuat serangkaian proses
manajemenlayanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian
Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Bukti dokumen:
- Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE

Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE

. Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE

Aspck 6 - Pelaksanaan Audit TIK

a9

Pelaksanaan
Infrastruktur SPBE

Audit

Pemkot Blitar sudah melaksanakan Audit
perencangan yang bersinambungan.
Audit Infrastruktur SPBE harus dilaksanakan berdasarkan standar dan tata

Infrastruktur tetapi tanpa




T Nilai Target
Indikator Nama Indikator Tahun Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023

cara pelaksanaan Audit Infrastrukiur SFBE,
Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis antara lain:
1. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE,
2. infrastruktur SPBE;
3. kinerja infrastrukrur SPBE vang dihasilkan; dan
4. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
Syarat Level 2:
Pemkot Blitar telah melakukan Audit Infrastruktur secara rutin minimal 2
tahun sekali, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis
vang disvaratkan.
Syarat Level 3:
Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi
internal Pemerintah Daerah. Audit Infrastruktur SPBE dilakukan secara
rutin minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal
pokok teknis yang disyaratkan.
Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan:
Laporan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, notulensi/catatan
pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat pelaksanaan
Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
pelaksanaan Audit Infrastrukiur SPBE.

30 Pelaksanaan Audit Aplikasi | 1 2 Pemkot Blitar sudah melaksanakan audit aplikasi SPBE tahun 2020,

SPBE

Kegiatan ini baru dilaksanakan sckali. Sudah ada laporan hasil Audit
Aplikasi Umum maupun aplikasi khusus.

Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai

Rekomendasi Perbaikan

Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:

1. Audit Aplikasi Umum

2. Audit Aplikasi Khusus

Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal, standar/pedoman
nasional, atau standar/pedoman internasional.

Syarat untuk mencapai Level 3:

Pemkot Blitar telah melalukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal
2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi Khusus yang
ada

Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi
internal.
Bukti dokumen:

Dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sesuai standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan meliputi audit aplikasi umum dan
aplikasi khusus.

31

Pelaksanaan
Keamanan SPBE

Audit

Pemlkot Blitar sudah melakukan audit keamanan SPBE pada tahun 2020,
kegiatan ini baru dilakukan sekali dan sudah mengikuti panduan yang ada.
Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Audit Keamanan SPBE terdin atas:
1. Audit Keamanan Aplikasi
2. Audit Keamanan Infrastruletur.

Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal instansi,
standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun

e

Target
Nilai

Rekomendasi Perbaikan

Syvarat untuk mencapai Level 3:

= Pemkot Blitar lelah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin
minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi
Khusus yang ada.

- Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem
Keamanan Informasi internal

Bukti dokumen yang harus disiapkan |

Laporan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan
rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat
penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Domain 4 - Layanan SPBE

-,'IT—Z-.' "I":"{'_ i =

a2

Layanan Perencanaan

4

4

j..-El].’E.nB.l‘l. Perencanaan di Pemkot Blitar seharusnya sudah bisa mencapai
Level 4. Untuk evaluasi SPBE ke depannya, mohon dilengkapi bukti dokumen

sbb.:

Dokumen yang menunjukkan bahwa Layanan Perencanaan Berbasis

Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan
Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan
perencanaan Berbasis Elektronik, dll.
- Dokumen vang menggambarkan adanya fungsi vang disajikan oleh
sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan / middleware /basis data seperti
ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Tahun
2022

'il'"lrpt
Nilai

Rekomendaszi Perbaikan

J3

Layanan Penganggaran

Lavanan Penganggaran di Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan layanan
lainnya seperti layanan perencanaan maupun manajemen keuangan., Bukti
dokumen vang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah
dapat mencapai Level 5,

Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5

- Dokumentasi vang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi pengangegaran telah ditingkatkan,/ dikembangkan
layanannya.

- Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan penganggaran berbasis
elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan
SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Layanan SPBE;

34

Layanan Keuangan

Layanan Keuangan berbasis elektronik di Pemkot Blitar sudah terintegrasi
dengan layanan lainnya seperti layanan perencanaan maupun anggaran.
Bukti dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini
sudah dapat mencapai Level 5.
Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5:
- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistern aplikasi keuangan telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan keuangan berbasis
elektronik, bukt undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan
SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Layanan SPBE;




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Ta rget
Nilai

Rekomendasi Perbaikan

35

Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa

Untuk saat ini, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sudah mendapat nilai
yvang optimal yaitu Level 4.

36

Layanan Kepegawaian

Layanan Kepegawaian di Pemkot Blitar (SIMPEG) terintegrasi dengan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) melalui APl web service. Selain itu
SIMPEG terintegrasi dengan Sistem Informasi Eksekutifl [SIE) Kota Blitar.

Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah:

5 Daokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistern aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPRBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware /basis data seperti
ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori APl, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajilkan oleh
sistem aplikasi telah ditingkatkan Ilayanannya. Terdapat notulensi/f
catatan [telaah (laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Layanan SPBE, danjatau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;

37

Layanan Kearsipan Dinamis

Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-
Surat) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan kearsipan, dan sistem
dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan
validasi surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas.

Untuk mencapai Level 4, vang harus dilakukan adalah:

Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-Surat diintegrasikan dengan
layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
lainya.




Nomaor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target

Rekomendasi Perbailean

Bukti dokumen yang harus disedikan:

Dokumen yvang menggambarkan adanya fungsi yvang disajikan oleh sistem
aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middlewsare/basis data seperti
ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

38

La}'a-n_a.n
Barang
MNegara/Daerah

Pengelolaan
Milik

Pemkot Biitar sudah menerapkan layanan pengelolaan barang milik
negara/daerah SIMDA BMD yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.
Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah;

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi (SIMDA BMD) telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SIMDA BMD, bukti
undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SIMDA BMD,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Layanan SIMDA BMD,

39

Layanan Pengawasan
Internal Pemerintah

Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang dignnakan oleh Pemkot Blitar
adalah WBS. Lavanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik sudah
menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapal mengunduh atau
mengunggah informasi pengawasan internal, dan sistem dapat merespon
kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengawasan
internal

Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah:

Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik harus diintegrasikan
dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah lainnya.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

Bukti dokumen yang perlu disediakan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi WBS dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware /basis data seperti
ditunjuklan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori APl, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

Layanan Akuntabilitas
Kinerja Organisasi

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sudah menyediakan layanan
transaksi dan layanan analigis data.

Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah:

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AID 3L) harus diintegrasikan
dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah lainnya.

Bukti dokumen vang perlu disediakan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistemn
aplikasi AID 3L dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan /middleware /basis data seperti
ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

4]

Layanan Kinerja Pegawai

Pemkot Blitar sudah mempunyal aplikasi e-Kinerja (Layanan Kinerja Pegawai)
vang sudah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi
hasil kinerja pegawai. Aplikasi e-Kineja ini terintegrasi dengan absensi
pegawai tetapi modul absensi pegawai adalah masih bagian dari aplikasi e-
Kinerja (bukan modul yang berbeda).




Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
2023

Rekomendasi Perbaikan

Untuk mencapai Level 4, vang harus dilakukan adalah:

Layanan e-Kinerja harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya,
geperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atan dengan Layanan
Kinerja Pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Bukti dokumen yang perlu disediakan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi e-Kinerja dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan
layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis
data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori
APl, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik

42

Layanan Fengadua.n-
Pelayanan Publik

4

Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik (LAPOR SP4N) vang menyediakan layanan transaksi dimana
pengguna dapat mengundubh atau mengunggah informasi pengaduan
pelayanan publik, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik.

Layanan LAPOR SP4N sudah dintegrasikan dengan Sistem [nformasi
Eksekutif (SIE} Pemkot Blitar,

Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah:
Dokumentasi vang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensif
catatan /telaah /laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penvempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas

analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;




Nomor Wiink Target
Indikator Nama Indikator Tahun Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023
43 Layanan Data Terbuka 3 4 Pemkot Blitar perlu meningkatkan Layanan Data Terbuka.

- Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah vyang dapat di bagi pakai oleh Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lain.

- Data Terbuka(Open Data) adalah serangkaian proses untuk
menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
yvang efektif, efisien, dan akuntabel.

- Layanan Data Terbuka Berbasis Elcktronik yang dimaksud merupakan
keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Syarat tercapainya Level 2:
Layanan Data Terbuka Berbasis Elekironik memberikan layanan interaksi

terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen.

Syarat tercapainya Level 3:

Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi
kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi
data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

Bukti dokumen yang harus disediakan:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah)
dan/atau download [unduh] unmk mendukung input dan output




Nomaor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi
data/informasi, wvalidasi datafinformasi, kemajuan status approval
{persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna
maupun automasi.

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH)

45

Layanan Publik Sektor 1

Pemkot Blitar sudah mempunyai Layanan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) yang sudah memberikan layanan transaksi.
Layanan JDIH Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Saran untuk perbaikan: saat ini aplikasi JDIH Pemkot Blitar hanya
mempunyai 1 jenis transaksi yaitu penambahan data. Untuk pengembangan
ke depannva, sebaiknya layanan transaksinya dilengkapi dengan validasi
dokumen yang diunggah dan dilengkapi dengan analitik data.

Bukti dokumen yvang harus disediakan:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
aplikasi JDIH dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
JDIH Nasional.

"Aplikasi SILPUSITRON untuk pengelolaan surat dan arsip dinamis. Layanan
ini sudah termasuk dalam layanan Kearsipan dinamis yang sudah
ditanyakan di indikator 37. Untuk kedepannya sebaiknya dipilih aplikasi lain
vang mempunyai fitur kolaborasi schingga dapat mencapai skor 4.

40

Layanan Publik Sektor 2

Aplikasi Hibah Bansos: aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi,
validasi dan persetujuan serta analitik data.




Nomaor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbailtan

Untuk mencapai Level 4, bukti dokumen yang harus disedialkan adalah:
Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/
catatan,telaah /laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE. Bukti dokumen
vang menunjukkan bahwa aplikasi Hibah Bansor

47

Layanan Publik Sektor 3

Aplikasi SIPAK online : Sistern Informasi Pelayanan Administrasi
Kependudulean. Aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi, validasi
dan persetujuan serta analitik data. Layanan ini sudah dintegrasikan dengan
aplikasi Dispendukcapil Kota Blitar.

Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi vang disajikan olch
aplikasi SIPAK telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, Terdapat
notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi
tindak lanjut pengembangan layanan SIPAK, bukti undangan rapat
pembahasan penyempurnaan Layanan SIPAK, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SIPAK.




1.7 Strategi / Rekomendasi terhadap Implementasi Arsitektur SPBE
Tabel 0-5 Tabel Rekomendasi Perbaikan Tiap Indikator

Nomor Nilai | Target
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 | 2023

Domain 1 - Kebijakan SPBE

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

1 Kebijakan Internal | 2 4 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE perlu ditingkatkan.. Untuk evaluasi SPBE
Arsitektur SPBE Instansi berikutnya, persiapkan dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil
Pusat / Pemerintah Daerah rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Arsitektur SPBE, bukti

undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur
SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempumaan kebijakan internal
Arsitektur SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang
sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Arsitektur SPBE yang telah
disempurnakan.

p Kebijakan Internal Peta|2 4 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE perlu ditingkatkan. Untuk Evaluasi
Rencana SPBE  Instansi SPBE berikutnya persiapkan dokumen sbb.: notulensi/catatan /laporan hasil
Pusatl/Pemerintah Daerah rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE, bukt

undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Peta
Rencana SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan
internal Peta Rencana SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah
yvang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Peta Rencana SPBE
vang telah disempurnakan.

3 Kebijakan Internal | 3 4 Kebijakan Internal Manajemen Data saat ini nilainya masih belum bisa 5

Manajemen Data

karena kebijakan saat ini adalah kebijakan baru yang belum pernah direvisi.
Untuk ke depannya, kebijakan ini bisa mencapai 3 jika tersedia dolkumen sbb:
notulensi / catatan / laporan hasil reviufevaluasi dan rekomendasi tindak

lanjut kebijakan internal Manajemen Data SPBE, bukti undangan rapat




Nomor

Nama Indikator

Nilai
Tahun

2022

Target
2023

Rekomendasi Perbailkan

pembahasan penyempurnaan kebijakan intermal Manajemen Data SPBE,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal
Manajemen Data SPBE; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang
gsehelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Manajemen Data SPBE
yang telah disempurnakan.

Kebijakan
Pembangunan
SPBE

Internal
Aplikasi

Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE adalah kebijakan baru yang
di instrument SPBE yang lama tidak ada. Saat ini kebijakan ini masih belum
dapat mencapai skor 5 karena ini adalah kebijakan baru yang belum permah
dievaluasi / direvisi. Untuk ke depannya, kebijakan ini dapat mencapai level 5
jika tersedia dokumen sbh. : notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi
dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Pembangunan Aplikasi
SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal
Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; Dokumen
kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan berisi
pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah disempurnakan

Kebijakan Internal Layanan
Puszat Data

Kebijakan internal Layanan Pusat Data sudah bagus, pertahankan., Untuk
evaluasi SPBE berikutnya, mohon disiapkan bukti dokumen sbb.:
notulensi/catatan /laporan hasil reviu /evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
kebijakan internal Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan kebijakan internal Layanan Pusat Data, dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Layanan
Pusat Data; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan
vang memuat pengaturan/norma Layanan Pusat Data yang telah
disempurnakan,

Kebijakan Internal Layanan
Jaringan Intra  [nstansi

Perwali SPBE yvang saat ini berlaku masih belum mengatur interkoneksi
Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan




= —

Nomor Milad | Targst
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan

2022 2023

Pusat /Pemerintah Daerah Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Inira Instansi Pusat/Pemerintah Dacrah

lain, Oleh karena itu Level 4 masih belum bisa terpenuhi, Untuk perbaikan ke

depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan memasukkan pasal yang mengatur

interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar dengan pemerintah daerah

lain (horizontal) atau instansi pusat lainnya (vertical). Bukti dokumen yang

perlu disiapkan antara lain: konteks pengaturan/norma arah kebijakan

interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Dacrah

dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam Perwali atau Peraturan

Daerah. Terdapat notulensi/catatan /laporan hasil evaluasi kebijakan internal

Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, bukti undangan rapat

evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah,

dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Jaringan

Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

7 Kebijakan Internal | 3 4 Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait pecnggunaan
penggunaan Sistem Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sehubungan
Penghubung Layanan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus untuk menyusun tim khusus untuk
Instansl Pusat/Pemerintah menyusun kebijakan ini.

Daerah

8 Kebijakan Internal | 2 4 Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait Manajemen
Manajemen Keamanan Keamanan Informasi, Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus
Informasi untuk menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini.

9 Kebijakan Internal Audit | 2 4 Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 masih belum mengatur tentang kebijakan
Teknologi Informasi dan internal terkait Audit TIK [Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan
Komunikasi Audit Keamanan SPBE). Untuk perbaikan ke depan, sebaiknya segera dibuat




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
2023

Rekomendasi Perbaikan

Pewali yang mengatur kebijakan internal Audit TIK dan pengaturan / norma
penerapan Audit TIK bagi seluruh OPD di Pemkot Blitar yang tertuang dalam
dokumen kebijakan Perwali atau Peraturan Daerah.

10

Kebijakan Internal Tim
Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah

Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 telah memuat secara lengkap pengaturan
tugas-tugas Tim Koordinasi SPBEE Pemkot Blitar yang mendukung penerapan
SPBE pada seluruh OPD. Di Perwali tersebut dijelaskan bahwa Tim Keordinasi
SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelanggaraan
SPBE. Di beberapa dokumen pendukung yvang lain juga disebutkan bahwa Tim
Koordinasi SPBE ini juga sudah direviu dan dievaluasi. Untuk perbaikan ke
depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan menambahkan pasal yang mengatur
arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar Instansi
Pusat atau antar Pemerintah Daerah, Selain itu perlu menyiapkan bulti
dokumen sbb,: notulensi/catatan/ laporan hasil evaluasi kebijakan internal
Tim Koordinasi SPBE Pembkot Blitar, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan
internal Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE.

Domain 2 -

Tata Kelola SPBE

Aspek 2 - Perencanaan Strategis SFBE

11

Arsitektur SPBE Instansi
Pusat,/Pemerintah Dacrah

Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Arsitektur SPBE
Kota Blitar sudah memiliki arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi,
Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE (level
3). Sudah ada evaluasi yvang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada
menunjukkan bahwa evaluasi baru dilakukan sekali sehingga konsistensinya
masih belam terlihat.
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Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
20232

Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

Untuk menuju ke level 4, dokumen yang periu dipersiapkan adalah sbb.:

- Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk Tl / Masterplan TIK / Cetak
Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan seluruh Referensi
Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan telah sesuai dengan standar

Aristeltur SPBE Nasional;

|- notulensi/catatan/laporan hasil reviu Arsitektur SPBE, bukti undangan

rapat reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-
akltivitas reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE.

12

Peta

Rencana

SPBE

Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah

Peta Rencana SPBE Kota Blitar sudah memuat secara lengkap peta rencana
Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK (level 3).
Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada
menunjukian bahwa evaluasi baru dilakukan sekali (tahun 2019) sehingga
konsistensinyva masih belum terlihat.

Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disediakan adalah sbb.:

i' notulensi/catatan/laporan hasil reviu Peta Rencana SPBE, bukti

undangan rapat revin dan evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/fatau
dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE

13

Keterpaduan Rencana dan
Anggaran SPBE

Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa seluruh Rencana
dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan
kepada unit pengelola TIK dalam hal ini Dinas Kominfo Kota Blitar. Rencana

dan Anggaran SPBE masih belum direviu dan dievaluasi secara periodik.




Nomor
Indikator
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Nilai
Tahun
2022

Nilai

Rekomendasi Perbaikan

Untuk menuju level 4, dokumen yang harus disediakan adalah:

- dokumen Rencana dan Angparan SPBE terpadu dan dokumen RKA /KL
atau DPA-SKPD;

- Terdapat notulensifcatatan/laporan hasil reviu/evaluasi Rencana dan
Anggaran SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Rencana dan
Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi
' Rencana dan Anggaran SPBE.

14

Inovasi Proses Bisnis SPBE

| Proses Bisnis Pemeritah Daerah telah memenuhi standar dan Prozes Bisnis
Pemeritah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses
Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien {Level 3).

Dokumen pendukung yang tersedia masih belum menunjukkan bahwa
dokumen proses bisnis sudah direviu dan dievaluasi secara periodic.

Untuk menuju level 4, dokumen yang harus disiaplkan adalah sbb.:

- Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan
dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik;

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses
Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi Proses
Bisnis.

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi

15

Pembangunan Aplikasi

SPBE

Bukti dokumen vang diajukan sudah menunjukkan bahwa proses
pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan
aplikasi (Level 2). Dokumen pendukung yang tersedia masih  belum




Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

menunjukkan bahwa proses pembangunan aplikasi SPBE  telah
dikensultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan
fungsi pengelolaan TIK.

Untuk menuju ke level 3, dokumen yang harus disediakan adalah:

= Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang
didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan
secara formal;

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan
Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi Pusat/ Pemerintah Daerah
dengan Unit pengelola TIK {Dinas Kominfo).

16

Layanan Pusat Data

Bukti dokumen vang diajukan sudah menunjukkan bahwa Layanan Pusat
Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemkot
Blitar. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data.

Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disiapkan adalah:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat
data, dokumentasi integrasi dengan pusat data Instansi Pusat/ Pemerintah
Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional;

- Terdapat notulensi/catatan,/laporan hasil evaluasi Layanan Pusat Data,
bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data.

L7

Layanan jaringan intra
Instansi Pus=sat/Pemerintah
Daerah

Bukti dokumen yang diajukan hanya topologi Jaringan Intranet DISKOMINFO,
bukari topologi jaringan intranet di seluruh Pemkot Blitar yang
menghubungkan semua OPD (Level 2.




- —— Nilai | Target
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023
Untuk menuju ke Level 3, dokumen /program yang harus disiapkan adalah:
- Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar telah diterapkan diseluruh OPD
- Terdapat notulensif/catatan/laporan pengoperasian Jaringan Intra
Pembot Blitar di seluruh OPD dan didokumentasikan secara formal.
18 Penggunaan sistem | 2 4 Sistem penghubung layanan di Pemkot Blitar telah diterapkan di seluruh OPD.
penghubung layanan

Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah

Untuk menuju ke Level 4, program dan dokumen yang harus disiapkan:

- Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar telah terintegrasi dengan
Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Dacrah lain,

- Tautan Sistem Penghubung Layanan, tangkapan layar aplikasi layanan
integrasi data yang telah terintergrasi dengan Sistem Penghubung Layanan
Instansi Pusat /Pemerintah Daerah lainnya

- Standard Operating Procedure (SOF) integrasi data atau layanan SPBE
dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan;

- Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan
Pemkot Blitar

- Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot
Blitar

. dokumentasi aktivitas-aktivitas cvaluasi Sistem Penghubung Layanan
Pemkot Blitar
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Rekomendasi Perbaikan

Aspek 4 -

Penyelenggara SFBE

19

Pelaksanaan tim koordinasi
SPBE Instansi

Pusat/Pemerintah Daerah

Pemkot Blitar sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan
mencakup tugas/program kerja Tim HKoordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah namun belum ada bukti dokumen yang
menunjukkan bahwa Tim Koordinasi sudah melaksanakan semua rencana
seperti vang tertulis di Road Map.

Untuk menuju Level 3, yang harus dipersiapkan adalah:

- Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar telah melaksanakan keseluruhan
tugas,/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada
seluruh OPD.

- Motulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi
aktivitas-aktivitas rapat koordinasi tugas/program kerja dengan seluruh OFD

- rapat reviu atau evaluasi tugas /program kerja Tim Koordinasi SPBE.

20

Kolaborasi penerapan SPBE

Bukti dokumen yang ada tidak berhubungan dengan kolaborasi antar unit.

Untuk menuju Level 2, yang harus dipersiapkan adalah:

- Pemkot Blitar sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja
dan telah menyusun perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal.

Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah:




Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

- Pemkot Blitar menetapkan /membentuk Forum Kolaborasi Penerapan SPBE
secara formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin

- Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran
informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat,
Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan
masyarakat. Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk
pertemuan informal dan pertemuan virtual

- Bukti dokumen dalam bentuk: dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan
dan fatau kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE,
notulensi/catatan /laporan kegiatan rutin Forum Kolaborasi Penerapan SPBE,
dan [ atau bukti undangan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.

Domain 3 -

Manajemen SPBE

Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE

21

Penerapan Manajemen
Risika SPBE

Pemkot Blitar masih belum menerapkan manajemen risiko (Level=1].
Manajermnen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan
meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.

Untuk menuju Level 2: Mansjemen Risiko sudah diterapkan tetapl tanpa
mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE.

Pemkot Blitar masih mempunyal waktu untuk mempersiapkan diri mencapai
Level 3, hal-hal yang harus dilakukan:

membuat pedoman Manajemen Risike SPBE




—
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Rekomendasi Perbaikan

- menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan pedoman

- terdapat bukti dokumen yang menunjukkan penerapan Manajemen
Risiko SPBE, seperti undangan rapat pencrapan Manajemen Risiko SPBE,
laporan hasil pelaksanaan, laporan hagil reviu penerapan Manajemen Risiko

22

Penerapan Manajemen
Keamanan [nformasi

Pemkot Blitar belum mempunyai dokumen arsitektur infrastruktur dan
keamanan SPBE. Sudah dibentuk Tim Pengelola Layanan Keamanan Informasi
sejak tahun 2020. Belum ada bukti dokumen yang menunjukkan apakah
pengendalian keamanan informasi sudah selaras dengan perencanaan

program.

Untuk menuju level 3 yang harus dipersiapkan adalah:
- pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua OPD

= bukti dokumen bahwa semua keamanan informasi sudah diterapkan di
semua OPD

- - bulkti dokumen yang menunjukkan bahwa pengendalian Keamanan
Informasi sudah selaras dengan arah dan perencanaan program

23

Penerapan Manajemen Data

- Pemkot Blitar saat ini masih belum mencrapkan Manajemen Data.
Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional,

- Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan
arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
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Nilai
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2023

Rekomendasi Perbaikan

Untuk menuju Level 2 hal-hal yang harus dilakukan:

- Pemkot Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data dengan
program kegiatan yang terarah dan terencana, namun belum mengacu pada
pedoman yang berlaku.

Untuk menuju Level 3 hal-hal yang harus dilakukan:

Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Data sesual dengan
pedoman Manajemen Data yang berlaku melalui serangkaian proses
pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan

kualitas data.
Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan di semua OFD

Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan secsuai
dengan Pedoman Manajemen Data

24

Penerapan Manajemen Aset

TIK

Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Aset TIK.

- Manajemen aset teknologi informasi dan kemunikasi bertujuan untuk
menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi
dan komunikasi dalam SPBE. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat
keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource
services, dan IT asset register.

- Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Untuk menuju ke Level 2, yang harus dilakukan adalah sbb.:
- Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman




Nomor

Nama Indikator

Nilai
Tahun

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbailkkan

Manajemen Aset TIK.
Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah sbb.:

- Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman
Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan
penghapusan aset TIK),

Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan:
- Pedoman Manajemen Aset TIK

- Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Manajemen Aset TIK sudah
dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan sudah diterapkan di semua OFD.

25

Penerapan Kompetensi
Sumber Daya Manusia

Pemkot Blitar sampai saat ini masih belum menerapkan Kompetensi SDM.

- Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen
SDM SPBE termasuk didalamnya kepiatan peningkatan kompetensi Sumber
Daya Manusia SPBE dan promosi literasi SPBE. Manajemen SDM dilakukan
melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan
pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE.

Untuk menuju Level 2 yang perlu dipersiapkan adalah:

- Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya
(kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan
Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).

Untuk menuju Level 3 yang perlu dipersiapkan adalah:

- Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE sudah terpenuhi seluruhnya
(kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan




 p— Nilai | Target
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023
Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE).
Bukti dokumen:
- dokumen perencanaan & pengembangan SDM SPBE
- bukti dokumen pelaksanaan pengembangan SDM SPBE
26 Penerapan Manajemen | 1 3 Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Pengetahuan.
Pengetahuan Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk

mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan,
implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE
dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.

Untuk menuju Level 2, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbb.:

- Manajemen  Pengetahuan SPBE  telah  dilaksanakan tanpa
standar/pedoman

Untuk menuju Level 3, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbhb.:

- Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada
standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen
Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen

pengetahuan.
Bukti dokumen:
- notulensi/catatan penyusunan rancangan pencrapan Manajemen

Pengetahuan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan
Manajemen  Pengetahuan, danfatau dokumentasi aktivitas-aktivitas

penyusunan Manajemen Pengetahuan.

——




Nilai | Target
St Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
g 2022 | 2023
27 Penerapan Manajemen | 2 3 Pembkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Perubahan.

Perubahan

- Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan
yvang terjadi dalam SPBE.

- Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses
perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan
evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Lingkup Manajemen Perubahan SPBE:
Perubahan Aplikasi;

Perubahan Perangkat Keras;
Perubahan Perangkat Lunak;
Perubahan Infrastruktur;
Perubahan Proses Bisnis;
Perubahan Lingkungan Organisasi;
Perubahan Layanan;

Perubahan Data;

0@ N U s W N~

. Perubahan Keamanan;
10. Perubahan Arsiteltur.
Syarat untuk mencapai Level 2:

- Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE baru dilaksanakan oleh Sebagian
OPD




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun

Nilai
2023

Rekomendazl Perbailkkan

Syarat untuk mencapai Level 3:

- Kegiatan Manajemen Perubahan SPEE dilaksanakan oleh semua OFD
sesuai pedoman perubahan.

Bulkti dokumen:

- Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE,
Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE

- Bukti pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi
Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.

28

Penerapan Manajemen
Layanan SPBE

Pemlkot Blitar saat ini masih belum mencrapkan Manajemen Layanan SPBE.

- Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.

- Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada
pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar
Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.

Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk
memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan
layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SFEE
tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan
adaptif.

Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun
portal pusat layanan untuk menjalankan proses:

- pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan
Layanan SPBE dari pengguna;




Nomor Nilai | Target
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbailkkan
2022 2023
- pendavagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi
SPBE: dan
- pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada
metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
Syarat untuk mencapai Level 2:
- Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses
Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian
Layanan SPBE).
Syarat untuk mencapai Level 3:
- Pemkot Blitar telah mencrapkan Manajemen Layanan SPBE sesuail
dengan pedoman yang berlaku yang memuat serangkaian proses
manajemenlayanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian
Layanan SFBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
Bukti dokumen:
- Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE

|= Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE

Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK

29 Pelaksanaan Audit | 1 2 Pemkot Blitar sudah melaksanakan Audit Infrastruktur tetapi tanpa

Infrastrukiur SPBE

perencanaan yang bersinambungan.
Audit Infrastruktur SPBEE harus dilaksanakan berdasarkan standar dan tata




Nomet Nilai | Target
Indikator Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
2022 2023

cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis antara lain:
1. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE;
2, infrastruktur SPBE;
3. kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan
4. aspek infrastruktur SPBE lainnya.
Syarat Level 2:
Pemkot Blitar telah melakukan Audit Infrastrukitur secara rutin minimal 2
tahun sekali, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis
yang disyaratkan.
Syarat Level 3:
Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi
internal Pemerintah Daerah. Audit Infrastrukiur SPBE dilakukan secara rutin
minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok
teknis yang disyaratkan.
Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan:
Laporan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, notulensi/catatan
pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat pelaksanaan
Audit  Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.

30 Pelaksanaan Audit Aplikasi 2 Pembkot Blitar sudah melaksanakan audit aplikasi SPEE tahun 2020. Kegiatan

SPBE

ini baru dilaksanakan sekali. Sudah ada laporan hasil Audit Aplikasi Umum




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target

Rekomendasi Perbaikan

maupun aplikasi khusus.

Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.

Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
1. Audit Aplikasi Umum
2. Audit Aplikasi Khusus

Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal, standar/pedoman
nasional, atau standar/ pedoman internasional.

Syarat untuk mencapai Level 3:

Pemkot Blitar telah melakukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2
tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi Khusus yang

ada.

Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem [nformasi
internal.

Bukti dokumen:

Dokumentasi penerapan Audit Aplikasi secsuai standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan meliputi audit aplikasi umum dan
aplikasi khusus,

a1

Pelaksanaan
Keamanan SFBE

Audit

Pemkot Blitar sudah melakukan audit keamanan SPBE pada tahun 2020,
kegiatan ini baru dilakukan sekali dan sudah mengikuti panduan yang ada.

Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara
pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.




No Nilai | Target
t Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
St 2022 | 2023
Audit Keamanan SPBE terdiri atas:
1. Audit Keamanan Aplikasi
2. Audit Keamanan Infrastruktur.
Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal instansi,
standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.
Syarat untuk mencapai Level 3:
- Pemkot Blitar telah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin
minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi
Khusus yang ada.
- Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem
Keamanan Informasi internal
Bukti dokumen yang harus disiapkan :
Laporan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan
rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat
penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan/atau
dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Kcamanan SPBE.
Domain 4 - Layanan SPBE

Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

32

Layanan Perencanaan

4

4

Layanan Perencanaan di Pemkot Blitar seh arusnya sudah bisa mencapai Level
4, Untuk evaluasi SPBE ke depannya, mohon dilengkapi bukt dokumen sbb.:

- Dokumen yang menunjukkan bahwa Layanan Perencanaan Berbasis
Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain,
misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Rekomendasi Perbaikan

Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan
perencanaan Berbasis Elektronik, dll.

- Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan /middleware/basis data seperti
ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori APL, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

33

Layanan Penganggaran

Layanan Penganggaran di Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan layanan
lainnya seperti layanan perencanaan maupun manajemen keuangan. Bukti
dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah dapat
mencapai Level 5.

Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
gistem aplikasi penganggaran telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
- Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan penganggaran berbasis
elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan
SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Layanan SPBE;

S%4

Layanan Keuangan

Layanan Keuangan berbasis elektronik di Pemkot Blitar sudah terintegrasi
dengan layanan lainnya seperti layanan perencanaan maupun anggaran. Bukti
dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah dapat
mencapai Level 5.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Milai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistem aplikasi keuangan telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.

- Terdapat notulensi/ catatan/telash/laporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan keuangan berbasis
elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan
SPEE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau
penyempurnaan Layanan SPBE;

35

Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa

Untuk saat ini, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sudah mendapat nilai
vang optimal yaitu Level 4.

36

Layanan Kepegawaian

Layanan Kepegawaian di Pemkot Blitar (SIMPEG) terintegrasi dengan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAFK) melalui API web service. Selain itu
SIMPEG terintegrasi dengan Sistem Informasi Ekseloutil (SIE) Kota Blitar.

Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah:

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistern aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti
ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

- Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh
sistern aplikasi telah ditingkatkan layanannya. Terdapat notulensi/
catatan/telaah/laporan hasil reviufevaluasi dan rekomendasi tindak lanjut




Nomor

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Nilai

Rekomendasi Perbaikan

pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan Lavanan SPBE;

37

Layanan Kearsipan Dinamis

Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik je-Surat)
yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh
atau mengunggah informasi pengelolaan kearsipan, dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi surat
masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas.

Untuk mencapai Level 4, vang harus dilakukan adalah:

Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-Surat diintegrasikan dengan
layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan /atau
denpgan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainya.

Bukti dokumen yang harus disedikan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi vang disajikan oleh sistem
aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE
lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data secperti
ditunjulckan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori APl, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

38

Layanan Pengelolaan

Negara/Daerah

Milik

Pemkot Blitar sudah menerapkan layanan pengelolaan barang milik
negara fdaerah SIMDA BMD yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.




o Nilai | Target
Indikat Nama Indikator Tahun | Nilai Rekomendasi Perbaikan
a 2022 | 2023
Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah:
Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi (SIMDA BMD) telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya.
Terdapat notulensif catatan/telaahflaporan hasil reviu/evaluasi dan
rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SIMDA BMD, bulkti
undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SIMDA BMD,
dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitazs analisis komparasi atau
penyvempumaan Lavanan SIMDA BMD.
39 Layanan Pengawasan | 3 4 Layanan Pengaﬁan Internal Pemerintah yang digunakan oleh Pemkot Blitar

Internal Pemerintah

adalah WBS. Layvanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik sudah
menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau
mengunggah informasi pengawasan internal, dan sistem dapat merczspon
kepada pengpuna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengawasan
internal

Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah:

Layanan Pengawasan Internal Berbasizs Elektronik harus diintegrasilan
dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah lainnya.

Bukti dokumen yang perlu disediakan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi WBS dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware /basis data seperti
ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
2023

Rekomendasi Perbaikan

40

Layanan Aluntabilitas
Kinerja Organisasi

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sudah menyediakan layanan
transaksi dan layanan analisis data.

Untuk mencapai Level 4, yvang harus dilakukan adalah:

Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi [AID 3L) harus diintegrasikan
dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran,
dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah lainnva.

Bukti dokumen vang perlu disediakan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi AID 3L dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan
SPBE lainnya, schagai hasil integrasi layanan/middleware /basis data seperti
ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan
dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

41

Layanan Kinerja Pegawai

Pemkot Blitar sudah mempunyai aplikasi ¢-Kinerja (Layanan Kinerja Pegawai)
yvang sudah menyediakan layanan ftransaksi dimana pengguna dapat
mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat
merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil
kinerja pepawai. Aplikasi e-Kineja ini terintegrasi dengan absensi pegawai
tetapi modul absensi pegawai adalah masih bagian dari aplikasi e-Kinerja
(bukan modul yang berbedaj.

Untuk mencapai Level 4, vang harus dilakukan adalah:

Layanan e-Kinerja harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti
layanan perencanaan, penganggaran, danjfatau dengan Layanan Kinerja
Pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Tahun

Nilai

Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

Bukti dokumen yang perlu disediakan:

Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi e-Kinerja dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan
layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan / middleware (basis data
seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori AP,
dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya,

Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik

42

Layanan Pengaduan
Pelayanan Publik

4

Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik (LAPOR SP4N) yang menyediakan layanan transsksi dimana
pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengaduan
pelayanan publik, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti
mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik,

Layanan LAPOR SP4N sudah dintegrasikan dengan Sistem Informasi Eksekutif
(SIE) Pemkot Blitar.

Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistemn
aplikasi telah ditingkatkan,/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/
catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;

43

Layanan Data Terbuka

Pernkot Blitar perlu meningkatkan Layanan Data Terbuka.

Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah vyang dapat di bapi pakai oleh Instansi




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

Pusat/Pemerintah Dacrah lain.

- Data Terbuka(Open Data) adalah serangkaian proses untuk
menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

yang cfektif, efisien, dan alkuntabel.

- Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan
keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai
manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Syarat tercapainya Level 2:
Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi

terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan
pengunduhan dokumen,

Syarat tercapainya Level 3:

Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi
kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi
data, mekanisme persetujuan, dan analitik data

Bukti dokumen yvang harus disediakan:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan olch sistem
aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload [unggah)
dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output




Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
Nilai
2023

Rekomendasi Perbaikan

 data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi
data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval
[persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna
maupun automasi,

44

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH)

Pemkot Blitar sudah mempunyai Layanan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) yang sudah memberikan layanan transaksi. Layanan

JDIH Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Saran untuk perbaikan: saat ini aplikasi JDIH Pemkot Blitar hanya
mempunyai 1 jenis transaksi yaitu penambahan data. Untuk pengembangan
ke depannya, sebaiknya layanan transaksinya dilengkapi dengan validasi
dokumen yvang diunggah dan dilengkapi dengan analitik data.

Bukti dokumen yang harus disediakan:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh aplikasi
JDIH dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan JDIH
Nasional,

Layanan Publik Sektor 1

Aplikasi SILPUSITRON untuk pengelolaan surat dan arsip dinamis. Layanan |
ini sudah termasuk dalam layanan kearsipan dinamis vang sudah ditanyakan
di indikator 37. Untuk kedepannya sebaiknya dipilih aplikasi lain yvang
mempunyai fitur kolaborasi sehingga dapal mencapai skor 4.

46

Layanan Publik Sektor 2

| Aplikasi Hibah Bansos: aplikasi ini sudah mﬂﬂ}fﬂdi;lkﬂ.l'l layanan transaksi,
validasi dan persetujuan serta analitik data.




Nomor
Indikator

Nama Indikator

Nilai
Tahun
2022

Target
2023

Rekomendasi Perbaikan

Untuk mencapai Level 4, bukti dokumen yang harus disediakan adalah:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem
aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/
catatan/telaah /laporan hasil reviufevaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
pengembanpan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Layanan SPBE, danj/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analizis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE. Bukti dokumen yang
menunjukkan bahwa aplikasi Hibah Bansor
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Aplikasi SIPAK online : Sistem Informasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan. Aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi, validasi
dan persetujuan serta analitik data. Layanan ini sudah dintegrasikan dengan
aplikaszi Dispendukcapil Kota Blitar.

Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah:

Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh aplikasi
SIPAK telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya, Terdapat notulensi/
catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut
pengembangan layanan SIPAK, bukti undangan rapat pembahasan
penyempurnaan Layanan SIPAK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas
analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SIPAK.




Bab 3. Arsitektur SPBE Kota Blitar

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur SPBE, Pemerintah Kota Blitar menyusun Arsitekiur SPBE Kota
Blitar dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Untuk itu dalam
penyusunannya Arsitektur SPBE Kota Blitar dibangun dan dikembangkan
selaras dengan Arsitekitur SPBE nasional.

1.8 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan
kerangka kerja SPBE sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE
nasional. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam
Arsitektur SPBE, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis,
dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu
Data Indonesia, melalui dukungan tcknologi informasi dan komunikasi

berbag pakai yang terintegrasi.
Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain
Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

a. referensi arsitektur proses bisnis;

referensi arsitektur data dan informasi,
referensi arsitektur layanan SPBE;

referensi arsitektur aplikasi SPBE;

referensi arsitektar infrastruktur SPBE; dan

referensi arsitelctur keamanan SPBE.

mooap g

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas
6 [enam) komponen, yaitu:

a. domain arsitektur proses bisnis;

domain arsitekmur data dan informasi;
domain arsitektur layanan SPBE;

domain arsitektur aplikasi SPBE;

domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
domain arsitektur keamanan SPBE.

Seccara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE
dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada gambar berikut. Pada
tlustrast kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegatan
penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital
terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah)
dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi
yvang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna
biru).

A
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Gambar 0-1 Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

1.9 Arsitektur Proses Bisnis
1.9.1 Model Interaksi Pemerintahan

Model interaksi pemerintahan menunjukkan bagaimana proses-proses
pemerintahan terjadi di dalam lembaga pemerintah. Ini menjadi dasar bagi
penyusunan proses bisnis, karena dari model interaksi pemerintahan ini
dapat diketahui apa saja vang hars dilakukan dan sekalipus pendukung TIK
vang diperlukan. Untuk itu dalam proses penyusunan proses bisnis,
diperlukan pemahaman mengenai model interaksi pemerintahan.

1.9.1.1 Interaksi Government To Government (G2G)

Pemerintah secara umum di dalam operasional pemerintahannya,
senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagam lembaga
pemerintah lainnya. Dalam konteks Pemerintah Kota Blitar, interaksi dan
komunikasi terjadi di internmal lingkungan Pemerintah Kota Blitar [antar
SKPD, Kecamatan dan kelurahan/desa) maupun antara Pemerintah Kota
Blitar dengan lembaga pemerintah lainnya, baik itu pemenntah pusat,
pemerintah provinsi maupun pemeriniah kabupaten /kota. Bentuk interaksi
dan komunikasi antara Pemerintah Kota Blitar dengan berbagai lembaga
pemerintah dapat dijelaskan pada berikut:

Satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar senantiasa
berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain untuk menyukseskan
pencapaian visi dan misi Kota Blitar. Bentuk interaksi diantara satuan-
satuan kerja ini meliputi:

a. Koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di Kota Blitar. Di
dalam kegiatan koordinasi ini terjadi pertukaran data diantara satuan-
satuan kerja tersebut. Data-data yang dipertukarkan meliputi data
unituk keperhuan perencanaan maupun data perencanaan itu sendiri,

b. Keordinasi penganggaran, dimana setiap satuan kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar akan berkoordinasi mengenai penganggaran
kegiatan yang direncanakan. Data- data yang mengalir di dalam
kegiatan ini meliputi data-data perencanaan kegiatan, besaran
anggaran yang dibutuhkan, maupun besaran anggaran yang disetujui.

¢. Koordinasi pelaksanaan kegiatan, dimana diantara satuan- satuan
kerja tersebut berinteraksi dan berkoordinasi di dalam pelaksanaan
kegiatan. Data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi keordinasi




pelaksanaan kegiatan, seperti surat pemberitahuan, surat survey
pengumpulan data, dan lainnya.

Pelaporan hasil kegiatan yvang dilaksanakan oleh satuan kerja di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pelaporan dilaksanakan oleh setiap
satuan kerja vang ada di lingllungan Pemerintah Kota Blitar kepada
bagian yang ditunjuk untuk mengumpulkan setiap laporan kegiatan.

Interaksi dalam kerangka pelayanan kepegawaian seperti pelayanan
kenaikan pangkat, mutasi jabatan maupun pelayanan gaji. Interaksi
antar pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dimana di dalam
keseharian pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terjadi berbagai
interaksi antar pegawai di lingkungan Pemboot Blitar,

1.9.1.2 Interaksi Government To Citizen |(G2G)

Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya adalah pelayan bagi publik. Oleh

karenanya secara langsung Pemerintah Kota Blitar melakukan interaksi
dengan publik berupa pelayanan kepada publik. Pelayanan publik
diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

1.9.2 Peta Relasi Proses Bisnis
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1.9.4 Pemetaan Proses Bisnis dan Perangkat Daerah

Pemetaan proses bisnis perangkat daerah mengacu pada Referensi
Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang telah ditetapkan. Pada
tabel berikut dapat dilihat taksonomi referensi arsitekiur proses bisnis pada
tinkat 1 dan tingkat 2

Tabel 0-1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) Level 1 dan 2

Pertahanan dan Luar Negeri (01)

01. | Pertahanan Penyelenggaraan urnusan pemerintahan dalam
01 bidang pertahanan negara, termasuk di
dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan
potensi pertahanan, strategi pertahanan,
penanggulangan ancaman, pertahanan siber.

01. | Urusan Luar Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 | Negeri bidang hubungan luar negeri dan politik lnar
negeri
Ekonomi dan Industri (02)
02. | Industri | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
01 ‘  bidang penumbuh-kembangan industri dalam

- negerd, termasuk di dalamnya pengelolaan
ekonomi kreatif dan produk digital.

02. | Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

02 pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya
perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan
perdagangan berjangka.

02. | Pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

03 bidang pertanian termasuk di dalamnya
| peningkatan produksi pertanian, penyediaan
sarana dan prasarana pertanian, ketahanan
pangan, serta keamanan hayati.




Penyelenggaraan urusan pem:nntahan da.!u.m
bidang perkebunan termasuk di dalamnya
pengembangan bio energi dan keberlanjutan
usaha perkebunan

Peternakan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang peternakan termasuk di dalamnya
kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan
budidaya.,

——

o7

Perikanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perikanan termasuk di dal
pemberdayaan masyarakatl perikanan serta
pengelolaan konservasi dan keanekaragaman
hayati laut.

02.

Badan Usaha
Milik Negara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
perigelolaan badan usaha milik negara.

[nvestasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
pembinaan penanaman modal antara lain
manajemen penanaman modal, manajemen
perizinan penanaman medal, dan litigasi
penanaman modal.

Koperasi

10

S 88

Usaha Kecil Dan
Menengah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
pembinaan koperasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
pembinaan usaha kecil dan menengah.

g

Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya
pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan
dan penyusunan rencana induk kepariwisataan
nasional.

01

03.

Penyelenggaraan urusan pemerintﬂhan dalam
bidang pekerjaan umum.

o2

03.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang transmigrasi. |

03

03.

Penyelenggaraan urusan pemeriniahan dalam '
bidang transportasi.

03.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perumahan.

05

03.

Pembangunan
Kawasan Atau
Daerah Tertinggal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pembangunan kawasan atau daerah

tertinggal.

Perlindungan Sosial dan Keschatan [04)

Keasehatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

bidang kesehatan termasuk di dalamnya
kefarmasian dan alat keschatan, P4GN,

pencegahan dan pengendalian penyakit, serta




pengawasan obat dan makanan. :I
04. | Sosial Pcm*thnmaraa; urusan pemerintahan dalam i
02 bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen
pencarian dan pertolongan, pcmbangunan
manusia, penanganan fakir miskin, dan
penanggulangan bencana, .
04. | Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam ’
03 | Perempuan bidang perberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)
05, | Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
01 bidang hukum termasuk di dalamnya
pengelolaan pemasyarakatan dan
penyelenggaraan keimigrasian.
05. | Keamanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang keamanan.
05. | Hak Asasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
03 | Manusia bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya |
hak atas kekayaan intelektual.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)
06. | Pendidikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam i
01 bidang pendidikan termasuk di dalamnya
pembinaan kepustakaan dan manajemen tenaga
pendidikan. |
06. | Ketenagakerjaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya
manajemen pekerja migran Indonesia serta
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06. | llmu Pengetahuan | Penyelen urusan pemerintahan dalam
03 bidang ilmu pengetahuan.
06. | Teknologi Penyelenggaraan urisan pemerintahan dalam
o4 bidang teknologi.
06. | Pemuda Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
05 | bidang pemberdayaan dan pengembangan
| pemuda.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)
07. | Pertambangan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
01 bidang pertambanpgan
07. | Energi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang energi termasuk di dalamnya
ketenagalistrikan dan konservasi energl.
| O7. | Kehutanan Penyvelenggaraan urusan pemerintahan dalam
03 bidang kehutanan termasuk di dalamnya

peningkatan daya dukung DAS dan hutan
lindung serta perlindungan kawasan hutan,




Kelautan

FEII}"E]-EIJEEHI‘E.EI_I‘.I. urusan pemenntﬂ.hn.n dalam
| bidang kelautan.

05

07.

Li.ngﬂungn_n
Hidup

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya
manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan
sarana dan prasarana iklim dan cuaca.

Budaya dan Agama (08)

01

08.

o

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang agama.

Kehudaj'aan

Olahraga

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kebudayaan termasuk di dalamnya
pembinaan arsip nasional, dan pembinaan
perfilman nasional.

F_en}relenggmul urusan pemcﬂnt&hﬁn dalam
bidang keolahragaan.

Pemerintahan Umum (09)

' Dalam Negeri

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
urusan dalam negeri.

Keuangan

Penyelenggaraan urusan pf:m_cnntah&_u dalam
bidang keuangan negara

. e —————— T

e8

| Informasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang informasi termasuk di dalamnya
pengelolaan sumber daya dan perangkat
informatika, penyiaran radio publik, dan
penyiaran televisi publik.

; fumunikﬂsi

_T
58

Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang komunikasi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perencanaan pembangunan nasional
termasuk di dalamnya pengawasan
pEnVimpangan pembangunan, manajéetrmen
ekonomi makro, dan dukungan strategis
program f kebijakan.

38

Aparatur Negara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di
dalamnya manajemen pelayanan publik,
manajemen sistem pemerintahan berbasis
elektronik, kearsipan nasional, dan kerjasama
antar instansi.

38

Negara

Keselkretariatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kesekretariatan negara termasuk di
dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara,
manajemen ketahanan nasional, dan
pengawasan pemerintah.

B8

Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi
pertanahan dan pengelolaan infrastruktur
pertanahan.




Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
09 bidang kependudukan termasuk di dalamnya
pendampingan hukum dalam rangka
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan partisipasi masyarakat,

1.9.5 Btruktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban
oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses
biznis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses
bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

d. scktor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis
pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan secbagal tingkat 1
(pertama), ymg menjadi struktur di tingkat nasional;

b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari  sektor
pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia
sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke
dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kecdua), vang menjadi
struktur di tingkat nasional;

c. fungsi pemerintahan, vang menjelaskan lebih rinci dari umsan
pemerintahan di tingkat nasional scbagai tingkat 3 (ketiga), yang
selanjutnya Instansi h.lsat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan
sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan
merclasikan ke tingkat nasional;

d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rincl dar fungsi
pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dapat menyusun pada stntktur ini sesuai dengan
kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan
dan layanan terintegrasl yang akan dibangun sebagai bagian dari
layanan digital nasional.

Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

|:r1;15k31 1{5; ktor Pemerintahan) SPOE Nasiansl
Tingkat 2 lUrusain Pemerintahan) ‘.' ‘
Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) |
ﬁﬁ“ﬁﬁ'ﬂm :Tingkat 4 (Sub F;r'l.gii Pemerintahan) ‘ l

Gambar 0-2 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis
1.9.6 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dar berbagai macam proses
bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagal macam data dan
informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana
terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar 9, dimana domain proses bisnis
akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan



informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainya dalam
SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan
pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan vang
dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan
infrastruktur apa- saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang
diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
terscbut.

Domain Layanan SPBE

Interaksi

Daomain Proses Bisnis S Proses Bisnis |

|| interaks: interaks |I|||
! || :I':

Domain Data dan Informasi

Gambar 0-3 Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis

1.9.7 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Pemetaan proses bisnis pada dilakukan dengan menggunakan
metadata dan pemetaan proses bisnis yang telah didefinisikan oleh perangkat
daerah. Pada tabel berikut ini dapat dilihat atribut metadata arsitektur
proses bisnis.

Tabel 0-2 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bizsnis

1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas |
metadata .
2 | Nama Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang
Bisnis/Urisan disclenggarakan yang mengacu pada tugas unit
kerja/perangkat daerah.
3 | Uraian Merupakan uraian dar urusan-urusan
Bisnis,/Urusan pemerintahan vang diselenggarakan vang
mengacu pada tugas unit kerja/ peranghat
daerah.
4 | Kode Model Merupakan kode nmd:TEEFEm"’"“FEﬁﬁE}EE_'
Referensi sesual dengan nama bisnis/urusan yang dipilih

1.9.8 Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional

Pemetlaan proses bisnis perangkat daerah mengacu pada Referensi
Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang telah ditetapkan. Pada
tabel beritkut dapat dilihat taksonomi referensi arsitekiur proses bisnis pada
tinkat 1 dan tingkat 2.



Pertahanan dan Luar Negeri (01)
- 01. | Pertahanan Penyelenggarann urusan pemerintahan dalam

01 bidang pertahanan negara, termasuk di
dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan
potensi pertahanan, strategi pertahanan,
penanggulangan ancaman, pertahanan siber.

01. | Urusan Luar Pf:nycl::nggaraan urusan pemerintahan dalam

02 | Negeri bidang hubungan luar negeri dan politik luar

| negeri

| Ekonomi dan Industri (02)

| 02, | Industri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

L 01 bidang penumbuh-kembangan industri dalam
negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan
ekonomi kreatif dan produk digital.

02. | Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

02 pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya
perdagangan dalam negeri, ekspor impaor, dan
perdagangan berjangka.

02. | Pertanian Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

]. 03 bidang pertanian termasuk di dalamnya
peningkatan produksi pertanian, penyediaan
sarana dan prasarana pertanian, ketahanan
pangan, serta keamanan hayati,

02. | Perkebunan Penyvelenggaraan urusan pemerintahan dalam

04 bidang perkebunan termasuk di dalamnya
pengembangan bio energi dan keberlanjutan
usaha perkebunan

02. | Peternakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

05 bidang peternakan termasuk di dalamnya
kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan
budidaya.

06 bidang perikanan termasuk di dalamnya
pemberdayaan masyarakat perikanan serta
pengelolaan konservasi dan keanekaragarman
hayati laut.

02. | Badan Usaha Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

07 | Milik Negara pengelolaan badan usaha milik negara.

02. | Investasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam |

08 pembinaan penanaman modal antara lain
manajemen penanaman modal, manajemen
perizinan penanaman maodal, dan litigasi
penanaman modal.

02. | Koperasi Penyvelenggaraan urusan p-::m;-mtah_an dalam

09 pembinaan koperasi.

02. | Usaha Kecil Dan | Penyelenggaraan urusan pemerntahan dalam




Menengah

pembinaan usaha kecil dan I'ﬂE-

Pariwisata

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya
pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan
dan penyusunan rencana induk kepariwisataan
nasional.

Pembangunan Daerah (03)

Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pekerjaan umum.

Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang transmigrasi.

Transportasi

Penyelengearaan unisan p-mttrh]tnhﬂn dalam
bidang transportasi.

Perumahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang perumahan.

Pembangunan
Kawasan Atau
Daerah Tertinggal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pembangunan kawasan atau daerah
tertinggal.

Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)

Kesehatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang keschatan termasuk di dalamnya
kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN,
pencegahan dan pengendalian penyakit, serta
pengawasan obat dan makanan.

Sosial

Pemberdayaan
Perempuan

Penyelengparaan urusan pemerintahan dalam
bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen
pencarian dan pertolongan, pembangunan
manusia, penanganan fakir miskin, dan
penanggulangan bencana.

bidang perberdayaan perempuan.

Eetertiban Umum dan Keselamatan (05)

Hukum

Penyel urusan pemerintahan dalam
bidang hukum termasuk di dalamnya
pengelolaan pemasyarakatan dan

Keamanan

penyelenggaraan keimigrasian,

Penyelenggaraan urusan pemerintahan da
bidang keamanan.

Hak Asasi
Manusia

P:nyﬂtnggariﬂnmum pm‘nr:rint:a]]}m dalam
bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya
hak atas kekayaan intelekiual.

Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)

Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pendidikan termasuk di dalamnya
pembinaan kepustakaan dan manajemen tenaga




! HI ]

| 06. | Ketenagakerjaan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya
manajemen pekerja migran Indonesia serta
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06. | llmu Pengetahuan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
03 bidang ilmu pengetahuan.
06. | Teknologi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
04 bidang teknologi.
06. | Pemuda Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
05 bidang pemberdayaan dan pengembangan
pemuda.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)
07. | Pertambangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam |
01 bidang pertambangan
07. | Energi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang energi termasuk di dalamnya
!- ketenagalistrikan dan konservasi energi.
07. | Kehutanan | Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
03 bidang kehutanan termasuk di dalamnya
peningkatan daya dukung DAS dan hutan
lindung serta perlindungan kawasan hutan,
07. | Kelautan 1 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
04 | bidang kelautan.
07. | Lingkungan Penyelengparaan urusan pemerintahan dalam
05 | Hidup bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya
manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan
| Berank dan prasarana iklim dan cuaca,
Budaya dan Agama (08)
08. | Agama Ftn}r:lmggﬁan urusan pemerintahan dalam
01 bidang agama.
08. | Kebudayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang kebudayaan termasuk di dalamnya
pembinaan arsip nasional, dan pembinaan
perfilman nasional,
08. | Olahraga Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
| 03 bidang keolahragaan.
Pemerintahan Umum (09) S|
09. | Dalam Negeri Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
01 urusan dalam negeri.
09. | Keuangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
02 bidang keuangan negara
09. | Informasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
03 bidang informasi termasuk di dalamnya

pengelolaan sumber daya dan perangkat




informatilca, E.ra:n radio pu, dan
penyiaran televisi publik.

04

Komunikasi

- 09,
05

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang komunikasi.

Perencanaan

Pembangunan
Nasional

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

i perencanaan pembangunan nasional
termasuk di dalamnya pengawasan
penyimpangan pembangunan, manajemen
ekonomi makro, dan dukungan strategis
program/kebijakan.

Aparatur Negara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di
dalamnya manajemen pelayanan publik,
manajemen sistem pemerintahan berbasis
elektronik, kearsipan nasional, dan kerjasama
antar instansi.

09.
o7

Kegekretariatan
Negara

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kesckretariatan negara termasuk di
dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara,
manajemen ketahanan nasional, dan
pengawasan pemerintah,

88

Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi
pertanahan dan pengelolaan infrastruktur
pertanahan.

88

Kependudukan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam
bidang kependudukan termasuk di dalamnya
pendampingan hukum dalam rangka
pengendalian penduduk dan keluarga berencana

1 serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.




1.9.9 Model Domain dan Arzsitektur Proses Bisnis Kota Blitar
Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tabel 0-4 Domain Arsitektur Prozses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

1.9.9.1

Pengelolaan

Publik

Layanan
Informesi

Publik

Kemitraamn
Komunikasi
Dan
Informasi
Publik

Pembanguna

Pengembang
an Sarana

Meningkatn
¥A,

dan In;.rmn.n

berhasis
elektronil
Meningkain
YA

dan layanan
pemerintah
berbasis
elektronik
Meninghkatn
va
tatakelola
dan layanan
pemeriniah

elektronilk
Meningkatn

tatakelala
dan layanan
pemerintah

indeks layanan B5%
SPBE
indeks layanan B5%
SPBE
indeks layvanan B5%
SPBRE
Indeks Tata lkelola Q1%
SPBE

Diskominfo

Biskominfo

Diskominfo

DHakarninfo

RAE.O9

an Umum

an Umum

RAB.DG
Pemerintah
an Ummam

RABR.O9
Pemerintah
an U'mum

RAB.OG.03
Informasi

RAB.09.03

RAB.09.04
Komunikas

RABR.09.03
Informasi

RAB.09.03,
Pengelolaan
Publik

RAB.09.03.

Pengelolaan
Informasi
Publik

RAB.09.04.

Pengelolaan
Komunikasi
Publik

REaR.09.03,
01
Pengelolaan
Informatika

RAB
009.03.05.01
Pengelolann
Informasi
Publik

RAB
{0,0:3.05.02
Layanan
Informasi
Publik

RAB
09.04,02.01
Kemitraan

Komunilasi

Dan Informasi

Publik

RAB.09.03.01,

01

Pembangunan

Dan
Pengembanga

Pemerintah
Kota Hijtar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar



Prasarana
Tik

Pengembang
an Aplikasi
Informatika

an TIK

Statistik

berbasis
elelctronilk
Meningkatn
ya
tatakelala
dan layvanan
pemerintah
berbpsis
elektronik

Meningkatn

va
Latakelola
dan layanan
pemerintah
berbasis
elektronik

Meninglatn

¥a
tatakelola
dan layanan
pemerintah
berbazis
eleldtronik

Meningkatn

¥a
tatakelola
dan layanan
pemerintah
berbasis
elektromik

Indeks Tata kelola
SPBE

Indeks Tata kelola
SPBE

Prozentass
ketermanfaatan
dlata statistik
sekinral

Prosentase
Perangkat Daerah
vang
mengimplementasi
kan persandian

1%

1%

29%

Diskominio

Diskominfo

Diskominfo

Dizkarminfo

RAR.O9
Pemerintah
an Umum

RABR. 09
Pemerintah
an Umum

RABR.OG
Pemerintah
an Umum

RAB.OD
Pemerintah
an Umum

RaB. 0903
Informasi

RAB.09.03
Informaai

RAB.O9.03
Informas|

EAaR.09.03
Informas|

ol
Pengelolaan
Informatika

RAB.09.03.
01

Informatika

03
Pengelolasnn
Dats
Btatistik

RAB.O9.03,
o

Pengelolaan
Informatika

n Sarana
Prasarana Tik

RAR
09.03.01.02
Pengembanga
n Apliloasi
Informatika

RAB
09.03.01.03

Pemberdayaan
TIK

RAB
09.03.03.01
Statistik

RAR
09,038,011 .04
Persandian

Pemerintah
Kata Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Petmerintah
Kot Blitar




1.9.9.2 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sekretariat Daerah
Tabel (-5 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sekretariat Daerah

menytakan Meningkat 100 9141% Sekretaria RAB 09 EAB.OS.01 RAB.03.01

perumusan bahan, Eebijaknn B t Daerah Pemerinta  Agama A1 1.01 h Kota
kebijakan merumuskan, koordinasi, Pusat yang han Bimbingan Fasilitasi Blitar
bina mengkoordinas  fasilitasi, ditindaklan Umum Masyaraka perumusan
mental ikan kebijakan dan jued t kebijakan
spiritual pemerintah PEIUMLISAT Keagamaa  bina mental

daecrah di kebijakan n spiritual

bidang sarana  bagian

dan perekonom

prasarana spirl  ian dan

tuaal kesejahtern

an ralcyat

1.993 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tabel 0-6 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Peningkatan Meningkatka Meningkatk Dinas RAB.O2 RAB.02.03 RAB.02.03. RAB02.03.020 Pemerinta

Prodilsi n Produkai an Pertanian  Ekonomi Pertanlan 02 1 Peningkatan h Kota
Tanaman Tanaman Produlktivit dan dan Peningkata  Produkai Blitar
Pangan Pangan ns dan Nilai Ketahanan Industri n Produksi Tanaman

Holtikultura Holtikultura Tambah Pangan Pertanian Fangan

Sektor




Perkebunan

Peningkatan
nilai tambah

produk

Produlksi
Ternalk

Peningkatan
Diilad
Tﬂmbﬂhl

Peternakan

Meningkatka
Ternak

Meningkatka
n Nilal
Tambah
Produksi
Peternalean

dan
Perikanan

Meningkatk
an

Produktivit
as dan Milai

Perikanan
Meningkatk
an
Produktivit
as dan Milai
Tambah
Sektor

Dhinas
Pertanian
dan
Ketahannn
Pangan

Dinas

dan
Ketnhanan
Pangan

Hnag
Perlanian

Ketahanan
Pangan

RAB.O2

dan
Industri

RAaB.OZ

Industri

AR O2
Ekoniomi
dan
Industri

RAB.D2.06
Perikanan

RAB.O2.05
Peternalos

RAB.O2.05
Peternaka
n

RAB.DZ.06,

03
Pengelolaa
n Haasil
Perlkanan

RAB.0Z2.05,

05
Produlksi
Pakan Dan
Ternals

RAB.02.05,

05

Pakan Dan
Ternak

Holtibaltura dan

Perkebunan

RAB.0O2.06.03.0
1 Peningkatan

nilai tambah
produk
perikanan

RAR.O2.05.05.0
I Peningkatan
Produlksai Ternak

RAB.02.05.05.0

1.02
Peningkatan
Nilai Tambah
Produbsi
Peternakan

Pemennia
h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota
Elitar



Peningkatan  Meningkatka Menjaga Dinas RAB.O2 RAB.02.03 . RAB.02.03.04.0

ketersediaan n stabilitas Pertanlan  Ekonomi Pertanian 04 1 Peninghkatan h Kota
pangan ketersedinnn  ketahanan dan dan KEctahanan  ketersediaan Blitar

pangan pangan Hetahanan Industri Pangan pangan

daernh Pangan

Peningkatan Meningkatka Menjaga Dinas RAB.D2 RAB.O2.03 RAB.02.03. RAB.02.03.040 Pemernnta
keterjangka n stahilitas Pertanian  Ekonomi Pertanian 04 2 Peningkatan h Kota
uan keterjfangka  ketahanan dan dan Kemahanan  keterjangkauan  Blitar
masyarakat uan paANgan Ketahanan  Industr Pangan masyvarakat
terhadap masyarakat dasrah Pangan terhadap
pangan terhadap pangan

pangan
Meningkatka Meningkatka Menjaga Dinas RAB.OZ RAB.02.03 RAB.02.03, RAB.02.03.04.0 Pemerinta
n n stabilitas Pertanion  Ekonomi FPertanian 04 3 Meningkatkan h Kota
pemanfaata  pemanfaata  ketahanan dan dan Ketahanan pemanfaatan Blitar
n pangan n pangan pangan Ketahanan Industri Pangan pangan
masyatakat masyatakat dacrah Pangan masyatakat

1.9.9.4 Domain Arsitektur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tabel 0-7 Domain Arsitektur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Peningkatan Meningkatk Meningkatk Dinas REAB.OZ RAB.02.01 RAB.02.01. RAB.02.01.0l. Pecmerintah
Pemberdaya an an volume Perindusird  Ekonomi Industri 0l 01 Kota Blitar
an Industri usaha di an dan Pembinaan  Peningkatan

Sektor




1.9.95

Pemberdayn  Perdaganga Perdaganga  dan Indus=tr
an Industri 0 dan n Industri Regional
Perindustri
an
Meningkatk Meningkatk Dinas RAB.OZ RAB.02.02 RAB{2.02.
an Kinerja an volume Perindustri Ekonomi Perdagang 03
Perdaganga ussha di an dan dan an Perdaganga
n Daerah Sektor Perdaganga Industri n Dalam
Perdaganga n MNegeri
n dan
Perindustri
an

Domain Arsitektur Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
Tabel 0-8 Domain Arsitelktur Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

Femberdﬂ_:.ru

01 Kota Blitar
Peningkatan
Kinerja

Meningkatka Meningkat Dinas RABR G2 RAR.D2.09 RAB.02.09.0
n kan Peran Koperasi, Ekonomi Koperngi 1 Pembinaan
Eemudahan  Koperasi LKM dan elamn Koperasi
Penyelenggar  dan Omaet Ketenagakerj Industri

aan Koperasi  UMEKM pan

REAR.O2.00.0 Pemerinta
1.01 h KEota
Peningkatan  Blitar
Kemudahan

Penyelenggar
aan Koperasi



Peninglkatan
Perlindunga
n Koperasi

Peninglatan
Pemberdayva
an Koperasi
rmelahai Ddim
usaha

koperasi

Melaksanakn
n
Pengawasan
dan
Pemerilsaan
Koperasi

Peniladan
dan

pemeriksaan
kesehatan
koperasi

Peninghatan
Kapasitas
Eompetensi

Meningkathka

n
Perlindunga
n Koperasi
Meningkatka
n
Pemberdayva
an Koperaszi
melalui Mklim
msaha
koperasi

Melaksanaka
Pengawasan

Pemenksaan
Koperasi

Penilaian
pemeriksann

koperasi

Meninglkatka
n Kapasitas
Kompelensi

Meninglat

Eoperasi
dan Omzet

UMEM

Meninghat
kan Peran

dan Omzet
LIMEM

Meningkat
kan Peran

Koperasi
dan Omzet

Meninghat
kan Peran
Koperasi
dan Omezet
LMEM

Meningkat
kan Peran

Koperasi

Dinas
Koperasi,
UKM dan
Eeenagakerj

Dinas
Koperasi,
UKM dan
Eetenagaker

Koperasi,
UKM dan

Ketenagaker)

Diirias
Knperasi,
LIKM dan
Ketenagaker)
aan

Dinas
Koperasi,
KM dan

RAB.(2
Ekonomi

Industri

RAB.OZ
Ekonomi

Industri

RAB.O2
Ekonomi
dan
Indusin

EAR.O2
Ekonomi

Indusatri

RAB.OZ
Ekonomi

RaB.O2.09
Koperasi

RAB.02.00
Koperasi

RAB.O2.09
Koperasi

RAB.02.09
Enperasi

EAB.D2.09
Koperasi

RAB.O2.09.0
1 Pembinaan

Koperasi

RAB.OZ.09.0
3
Pemberdayvaa
n Dan
Pembiayaan
Hoperasi

RAB,O3.09.0
4
Pengawaean
Koperasi

RAH.O2.09.0
4
Pengawasan
Koperasi

RABE.02.09.0
1 Pembinaan
Koperasi

RAB.0Z.09.0
1.02
Peninglkatan
Perlindungan
Koperasi
RAB.DZ.09.0
3.01
Peningkatan
Pemberdayaa
n BEoperasi
melalai Helim
uzaha
koperasi

RaB.02.00.0
4.01
Pelaksanaan
Pengawasan
dan
Pemerilksaan
Koperasi
RAR.02.09.0
4.02
Penilaian
dan

pemeriksaan
keschatan
koperasi

RAB.02.09.0
1.03
Peningkatan

Pemerinta
h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota
Blitar

h Kota
Elitar

Pemerinta
h KEota
Blitar

Pemerinta
h Kota
Bliar



Koperas

Peningleatan
Kemudahan
UKM

Peningkatan
Pemberdaya
an UMK

Peningkatan
Kescmpatan
Kerjn

Peningkatan
Kualitas dan
Produktivita

dan SDM
Eoperasi

Meninglatka
n
Kemudahan
KM

Meningkatka
n

Pemberdaya
an UME

Meningkatkn

n
Kesempatan
Kerja

Meninghkatlka
n Kualitas
dan
Produktivita

dan Omzet
UMEM

Menminghat
kan Peran

Koperasi
dan Omezet

Meninghkat
lan Peran
Koperasi

UMEM

Menurank
an Tinglkat
Penganggu

Menuirunk
an Tingkat
Penganggu
ran

Ketenagaker]

Dimas
Koperasi,
UKM dan
Ketenagakerj

Dinas
Koperasi,
UKM dan
Ketenagaker]

Dinas

UEM dan
Ketenagaker]

Dinas
Koperasi,
LEM dan

Industri

RAB.O2
Elkonomi

Indusiri

RAB.OZ

Industri

RAB.OB
Pendidila
n dan

Kerja

RAB.OG
Pendidiles
n dan

RAB.D2.10
Usaha Kecil
Dan
Menengah

RAB.D2 10
Usaha Kecil

RAB.DG.02
Eetenagaker]

RAB.06.02
Ketenagaker]

RABR.O2.10.0
1 Pembiniaan
Uzaha Kecil
Dian

Menengah

RAB.O2.10.0
4

Pemberdayan
n Dan
Pembiayaan
LUsaha Mikro,
Kedl, Dan

Kapasitas
Kompetensi
dan SDM
Koperasi

RAB.OZ.10.0
1,01

Kemudahan
UHEM

RAB.0Z.10.0
4.01

Pemberdayaa
n UMK

RAB.06.02.0
2.01
Peningkatan
Kesempatan
Eerja

RAB.OG.0Z.0
1.01

Peningkatan
Kualitas dan

Pemerinta
h Eota
Blitar

Pemerintsa
h Koia

Pemerinta
h Kota
Hlitar

Pemerinta
h Kota
Blitar



Peningkatan
Pencegahan
Perselisihan

Hubungan
Industrial

8 Angkatan
Kerja

Meningkathka

Pelakeanaan

Hubungan
Industrial

Meningkatka

n

Pencegahan
Perselisihan

Hubungan
Industrial

Menurink
an Tinglat

Menurunk
an Tingkat
Penganggu
ran

BAT

Koperasi,
UKM dan
Ketenagaker|

Hoperasi,
UEM dan

Ketenagaker)

Ketenagaker] Tenage
Kerja

RAR.O6
Pendidika
n dan

RAB.O6G
Pendidika
mn cin.n

Kerja

RAR.D6.02

Ketenagaker]
aan

RAB.06.02
Ketenagaker]

FLEH

dan Deaya
Saing Tenaga
Kerja Serta

Produktifitas

RAR. G020
3
Peningleatan
Hubungan
Industrial
dan Jaminan
Sosial
Tenaga Kerja
RAB.OG.O2.0
F
Pengawasan
Kctenagalkerj
2ar,
Kesslamatan
dan
Keschatan
Kerja

Angkatan

RAB.O6.02.0
301
Peninglatan
Pelaksansan
Hubirngan
Industrial

RAB.06.02.0
4.01

Pencegahan
Perselisihan

Hubungan
Industrial

h Kota
Hlitar

Pemerinta
h Kota




1.9.9.6

Tarik
Destinasil
Wisata

pariwisata

Fengemban
gan
ekonomi

Domain Arsitektur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tabel 0-9 Domain Arsitektur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Mendorong

Peninglatan
Daya Tarik

Destinasi
Wisata

Meningkatka
N PEMASATED
parwisata

Mengembang
kan e_kunnnﬂ

Mengembang
kan Sumber

dan ekonomi
Ereatif

Meningkatka

Mengembang
kan Daya
Saing Sektor
Paritwizata
dan Ekonomi
Ereatil
Mengembang
kan Daya
Baing Sektor
Pariwisata
dian Elkonomi
Kreatif
Mengembang
kan Daya
Saing Schior
Pariwisata
dan Elkonomi
Kreatif

Mengembang
kan Daya
Saing Sekior
Partwisata
dan Ekonom]
Kreatil

Meningkathka
n Pelestarian

Dinas
Pariwisata

Ekonomi
dan
Industri

RAB.O2
Elonomi

Industri

RAB.O2
Ekonomi

Industri

RAB O
Ekonomi

Industri

RAB O3
Budaya

RABR.02.11

Pariwizata

RAB.O2.11
Pariwisata

RAB.02.01
Industri

EAR.OZ2.01
Industr

RAB.08.02
Kebudayaa

RAB.OZ2.11.
o1
Pembinaan
Pariwisata

Regional
RAB.02.11,

Pembinaan
Pariwisata
Regional

RAB.O2.01.

Pengelolaa
n Ekxonomi
Kreatl] Dan
Produk
Digital
RAR.D2.01.
o7
Pengelolaa
i Ekonaomi
Kreatlf Dan
Produk

RAB.OS.02,
o2

Pengemban
gan Sumber

Daya

ckonomi
kreatil
Peningkata

Pemerintah
Knta Blitar

Pemerintah
HKota Hlitar

Femerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kot Blivar

Pemerintah
Kota Blitar



]

ta

|

il

kebudayaan

1.9.9.7

' Kualitas
Pelayanan
Publik

pengelalaan
cagar budaya
Iokal

Meningkatka
1]

pengelolaan
musgum

Mengoptimal
lean
pengelolaan
objek
]:H!]IIIE.JTI.B.I'I.
kebudavaan

an Eualitas

Pelayanan
Publilk

Milai-Milai
Budaya Lokal

Meningkatka
n Pelestarian
Milai-Milai

Budaya Lokal

Menimgkatka
n Pelestarian
Milai-Milai

Budaya Lokal

an Tata
Kelola
Pemerintah
an yang

dan
Kebudayaa

Dinas
Pariwisata

Kebudayaa

Drinas
Pariwisata
dan
Kebudayas

dan agama

RAB.OB

dan agama

RARB.08
Budava

Elarigmi

n Modal clan

Pelavanan

Industri

RAB.OE.0OZ
Kebudayaa

RAB.08.02

Pelestarian

Budaya

RAB.08.02,
01

RAB.08,02.

Eebudayaa 03

n

Domain Arsitektur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintn
Tabel 0-10 Domain Arsitektur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perdagang

Manajeme
n Budays

01
Pembinaan

n Regional

RAB.02.02.01.
o1
Peningkatan
Kualitas

Pemerintah
Kota Blitar

Femerintah
Kota Bltar

Pemeriritiah
Kata Blitar




Bailk dan Terpadu Pelayanan

Bersih Satu Pintu Publik
Peningkatan Meningkatk Meningkatk Dinas RAR.O2 FABO2.08 RABOZ.OB. RABOZ.08.01. Pemerintah
Jumlah af Jumlah an Penanama  Ekonomi Investasi 01 01 Kota Blitar
Investor danm  Investor dan  pertumbuh n Maodal dan Pembinaan  Peningkatan
Milad Nilai an elooriomi dan Industri Penanaman  Jumlah
Investasi Investasi berbasgiz Pelayanan Modal Investor dan

potensi Terpadu Regional Nilad Investasi

unggul dan Satu Pintu

ekonomi

kreatif

1.9.9.8 Domain Arsitektur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tabel 0-11 Domain Arsitektur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaa Perencanaa  Meningkatk Dinas RAB.O3 RAB.O3.01 RAB.0O3.01 RAB.02.01.02,0 Pemerinta
n n an kualitas Pekerisan  Pembangu  Pekerjaan .02 1 Perencanaan  h Kota
pembangun pembangun Jalan dan Umum dan  nan Urmnam Pengelolaa  pembangunan  Blitar
an jalan, an jalan, Jembatan Penataan  Kewilayaha n jalan, jembatan
jembatan jembatan Ruang n Infrastrulkt

ur

Pekerjaan




Peningkata
a Jalan dan
Jembatan

Jalan dan
Jembatan

n Kualitas
Tata

n Kualitas
Bina
HKonstruksi

Pembangun
m‘ -

Jalap dan
Jembatan

Prezervasi
Jalan dan
Jembatan

Peningkatan
Eualitas

Bangunan

Peningkatan
K!.:hlim

Konstrided

Meningkatk
an kualitas
Jalan dan
Jembatan

Meningiatl
an kualitas
Jalan dan
Jembatan

Meningkatk
an Kualitas
Heciptakary
aan (Tata
Bangunanj
dan Bina
Konstrulesi
Meni

af Kitalitas
Keciptalcary
aan (Tata
Bangunan)
dan Bina
Konstrukesi

Penatamn
Ruang

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan

Dinas
Pekerjaan
Urmum dan
Penataan

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

RAB.O3
Pembangu
nan
Eewilayaha
n

RAB.G3
Pembangti

Kewilayaha

RAB.O3
Pembangu

AT
Eewilayaha
n

RAB.O3
Pembeangl

Kewilayaha

F_AH.I.'._L'E.DI

(HETRT Y

REAB.03.01
Pekerjaan
Limum

RAB.03.01
Pekerjaan

Umum

RaABR.O3.01

Pekerjaan
Umum

RARB 03.01
.02
Pengelolaa
mn
Infrastrkt

ur
Pekerjaan
Umum
RAB.O3.01

02
Pengelolas

n
Infrastrukt
ur
Pekerjnan
Umum
RAB.Q3.01
03
Pembinaan
Jasa

Kantriaksd

RABR.03.01
03
Pembinaan
Jass
Kontrulesi

RAB.0O3.01.02.0

2

Pembangunan,

Peningkatan
Jalan dan
Jembatan

RAB.03.01.02.0

3 Preservasi
Jalan dan
Jembatan

RAB.03.01.03.0

1 Peninghkatarn
Kualitas Tata

Bangunan

RAB.03.01.03.0
2 Peningkatan
Kualltas Bina

Konstruksi

Pemerinta
h Kota
Blitar

h Kola
Blitar

Pemerinta
h Knta
Blitar

Pemerinla
h Kote
Elitar




konservasi
sumber
daya air

Peningkatan
Pendavagun

aan Sumber
Dava Air

Peningkatan

n Daya
Rusabk Air

Peningkatan
Pengelolaan
Sumber

Daya Air

Peningkatan
lkcualitas
Petmbinsan
Penataan

Ruang

an kualiias
infrastrultu

eumberdaya
air

Meningkatk
an kualitas

infrastriktu
sumberdayva

Meningkatk
an kualitas
infrastrukiu

sumberdaya

Meningkatk
an kualitas
infrastraktu

alt

Meninghkatk
an Kualitas

Tata Ruang

Pekerjaan
Umuim dan
Penataan

Buang

Drinas
Pekerjann
Urmum dan
Penalaan
Fuang

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan

Drinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan

Dinas
Pekerjaan
Umum dan
Penataan
Ruang

Pembangu
Hamn
Kewilayaha

RAB.O3
Pembangu

nan
Rewilavaha
n

RAB.O3

RAB.0O3
Pembangu

nan
Eewilayvaha
n

RAB.O3

Fembangu
Kewilavaha

Pekerjaan

Umum

RAB.03.01
Pekerjaan
Umum

RaB.03.01
Pekerjaan
Umum

RAB.03.01
Pekerjaan

Umum

RAB.03.06
Pertanaha
n

K5
Pengelolas
n Sumber
Diaya Air

RAB.G3.01
JO5
Pengelobas
n Sumber
Daya Air

RAB.O3.01
A5
Pengelolan
n Sumber

Daya Air

RAB.03.01

f'mgulﬁm
n Sumber
Dayva Air

RAR.03.06
1
Pembinaan
Pertanaha

n Regional

RAB.03.01.05.0

1 Peningkatan
konservasi
sumber daya
air

EAB.03.01.05.0
2 Peningkatan
Pendayagunsaan
Sumber Daya
Alr

RAB.03.01.05.0

Sumber Dava
Air

RABR.03.06.01.0
1 Peningkatan
kuslitas
Pembinaan
Penataan
Ruang

h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota

Pemerinta
h Kota
Blitar

Pemerintm
h Kota
Blitar




Pembebasan

Pembebasan

Peningkatan
kalitas
Perericans
n Teta

Ruang
Penmﬂman

Pemanlanta
n Ruang

Peningkatan
Pengendalia

Pemanfaata
n Ruang
Peninghatan
kuahitas
Pengawasan
Ponatasn
Ruang

Meninglkatk
an kualitas
Jalan dan
Jembatan

Meningleatk
an Kualitan
Tatn Buang

Meningkatk
an Kualitas
Tata Ruang

Meningkatk
an Kualitas

Tata Ruang

Meningkatk
an Kualitas
Tata Ruang

RAB.O3
Pembangn
nan
Eewilayaha

REAB.O3
Pembangu

Kewilayaha

RAB.O3
Pembangu

fiamn
Kewilayaha

RAB.O3
Pembangu

A@an

Kewilayaha

FAB.O3 06
Pertanaha

RAB.C3.06

RAB .0O3.04
Pertanaha

FHAB.03.06

A4 Tata
Ruang
Tanah

RAB.C3.06
04 Tata

Ruang
Tanah

RAB.03.06
04 Tata

Tanah

RAB.03.06
04 Tata
Ruang
Tanah

RAB.03.06
.04 Tata

Tanah

RAB.O3.06,04.0
I Pembebazan

Lahan

RAB.03.06.04.0
2 Peningkatan

lualitas
Perencanaan
Tata Ruang

BRAB.O3.06.04.0
3 Peningkatan

kualitas
Pemanfaatan
Ruang

RAB.03.06.04.0
3 Peningkatan

kualitas
Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

RAB.03.06.04.0
E Peningkatan

kualitas
Pengawasan
FPenataan
Ruang

Pemerinta
h Kotka
Blitar

Pemerinta
h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota

Pemerinta
h Kota

Blitar

Pemerinta
h Kota
Blitar



1999

Domain Arsitektur Dinas Perhubungan
Tabel 0-12 Domain Arsitekiur Dinas Perhiu

keselamata
n jalan

meninglosth
ATy

pembinasn
keselamata

transporias

an
pembangun
pemelihara
Aan SArnng

P.T.l.&l.l.'.ﬂ.'l.'iﬂ.
fasilitas
perhubunga
n
meningkatk
ketertiban

keselamata
n jalan

Meningkatka
penyelenggar

transportasi

Meninglkatka

penyelenggar

MAN&]CITEH
keselamatan
tranaportasi

Dinas
Perthubung

Perhubung

Dinas
Perhubung

RAB.O3
Pembangu

nan
Kewilayaha

RAB.O3
Pembangu
nan

RAR.03.03
Transporia
-1

RAB.03.03
Transporia

EAB.03.03
Transporta
ai

Transpotta

RAB.0O3.03.
Pengelolaa

Keselemata

Transportas

RAB.O3.03.0

3.01
Peningkatan
pembinaan
kesclamatan
transporiasi

RAR.03.03.0
4.01
Peninglkatan

n dan

sarans dan
Prasarans

perhubungan

RAB.0O3.03.0
3.02

ketertdban

leezelamatan
Jalan

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar




1.9.9.10 Domain Arsitektur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

pengembang
an Sistem
Informasi,
Driklat dan
Logistik

Kebencanaa

Penguntbian

n damn
Penanganan
Darurat
Bencana

pengembang
an proses
pemulilan
pascabencan
a pada
dacrah dan
masyarakat
terdampak
bencana

Tabel 0-13 Domain Arsitektur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ketangguh
an dalam
menghada

pi Bencana

Meningkat
nya

an dalam
menghada

pi Bencann

Penanggulan
gan Bencana
Daerah

Penanggulan
Diaerah

Badan
Penanggulan
g&n Bencana
Daerah

Perlindung
an Sosial

Hesehatan

RAB.O4
Perlindung
an Soaial

Keaehatan

RAB.04.02

RARO2.02.0
2
Manajemen
Pencarian
Dan
Pertolongan

RAB.O4.02.0

Manajemen
Pencarian

FPertolongan

RAB.04.02.0
Manajemen
Sosial

201
pengembanga
0 Sistem
Informasi,
Diilzlat dan
Logistik
Hebencanaan

RAR.04.02.0
2.02
Penguatan
Kesiapsiagan
n dan

Daarurat

RAB.04.02.0
3.01
pengembangs
N proses
pemulihan
pascabencan

daerah dan
masyarakat

h Kota
Blitar

Pemerinta
h Kota

Pemerinta
h Kota
Elitar




Pengustan
Eebijalan
dan

Perafiran
daerah
MEengenal
Penangpulan
gan Bencana
yvang efektif
dan efisi=n

investas]
pengelolaan
risika
bencana
sesual
proyekai
risiko
bencana
dengan
memnperhatil
an tata
ruang dan
penataan
kawasin

Meningkatlka
i Pen

Kebijukan

mengensai
Penanggulan

yvang efektil
dan efigien

Melakukan
imwveatasi
riziko

BEELLA]

proveksi
risilon

memperhatibe
an tata

pEnataan
kawasan

Meningleat
nya
Ketanggulh

an dalam

menghada
pi Bencans

Meninglkat

Ketangguh
ar: dalam

menghada
pl Bencana

Badan
Penanggulan
gan Bencana
Daprah

Penanggulan
gan Bencana

RAR.D4 RAB.O.02
Perlindung Sosial

an Sogial

dan

Kesehatan

RAB.04.02.0
i1

Penangguilan
gan Bencansa

RAB.04.02.0

Penanggulan
gan Bencana

6.01 h Kota
Penguatan Blitar

dan efisien

inwvestasi Peméritta
pengelolaan h Eota
rigilen Blitar
bencana

EeEL1A]

proyeksi

riziko

bencana

dengan

memperhatik

an tatie Muang

dan penataan
kawasan



Meninghkation
penanggulan  n tata kelola
gan bencana  penanggulan

berstandar, gan bencana
dan berstandr,
profesional dan
profesional
1.9.9.11

Meningiat
nya
Ketangguh
an dalam
menghada

pi Bencana

Domain Arsitektur Dinas Lingkungan Hidup
Tabel 0-14 Domain Arsitektur Dinas Lingkungan Hidup

gan Bencana
Daerah

RAB.O4

Perlindung = Sosial
an Sosial

dan

Kesshatan

RAB.O4.02 RAB.O4.02.0
&

Penanggulan
gan Hencana

RAB.D4.02.0  Pemerinta
6.01 tata h KEota
kelola Blitar
penanggulan

gan bencana

berstandar,

dan

profesional

Peningkata Meningkatk
o tata an tata
lingkungan lingkungan
hidup hidup

Peningkata Meningkatk
n ketaatan an ketaaian

terhadap terhadap
persetujua persciujuan
n lingkungan

lingkungan cdan

Meningkat
nya
Kualites

n Hidup

Meningkat
nya
Kualitas
Linglunga
n Hidup

Lingkunga
n Hidup

Dinas
Linglkunga
n Hidup

RAB.OT
Linglkungs
n dan
Sumber
Diaya Alam

RAB.O7

i dari
Sumber
Daya Alam

RAB.OT.05
Lingkurnga
n Hidup

RAR.07.05

Lingkunga
n Hidup

RAB.O7.05,
01
F'thlrtn.m

o Hidup
Regional

RAB.O7.05.
01
Pembinasn
Linglkunga
n Hidup
Eegianal

RAB.07.05.01 Pomerintah
01 Kota Blitar

Peningkatan
tata

lingkungan
hidup

RAB.OT.05.001 Pemerintah
.02 Kota Blitar




Peningkata

dokumen

lingkungan

Meningkatk
amn
pengendalia
fi
pencemaran
dan atan
kerusalkan
lingkungan
hidup

Meningkatlk

an
Pengelolaan
persampaha
n

Meningkatk
an

keonse rvasi
dan
komumnilasi

linglungan

Meninglkat
nya
Eualitas
Linglunga
n Hidup

Meningkat
Rya
Kualitas

Lingkunga
n Hidup

Meninglkat
nya
Kualitas
Linglunge
n Hidup

Dims

n Hidup

Dinas
Lingkunga
n Hidup

Dinas

n Hidup

RARB.OV

Linghungs
n dan

Dayva Alam

RAB.OT
Lingkunga
n dan
Sumber

Dava Alam

RAB.OT
Lingkunga
n dan
Sumber
Daya Alam

RAB.OT.O5
Lingkunga
n Hidup

RAB.07.05

Lingkunga
n Hidup

RAB.O7.05
Lingkunga
n Hidup

RAB.OT.05,
0z
Pelestarian

Lingkunga
n Hidup

RAB.QT.05,

02
Pelestarian

Linghunga
n Hidup

RAB.OT.05.

02
Palestarian
Linghunga
n Hidup

limghungsn

dan dalkumen

lingkungan

RAR.O7.05.02

O

Peningkatan
pengendakian

pencEnaran

dan atau
kerusakan
-I

hidup

02

Pengelolaan
persampahan

RAB.07.05.02

03

Peningkatan

konservagd
dan
boomunilomsi

lingkungan

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar




1.9.9.12

Peningkata Meningkatk
n kualitas  an kualitas
perumahan  perumahan
rakyat dan  rakval dan

kawaszan

permukima permukima
n

1.9.9.13

Peningkata meningkatl
n an

Meninghkat
nya
lenalitas
pembangu
nan
infrastrukt
ur dan tata
MUETE Yamng
berwawasa

n
lingkungan

Domain Arsitektur Dinas Sosial
Tabel 0-15 Domain Arzitektur Dinas Sosial

Meninglkat
nya
Kemandiria
n Pemerla
Penyandan
rEcuacjahtma
an Sosial

Dinas
Perumahan
Rakwyat dan
Kawasan
Permukima
mn

Dinas
Bogial

RABR.O3

Pembangu Perumahan

Kewilayaha

i}

RAB.O4
Perlindung
an Sosial
dan
Kesehatan

Domain Arsitektur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman _
Tabel 3-14 Domain Arsitektur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawazan Permukiman

RARO3.04

EAB.04.02
Sosial

03
Pengemban

Kawasan

Permukima

RAB.04.02.

ol

Pembinann

Bosial
Regional

RAB.03.04.03 Pemerintah
o1 Kota Blitar

-F't’:ninglmtﬂn
kualitas

RAB.0O4.02.01 Pemerintah
01 Kota Blitar
Peningkatan

pemberdayna

n




meningkatk

penanganan
fakir miskin

meningkatk
an kualitas
pelayanan
rehabilitasi
sosial

meningkatk

perlindunga
n dan

sosial

Meningkat
LY

K tiri
n Pemerlu
Penyandan
B
Kesejahiera
an Sosial

Meningkat

Meningkat
nya
Kemandiria
n Permeria

Kesejahters
an Sosial

Sestal

Sosglal

Pe

an Sosial
dan
Kesehatan

RAB.O4
Perlindung
an Sosial

Keschatan

RAB. O
Perlindung
af Sogial

Kesehatan

RAH. D4 02
Sosial

RAB.O4.02
Saosial

RAB.4.02
Sosial

05
Fenangana
n Fakir
Mizkin

Manajemen
Sosial

03
Manajemen
Soslal

01

Peningkalar
penanganan
fakir miskin

RAB.O4.02.03

Wis|
Peningloatan
leualitas
pelayanan
rehabilitagi
=snsial

RAR.O4.02.03

02
Peningkatan

perlindungan

dan jaminan
sosial

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar




1.9.9.14

Peningkata

Peningkata
Hompetens

Peningkata

Domain Arsitektur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tabel 0-16 Domain Arsitektur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Meningkatk
an

Kualifikasi
ASN

Meninghkath

an
Eompetensi
ASM

Meninghkatk
an Kinerja
ASN

Meningkatn
va
Manajemen
Kepegawain
n dian
Pengemban
gan Sumber
Daya
Aparatur

Meningkatn
ya
Manajemen
Eepegawaia
n dan
Pengemban
gan Surmber
Daya
Aparatur
Meningkatn
ya
Manajemen
Kepegawala
n dan
Pengemban
gan Sumber
Daya
Aparatur

Badan
Repogawaia
n dan
Pengemban
gan Sumber
Craya
Manusia

Badan
Kepegawaia
fi dan
Penpgemban
gan Sumber
Daya
Mamusia

Badan
Kepegawaina
n dan
Pengemban
gan Sumber
Daya
Manusia

RABR.0O9
Pemerintah
an Umum

RAB. 049
Pemerintah
an Llrmum

RAB.09
Pemerintah
an Umum

Aparatur
Megara

RABR.H .06
Aparatur

RAB.09.06
Aparatur
Megara

01
Pengelolaa
n Aparatur
Negara

RAB.O9.06.
ol
Pengelolaa
n Aparaiur
Negara

RAB.0D.06.
a5
Akuntabilit
as Kincrja

RABR.0O9.06.01
i
Peningkatan
Kualifileasi
ASN

RAB.09.06.01
02
Peningkatan
Kompetensi
ASN

RAB.09.06.05
.01
Peninghatan
Kinerjn ASN

Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar




Peningkata Meningkatk Meningkstn Badan RAB.OD RAE.09.06 RAB.0D.D6.09  Pemerintah

n Disiplin an Disiplin =~ ya Kepegawaia Pemerintah Aparatur 04 01 Kota Blitar
ABN ASN Manajemen n dan an Umum  Negara Pengawasa Peningkatan

Kepegnoiiia Fengemban f Aparatur  Digiplin ABN

n dan gan Sumber Megara

Pengemban Dayva

gan Sumber Manusia

Daya

Aparatur

1.9.9.15 Domain Arsitektur Dinas Pemuda dan Olahraga
Tabel 0-17 Domain Arsitektur Dinas Pemuda dan Olahraga

Peningkata Meningkatn Meningkat Dinas RAB.06 RAB.0G6.04 RAB.D6.04. RAB.0604.02 Pemerintah
n daya i daya nva Daya Pemuda Pendidikan Pemuda 02 01 Kota Blitar
saing saing Saing dan dan Tenaga Pembinaan Peningkatan
Pemuda Pemuda Pemucla Olahraga Kerja Pemuda daya saing

dan Regional Pemuida

Olahraga
Peningkata Meningkatn Meninghat Dinas RAB.O6 RAB.D6.05 RABO6.05 RABO60501 Pemerintah
n daya ya daya nya Dayu Pemuda Pendidikan Olahraga al .01 Kota Blitar
saing saing Saing dan dan Tenaga Pembinaan Peningkatan
olahraga alahraga Pemuda Olahraga Kerja Olahraga days saing

dan Regional olahraga

Olahraga



1.9.9.16 Domain Arsitektur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tabel 0-18 Domain Arsitektur Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

ya kualitas

PEICCANSa

pengendalia
n dan
cvaligai
pembangun
an daerah

Meningkatk
an hasil
Penelitian
dan
Pengemban
BAR Yang
Berlkualite=s

Meningkatn
va Kualitas
Perencanaa

n
Pembangun
an Daerah
dan
Optimalisas
i Penelitian
dan
Pengemban
gan Daerah

Meningkatn
va Kualitas
Perencanamn
n
Pembangun
an Daesrah
dan
Optimalizas
i Penelitian
dan
Pengemban
gan Daerah

Pembangu
Daerah

an Umum

EaB.09
Pemerintah
an muam

n Perencanaa

Pembangu n

nan Pembangu

Masional Tan
Masional

RAB.09.05 RAB.09.05.

Perencanaa (01

n Perencimaas

Pembanguy n

AN Pembangu

Masiomal nan
Nasicnal

RAB.09.05.01 Pemerintah
A Kota Blitar

Peninglatan
kualitas
perencanaan,

35 :
dan evahuas:
pembanguna
n daerah

RAB.D9.05.01 Pemerintah
02 Kota Blitar
Peningkatan

hasil

Penelitian

dan

Pengembanga

n yang

Berkualitas




1.9.9.17

Peningkata
n Fasilitasi
Pelayanan
Pembentulk
A
Peraturamn
Craerah

Fasilitasi
Pembahasa
i Kebijakan
Anggaran

Peningkata
n Fasilitasi
DPRD
dalam
Fungsi
Pengawaszan

Fasilitasi
Pengawasan
Pengeunnan
Anggaran
yang
Sedang

Domain Arsitektur Sekretariat DPRD
Tabel 0-19 Domain Arsitektur Sekretariat DPRD

Meninglkat

Fagilitasi
Pelayanan

Drewramn

Meningkat
nys
Fasilitasi
Pelayanan
Anggpota
Deiasan

Meningkat
nya
Fasilitasi
Pelayanan
Anggota
Crewan

Meningkat
nya
Fasilitasi
Pelayanan
Anggota
Dewan

DFRD

Selretariat
DPRL

Belretariat
DFRD

Sekretariat
DFRD

F':mmmah
an Umuim

RAB.O9
Pemerintah
an Umum

RAB.O9
FPemerintah
an Limum

RAB.O9
Pemerintah
an Umuim

Ktank:n:'tana
tan Negara

RAB.OO.07
Hesekretaria

tan Negara

RAB.09.07
Eesslretaria
tan MNegara

BABR.O9.07
Kesekretaria
tan MNegara

FAR09.07.
06

Pengkajian
Strategia

RAB.OS.0F.
ﬂh-nuui:

RAR.09.07F,
a5
Pengawasn

n
Pemerintah

RAB.09.07.
05
Pengawasn

Pemerintah
nn

AR 0007, 06
0l
Peningkatan
Fasilitasi
Pelayanan
Pembentukan
Peraturan
Daerah

RAE.OG.OF.06
02 Fasilitasi
Pembahaszan

Kebijakan
Anggaran

RAR 090705
01
Peningkatan
Fasilitasi
DPRD dalam
Fungsi
Pengawasan
RAB.09.07.05
.02 Fasilitasi
Pengawasan
Penggunaan
Anggaran
vang Sedang

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar




Dilaksanalka

Fasilitasi

Kesejahtera
DPRD

Dilalaanal
an
Faszilitasi
Peningkata
n Kapasitas

anggota
LGFED

Fasilitasi
Penyerapan
dan
Penghimpu
nan
Aspiraai
Masyarakat
Fasilitasi
Administras
i dan
Kesejahtera
an Anggpota
DPRD

Meninghkat
nya
Fasilitasi
Pelayanan
Angeota
Dewran

Meningkat
nya
Fasilitasi
Pelayanan
Anggota

Digwan

Meninghkat
nya
Fasilitas)
Angiata
Devwran

Sekretariat
DPFRD

Selretariat
DFRD

Sekretariat
DPRD

RAR.0%
Pemerintah
an U'mum

RAB.O9
Pemernntah
an Umum

RAB.0G
Pemernintah
an Umum

RAB.09.07
Keselretaria
tan Megara

RAB.09.07
Kesekretaria
tan Negara

RARB.O9.07
Kesekretaria

tar Negars

RAB.OG.OT.
04
Manajernen
Pimpinan
Tinggi

BRAB.09.0T,
D&
Pengleajinn
Btrategis

RAB.O9.0OT,
04
Manajemen
Pimpinan
Tingg:

Dilaksanakan

RAB.0O9.07.04
01 Fasilitasi
Peninghkatan
Eapasitns
anggota
DPRD

RAB.0O9.07.06
04 Fasilitasi
Penyerapan
dan
Penghimpuna
n Aspirasi
Masyarakat
RAB.09.07.04
.01 Fasilitasi
Administrasi
dan
Kesejnhteraa

n Anggota
DPFRD

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar



1.9.9.18

Domain Arsitektur Inspektorat
Tabel 0-20 Domain Arsitektur Inspektorat

Meningkatk
an fungsi
dan layanan
APIP

Meningkatk
an Kualitas
Pengelolnan
SD

Meningkatk
an Praktik
Profesional

Meninglkatk
an

Akuntabilita
5 dan
Manajemen
Kinerja

Meningkatk
an lkualitas
Budaya dan

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Pemerintah
an Umum

RAB.O9
Pemerintah
an Umum

RAR.OGQ
Pemerintah
an Umum

RABR.OG
Pemerintah
an Umum

BAB.O9
Pemerintah

Keselcretarint

an Negara

RAB.09.06
Aparatur

RAR. 0906
Aparatur
Megara

RAH. 0. 06
Aparatur
Megara

RAB.09.07

RAB.09.07.
05
Fengawasa
n
Pemerintah
an

RAB.09.06.
01
Pengelolaan
Aparatur
Negara

RAB 09 (K.
04
FPembinaan
Feformasi
Birokrasi

RAR, 09,06,
05
Akuntabilit
a5 Kinerja

RAB.OO.0OT.
Koordinasi

RAB.09.07.05
02
Peninglkatan
fungsi dan
layanan APIP

RAB.02.06.01
e
Peninghatan
Kualitas
Pengelolaan
SDM

01
Peningkatan
Praktik
Profesional
RAB.09.06.05
02
Peningkatan
Akuntabilitas
dan
Manajemen
Kinerja
RAB.09.07.02
01
Peningkatan

Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pernerintah
Eota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar

Pemerintah
Kota Blitar




Optimalisas
i Btroktur
Tata Kolols

1.9.9.19

Peningkata

Optimalisa
Pengelolan

Hubungan
Organizas]

Optirnlisasi
Stmuiktur
Tata Kelala

Imspektorat

an Negara

RAB.O9

RAB. O3 06

Pemerintah  Aparatur

an Umum

Negara

Domain Arsitektur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Tabel 0-21 Domain Arsitektur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Meningkatka
n Kualitas
Pengelolaan
Keouangan
Daerah

Mengoptimal
Pengelolaan

Pengelolas

dan Aset
Daerah
Kota

Badan
Pengelolas

RAB.O9
Pemerintah
an UFonuam

RAR.OS
Pemerintah

RAB.09.01
Dalam
MNegeri

RABR.O9.02
Keuangan

Dengan
Lembagn

Negara

RAR.O9.06,
4
Pembinaan

RABR.09.01.
o7
Eeuangan

EAB. 0002,
e

Pengadaan

lualitas
Budaya dan
Hubungan
Oreanisasi

RAR.09.06.04 Pemerintah
02 Kota Blitar
Optimalisasi

Struktur Tata

Kelala

RAB.09.01.07 Pemenntah
a1 Kota Blitar
Peningkatan

Kualitas

Pengelnlaan

Keuangan

Daerah

RAB.09.02.08 Pemerintah
.01 Kota Blitar

Optimalisasi



Pemanfaat Pemanfsatan n dan Aset Manajemen  dan

an Aset Aset Daerah  keuangan Daerah Aset Pemanfratan

Daerah dan aset Kota Aszet Daerah
daerah



1.9.9.20 Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kota
Blitar

Berikut pemetaan referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 3 dan 4 SPBE
Pemerintah Kota Blitar

Tahbel 0-22 Referensi Arsitelstur Proses Bisnis Level 3 dan 4 SPBRE
Pemerintah Kota Blitar

; I yelengﬂ.raﬂn fungsi
1.01 Monitoring opini dan | dan sub fungsi pemerintahan terkait:

aspirasi publik Pemantauan isu publik di media
massa dan media sosial

Pengumpulan pendapat umum
Pemantauan aduan masyarakat
Evaluasi dan pemilihan isu publik

e e e - —

09.03.0 | Peningkatan Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
| 1.02 Pelayanan informasi dan sub fungsi pemerintahan terkait:
publik Melaksanakan Pengelolaan Informasi
publik
: Melakukan pelayanan informasi
publik
Melaksanakan pengelolaan pengaduan
masyarakat
09.03.0 | Pelaksanaan Penyelenggaraan fungsi pemerintahan |
1.03 pelayanan sengketa dan sub fungsi pemerintahan terkait:
informasi publik PPID utama (kepala dinas)
mengoordinir PPID pembantu dalam
menyelesaikan senghketa

Mewakili lembaga dalam Mediasi
sengketa informasi di komisi informasi
apabila diberikan kuasa oleh Atasan

| PPID
Melaksanakan prosedur sidang
Ajudikasi Non Litigasi
09.03.0 Penguatan Penyvelenggaraan fungsi pemerintahan
1.04 pengelolaan dan sub lungsi pemerintahan terkait:

infrastruktur teknologi

Jar Lnmmaniiant Meningkatkan pengelolaan domain

Mengembangkan sistem jaringan intra
pemerintah daerah

_— e s e

09.03.0 | Peningkatan 'Ftn}r:l:ngga.ré,a-ﬁ fungsi pemerintahan
105 pengelolaan aplikasi dan sub fungsi pemerintahan terkait:
sistem informasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-
government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Sinkronisasi Pengelolaan Rencana




Berbasis Elektronik

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan
Daerah

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi
Intra Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Sinkronizasi Sistem
Keamanan Informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
Informasi Elektronik

Pengembangan Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pengembangan dan Pengelalaan
Ekosistemn Kabupaten/Kota Cerdas
dan Kota Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Teknologi Informasi dan

Komunikasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Government Chief
Information Officer (GCIO)

09.03.0
1.06

"f‘mingjmtan
pengelolaan
keamanan informasi
dan persandian

Penyelenggaraan

sandi antar perangkat daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
dan sub fungsi pemerintahan terkait:

Menyusun kebijakan keamanan
informasi

Mengelola sumber dava keamanan
informasi

Melaksanakan pengamanan sistem
elektronik dan non eleltronik.

Menyediakan layanan keamanan
informasi

Melaksanakan hubungan komunikasi

Penyvelenggaraan fungsi ptahan

3.01 kegiatan statistik dan sub fungsi pemerintahan terkait:
sektoral Melakukan perencanaan data
Melakukan pengumpulan data
Melakukan pemeriksaan data
| Melakukan penyebariuasan data
(9.03.0 | Pengembangan
3.02 pelayanan statistik
terpadu
09.03.0 | Pembangunan
3.03 metadata statistik
sektoral




09.03.0 | Peningkatan kapasitas

3.04 SDM dan
kelembagaan statistik
sektoral

DQ.G#,E! Pengoptimalan Penyelenggaraan ungs pme

2.01 Pengelolaan konten dan sub fungsi pemerintahan terkait:
B ARG Menyusun strategi komunikasi publik
publik Mengemas konten untuk

dipublikasikan

09.04.0 | Peningkatan Penyelenggaraan fungsi pemernintahan

2.02 pengelolaan media dan sub fungsi pemerintahan terkait:
komunikasi publik Menyelenggarakan media komunikasi

publik
Menyelenggarakan diseminasi pesan
di media

Evaluasi penggunaan media
komunikasi publik

09.04.0 | Peningkatan Penyelenggaraan fungsi pemerintahan

2.03 Kemitraan dengan dan sub fungsi pemerintahan terkait:
pemangiu Melaksanakan pemetaan pemangku
kepentingan 1 tin Pe

Mengidentifikasi isu strategis dan
memberikan solusi kepada pemanglku
kepentingan .
Mengembangkan model dan simulasi
kemitraan

Menyediakan bahan-bahan informasi
dan melaksanakan diseminasi
informasi

Melaksanakan kompetisi serta
pemberian penghargaan
Melaksanakan evaluasi terhadap
pemanfaatan media yang dimiliki oleh

pemangku kepentingan
' 09.04.0 | Penguatan kapasitas | Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
2.04 sumberdaya dan sub fungsi pemerintahan terkait:
komunikasi publik Melaksanakan kapasitas Sumber
Daya Komunikasi Publik
Menyediakan dan memberikan

konsultasi serta advaolasi




06.01.0
1.01

Pengurangan angka
putus sekolah

Melaksanakan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)

Melaksanakan Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) Kesetaraan
Melaksanakan Program Indonesia
Pintar (PIP)}

Menyelenggarakan Bantuan
Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Kabupaten

Memberikan Bantuan Alat Tulis
Siswa Miskin

06.01.0
1.02

Pengoptimalan
Pendidikan PAUD,
Kesetaraan dan Non
Formal

Menyelenggarakan Pendidikan
Kezetaraan

Menyelenggarakan Pendidikan Anak
Usia Dini

Melakukan Pelatihan dan ' binaan

2.01 Kompetensi Pendidik | Guaru
dan Tenaga . )
Kependidikan Menyelenggarakan Sertifikasi Guru
06.01.0 | Peningkatan sarana Melakukan pendataan sarana dan
2.02 dan prasarana Satuan | prasarana satuan pendidikan

Melakukan perhitungan alokasi
anggaran

Menerima usulan dari Satuan
pendidikan

Melakukan survey atau seleksi sarana
prasarna vang dibutuhkan di Satuan

pendidikan
Melakukan alokasi anggaran

Menetapkan Calon Penerima bantuan
sarana prasarana Satuan pendidikan

ch_w: Siswa

06.01.0
3.01 Melanjutkan Berprestasi
06.01.0 | Peningkatan APK Meningkatkan Akses Pada Sekolah
3.02 Sekolah Dasar Dasar
06.01.0 | Peningkatan APK Meningkatkan Akses Sekolah
3.03 Sekolah Menengah Menengah Pertama
Pertama

Peningkatan Mutu Sekolah Menengah
Pertama




09.06.0
2.01

Peningkatan
Kualifikasi ASN

Meningkatkan Riwayat Pendidikan
Formal ASN

Menempatkan ASN sesuai dengan
kualifikasi jabatan

09.06.0
2.02

Peningkatan
Kompetensi ASN

Menganalisis kebutuhan Diklat

Menyusun standart kompetensi
jabatan perangkat daerah

Meningkatkan Kompetensi Manajerial
Meningkatkan Kompetensi Fungsional
Meningkatkan Kompetensi Teknis

Mengoptimalkan evaluasi dan tertib
administrasi pengembangan
kompetensi

09.06.0
2.03

Peningkatan Kinerja
ASN

Mengoptimalkan sistem informasi dan
fasilitasi profesi ASN

Mengoptimalkan Mekanisme Sasaran
Kinerja Pegawai

Mengoptimalkan Pemenuhan hak
profesi ASN

Mengoptimalkan Penghargaan ASN

Mengoptimalkan Mutasi dan Promosi
ASN

09.06.0

2.04

09.02.0

Pengoptimalan

Peningkatan Disiplin
ASGN

Menvelenggarakan sosialisasi,
pengendalian, dan pelaksanaan

peraturan perundang- undangan
dibidang kepegawaian

Merencanakan dan melaksanakan
pembinaan disipin aparatur
Mengkaiji dan memproses penjatuhan
hukuman disiplin aparatur
Memfasilitasi penyelesaian sengketa
dan gugatan pegawai

Mengoptimalkan sistem

1.01 Penyusunan Rencana | penatausahaan keuangan daerah
Anggaran Daerah Mengoptimalkan perencanaan
keuangan daerah
|
 09.02.0 | Peningkatan Meningkatkan pengelolaan akuntansi
1.02 Transparansi keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan
|
09.02.0 i tan Mengoptimalkan pengelolaan
1.03

pendapatan asli daerah




1 09.02.0 | Pelaksanaan Menyusun RKBU
B.01 Perencanaan
Kebutuhan dan
Penganggaran Aset
Daerah
09.02.0 | Pelaksanaan Melaksanakan pelaporan Barang Milik
8.02 Pengadaan Barang Daerah melalui aplikasi SIMBADA
Milik Daerah
09.02.0 Ptnguphmﬂlﬂn Menyusun RKBU N
8.03 penggunaan dan
pemanfaatan Barang
Milik Daerah
09.02.0 | Pelaksanaan
B.04 pengamanan dan
pemeliharaan Barang
'09.02.0 | Pelaksanaan Penilaian -
- B.OS Layak Fungsi Aset
Daerah
09.02.0 | Pelaksanaan Mengoptimalkan proses
8.06 pemindahtanganan, pemindahtanganan BMD
pemusnahan, dan simall |
penghapusan Barang LB'!;I:E]EDP i TR
Milik Daerah
Melaksanakan penghapusan barang
milik daerah
09.02.0 | Pelaksanaan '
8.07 penatausahaan
09.02.0 | Pelaksanaan ]
8.08 pengawasan dan
pengendalian atas
pengelolasn Barang
Milik Daerah

Pelaksanaan

Menyusun dokumen perencanaan

1.01 Penyusunan Dokumen | pembangunan daerah
oo . | Melaksanakan koordinasi dan
dFl‘J:II gunan Daer 2 sinkronisasi dalam penyusunan

i Perangisat Liim dokumen perencanaan Perangkat
Daerah

09.05.0 | Pelaksanaan Melaksanakan Pengendalian dan

1.02 Pengendalian dan Evaluasi RPJPD
Evaluasi .

Melaksanakan Pengendalian dan
Melaksanakan Pengendalian dan
Evaluasi RKPD




09.05.0

Penyusunan kebijakan

3.01 teknis, rencana, dan
| program kelitbangan
| 09.05.0 | Pelaksanaan

3.02 kelitbangan di

pemerintahan
Kabupaten [Kota
09.05.0 | Pemantauan, evaluasi
3.03 dan pelaporan atas
pelaksanaan
kelitbangan
09.05.0 | Pengeluaran
3.04 rekomendasi untuk
mendapatkan izin
penelitian

09.06.0

Pejesinn cfsicec

Meningkatkan kualitas Audit

s.una.n Peta

9.01 dan efektivitas e i S
senyelen Henfngitntkm: k.'unhtﬂa Reviu |
pemerintahan daerah | Meningkatkan kualitas Evaluasi
|Assurance) Meningkatkan kualitas

Pemantauan / Monitoring

09.06.0 | Pemberian masukan | Melaksanakan Sosialisasi

9.02 yang dapat
Bt Melaksanakan Asistensi
meningkatkan Meningkatkan kualitas Fasilitasi
kualitas tata kelola Melaksanakan pendampingan
penyelenggaraan :
tugas dan fungsi Melaksanakan konsultansi
instansi pemerintah
(advisory services|

09.06.0 | Penguatan Tata Kelola | Pengawasan Pelaksanaan Reformasi

9.03 Pemerintah dan Birokrasi
Peningkatan Integritas Pelaksanaan koordinasi pencegahan

tindak pidana korupsi
- Melaksanakan Audit Investigatif

1.01 Kompetensi

09.06.0 | Penyusunan dokumen

1.02 rencana
pengembangan
kompetensi pegawai

09.06.0 | Penyelenggaraan

1.03 Bimbingan Teknis




' 09.06.0

09.06.0 | Pengikut Sertaan

1.04 Pendidikan dan
Pelatihan

09.06.0 | Penyusunan

1.05 Kebijakan rotasi dan
mutasi internal APIP

09.06.0 | Penyusunan Analisis

1.06 Jabatan dan Analisis

Beban Kerja

Pelaksanaan

Penyusunan Rencana

Melaksanakan Analisis Jabatan
Melaksanakan Analisis Beban Kerja

- Menyusun Audit Universe (Peta
Auditan)

= Menyusun Kebijekan Pengawasan
dan PKPT Berbasis Risiko

4.01 Perencanaan Audit
Berbasis Risiko (Risk
Based Audit Plans)

09.06.0 | Peningkatan Kualitas

4,02 Kerangka Kerja
Manajemen (Quality
M t
Framework)

- Menyusun Pedoman Pengawasan
- Menyusun Pedoman Telaah Scjawat
- Melaksanakan Kendali Mutu Audit

- Melakukan survey kepuasan
pelanggan

5.01 Kinerja Tahunan
09.06.0 | Penyusunan Dokumen
5.02 Penetapan Kinerja
09.06.0 | Penyusunan Laporan
2.03 Kinerja Instansi
Pemerintah

gu.nﬂ.n dan

- Melaksanakan pembangunan Sistem

3.01 Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
Informasi Pengawasan Optimalisasi ;
; - pemanfaatan Sistem
berbasis teknologi Informasi Manajemen Pengawasan
09.06.0 | Pelaksanaan rapat
3.02 internal APIP secara
berkala
09.06.0 | Pelaksanaan
3.03 koordinasi
pengawasan dengan
Tenaga Ahli




09.06.0 | Penyusunan Internal
701 Audit Charter
09.06.0 | Pensosialisasian ;
T.02 Internal Audit Charter
09.06.0 | Pelaksanaan Rapat a
7.03 Koordinasi
Pengawasan
09.06.0 | Penyusunan Ikhtisar
7.04 Laporan Hasil
Pengawasan

: E i:nti pameran investasi -
ki penanaman modal | _ Meningleatkan pengembangan
sfrategl promosi penanaman maodal
02.08.0 | Peningkatan - Mengeptimalkan pemantauan
1.02 pengendalian penanaman modal
jpeREeaRa s - Menyelenggarakan pembinaan
penanaman modal
- Mengoptimalkan pengawasan
penanaman modal
02.08.0 | Perencanaan dan - Penyusunan kebijakan daerah
1.03 Pengembangan Iklim | terkait penanaman modal
Penanaman Modal - Penyusunan dokumen perencanaan
PM

1.10Arsitektur Data dan Informasi

1.10.1 Model Data dan Informasi Berdasarkan Model Interaksi
Pemerintahan

Dalam domain arsitekiur data dan informasi yang dihasilkan dari
berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya
diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur
referensi arsitektur data dan informasi yang terdin dari 4 (empat] tingkat,
yaitu:

a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yvang dihasilkan
pada scktor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat
1, yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. data tematik, yvang menjelaskan urusan pemerintahan yvang diemban
oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatlan oleh
undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan
pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2,
vang menjadi struktur di tingkat nasional;

c. data topik, vang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat
nasional sebagai tingkat 3, yang selanjutnya Instansi Ptrsat dan
Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan
sesual dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan
merelasikan ke tingkat nasional;




d. data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai
tingkat 4. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun
pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi vang dibutuhkan
dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan
digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Tingkat 1 (Data Pokok) ‘ iy
Tingkat 2 (Data Tematik) ':
Tingkat 3 (Data Topik) '

SPBE Instany Pusat Tingkat 4 (Data Sub Topik)

SPEE Permerintan Doeran

Gambar 0-4 Strukiur Referensi Arsiteltur Data dan Informasi

1.10.2 Model Data dan Informasi Berdasarkan Peta Relasi Proses
Bisnis

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung
dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi
tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan
pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam
infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat
diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan
vang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yvang perlu
diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan
ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan, sebagaimana dapat terlihat
ilustrasi relasi langsung dengan domain data dan informasi pada gambar
berikut.

Di=een MaTa dear o el

Benran irfemmirubhar GPAT

Gambar 0-5 Relasi langsung pada Domain Data dan informasi

1.10.3 Atribut Metadata Arsitektur Data dan Infomasi

Pemetaan arsitcktur data dan informasi dilakukan dengan
menggunakan metadata yang telah didefinisikan oleh perangkat daerah
masing-masing. Pada tabel berikut ini dapat dilihat atribut metadata
arsitektur data dan informasi. Pada tabel berikut ini dapat dilihat atribut
metadata data dan informasi.

Tabel 0-23 Atribut Metadata Data dan Informasi

| Mem nomer unik aeenaa
r metadata




Nama Data

Merupakan data vang dikelola oleh unit
kerja/perangkat daerah.

3 | Uraian Data

Merupakan penjelasan atau keterangan dari
data, terutama mengenai ciri khas dari data
tersebut.

4 | Tujuan Data

Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan

5 | Kode Model Merupakan pilihan kode model referensi data
Referensi Data vang sesuai dengan data yang dipilih
6 | Sifat Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan

kerahasiaan konten data

T | Jenis Data

Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk
datanya

1.10.4 Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE Nasional
Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur data

dan informasi.

Tabel 0-24 Referensi Arsitektur Data Dan Informasi Tingkat 1 dan 2

Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)

01.0 | Data pertahanan

Data yang mempresentasikan bidang pertahanan
negara, termasuk di dalamnya pengelolaan
instalasi strategis dan potensi pertahanan,
strategl pertahanan, penanggulangan ancaman,
pertahanan siber,

01.0 | Data urusan
2. | luar negeri

Data yang mempresentasikan bidang hubungan
luar negeri dan politik luar negeri

Informasi Ekonomi dan Industrd (02)

02.0 | Data industri

Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-
kembangan industri dalam neger, termasuk di
dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan
produk digital.

02.0 | Data
2 perdagangan

Data yang mempresentasikan pengelolaan
perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan
dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan
berjangka.

02.0 | Data pertanian

Data yang mempresentasikan bidang pertanian
termasuk di dalamnya peningkatan produksi
pertanian, penyediaan sarana dan prasarana
pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan

hayati.




Data perkebunan | Data yang mempresentasikan bidang perkebunan
termasuk di dalamnya pengembangan bio energi
dan keberlanjutan usaha perkebunan

|
Data peternakan | Data yang mempresentasikan bidang peternakan

| termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat

veteriner dan perikanan budidaya.

Data perikanan

Data yang mempresentasikan bidang perikanan
termasuk di dalamnya pemberdayaan
masyarakat perikanan serta pengelolaan
konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

Data badan
usaha milik

negara

Data yang mempresentasikan pengelolaan badan
usaha milik negara.

Data investasi

Data yang mempresentasikan pembinaan
penanaman modal antara lain manajemen
penanaman modal, manajemen perizinan
penanaman modal, dan litigasi penanaman

| modal.

Data koperasi

' Data yang mempresentasikan pembinaan
koperasi antara lain manajemen kelembagaan
koperasi, manajemen produksi dan pemasaran
koperasi, pemberdayaan pembiayaan koperasi,
serta pembinaan dan pengawasan koperasi.

Data usaha kecil
dan menengah

Data pariwisata

Data yang mempresentasikan pembinaan usaha
kecil dan menengah antara lain manajemen
kelembagaan usaha kecil dan menengah,
manajemen produksi dan pemasaran usaha kecil
dan menengah, dan pemberdayaan pembiayaan
usaha kecil dan menengah.

Data yang mempresentasikan bidang

kepariwisataan termasuk di dalamnya
pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan
dan penyusunan rencana induk kepariwisataan
nasional,

Informasi Pembangunan Daerah (03}

3.0

03.0

Data pekerjaan

Lmm

Data yang mempresentasikan bidang pekerjaan
umum antara lain manajemen infrastruktur
pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi,
pengelolaan air limbah domestik, dan
pengelolaan sumber daya air,

Data yang mempresentasikan bidang




transmigrasi

transmigrasi antara lain pendidikan dan
pelatihan ketransmigrasian, penelitian dan
pengembangan transmigrasi, scrta
pengembangan kawasan transmigrasi.

03.0

Data
lransportasi

Diata yang mempresentasikan bidang transportasi I
antara lain pengelolaan keamanan dan
keselamatan transportasi, pengelolaan pelayanan
transportasi, serta pengelolaan sarana dan
prasarana lransportasi.

Data perumahan

| pengelolaan lingkungan perumahan,

Data yang mempresentasikan bidang perumahan
antara lain manajemen infrastruktur perumahan,

pengembangan kawasan permukiman,
pengembangan sarana dan prasarana strategis,

dan penyelenggaraan perumahan.

Data
pembangunan
kawasan atau
daerah tertinggal

Data yang mempresentasikan bidang
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal
antara lain pembangunan daerah tertinggal,
pembangunan desa dan kawasan pedesaan, |.
pemberdayaan masyarakat desa, dan
pengembangan daerah tertentu.

Informasi Pe

rlindungan Sosial dan Kesehatan [04)

| Data kesehatan

Data yang mempresentasikan bidang kesehatan
termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat
kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian
penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.

040 |
2 |

Data sosial

Data vang mempresentasikan bidang sosial
termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan
pertolongan, pembangunan manusia,
penanganan fakir miskin, dan penanggulangan
bencana.

04.0

Data

pemberdayvaan
perempuan

Data vang mempresentasikan bidang
pemberdayaan perempuan antara lain kesetaraan
gender, perlindungan anak, perlindungan hak
perempuan, dan manajemen pertumbuhan dan
perkembangan anak.

04.0

l

1

Data kesehatan

Data yang mempresentasikan bidang kesehatan
termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat
keschatan, PAGN, pencegahan dan pengendalian
penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.

Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (03]

05.0 |
|

Data hukum

Data yang mempresentasikan bidang hukum




termasuk di dalamnya pengelolaan

pemasyarakatan dan penyelenggaraan
keimigrasian,

05.0 | Data keamanan

2

Data yang mempresentasikan bidang keamanan
antara lain manajemen keamanan, manajemen
ketertiban, penanggulangan transnasional dan
terorisme, penegakan hukum, pengayoman
masyarakat, dan pemeliharaan ketentraman
masyarakat.

05.0

Data hak asasi |
manusia

Data yang mempresentasikan bidang hak asasi
manusia termasuk di dalamnya hak atas

kekayaan intelektual.

Informasi

Pendidikan dan ﬁ:naga Kerja (06)

Data pendidikan

Data yang mempresentasikan bidang pendidikan
termasuk di dalamnya pembinaan kepustakaan
dan manajemen tenaga pendidikan.

Data
ketenagakerjaan

Data yang mempresentasikan bidang
ketenagakerjaan termasuk di dalamnya
manajemen pekerja migran Indonesia serta
pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.

Data ilmu
pengetahuan

Data yang mempresentasikan bidang ilmu
pengetahusan antara lain penelitian ilmu dasar,
penelitian inter dan multi disiplin terfokus,
penelitian ilmu pengetahuan sektor tertentu, dan
pengezkoordinasian sistem nasional ilmu
pengetahuan.

06.0

Data teknologi

Data yang mempresentasikan bidang teknologi
antara lain manajemen invensi dan inovasi,
manajemen penginderaan jauh, manajemen
teknologi penerbangan dan antariksa,
manajemen tenaga nuklir, pengelolaan
pengkajian dan penerapan teknologi, serta
pengkoordinasian sistem nasional teknologi.

06.0

|

Data pemuda -

Data yang mempresentasikan bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)

07.0

Data
pertambangan

Data yang mempresentasikan bidang
pertambangan

07.0

Data energi

Data yang mempresentasikan bidang energi
termasuk di dalamnya ketenagalistrikan dan
konservasi energi.




Data kehutanan

Data yvang mempresentasikan bidang kehutanan
termasuk di dalamnya peningkatan daya dukung
DAS dan hutan lindung serta perlindungan
kawasan hutan.

Data kelautan

Data yang mempresentasikan bidang kelautan
antara lain manajemen kemaritiman, tata ruang

laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan
pengelolaan sumber daya kelautan.

Data lingkungan | Data yang mempresentasikan bidang lingkungan

hidup

hidup termasuk di dalamnya manajemen iklim
dan cuaca dan pengelolaan sarana dan
prasarana iklim dan cuaca.

Informasi Budaya dan agama (D8)

|I

Data agama

Data yang mempresentasikan bidang agama
antara lain bimbingan masyarakat keagamaan,
pendidikan agama dan pelatihan keagamaan,
penyelenggaraan haji dan umroh, dan produk
halal.

08.0 1

Data
kebudayaan

Data yang mempresentasikan bidang
kebudayaan termasuk di dalamnya pembinaan
arsip nasional, dan pembinaan perfilman
nasional.

Data olahraga

Data yang mempresentasikan bidang
keolahragaan.

Informasi Pemerintahan Umum (09)

08.0 |
1

Data dalam
negeri

Data yang mempresentasikan urusan dalam
negeri antara lain kebijakan politik,
pemerintahan umum, pembinaan otonomi
daerah, pemerintahan daerah, dan program
prioritas nasional.

09.0

Data keuangan

Data yang mempresentasikan bidang keuangan
negara

o=

Data informasi

Data yvang mempresentasikan bidang informasi
termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya
dan perangkat informatika, penyiaran radio
publik, dan penyiaran televisi publik.

Data komunikasi

Data vang mempresentasikan bidang komunikasi
antara lain komunikasi publik, penyelenggaraan
pos, dan pengelolaan sumber daya dan perangkat
pos.




09.0

Data Data yang mempresentasikan bidang
5 | perencanaan perencanaan pembangunan nasional termasuk di
pembangunan dalamnya pengawasan penyimpangan
nasional pembangunan, manajemen ekonomi makro, dan
dukungan strategis program/kebijakan.
09.0 | Data aparatur Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan
6 | negara aparatur negara termasuk di dalamnya
manajemen pelayanan publik, manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan
nasional, dan kerjasama antar instansi.
09.0 | Data Data vang mempresentasikan bidang
7 |kesekretariatan | kesekretariatan negara termasuk di dalamnya
negara hubungan dengan Lembaga Negara, manajemen
ketahanan nasional, dan pengawasan
pemerintah.
09.0 | Data pertanahan | Data yang mempresentasikan bidang pertanahan
8 termasuk di dalamnya litigasi pertanahan dan
pengelolaan infrastruktur pertanahan,
et
09.0 | Data Data yang mempresentasikan bidang |
9 | kependudukan | kependudukan termasuk di dalamnya
pendampingan hukum dalam rangka
pengendalian penduduk dan keluarga berencana
serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
N Data Pendukung Umum (10)
10.0 | Kebijakan Data yang mempresentasikan informasi terkait
1 | Pemerintah kebijakan pemerintah.
10.0 | Data Manajemen | Data yang mempresentasikan informasi terkait
2 Kegiatan kegiatan.
10.0 | Data Data yang mempresentasikan informasi
3 Kewilayahan kewilayahan.
10.0 | Data Dukung Data yang mempresentasikan informasi yang
4 | Lainnya tidak tercakup dalam definisi lainnya.




1.10.5 Model Domain dan Referensi Arsitektur Data dan Informasi Kota Blitar
Tabel 0-25 Arsitektur Data dan Informasi Kota Blitar

1 Fasilitasi Data Tersedian Ter Dat Tig Bagn Bagia Data Terse Tidak RAB.O . RAD. g :
Persidang Jenisdan  ya Data bu a A n n Jenis dan  diany 9.01.0 20900 09 903 9.03.0 9.03.0 rinta
an DPFRD  Jumlah Aktivitas ka Sta Bul Lavan Laya Jumiah a g 3.01 Infor Data 3 3.01 h
Persidang DPRD tisti an an nan  Persidang Data Fasilit Pengel masi Infor Pengel Fasilit Rota
an DPRD k an Tugas Tuga anDPRD  Aktivil a8l olaan Peme masi olaan asi Blita
dan sdan ns Persid Data  rinta Data Persid =t
Fungs Fung DFRD angan Dan han Statis  angan
i al DPRD Infor  Umu tik DPRD
DPFRD DFR masi m
D Persid
H.'H,EEII'!.
DPRD
2 Peningkat Data Tersedian Ter Dat Tig Bagia Bagia Data Terse Tidak RAB.O RALO RAD. RADO RAD.O RADO Peme
an Jenis dan  va Data bt & a n n Jenis dan diany 8.01.1 209.0 09 a9.03 0.03.0 9.03.0 rinta
Kapasitar  Jumlah Aktivitas ka Sta Bul Layan Laya Jumlah a 0 3.01 Infor Data 3 3.02 h
DPFRD Persidang DPRD tisti an an nan Persidang Data Penin Pengel masi  Infor  Pengel Penin  Kota
an DPRD k an Tugas Tuga anDPRD  Aktivil gkata olasan Peme masi olaan gkata Blita
dan s dan as n Data rinta Data n r
Fungs Fung DPRD Kapas Dan  han Statis  Kapas
I 8i itas Infor  Umu ik itas
DPFRD DPR DPRD masi m DPRD
D Peraid
ANEAT
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1.11.3

Uil n Ddais oas milai o

Gambar 0-7 Relasi langsung pada Domain Layanan SPBE

Atribut Metadata Arsitektur Layanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata layanan.
Tabel 0-26 Atribut Metadata Layanan

1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
3 | Nama Layanan Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan
oleh unit kerja/perangkat daerah.
3 | Tujuan Layanan Merupakan penjelasan tujuan dar layanan
4 | Fungsi Layanan Merupakan uraian penjelazan dari fungsi-
' fungsi yang terdapat dalam layanan
5 | Model Referensi Merupakan kode model referensi SPBE yang
Layanan sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6 | Unit Pelaksana Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang
melaksanakan layanan
7 | Kementerian/ Merupakan kementerian/lembaga terkait
. Lembaga terkait dengan layanan
8 | Urusan Merupakan urusan pemerintahan yang terkait
Pemerintahan dengan layanan
Terkait
9 | Target Layanan Merupakan target pengguna layanan
10 | Metode Layanan Merupakan model dari layanan
1.11.4 Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional
Pada tabel berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur
layanan SFBE,

Tabel 0-27 Referensi Arsitektur Layanan SPBE Tingkat 1 dan 2

Layanan Publik (01)

01

01.

Informasi

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan informasi antara lain

aplikasi sistem, pengelolaan sumberdaya dan
perangkat informatika, pertahanan siber, dan
penyelenggaraan penyiaran.

0l.

Komunikasi

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan




1ajru.ﬂan komunikasi antara lain pos dan
sistem komunikasi.

01. | Kebudayaan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

03 pelayanan kebudayaan antara lain kearsipan
nasional, kebijakan kebudayaan, perfilman
dan kesenian, sasira dan bahasa Indonesia,
dan cagar budaya.

01. | Usaha Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

04 pelayanan terkait dunia usaha antara lain
manajemen bisnis, investasi, kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
koperasi dan usaha mikro, serta pajak dan
cukai.

01. | Pendidikan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

05 pelayanan pendidikan antara lain
kepustakaan, manajemen pendidik dan
manajemen tenaga kependidikan.

| 0l1. | Energi Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

D& pelayanan terkait energi antara lain kelistrikan
dan konservasi energi.

01. | Lingkungan Hidup Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

o7 pelayanan terkait lingkungan hidup antara
lain meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

01. | Industri Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

08 pelayanan terkait dunia industri antara lain
pelayanan penernimaan negara bukan pajak
dan standar nasional.

01. | Hubungan Kegatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

09 | Internasional pelayanan terkait hubungan antar negara.

01. | Kesehatan Keglata.n dalam rangj-:a pemenuhan kebutuhan

10 | pelayanan kesehatan antara lain farmasi dan
alat kesehatan, kesehatan masyarakat,
pemberdayaan tenaga kesehatan,
penanggulangan narkotika, pengawasan obat
dan makanan, pengendalian penvakit,
pengujian bahan adiktif, dan rehabilitasi.

01. | Pertanian, Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

11 | Perkebunan, dan pelayanan terkait pertanian, perkebunan, dan

Petermakan petermakan. .

01. | Ketenagakerjaan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan |

12 p-:laj.rnnan ketenagakerjaan antara lain
jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan
kerja, pengelolaan ketenagakerjaan,
pengelolaan pekerja migran Indonesia,
peningkatan kualitas tenaga kerja, dan
penempatan tenaga kerja.

01. | Agama Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

13 pelayanan terkait agama antara lain haji dan




umroh, kehidupan beragama, dan produk
halal.

O1.
14

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan terkait permukiman antara lain
infrastruktur permukiman, kawasan
permukiman, pertanahan, perumahan rakyat,
serta sarana dan prasarana strategis.

01.
15

[lmu Pengetahuan
dan Teknologi

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan terkait penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

01.

Perlindungan Sosial

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan |

16 pelayanan terkait perlindungan sosial antara
lain intelijen keamanan, keamanan dan
ketertiban umum, jaminan sosial, penanganan
fakir miskin, penanggulangan ancaman
teronsme, pena.nggulangan bencana,
pencarian dan pertolongan, pengelolaan lalu
lintas, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

01. | Perdagangan | Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

17 pelayanan terkait perdagangan antara lain

' perdagangan berjangka komoditi dan
| perlindungan konsumen.
' 01. | Pariwisata Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

18 pelayanan terkait kepariwisataan.

01. | Transportasi Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

19 pelayanan terkait transportasi antara lain
keamanan dan keselamatan transportasi.

01. | Kesejahteraan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

20 pelayanan terkait kesejahteraan masyarakat

|—nzem

antara lain kesetaraan gender, olahraga,

perlindungan anak, perlindungan hak
perempuan, dan pemberdayaan pemuda.

01. | Ekonomi Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

21 pelayanan perekonomian antara lain ekenomi
kreatif dan ekonomi digital.

01. | Hulkum dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

22 | Peraturan pelayanan terkait hukum dan peraturan
antara lain keimigrasian dan perlindungan
hak kekayaan intelektual.

0l. | Kenegaraan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

| 23 pelayanan kenegaraan antara lain

kelembagaan negara, nilai-nilai kebangsaan,
pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila,
pembangunan manusia Indonesia, pertahanan
negara, dan politik.

01. | Perizinan dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

24 | Akreditasi pelayanan terkait perizinan dan akreditasi. .
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Kependudukan

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

pelayanan terkait kependudukan.
01. | Pemerintahan K:éintan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
26 pelayanan kepada masyarakat secara umum
antara lain pembangunan nasional, otonomi
daerah, hubungan masyarakat, pengavoman
masyarakat, dan program prioritas nasional.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)
02.  Perencanaan dan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
01 | Program pelayanan terkail perencanaan dan program.
' 02. |Keuangan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
o2 pelayanan terkait keuangan negara antara lain
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
pengelolaan barang milik negara, dan
perbendaharaan.
02. | Sumber Daya Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
03 | Manusia pelayanan terkait sumber daya aparatur sipil
negara.
02. | Kearsipan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
04 pelavanan kearsipan dan persandian.
02. | Dukungan Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
05 | Operasional pelayanan yang mendukung operasional
Organisasi organisasi/instansi.
| 02. | Akuntabilitas Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
06 | Kinerja pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02. | Dulkungan Umum Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
07 | Organisasi pelayanan yang mendukung
organisasi/instansi secara umum,
02. | Organisasi dan Tata | Kegiatan dalam rangk?ﬂ_ p_m-t_lv::;u]::ﬁn_l::ﬁbutuﬁﬂn
08 | Kelola pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola
kelembagaan.
02. | Kebijakan Kegiatan dalam mﬁﬁl‘c*a_ﬁ:tamuhan kebutuhan
09 | Organisasi pelayanan terkait kebijakan
organisasi/instansi.
02. | Data dan Informasi | Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
10 pelayanan terkait pengelolaan data dan
informasi termasuk didalamnya pengelolaan
perangkat keras, pengelolaan sistem informasi,
dan pembinaan kepustakaan.
- 02, | Manajemen SPBE Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
11 pelavanan terkait manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik.
02, Layanan_' Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
12 | Terintegrasi pelayanan terkait pengintegrasian layanan

antara lain perencanaan, penganggarar,
pengkoordinasian




02. | Lintas Organisasi Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan .

12 pelayanan terkait pengkoordinasian kegiatan
lintas organisasi/instansi.

02. | Kerja Sama Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

14 pelayanan terkait kerjasama baik antar
instansi ataupun dengan pihak lain.

1.11.5 Model Layanan SPBE Kota Blitar

Sesuai dengan Perpres No 95 tahun 2018 tentang SPBE menyebutkan
daftar layanan SPBE terbagi atas 2 (dua) kelompok layanan, yaitu:

1 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Eletronik, yang
mendukung tata laksana internal birokrasi

2 Layanan Publik Berbasis Elektronik, yang mendukung layanan kepada
masyarakat termasuk di dalamnya layanan publik.

1.11.5.1 Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik dijalankan
dengan menggunakan aplikasi umum berbagi pakai. Layanan terzebut
meliputi :

1 Layanan Perencanaan

Layanan Penganggaran

Layanan Keuangan

Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Layanan Kepegawaian

Layanan Kearsiapan Dinamis

Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (termasuk whistle blowing
systemy)

9 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10 Layanan Kinerja Pegawai
1.11.5.2 Layanan Publik
Sedangkan Layanan Publik berbasis Elektronik, antara lain meliputi:
Layanan Pengaduan Publik
Layanan Data Terbuka
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
4 Layanan Publik lainnya

1.11.5.3 Layanan Kinerja Pegawal dan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi

Sedangkan layanan ini meliputi :
1 Layanan Kinerja Pegawai
2 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

oo~ o B W kR
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1.11.6 Model Domain dan Arsitektur Layanan Kota Blitar
Tabel 0-28 Domain dan Arsitektur Layanan Kota Blitar

1 Kebij Memb Scbagai Bagi Bagi Kemend Uns OPD Me Memp Tidk Tidk  Tidk P56 RAL: RAL. RAL. ' EALD Pem

akan uat pedoman  an an agri ur Terkait n ermud ada ada ada 2 01 01.04 0104 1.04. erint
Perek  kebija  kebijakan Pere  Pere pend Ele ah Koord Laya Ekon .02 02.01 ah
enom kan bagi keno  kono uku ktr peran inasi nan omi  Keblj Kebij Kota
ian untuk perangkat mian mian ng oni  pghkat TPID  Fubl akan akan Blita
dan ditind daerah dan dan BRI k darra ik Perek Perek T
SpA  aklanj terleait EDA BDA ua h onom  onom
uth ke LIruE untuk ian imn
OPD am meny
terkait pem usun
erint kebija
ahan kan
2 Layan No Pelay RAL. RAL. RAL  RALDO Pem
an n anan 01 0105 01.058 1.05  enmt
Indus Ele Indus Laya Indus OB 08.01 ah
kri kir tri nan o tri Penge Layan Hota
Loga oni Loga  Publ mban an Blita
11} k m il Ean Indus r
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iri Loga
m
3 Pelati Mo Penge RAL.  RAL. ERAL RAL.O Pem
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1.12Arsitektur Aplikasi
1.12.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendulkung arah
kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke
dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat)
tingkat, yaitu:

a. domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke
dalam 2 [dua] domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1
(pertama), ymg menjadi struktur di tingkat nasional;

b. area aplikasi, yvang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai
dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi
struktur di tingkat nasional:

c. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai
dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta
kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat
nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan

d. sub kategori aplikasi, yvang menjelaskan lebih rinci dar kategori
aplikasi sebagai tingkat 4 [keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat menSrusun pada struktur ini sesuai dengan
kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi
secara nasional,

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di
tingkat 3 {ketiga) dan tingkat 4 (keempat), akan dijelaskan dalam pedoman
penyusunan Arsitektur SPBE. llustrasi struktur referensi arsitektur aplikasi
SPBE dapat terlihat pada gambar berikut.

Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Tingkat 1 {Domain Aplikasi) " [ ——
Tingkat 2 [Area Aplikasi) ':
| Tingkat 3 (Kategari Aplikasi) '

o st | TINEKAL4 (Sub Kategori Aplikasi)

Gambar 0-8 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Selanjutnya proses klasifikasl dan identifikasi pada struktur domain di
tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitcktur SPBE Nasional,
melalui referensi arsitektur aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan
Arsitektur SPBE Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah.

1.12.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melahsi
sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomeodir fungsi-
fungsi vang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan
demilkian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian
dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara
lintas sektoral, schingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah




pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di
lingkungan pemerintahan secara nasional.

Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan
untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan
aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan
layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan
dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan
peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan
memerhatikan faktor sebagai berikui:

a. disusun berdasarkan pada struktur adaptf yang memungkinkan

terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi
lain/bam dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan
komunikasi;

. aplikasi yang berorientasi pada layanan;

c. didefinisikan sebagai hirarki kemponen aplikasi;

. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan,
aksesibilitas, dan pelaporan;

e. berbasis kode sumber terbuka jopen soure); dan

. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan

informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung cleh
domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, maka
dapat terlihat relasi langsung pada domain aplikasi SPBE pada
gambar berikut

Dol CRLE din s rineis

Dormwn inbrernaies SPFEE

Gambar 0-9 Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE
1.12.3 Atribut Metadata Arsitektur Aplikasi
Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata aplikasi.

Nama Aplikasi

Tabel 0-29 Atribut Metadata Aplikasi

ama. aplikasi yang ::'Iiguakan atau ki.

2 | Uraian Aplikasi

Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari
aplikasi,

3 | Fungsi Aplikasi

Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap
layanan yang didukung.

4 | Kode Model Kode model referensi yang terkait dengan
Referensi SPBE aplikasi

5 | Layanan yang Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan
Didukung layanan yang didukung didapat dari metadata

layanan.




Data g Data yang disimpan pa media penyimpanan
Digunakan data, pilihan data yang digunakan didapat dari
metadata data.
7 | Luaran Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari
aplikasi yang dimiliki atau dipunakan.
& | Basis Aplikasi Basis dari aplikasi (Dezktop; Web: Cloud; atau
Maobile)
9 | Server Aplikasi Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan
server yang digunakan didapat dar metadata
perangkat keras server,
10 | Tipe Lisensi Tipe lisensi dari aplikasi (Open o
Bahasa Source /Proprietary)
Pemrograman

11 | Bahasa | Bahasa pemrograman yang digunakan oleh
Pemrograman | aplikasi.

12 | Kerangka Kerangka atau Framework yang digunakan
Pengembangan | oleh aplikasi.

13 | Basis Data 1 Basis data yang digunakan oleh aplikasi.

1.12.4 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur
aplikasi.
Tabel 0-30 Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 1 dan 2.

Aplikasi Umum (01)

01. | Aplikasi Layanan Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan
01 | Publik standar, dan digunakan secara bagl pakai oleh
IPPD untuk mendukung pelayanan publik.
01. | Aplikasi - | Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan
02 | Administrasi standar, dan digunakan secara bag pakai oleh
Pemerintahan IPPD untuk mendukung administrasi
pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02

02. | Aplikasi Misi
Tertentu

Aplikasi yang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu
untuk memenuhi kebutuhan khusus yang
bukan kebutuhan IPPD lain, untuk
mendukung misi tertentu.

Aplikasi vang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu
untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan
fungsi [PPD lain,

02. | Aplikasi Fungsi
02 | Tertentu




1.12.5 Model Aplikasi Kota Blitar

1.12.5.1 Pembangunan Aplikasi

Untuk mendukung Layanan SPBE, digunakan aplikasi SPBE.
Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan
prosedur vang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi
Layanan SPBE. Secara umum aplikasi SPBE terbagi kedalam 2 (dua)
jenis aplikasi yaitu:

1. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan
digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau
pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi
Umum dilakukan untuk mendukung Layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik

2. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,
dikembangkan, dipunakan, dan dikelola oleh instansi pusat
atan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan
khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah
daerah lain. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
dilakukan untuk mendukung Layanan fungsional yang bersifat

spesifik pada

instansi pusal dan/atau pemerintah daerah dan sektor strategis
lainnya.

Aplikasi umum dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis
instansi yang bersifat umum atau pendukung seperti berikut:

Perencanaar;

Penpanggaran,

Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
Aluntahbilitas kinerja;

Pemantauan dan evaluasi;

Kearsipan;

Kepegawaian; dan

Sm mp npTp

. Pengaduan pelayanan publhk.

SPBE mengarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi
umum berbagi pakai. Arahan aplikasi umum berbagi pakai nasional
ditnangkan kedalam Arsitektur SPBE Nasional vang disusun dengan
koordinasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE salah satu langkahnya
dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum berbagi pakai untuk
memberikan Layanan SPBE. Aplikasi umum berbagi pakai
dikembangkan untuk mendukung proses bianis yang bersifat umum
pada instansi pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya.



Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum
tersebut akan dilaksanakan paling lambat 2 [dua) tahun setelah
Peraturan Presiden mengenal Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) mulai berlaku atau setelah tahun 2020. Terkait hal
tersebut, maka setiap pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah
harus mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan
pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum tersebut.

[Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menpgpunakan
aplikasi sejenis sebagaimana dijelaskan diatas, Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah mengoperasikan aplikasi sejeniz sebelum Aplikasi Umum
ditetaplkan;

b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan
pengembangan aplikasi sejenis;

c. Melalukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan
dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan

d. Mendapatkan pertimbangan dari menteri vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika.

Untuk mendukung percepatan implementasi SPBE, maka diupayakan
pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai oleh seluruh instansi pusat
maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia. Kegiatan percepatan
implementasi aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan Perpres Nomor 95
Tahun 2018 adalah sebagai berikut;

a. Integrasi layanan, data dan aplikasi Perencanaan,
Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi;

b. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kepegawaian;
¢. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kearsipan;
d. Integrasi layanan, data dan aplikasi Pengaduan Publik.

1.12.5.2 Penggunaan Sistem Penghubung

Untuk integrasi aplikasi SPBE, Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun
2018 tentang SPBE, digunakan sistem penghubung. Sistem Penghubung
Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk
melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka
pemrograman aplikasi. Penvediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah
ditujukan wuntuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan
pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE,
Sistern Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data,
sistemn aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat [0T. Penyediaan Sistem
Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar
interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan [ntra
pemerintah.




1.12.6 Model Domain dan Referensi Arsitektur Aplikasi Kota Blitar
Tabel 0-31 Domain dan Referensi Arsitektur Aplikasi Kota Blitar
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1.13Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur infrastruktur SPBE nasional, memastikan peclaksanaan
pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional dilakukan
secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memerhatikan faktor sebagai
berilout:
pusat komputasi dan data terpusat;
kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan:
penggunaan teknologi virtualisasi;

pemanfaatan  aset  teknologi  informasi  dan komunikasi
|hardware/ sofiware/ netware) secara optimal;

kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;

dukungan terkait media jaringan vang beragam:

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.

Rerangka kerja arsitekiur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi
arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPRE.

1.13.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung
arah Kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE
diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur
infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu;

a. domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke
dalam domain infrastruktur sebagai tingkat | (pertama), yang
menjadi struktur di tingkat nasional;

b. area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai
dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan
aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area
infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di
tingkat nasional; dan

¢. kategorni infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area
infrastmktur, scbagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di
tingkat nasional,

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan memetakan kebutuhan
mfrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan
domain arsitektur aphkasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai
dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan
mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE nasional yang diperlukan.
Pelaksanaan pemetaan ini akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan
Arsitektur SPBE. Mustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE
dapat terlihat pada gambar berikut,

Ll

® N g oo

Struktur Referens! Arsitektur infrastrukiur SPRE

Tingkat 2 (Area 1nfrastruktL_JF - _t

Tingkat 3 {Kategori Infrastruktur) ' |

L‘ringhat 1 (Domain Infrastruktur)




Gambar 0-10 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
1.13.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Domain infrastrukiur SPBE akan memetakan semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk
menjalankan  sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat
elektronik  lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan,
Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPEE bertujuan
untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur
SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini
digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastmktur SPBE vang
digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur
infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi
infrastruktur SPEE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan
mempermudah  dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinva, agar
infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efelktif dan
efisien. Dalam hal ketersediasan ini belum tercapai, maka digunakan

infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur
SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan
dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

a. harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan
mengakomodasi teknologl baru ;

b. didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE:

c. dirancang wuntuk mempromosikan kemudahan penggunaan,
aksesibilitas, dan pelaporan;

d. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
e. berbasis standar umum |(open standard); dan

dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta
domain data dan informasi melalui hubungan yvang terindikasi dan
didukung oleh domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi
langsung pada domain infrastruktur SPBE pada gambar berikut.

Deareial by (Ot i vl sl

Gambar 0-11 Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

Referensi darl struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku
secara nasional, sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE
yvang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktar
SPBE yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

1.13.3 Atribut Metadata Arsitektur Infrastruktur
1.13.3.1 Atribut Metadata Komputasi Awan
Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata komputasi awan.



Tabel 0-32 Atribut Metadata Komputasi Awan

1 | Nama Government | Nama Government cloud yang digunakan

cloud

2 | Deskripsi Penjelasan dari Government cloud yang

Government cloud | digunakan

3 | Tipe Government Jenis dari Government cloud vang digunakan

cloud (Paas, [aaS, dan SaaS)

4 | Status Kepemilikan | Status kepemilikan dari Government cloud
yvang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik
Pihak Ketiga)

5 | Nama Pemilik Nama pemilik Government cloud yang
digunakan, diisi jika pilihan pada status
kepemilikan selain milik sendiri.

6 | Biaya Layanan Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk
layanan Government cloud

7 | Unit Pengelola Unit pengelola Government cloud vang

Government cloud | digunakan
8 | Jangka Waktu Periode penggunaan layanan Government
Pelayanan cloud
1.13.3.2  Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform
Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat lunak
platform.

Tabel 0-33 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

pilihan adalah 3

Nama Perangkat Nama Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak

2 | Deskripsi Penjelasan dari Perangkat Lunak yang _']
Peranglkat Lunak dipunakan

3 | Tipe Perangkat Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak (Sistem Operasi , Sistem Utilitas, atau Sistem

Databaze)

4 | Jenis Sistem (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS,
Operasi (jika atau Lainnya)
pilihan adalah 1
pada No. 3)

5 | Jenis Sistem
Utilitas (jika
pilihan adalah 2
pada No. 3)

6 | Jenis Sistem
Database [jika




pada No. 3)
7 | Jenis lisenasi Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang
digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi
Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
8 | Nama Pemilik Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
Lisensi
9 | Validitas Lisensi Penjelasan validitas dari lisensi perangkat
Perangkat Lunak lunak yang digunakan |
1.13.3.3  Atribut Metadata Perangkat Keras Server/Pusat Data
Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras
SETVer.

Tabel 0-34 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

1 | Nama Server Nama dari perangkat server yang .
2 | Deskripsi Server Berisi deskripsi dari perangkat server yang
digunakan.
3 | Jenis Penggunaan | Jenis penggunaan dari server yang digunakan,
Server jenis penggunaan tersebut berupa (Web
Server; Mail Server; Aplikasi; Database ; File
Server; atau Active Directory |
4 | Status Kepemilikan | Status kepemilikan dari server yvang digunakan |
(Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain;
Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga) .
5 | Nama Pemilik Nama pemilik server vang digunakan, diisi jika |
pilihan pada status kepemilikan selain milik
sendiri,
& | Unit Pengelola Unit pengelola server vang dipunakan
Server
7 | Lokasi Perangkat | Lokasi dari perangkat server vang digunakan,
Keras Server pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
8 |Perangkat Lunak | Perangkat lunak yang digunakan oleh server,
yang Digunakan pilihan perangkat lunak didapat dari metadata
perangkat lunak.
9 | Kapasitas Memori Eapaaiﬁ_s. memori atau Random Access
Memory (RAM) vang digunakan oleh server,
satuan kapasitas memori dalam GigaByte |
(GB).
10 | Jenis Teknologi Jenis teknolog prosesor yang digunakan oleh
Prosesor server, berupa:
High End
Mid End




Low End
11 | Jumlah Kapasitas | Jumlah kapasitas penyimpanan pada é':rver.
Penyvimpanan satuan kapasitas penyimpanan dalam
Gigabyte (GB).
12 | Teknik Teknik penyimpanan yang digunakan pada
Penyimpanan server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non- '
J
1.13.3.4  Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras
media penyimpanan.
Tabel 0-35 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

1 | Nama Data Nama dari data storage yang digunakan
Storage
2 | Deskripsi Data Berisi deskripsi dari data storage yang ]
Storage digunakan.
3 | Data yang Data yang disimpan pada media penyimpanan
Digunakan data, pilihan data yang digunakan didapat dari
metadata data.

4 | Status Status kepemilikan dari data storage yang

Kepemilikan digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik
Pihak Ketiga)

5 | Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan,
diisi jika pilihan pada status kepemilikan
selain milik sendiri.

& | Unit Pengelola Unit pengelola data storage yang digunakan.

Data Storage
7 | Lokasi Data Lokasi dari data-;tm'age yang digunakan,
Storage pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
8 | Perangkat Lunak | Perangkat lunak yang digunakan oleh data
yvang Digunakan storage, pilihan perangkat lunak didapat dari
metadata perangkat lunak.
9 | Kapasitas Jumlah kapasitas penyimpanan pada data
Penyimpanan storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam
J Gigabyte (GB).
10 | Metode Akses Metode akses data sharing vang digunakan
Data Sharing pada data storage (Direct Attached
Storage/ DAS atau Network Attached
| Storage | NAS)
1.13.3.5 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah




Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata system
penghubung layanan pemerintah,
Tabel 0-36 Atribut Metadata Sistem Pneghubung Layanan Pemerintah

1 | Nama Sistem Nama sistem penghubung yvang digunakan
Penghubung atau dimilildi.

2 | Deskripsi Sistem | Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang |
Penghubung digunakan.

3 | Jenis Sistem Jenis sistem penghubung yvang digunakan
Penghubung (Sistem penghubung pemerintah [ Sistem

penghubung non pemerintah)
4 | Kepemilikan Status kepemilikan dari sistem penghubung

yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi |
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak |

Ketiga)
5 | Nama Pemilik Nama pemilik data storage vang digunakan, |
diisi jika pilihan pada status kepemilikan
selain milik sendiri.
& | Nama Jaringan Nama jaringan intra yang digunakan oleh
Intra yang sistem penghubung, pilihan jaringan intra
Digunakan didapat dari metadata jaringan intra.
7 | Aplikasi vang Aplikasi vang dihubungkan oleh sistem
Dihubungkan penghubung, pilihan aplikasi didapat dari
metadata aplikasi.

1.13.3.6  Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata jaringan intra
pemerintah.

Tabel 0-37 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

Nama Jaringan Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata

2 | Deskripsi Jaringan | Merupakan penjelasan dari jaringan

3 | Jenis Jaringan Merupakan jenis jaringan vang digunakan

4 | Kepemilikan Merupakan pemilik dari jaringan

3 | Nama Pemilik Merupakan nama dari pemilik jaringan

6 |Unit Kerga Merupakan unit kerja/ perangkat daerah
Pengelola Jaringan | pengelola jaringan

7 | Bandwidth Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
Tipe Media I;_llrempa]mn tipe dari media jaringan
Jaringan

9 | Media Lainnya Merupakan tipe dari media jaringan




1.13.3.7  Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras
jaringan.

Tabel 0-38 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

MNama Network, Nama Network [ Communication Device yang
Communication digunakan
Device
2 | Deskripsi Network/ | Penjelasan dari Network/Communication |
Cominaitisation Device yang digunakan
Device
3 | Tipe Network/ Jenis dari Network/Communication Device
P mrinciiioo yang d;gl.mal-:nu (Switch L2, Switch 1.3, Switch
Platios L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router,
Wireless equipment, atau Transmission
equipment)

4 | Status Kepemilikan | Status kepemilikan dari
Network/Communication Device yang
digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik
Pihak Ketiga)

5 | Nama Pemilik Nama pemilik Network,/ Communication
Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada
status kepemilikan selain milik sendiri.

6 | Unit Pengelola Unit pengelola Network/ Communication
Network, Device yang digunakan
Communication
Device

1.13.3.8  Atribut Metadata Fasilitas Homputasi

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata fasilitas
komputasi.

Tabel 0-39 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

Nama Fasilitas Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata
2 | Kode Model Merupakan kode model referensi SPBE sesuai

Referensi SPBE dengan fasilitas yang dipilih

3 | Bandwidth Intranet | Merupakan jumlah bandwidth internet yang
tersedia selama 1 tahun

4 | Bandwidth Internet | Merupakan jumlah bandwidth internet yang
tersedia selama 1 tahun

5 | Lokasi Merupakan lokasi dari fasilitas




Kepemilikan Merupakan unit pemilik dari fasilitas

7 | Unit Kerja Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang
Penanggung jawab | bertanggung jawab atas fasilitas

8 | Klasifikasi Tier Merupakan klasifikasi tier fasilitas
Fasilitas

9 | Sistem Merupakan tipe pengaman fasilitas
Pengamanan
Fasilitas

1.13.3.9  Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras
periferal.

Tabel 0-40 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

1 | Nama Periferal Nama Periferal yang digunakan
2 | Deskripsi Periferal | Penjelasan dari Periferal yang digunakan
3 | Tipe Periferal Jenis dari Periferal yang digunakan {Input,

Output, Input/Output]

4 | Lokasi penempatan | (mengacu pada meta data fasilitas)
Periferal

5 | Unit Pengelola Unit pengelola Periferal vang digunakan
Netwark/
Communication
Device

1.13.3.10 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras
keamanan.

Tabel 0-41 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan SFBE

Nama Security Nama dari Security Device yang digunakan
Device

2 | Deskripsi Security | Penjelasan dari Security Device yang
Device digunakan

3 | Tipe Securily Jenis dari security device yang digunakan
Deuvice (Firewall, Intrusion Detection System,

Intrusion Prevention System, Proxy, Load
Balancer, Wireless intrusion prevention and
detection system, Unified Threat Management,
atau Network Access Control)

4 | Status Kepemilikan | Status kepemilikan dari Security Device yang




digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi
Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik
Pihak Ketiga)

Nama Pemilik

Nama pemilik Security Device yang digunakan,
diisi jika pilihan pada status kepemilikan
selain milik sendiri.

1.13.4

Security Device

Unit Pengelola

Unit pengelola Security Device yang digunakan

Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur
infrastruktur.

Tabel 0-42 Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 1 dan 2

Faszilitas Kﬂmputasi (1)
01. | Pusat Data Nasional | Fasilitas yang digunakan keperluan
01 penempatan, penyimpanan dan pengolahan
data dan pemulihan data
01. | Pusat Komputasi Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
02 pemroscsan komputasi tertentu atau
penempatan sistem komputasi tertentu
01. | Pusat Kendali Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
03 pengendalian dan pengoperasian dari sebuah
lingkungan sistem
Sistemn Integrasi (02)
| 02. | Jaringan Intra Jaringan tertutup yang menghubungkan
01 | Pemerintah antara subsistem atau simpul jaringan dalam
satu sistem organisasi
02. | Sistem Penghubung | Sistem layanan komunikasi untuk interaksi
02 | Layanan Pemerintah | antar aplikasi dalam pertukaran data maupun
layanan
Platform (03)
03. | Kerangka Perangkat keras dan perangkat lunak yang
01 | Infrastruktur dan digunakan lingkungan kerja yang mendukung
Aplikasi aplikasi
03. | Komputasi Awan Lingkungan dengan virtualisasi sebagai
02 layanan platform berdasarkan teknologi cloud
untuk lingkungan kerja aplikasi
1.13.5 Infrastruktur Kota Blitar
1.13.5.1 Pusat Data

sistem elektronik dan komponen terkaitl

SPBE membutuhkan

pusat data yang digunakan untuk penempatan
lainnya untuk keperluan




penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Baik
Smart City maupun SPBE termasuk dalam kategori sistem elektronik
strategis dan tingel sehingga diperlukan jaminan sistem dengan asas resiko
yang menganutl prinsip keamanan informasi yaitu kerahasiaan, integritas
dan ketersediaan.

Pengadaan Pusat data harus memenuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan mengacu ke standar nasional dan internasional
baik secara desain, kualitas infrastruktur pusat data dan sistern manajemen
keamanan informasi. Disain infrastruktur Data Centre vang ideal dijelaskan

pada gambar berikut,
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Gambar 0-12 Gambar Desain Arsitcktur Pusat Data yang ideal
Pengembangan data center Blitar terdiri dari;

. Pengadaan peralatan untuk pengembangan Data Centre seperti core

router, layer 3 switch, server virtualisasi, load balancing server, dil

. Pendirian Network Operating Centre (NOC)
. Penerapan Virtual Private Network
. Penerapan keamanan menggunakan Demilitarized Zone (DMEZ)

menggunakan firewall ganda (internal dan eksternal) serta intrusion
detection system.

Sertifikasi Keamanan Informasi SNI 27001:2009 atau sejenisnya.

Pengembangan Disaster Recovery Plan (DRP) dan menerapkan
manajemen resiko di lingkungan data center untuk mengantisipasi
bencana alam

7. Penerapan strategi backup and recovery plan
8. Penyediaan layanan data terbuka dan berbagi data (interoperahbilitas)

5.

Penambahan petugas piket untuk pemantauan 24 jam.

10 Mengaktiflean sistem fire suppression yang komprehensif di data

11,

center untuk mencegah terjadinya api atau menangulangg api yang
sudah terlanjur muncul

Mengimplementasikan aspek umum keamanan informasi
berdasarkan standar kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity)
dan ketersediaan (availability).



Untuk operasional pusat data, harus tersedia dekumen shh.:
1. Log/rekaman/catatan pengoperasian pusat data;

2. Terdapat SOP di tingkat Pemerintah dacrah yang telah ditetapkan dan

secara aktif digunakan sebagai panduan dalam pengoperasian pusat
data;

3. sertifikasi pusat data yang memenuhi standar UTI:TST atau ANSI/TIA-
942

. Apabila pusat data bersama menggunakan jasa penyedia pusat data,
dibutubkan dokumen kontrak sewa dan bukti sertifikasi pusat data,

1.13.5.2 Pusat Pemiilihan Bencana

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu
fasilitas yang digunakan untuk menggantikan dan/atau memulihkan
kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan
pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana.

1.13.5.3 Server dan Hardware

Untuk penerapan SPEE, Pemkot Blitar periu menyediakan berbagai
layanan server antara lain :

1. Mengoptimalkan konsep high availability pada perangkat server (power
supply, harddisk, RAM dan kipas) dan sistem server (sistem virtual,
clustering and replication, RAID dan sebagainya).

2. Mengoptimalkan keamanan pada layanan server jusername, password,
antivirus dan pembaharuan sistem operasi, firewall, ports, monitoring
system, auto lock, secure applications pada server dan sebagainya)

J. Mengoptimalkan fungsi rackmount dan pengaturan suhu dingin pada
penempatan server.

4. Mengelola DNS Server, Web Server, Mail Server, Proxy Server, dll yang
dilindungi secara ketat oleh firewall, IDS dan perangkat keamanan
lainnya.

5. Penyediaan Database Server yang handal untuk menyimpan berbagai
aplikasi Smart City maupun SPBE. Database Server berfungsi untuk
menyimpan data pokok, data transaksi, data analisis dan pelaporan
semua aplikasi penunjang Smart City maupun SPBE

6. Penyediaan layanan Single Sign-on [SSN) untuk proses autentikasi
vaitu teknologi vang mengijinkan pengguna jaringan sagar dapat
mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan
satu akun pengguna saja.

7. Penyediaan layanan Virtual Private Network (VPN) agar para pegawai
Pemkot dapat mengakses semua aplikasi dan layanan yang ada dari
luar kantor secara aman.

1.13.5.4 Jaringan Internet dan Jaringan Intra Pemerintah

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Jaringan Intra
Pemerintah Daerah dan Sisterm Penghubung Layvanan Pemerintah Daerah.
Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan
jaringan intra vyang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
Sedangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yvang dimaksud
merupakan Sistem Penghubung Layanan yang disclenggarakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam



Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan
integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi
internal Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur tersebut dilakukan
secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah. Pembangunan dan
pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan
pada Arsitektur SPBEE Pemerintah Daerah.
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Pada tabel berikut dapat dilihat arsitektur infrastrulitur dari Kota Blitar.
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Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Blitar
Berikut hasil pemetaan referensi arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Blitar
Tabel 0-50 Referensi arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3 Pemerintah Kota Blitar
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Deskripsi
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1.14 Arsitektur Keamanan

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan
pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi
SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan
menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, schingga dapat
dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan,
pertimbangan  kelalkan keamanan serta regulasi keamanan yang
komprehensif.

1.14.1 Struktur Referensd Arsitektur Kemanan

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah
kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan
ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2
(dua) tingkat, vaitu:

a, domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke
dalam domain keamanan terdiri dar standar keamanan, penerapan
keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1
(pertama), vang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. arca keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam
area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta
infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi
atrtrictur di tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan
penerapan keamanan SPBE, melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE.
Nustrasi strulttur referensi arsitektur keamanan SPEE dapat terlihat pada
gambar berikut.

‘Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Tingkat 1 {Domain Keamanan] d e

| Tingkat 2 (Area Keamanan)

Gambar 0-13 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE
1.14.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang
mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi,
aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan
pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE
menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi,
domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE,
maka dapat terlihat relasi langsung pada gambar berikut.

D irfodnbd e lied S'BE

Derain Asfikeal 3PEE L — : . : Dormrmimis Des dar SR1SEmB)

Gambar 0-14 Relasi langsung pada Domain Keamanan SPBE

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Instansi Pusat dan
Pemerintah Dacrah dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
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pelaksana SPBE. Untuk penerapan keamanan SPBE, Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah pelaksana SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan

lembaga yang menvelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan
siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung cleh
pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen
dilakukan melalui serangkaian proses yvang meliputi penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap
keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan
teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur
Keamanan SPBE yvang ditetapkan.

1.14.3 Atribut Metadata Arsitekiur Kemananan

Pada table berikut ini dapat dilihat atrnibut metadata manajemen
keamanan.

Tabel 0-51 Atribut Metadata manajemen keamanan

1 Jenis Btand::u- J standar keamanan yang ia-:u

Keamanan menjadi prioritas oleh setiap IPPD
diantaranya:

standar dan/atau Peraturan terkait teknis
dan prosedur keamanan SFBE;

standar internasional terkait keamanan
informasi; atau

regulasi lainnya.
2  EKeterangan Nama Mama dari jenis standar keamanan yang
Standar diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3  Tingkal Risiko Tingkat risiko Keamanan SPBE dengan
penentuan klasifikasi level (high, medium
atau low]

4. Penerapan Keamanan Program kerja atau kegiatan Keamanan
SPBE yang dilaksanakan oleh setiap IPPD
schagai upaya dalam meminimalkan dampak
risiko Keamanan SPBE. Program kerja atau
kegiatan Keamanan SPBE sebagaimana
dimaksud paling sedikit meliputi:

edukasi kesadaran Keamanan SPBE;
penilaian kerentanan Keamanan SPBE;
peningkatan Keamanan SPBE; dan
penanganan insiden Keamanan SPBE,

5 Pengujian Kelaikan Pengujian kelaikan keamanan yang telah
Keamanan dilaksanakan terhadap pengendalian data
dan informasi, persyaratan keamanan
Aplikasi Umum SPBE, dan persyaratan
keamanan Infrastruktur SPBE Nasional.

6 1D metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait.
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1.14.4 Referensi Arsitektur Heamanan SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur
keamanan.

Tabel 0-52 Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat 1 dan 2

Standar Keamanan (01)

1. | Standar Teknis dan Standar atau Peraturan Pemerintah yang
01 | Prosedur Keamanan dipunakan untuk penerapan Keamanan
SPBE SPBE.

01. | Standar Keamanan Standar internasional yvang dipunakan
02 | Internasional sebagai pendukung dan untuk
meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.

01. | Regulasi lainnya Peraturan Pemerintah lainnya selain dari
03 peraturan terkait standar teknis dan
prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini
menjadi acuan dalam penerapan Keamanan
SPBE.

Penerapan Keamanan (02)

02. | kesadaran Keamanan | Bentuk kegiatan di [PFD untuk
01 | SPBE meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.

02. | kerentanan Keamanan | Bentuk kegiatan di IPPD untuk
02 | SPBE mengidentifikasi kerentanan dan risiko

keamanan SPBE.

02, | peningkatan Bentuk kegiatan di IPPD untuk
03 | Keamanan SPBE meningkatkan keamanan SPBE.

02. | penanganan insiden Bentuk kegiatan di IPPD untuk
04 | Keamanan SPBE ' menanggulangi, memulihkan dan memitigasi
risiko insiden keamanan SPBE.

Kelailkkan Keamanan (03)

03. | Kelaikan Keamanan Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi
01 | Aplikasi Umum umum yang dilakukan melalui penilaian
kerentanan secara mandiri di IPPD dan
verifikasi di tingkat nasional. Output dari
kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum
yang telah mendapatkan rekomendasi
kelaikan keamanan.
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03. | Kelaikan Keamanan Uji kelaikan keamanan terhadap
02 | Infrastruktur SPBE Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan
Nasional melalui penilaian kerentanan secara mandiri

di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional.
Output dari kegiatan ini adalah daftar
Infrastruktur SPBE Nasional yang telah
mendapatkan rekomendasi kelaikan
keamanan.

1.14.5 Model Keamanan Kota Blitar
1.14.5.1 HKeamanan Infrastruktur dan Jaringan

Berdasarkan hasil survei dan analisis data yang telah dilakukan,
topologi infrastukttur jaringan antar OPD dan topologi WAN di Kota Blitar
adalah seperti pada Gambar beriloat ini.
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Gambar 0-15 Infrastruktur Jaringan Intra Antar OPD Kota Blitar

Gambar di atas menunjukkan topologi jaringan yang menghbungkan
setiap OPD di Kota Blitar. Infrastrukiur dan keamanan Informasi merupakan
ha! yang penting dalam pengelolaan Arsitektur SPBE. Hal tersebut
dikarenakan penggunaan Internet scbagai media utama dalam komunikasi
data dan informasi antar OPD dan pihak di luar pemerintah Kota Blitar.

Berikut ini adalah rekomendasi umum terkait kebutuhan infrastruktar
dan keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar

untuk mendukung penggunaan/operasional aplikasi pemerintah Kota Blitar,
mencakup pemasangan atau penambahan:

1. Penempatan Firewall di semua server dan semua subnet. Firewall
adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan
lainnya yang sifatnya publik sehingga setiap data yang masuk dapat
diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat
dikendalikan untuk mencegah bahaya/ancaman yang datang dari
jaringan publik. Firewall merupakan suatu cara atau meckanisme yang
diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu
sendirl dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring,
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membatasi atau hahkan menolak suatu atau SeImua
hubungan/kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan
jaringan luar vang bukan merupakan ruang lingkupnya, Segmen
tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau
local area network (LAN).

2. CARA KERJA FIREWALL

a. Menutup traffic yang datang (incoming network traffic)
berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut : memblok
incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur yang
paling umum yang disediakan oleh firewall.

b. Menutup traffic yang keluar ([outgoing network traffic)
berdasarkan sumber atau tujuan dan traffic tersebut : Firewall
juga bisa menyaring traffic yang yang berasal dari jaringan
internal ke Intermet, misalnya ketika kita ingin mencegah user
dari mengakses situs-situs porno.

c. Menutup traffic berdasarkan kontennya: Firewall yang lebih
canggih dapat memonitor traffic dar konten-kontent yang tidak
di inginkan, misalnya firewall yang didalamnya terintegrasi
antivirus ia dapat mencegah file yang terinveksi oleh virus masuk
ke komputer atau jaringan komputer internal yang kita miliki

d. Melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall : Ketika
memonitor traffic jaringan dari dan ke Internet, yang juga
penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall,
siapa yang mencoba membohbol jaringan internal dan siapa yang
mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari Internet.

3. Firewall disetiap gateway roufer untuk subnet yang memiliki server,
khususnya subnet yang terhubung ke jaringan luar atau Internet. Ada
2 pendapat tentang posisi Firewall ini: apakah di depan Gateway-
Router atau di belakang Gateway-Router (masuk di dalam Subnet);
kegiatan ini merekomendasikan Firewall diletakkan di depan Gateway-
Router (posisi terdepan]) dengan alasan memperlakukan Firewall
schagai “batas demarkasi keamanan” atau Security Perimeter antara
jaringan internal vang dapat dipercaya vs. jaringan luar yang tidak
dapat dipercaya. Firewall khususnya untuk filtering IF dan port

Gratervay-Router. Ada 2 model pilihan penggunaan Gafeway-Router,
yakni pilihan pertama hanya menggunakan 1 (satu) Gateway-Router sebelum
masuk ke jaringan internal, pilihan kedua menggunakan 2 [dua) Gateway-
Router: yakni berfungsi sebagai External filiering router (terdepan), kemudian
dihubungkan kumpulan perangkat keamanan yang disebut Demilitarized
zone (DMZ) terdiri dari Firewall dan Proxy SErRvVer (scbagai web servEr
perantara berperanan seperti web servVer yang asli sehingga akses dari luar
tidak langsung ke web server asli yang lebih sensitif], kemudian terhubung
ke Internal filtering router baru terhubung ke IDS.
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Grambar (- 16 Gambar Infrastrukiur WAN Kota Blitar

4. IDS (Intrution Detection System) adalah sebuah sistem yang
melakukan pengawasan terhadap lalulintas (traflic) jaringan dan
pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan didalam
sebuah sistem jaringan. Jika ditemukan kegiatan-kegiatan yang
mencurigakan berhubungan dengan lalulintas jaringan, maka IDS
akan memberikan peringatan kepada sistem atau administrator
jaringan. Dalam banyak kasus IDS juga merespon terhadap lalulintas
yang tidak normal / anomali melalui aksi pemblokiran user atau
alamat [P {Internet Protocol) yang melakukan usaha pengaksesan
jaringan tersebut.

5. Network-based IDS (Intrusion Detection System), yakni software
ataupun hardware wuntuk mendeteksi traffic dan aktivitas
mencurigakan dalam jaringan. Semua lalu lintas yang mengalir ke
sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah ada percobaan
serangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS umumnya
terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau
terdapat pada “pintu masuk” jaringan. ldealnya semua traffic yang
berasal dan luar dan dalam jaringan di lakukan proses scan, namun
cara ini dapat menyebabkan bottleneck yang mengganggu kecepatan
akses di seluruh jaringan. Contoh 1DS berupa software: Snort, Prevx
Home, SoopNetCop, AIDE; contoh [DS berupa hardware: Huawei NIP
2000 /5000, Cisco IDS 4215, Juniper [DP 300,
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Gambar 0-17 Penempatan host-based IDS dan network-based DS,

6. Terdapat 2 macam IDS yaitu host-based [DS [HIDS) dan network-based
DS (NIDS). Host-based [DS diletakkan pada host yang berdiri sendiri
atau perlengkapan dalam sebuah jarngan. Sebuah HIDS melakukan
pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dan dalam maupun
dari luar hanya pada satu alat saja dan kemudian memberi peringatan
kepada wuser atau administrator sistem jaringan akan adanya
kegiatankegiatan vang mencurigakan yang terdeteksi oleh HIDS.

7. NIDS (Network based IDS); semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah
jaringan akan dianalisis vuntuk mencari apakash ada percobaan
serangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS umumnya
terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau
terdapat pada “pintu masuk” jaringan. Idealnya semua traffic yang
berasal dan luar dan dalam jarnngan di lakukan proses scan, namun
cara ini dapat menyebabkan bottleneck yvang mengpanggu kecepatan
akses di seluruh jaringan.

8. Host-based 1DS (HIDS) yakni IDS dalam bentuk program yang diinstall
di tiap komputer untuk memonitor aktivitas dan perubahan file di
komputer tersebut, dan Network-based DS yakni alat dan software
untuk memonitor traffic dan akrivitas mencurigalkan dalam jaringan.
Network-based IDS [NIDS) dipasang disetiap Subnet di OPD yang
menyimpan Server aplikasi dan/atau basis data penting, seperti OFD
Dinkominfo (letak TS di dalam Subnet sesudah Router atou terhubung
Switch). Network-based (DS dipasang di belakang (sesudah) Router

1.14.5.2 HKeamanan Aplikasi

Keamanan aplikasi adalah penggunaan perangkat lunak, peranglkat
keras, dan metode prosedural untuk melindungi aplikasi dari ancaman
cksternal. Langkah-langkah keamanan yang dibangun ke dalam aplikasi dan
rutinitas keamanan aplikasi yang baik meminimalkan kemungkinan bahwa
peretas akan dapat memanipulasi aplikasi dan mengakses, mencun,
memodifikasi, atau menghapus data sensitif.

1.14.5.3 Pengelolaan Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan
layanan. Dengan semakin meningkatnya risiko dan insiden keamanan
informasi dalam penyelenggaraan SPBE, upaya pengamanan terhadap SPBE
vang memiliki data dan informasi strategis dan penting wajib segera
dilakukan. Keamanan informasi yang handal, akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk
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pelavanan publik. SBehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka
keamanan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu
menyusun sebuah standar tentang manajemen keamanan informasi, yang
mengatur bagaimana informasi menjadi aman agar kerahasiaan, integritas,
dan ketersediaan informasi tetap terjaga.

Manajemen keamanan informasi menjamin keberlangsungan SPBE
dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Hal tersebut
dilakukan melalai serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan
pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap
keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.,
Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, kepala daerah
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber,

1.14.5.3.1 Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi

1. Unit TIK mengkaji perjanjian kerahasiaan pihak-pihak internal dan
eksternal secara berkala untuk menjaga aset informasi;

2. Menjalin kerja sama dengan pihak-pihalk berwenang di luar Pemerintah
Kota Blitar yang terkait dengan keamanan informasi;

3. Menjalin kerja sama dengan komunitas keamanan informasi di luar
Pemerintah Kota Blitar melalui pelatihan, seminar, atau forum lain
yvang relevan dengan keamanan informasi; dan

4. Menerapkan pengendalian keamanan informasi berdasarkan hasil
penilaian risiko untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko
terkait dengan pemberian akses kepada pihak ketiga.

1.14.5.3.2 Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi

1. Sctiap Unit TIK bertanggung jawabterhadap keamanan
aset informasi;

a, Mengidentifikasi aset informasi dan mendokumentasikannya
dalam daftar inventaris aset informasi;

b. Menetapkan pemilik aset informasi di setiap unit TIK

c. Menetapkan aset informasi yang terkait dengan perangkat
pengolah informasi;

d, Pemilik aset informasi menetapkan aturan penggunaan aset
informasi.
2. Klasifikasi aset informasi

Aset informasi diklasifikasikan sesuai tinglkat kerahasiaan, nilai,
tingkat kritikalitas, serta aspek hukumnya.

1.14.5.3.3 Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan
1. Pengamanan ares

a. Scluruh pegawai, pihak ketiga, dan tamu yang memasuki
lingkungan arca Pusat Data/Ruang Server wajib mematuhi
aturan yang berlalm;

b. Ketentuan rinci tentang pengamanan area lingkungan kerja
di Pemerintah Kota Blitar diuraikan dalam standar
keamanan fisik dan lingkungan.
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2, Pengamanan perangkat

a,

1.14.5.3.4

Perangkat pengolah informasi dan perangkat pendukung
wajib ditempatkan di lokasi yang aman dan diposisikan
sedemikian rupa untuk mengurangi risiko aset informasi
dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang,

Peranglkat pendukung wajib dipasang untuk menjamin
beroperasinya perangkat pengelah informasi dan secara
berkala wajib diperiksa dan diuji ulang kinerjanya.

Kabel sumber daya listrik wajib dilindungi dari kerusakan,
dan kabel telekomunikasi yang mengalirkan informasi wajib
dilindungl dart kerusakan dan penyadapan.

Perangkat pengolah informasi wajib dipelihara sccara
berkala untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, dan
fungsinya.

Penggunaan peranglat yang dibawa ke luar dari lingkungan
Femerintah Kota Blitar disetujui oleh Pejabat yang
berwenang

Perangkat pengolah informasi penyimpan data yang sudah
tidak dipunakan lagi wajib disanitasi scbelum digunakan
kembali atau dihapuskan / dimusnahlkarn:

Penanganan perangkat pengolah informasi penyimpan data
di Pemerintah Kota Blitar =sesuai dengan standar
penanganan media penyimpan data yang ditetapkan dalam
Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar.

Pengendalian Pengelolaan Operasional

1. Prosedur operasional dan tanggung jawab

.

Wajib mendokumentasikan, memelihara, dan menyediaktan
seluruh prosedur operasional yang terkait dengan penggunaan
peranglkat pengolah informasi gesuai dengan peruntukanny

Mengendalikan perubahan terhadap perangkat pengolah
informasi.

. Melakukan pemisahan informasi yvang memiliki klasifikasi:

SANGAT RAHASIA dan RAHASIA untuk menghindari adanya
pegawal vang memiliki pengendalian eksllusif terhadap seluruh
aset informasi dan perangkat pengolahnya.

Melakukan pemisahan perangkat pengembangan, pengujian,
dan operasional untuk mengurangi risiko perubahan atau aleses
oleh pihak yang tidak berwenang terhadap sistem operasional.

2. Pengelolaan layanan oleh pihak ketiga

a.

Wajib memastikan bahwa pengendalian keamanan informasi,
definizi layanan, dan tingkat layanan yang tercantum dalam
kesepakatan penyediaan layanan telah diteraplean,
dioperasikan, dan dipelihara oleh pihak ketiga.

Wajib melakukan pemantauan terhadap kinerja penyediaan
layanan, laporan, dan catatan yang disediakan oleh pihak ketiga
secara berkala,
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c. Wajib memperhatikan kritikalitas, proses yang terkait dan hasil
penilaian ulang risike layanan apabila terjadi perubshan pada
layanan yang disediakan pihalk ketiga.

3. Perencanaan dan penerimaan sistem

a. Unit TIK wajib memantau penggunaan perangkat pengolah
informasi dan membuat perkiraan pertumbuhan kebutuhan ke
depan untuk memastikan ketersediaan kapasitas;

b. Unit TIK wajib menetapkan kriteria penerimaan untuk sistem
informasi baru, pemutakhiran dan versi baru serta melakukan
pengujian scbelum penerimaan.

4. Perlindungan terhadap ancaman program yang membahayakan, Wajib
menerapkan sistem yang dapat melakukan pendeteksian, pencegahan,
dan pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman
program vang membahayvakan.

5. Backup

a. Wajib melakukan backup informasi dan perangkat lunak yvang
berada di Pusat Data secara berkala.

b. Proses backup di Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan backup
data yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

6. Pengelolaan keamanan jaringan

a. Wajib mengelola dan melindungi jaringan dari berbagai bentuk
ancaman,

b. Wajib mengidentifikasi fitur keamanan layanan, tingkat layanan,
dan kebutuhan pengelolaan serta mencantumkannya dalam

kesepakatan penyvediaan layanan jaringan termasuk lavanan
jaringan yang disediakan oleh pihak ketiga.

7. Penanganganan media penyvimpan data

a. Setiap Unit TIK mempunyai prosedur wyang mengatur
penanganan media penyimpan data untuk melindung aset
informasi;

b. Penanganan media penyimpanan data sesuai dengan standar
penanganan media penyimpan data yang ditetapkan dalam
Standar Pengelolaan Data Elektronik di Linglkungan Pemerintah
Kota Blitar

8. Pertukaran informasi

a. Pertukaran informasi dan perangkat lunak antara Pemerintah
Kota Blitar dengan pihak ketiga dilakukan atas kesepakatan
tertulis kedua belah pihalk;

b. Pemilik informasi wajib melakukan penilaian risiko yang
memacdai sebelum melaksanakan pertukaran informasi;

¢, Wajib menerapkan pengendalian keamanan informasi untuk
pengiriman informasi melalui surat elektronik atau pengiriman

informasi melalui jasa layanan pengiriman dalam rangka
menghindari akses pihak yvang tidak berwenang;

9. Pemantauan

a. Wajib menerapkan auwdit logging yang mencatat aktivitas
pengguna, pengecualian, dan kejadian keamanan informasi
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dalam kurun waktu tertentu untuk membantu pengendalian
akses dan investigasi di masa mendatang,

- Wajib memantau penggunaan sistem dan mengkaji secara

berkala hasil kegiatan pemantauan.

. Wajib melindungi fasilitas pencatatan dan data yang dicatat dari

kerusakan dan akses oleh pihak yang tidak berwenang,

. Wajib menerapkan pencatatan kegiatan system administrator

dan system operator.

+ Wajib menerapkan pencatatan kesalahan untuk dianalisis dan

diambil tindakan penanganan vang tepat.

Wajib memastikan semus perangkat pengolah informasi vang
tersambung dengan jaringan telah disinkronisasi dengan sumber
waktu yang akurat dan disepakati.

1.14.5.3.5 Pengendalian Akses

1.

Wajib  menyusun, mendokumentasikan, dan mengkaji
ketentuan alises ke aset informasi berdasarkan kebutuhan
organisasi dan persyaratan keamanan.

Pengelolaan akses pengguna

Wajib menyusun prosedur pengelolaan hak akses
pengpuna sesual dengan peruntukannya.

Wajib membatasi dan mengendalikan pengpunaan halk
akses khusus.
Wajib mengatur pengelolaan kata sandi pengguna;

Wajib memantau dan mengevaluasi hak akses pengguna
dan penggunaannya secara berkala untuk memastikan
kesesuaian status pemakaiannya.

Tanggung jawab pengguna

Wajib mematuhi aturan pembuatan dan penggunaan kata
sandi.

Memastikan perangkat pengolah informasi vang digunakan
mendapatkan perlindungan terutama saat ditinggalkan; dan

Melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang
tidak berwenang.

Pengendalian akses jaringan

d.

Wajib mengatur akses pengguna dalam mengakses jaringan
Pemenntah Kota Blitar sesual dengan peruntulkannya;

Wajib menerapkan proses otorisasi pengguna untuk setiap
akses ke dalam jaringan internal melalui koneksi eksternal;

Akszes ke perangkat keras dan perangkat lunak untuk
diagnosa harus dikontrol berdasarkan prosedur dan hanva
dipunakan oleh pegawai yang diberikan wewenang untuk
melakukan pengujian, pemecahan masalah, serta
perngembangan sistem, dan port pada fasilitas jaringan yang
tidak dibutuhkan dalam kegiatan atau fungsi layanan wajib
dinonaktiflcan.

Wajib memisahkan jaringan wuntuk pengguna, sistem
informasi, dan layanan informasi.
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h. Wajib menerapkan mekanisme penpendalian akses
pengguna sesual dengan persvaratan pengendalian akses.

i. Pengendalian routing jaringan internal Pemerintah Kota
Blitar wajib dilakukan sesuai pengendalian akses dan
kebutuhan layanan infarmasi.

5 Pengendalian akses ke sistem opcrasi

a, Akses ke sistem operasi wajib dikontrol dengan
menggunakan prosedur akses yang aman,

b. Setiap pengguna wajib memiliki akun yang unik dan hanya
digunakan scsuai dengen perantukannya, dan proses
otorisasl pengguna wajib menggunakan teknik autentikasi
vang sesual untuk memvalidasi identitas dari pengguna.

t. Sistem pengelolaan kata sandi wajib mudah untuk
digunakan dan dapat memastikan kualitas sandi yang
dibuat pengguna.

d.  Wajib membatasi dan mengendalikan pengpunaan sysiem
utidities;

e. Fasilitas session time-out wajib diaktifkan untuk menutup
dan mengunci layar komputer, aplikasi, dan koneksi
jaringan apabila tidak ada aktivitas pengguna setelah
periode tertentua,

f.  Wajib membatasi waktu koneksi untuk sistem informasi dan
aplikasi vang memiliki klasifikasi SANGAT REAHASIA dan
RAHASIA.

6. Pengendalian akses ke aplikasi dan sistem informasi;

a. Wajib memastikan bahwa akses terhadap aplikasi dan
gigtem informasi hanya diberikan kepada pengguna sesuai
peruntukannya;

b. Aplikasi dan sistem informasi vang memiliki klasifikasi
SANGAT RAHASIA dan RAHASIA wajib diletakkan pada
lokasi terpisah untuk mengurang kemungkinan diakses
oleh pihak yvang tidak berwenang,.

7. Mobile computing dan teleworking

a. Membangun kepedulian pengguna perangkat mobile
computing dan Teleworking akan risiko-risiko keamanan
vang terus meningkat terhadap informasi vang tersimpan
dalam perangkat mobile computing,

b. Pengpuna perangkat mobile computing dan teleworking wajib
mengikuti prosedur yang terkait penggunaan perangkat
mobile computing dan teleworking untuk menjaga keamanan
perangkat dan informasi di dalamnya,

1.14.5.3.6 Pengendalian Keamanan Informasi

Pengendalian keamanan informasi dalam pengadaan, pengembangan,

dan pemeliharaan sistem informasi

1.

Menetapkan dan mendokumentasikan secara jelas persyaratan
keamanan informasi yang relevan sebelum pengadaan, pengembangan,
atau pemeliharaan sistem informasi baru.

Pengelolaan informasi pada aplikasi:
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a. Data yang akan dimasukkan ke aplikasi wajib diperiksa terlebih
dahulu kebenaran dan kesesuaiannya.

b. Setiap aplikasi wajib disertakan proses wvalidasi untuk
mendeteksi bahwa informasi yang dihasilkan utuh dan sesuai
dengan vang diharapkan.

c. Data keluaran aplikasi wajib divalidasi untuk memastikan data
yang dihasilkan adalah benar.

3. Pengendalian penggunaan kriptografi;

a. Wajib mengembangkan dan menerapkan sistem kriptografi
untuk perlindungan informasi dan membuat rekomendasi vang
tepat bapgi penerapannya.

b. Sistem kriptografi wajib digunakan untuk melindung aset
informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHAGSIA, RAHAGSIA,
dan TERBATAS.

4. Keamanan file sistem

a. Wajib mempunyal prosedur untuk pengendalian perangkat
lunak pada sistemn operasional.

b. Menentukan sistern pengujian data, melindunginya dari
kemungkinan kerusakan, kehilangan atau perubahan oleh pihak
yang tidak berwenang.

¢. Mengendalikan ke kode program secara ketat dan salinan versi
terkini dari perangkat lunak disimpan di tempat yang aman.

5. EKeamanan dalam proses pengembangan dan pendulkung

a, Wajib mengendalikan perubahan pada sistem operasi dengan
penggunaan proscdur pengendalian perubahan,

b. Wajib mengendalikan perubahan terhadap perangkat lunak yvang
dikembangkan sendiri maupun pihak ketiga.

e. Wajib meninjau dan menguji sistem operasi dan/atau perangkat
lunak untuk memastikan tidak ada dampak merugikan pada
proses operasional atau keamanan informasi Pemerintah Kota
Blitar pada saat terjadi perubahan sistem operasi danjatau
perangkat lunak, untuk informasi yang memiliki klasifikasi
SANGAT RAHASIA dan RAHASIA.

d. Wajib mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran informasi.

€. Wajib melakukan supervisi dan memantau pengembangan
perangkat lunak oleh pihak ketiga.

6. Pengelolaan kerentanan teknis

a. Wajlb mengumpulkan informasi kerentanan teknis secara
berkala dari seluruh sistem informasi yang dignnakan maupun
komponen pendukung sistem informasi.

b. Wajit melakukan evaluasi dan penilaian risike terhadap
kerentanan teknis yvang ditemukan dalam sistem informasi serta
menetapkan pengendalian yang tepat terjadap risiko terkait,

1.14.5.3.7 Kebijakan Keamanan Informasi

1] Kebijakan co-location untuk semua server OPD di data center
Diskominfo
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2) Kebijakan manajemen TI, diantaranya:
a. Manajemen Resiko

Manajemen Keamanan Informasi

Manajemen Data

Manajemen Aset TIK

Manajemen Pengetahuan

Manajemen perubahan TIK

Manajemen Layanan SPEE

F@ om0 pp o

Manajemen SDM

1.14.6 Model Domain dan Referensl Arsitektur Keamanan Kota
Blitar

Sebagaimana dijelaskan pada kerangka kerja arsitektur keamanan,
domain arsitektur keamanan SPBE akan mendukung arah kebijakan
nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam
tinghatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua)
tingkat, yaitu:

a. domain keamanan, vang mengelompokkan keamanan SPBE ke
dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan,
penerapan kcamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan,
sebagai tingkat 1(pertama), yang menjadi struktur di tingkat
nasional

b. area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke
dalam arca keamanan terhadap data dan informasi, Aplikasi
SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang
menjadi struktur di tingkat nasional.

Domain keamanan seperti disebutkan sebelumnys memiliki struktur

dengan 2 (dua) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di
tingkat nasional,

Secara umum domain keamanan Kota Blitar sebagian besar terlaksana
di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar. Berikut adalah
domain dan referensi terkait keamanan yang dapat dilakukan di Kota Blitar.

1.14.6.1 Aundit Keamanan SPBE
Tabel 0-533 Audit Keamanan SPBE

D Kegiata =i Audit Audit  Audit Kegiata E;pﬂﬂ‘m
n Audit . Kramana Keaman y n Audit
il e o
SPBE ‘an

SPBE
Audit Kegiata ¢ perlu Ekstern b, sebagian 2020 Pemerinia
n Audit peningka al ditindaklanjuti h Kota
tan Bilitar
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Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Tabel 0-54 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
Tanggal Akhir -+ [nstansi

1.14.6.2
1  Nams Jenis
D Standar
Keamanan
Peraturan 1. Standar
Badan Siber Nastonal
dan Sandi dan fatau
MNegara Nomor Peraburan
4 Tahun 2021  Terkait
Teknis dan
Prosedur
Keamanan
SPEE
Peraturan 2. Regulasi
Walikota no, Lainnya
XX Thun
YYYYPemakuia
n Mams
Domain
kotaBlitar.gn.i
d
1.14.6.3
Berikut

hasil pemetaan referensi arsitektur

Pemerintah Kota Blitar
Tabel 0-55 Referensi arsitekiur keamanan SPBE Level 3 Pemerintah Kota

Hode

RAK.01.01.00
1

RAK.01.01.00

RAK.01.02.00
]

RAK.01.02.00
&4

RAK.O1.03.00

Armitekiur
Heamanan

Erebijakan
Keamanan
Informasi

S0P
Keramanan
Informasi

150 27001

Security
Cantral
Framework

Undang-
undang ITE

Penerapan Dependen
Pracrap <)
an
Pedoman 19 Mei Badan
Manajemen 2021 Siber dan
Keamanan Sandi
Informasi Negara
Sistem
Pemerintahe
i Berbasis
Elekrranik
dan Standar
Teknis dan
Prosedur
Keamann
Sistem
Pemerininhn
n Berbasis
Elektronik
Penataan [Hnas
ridasmni Komunikss
domain i dan
Informatik

Status

Renca
ma

Fenca

Fenca

LEE:]

Rency
na

Referensi Arsitektur Heamanan SPBE Pemerintah Kota Elitar

keamanan SPBE

Blitar
Kategori Bub-kategori
Standar Standar Teknis dan Prosedar
Keaman Keamanan SFBE
an
Standar Standar Telnis dan Prosedur
Keaman Keamanan SPFBE
an
Standar Sitandar Keamanan Internasional
Keaman
an
Standar Standar Keamanan Internazional
Keaman
an
Standar Repulasi lminnys
Keaman

an



RAK 01.03.00

RAK 02.02.00

RAK.02.02.00

RAK.02.02.01

i

RAK 02.02.01

RAK.02.02.01

RAK.02.02.01

RAK.02 0301

RAK.02.03.01

-]

RAK 02.03.01

RAK 02.03.01

RAK.02.03.01
L]

Pengelolaan
Tools

Data Leak
Prevention

Frrewsall

1 I

!

SRR B R B
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Regulasi lainnya

Kesadaran Keasmanan SPHE

Kesadaran Keamanan SPRE

Kerentanan Keamanan SPBE

Eerentanan Keamanan SPFBE

Kerentanan Keamanan SPFREE

Kerentsman Eeamanan SPEE

Kerentanan Keamanan SPBE

Eerentanan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPEE

Peningkatan Keamanan BPBE

Peningkatan Keamanan SFBE

Peninglksatan Keamanan SPBE



Referensi
Eode Argitektor Btatus
Keamanan
RAK.O2.03.01 Data Renca
Protection na
RAK.02.04.02 Manajemen Renca
pEnangAngan mna
insiden
keamanan
RAK.02.04.02 Sistem Renea
Monitoring Ta
Pengelolaan
dan
Pencegahan
Ingiden (IDS)
RAK.03.01.02 Web Operes
Application Iomial
Firewsll
RAK.03.02.02 System Operas
Security icrial
Testing
RAK.03.01.02 Sertifikat Dpcras
BBL (Seourm innal
Socket Layver)

Salinan sesuai dengan ashinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WLIAYA, S H M.H,
NIP. 19791210 200604 1 008
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Sub-kategori

Peninglatan Keamanan SFBE

Penanganan insiden Keamanan
SPFBE

Penanganan insiden Keamanan
SPBE

Kelaikan Keamanan Aplilcasi
Umum

Kelaiken Keamanan Infrastmrukour
SPAE Nusional

Kelaikan Heamanan Aplikasi
Umum

WALIKOTA BLITAER,

ttd.

SANTOSO
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KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 100.3.3.3/221/HK/410.020.3 /2024
TENTANG

ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB 1 - PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Didalam Peraturan Presiden Republik Indoncesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disebutkan
SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
tekmnologi informasi dan kemunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE sendiri adalah membangun
transparansi, keterpaduan, peningkatan kinerja serta efektivitas

PENEEUNAAN ANEEATAT.
Untuk memastikan SPBE yang akan diimplementasikan maupun yang
sudah dilakukan benar-benar mendukung target yvang ditetapkan, maka

disusunlah Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan terhadap
harapan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Peta Rencana &PBE didefinisikan sebagai  dokumen vang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaltsanaan SPBE yvang
terintegrasi, meliputi keterpaduan proses hisnis data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan dan layanan SPBE. Dolumen Peta
Rencana tersebut perlu dilalmbkan evaluasi berkala untulk mengetahui
sejauh mana kemajuan dan pelaksanaan SPBE di setiap instansi
pemerintah,

Pemerintah Kota Blitar saat ini sudah memiliki dokumen Masterplan
SPBE 2021 - 2025 sesual visi misi Pemerintah Kota Blitar dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan diharapkan juga
dapat selaras dengan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Induk
SPBE Provinsi Jawa Timur. Untuk ifhu agar proses pembangunan dan
pemeliharaan layanan SPBE dapat terus tenmplementasikan dengan baik,
Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar sebagai salah satu Tim Koordinasi
SPBE perlu melalukan review terhadap dokumen Masterplan SPEBE agar
dapat beradaptasi dengan dokumen perencanaan penganggaran maupun
kebijakan internal dacrah maupun nasional yang terbarua.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota
Blitar 2021 - 2025 adalah untuk mendeskripsikan ulang perencanaan pada
komponen-komponen SPBE sekalipus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan,
manajemen, layanan, program kegiatan dan anggaran SPBE yang telah
dilakukan.

Adapun tujuan dari kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota Blitar

2021 - 2025 adalah sebagai berikut

1. Menata ulang arah perencansaan strategis daerah terkait penerapan
dan pemanfaatan Tl secara menyeluruh.

2. Melakukan revisi / pemutakhiran peta rencana yang ada agar lebih
selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Provinsi dan RPJMD

Daerah.



3. Memperoleh masukan [ rekomendasi program kegiatan dan

1.3.

anggaran pelaksanaan SPBE.
Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen hasil Review

Peta Rencana SPBE Kota Blitar 2021 - 2025 sebagai acuan pengembangan
dan pengelolaan SPBE yang lebih

update dan disusun secara sistematis dan terpadu sejalan dengan visi

misi dan arah pembangunan daerah.

1.4.

Ruang Linghkup Kegiatan
Lingkup pelaksanaan kegiatan Review Peta Bencana SPBE Kota Blitar

2021 - 2025 mencakup sebagai berilout ¢

1.

1.5,

Melakukan survey / observasi / diskusi untuk penpumpulan data
dan informasi mengenai pelaksanaan SPBE di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar.

. Melakukan review terhadap:

a. Visi, Misi, Tujnan dan Sasaran SFBE
b. Arah Kebijakan SPBE

c. Inisiatif Pengembangan SPBE

d. Strategi SPBE

. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) disertai solusi

terhadap capaian target vang diharapkan pada RPJIMD, Renstra
OFD, Peta Rencana SPBE Nasional maupun Peta Rencana Kota
Blitar yang sudah ada sebelumnya dengan kondisi aktual
pelaksanaanya.

. Menyusun rekomendasi program /kegiatan peningkatan penerapan

SPBE sebagai rencana aksi perbaikan SPEE.

. Melakulkan revisi / pemutakhiran peta jalan (roadmap) vang terbag

menjadi 5 (lima) aspek: Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, Layanan
dan SDM.

Menyusun draft peraturan walikota terkait program percepatan
[quick wins) SPBE.

. Melakukan pemaparan laporan hasil kegiatan yang telah disusun,

Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota

Blitar 2021 - 2025 adalah:

18

2.

1.6.

Dokumen hasil review implementasi SPBE terhadap dokumen
Masterplan SPBE 2021 -2025

Draft Peraturan Waliketa tentang Program Percepatan SPBE Kota
Blitar

Sigtematika Penulisan

Laporan Akhir ini terdiri dari:
Bab 1 : Pendahuluan
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Bagian ini berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan,
sasaran, ruang lingkup kegiatan, keluaran, dan sistematika penulisa

Bab 2 : Dasar Teori

Bagian ini menjelaskan berbagai acuan yang menjadi pertimbangan
dalam menyusun laporan ini,

Bab 3 : Metode Pendekatan

Bagian ini menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan
review peta rencana ini.

Bab 4 : Analisa Kondisi Saat Ini

Bagian ini menjelaskan tentang penerapan Sistern Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Blitar saat ini.

Bab 5 : Analisa Kesenjangan

Bagian ini berisi tentang hasil analisa kesenjangan. Hasil analisa
kesenjangan memperlihatkan kebutuhan pengembangan SPBE yang
diperlukan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kondisi
penerapan SPRBE Pemerintah Kota Blitar saat ini.

Bab 6 ; Rekomendasi Revisi Peningkatan Program SPBE

Bagian ini berisi tentang berbagai program/ kegiatan pengembangan
SPBE vang diperlukan Pemerintah Kota Blitar.

Bab 7 : Revizi Peta Rencana SPBE

Bagian ini berisikan mengenai peta rencana pengembangan SPBE yang
diperlukan cleh Pemerintah Kota Blitar. Peta Rencana pengembangan
SPBE terdiri dari Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana
Manajemen SPBE, Peta Rencana Tata Kelola SPBE, Peta Rencana
Aplikasi SPBE, Peta Rencana Infrastruktur SPBE, Peta Rencana
Keamanan SPBE dan Peta Rencana Audit TIK.



s

EBAE 2 - LANDASAN TEORI

2.1. SPBE

Berdasarkan Pasal I Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
tahun 2018 tentang SPBE, Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan telknologi informasi dan komunikasi untulk memberikan
layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE

.

dilaksanakan dengan prinsip:
Efektivitas

optimalizasi pemanfaatan sumber daya yvang mendukung SPBE vang
berhasil guna sesuai dengan kebutuhan

Keterpaduan
pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE
Kesinambungan

keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus
sesuai dengan perkembangannya.

. efisiensi

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE vang
tepat guna

akuntabilitas
kejelasan fungsi dan pertangpungiawaban dari SPBE
interoperabilitas

koordinasi dan keolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem

elekctronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layvanan
SPBE

keamanan

kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
[nonrepudiation) sumber dayva yang mendukung SPBE.

Unsur-unsur SPEBE melipari:

ol e S A

10,

Rencana Induk SPFEBE Nasional
Arsitektur SPBE
Peta Rencana SPBRE
rericana dan anggaran SPBE
Prozes Bisnis
data dan informasi
Infrastruktur SPBE
Aplikasi SPBE
Keamanan SPBE

Layanan SPBE




2.2. Arsitektur SPEE

Berdasarkan Pasal 1 Avat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 tahun 2018 tentang SPBE, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar vang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur
SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan
SPBE yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022
tentang Arsitektur SPBE, tertera bahwa Arsitektur SPBE Nasional Tahun
2A20-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi
Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yvaitu:

a. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar
arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk
penyusunan setiap domain arsitektur;

b. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yvang
memuat domain arsitelktur proses bisnis, domain arsitektur data dan
informasi, domain arsitelctar

2.3. Peta Rencana SPBE

Berdasarkan Pasal 1 Avat 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
95 tahun 2018 tentang SPBE, Peta Rencana SPBE adalah dokumen vang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang
terintegrasi. Peta Rencana SPBE terdiri atas:

a. Peta Rencana SPBE Masional
b. Pera Rencana SPEBE Instansi Pasat
c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

2.3.1. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
Peta Rencana SPBE Nasional memuat:

Tata Kelala SPEE:;

Manajemen SPBE;

Layanan SPBE;

Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SFBE;

Keamanan SPHE: dan

2 T TS < R T -

g. Audit Teknolog Informasi dan Koemunikasi.

Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atan
kegiatan SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka
wakiu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan reviu pada
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan. Pecta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan
Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional. Penyvusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasilcan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara, Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri



vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,
Reviu Peta Rencana SPBE Nasional dilakulkan berdasarkan:

a. perubahan Arsitelktur SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Kerja Pemerintah; atau
c. hasil pemmantauan dan evaluasi SPBE nasional,

Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dikoordinasikan oleh
menterl yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
necgara,

2.3.2, Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasiz Elektronik Instansi
Pusat

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta
Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana
strategis Instansi Pusat, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan
oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta
Fencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional,
pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada
paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewalthu-waktu sesuai
dengan kebutuhan. Reviu Peta Rencana SPEE Instansi Pusat dilakukan
berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

b, perubahan rencana strategis Instansi Pusat;

c. perubahan Arsiteltur SPBE Instansi Pusat; atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi

Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan eleh pimpinan Instansi
Pusat masing-masing,

2.3.3. Peta Bencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pemerintah Daerah

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada
Peta Rencana SPBE

Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka wakta 5 (lima)
tahun. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan

oleh kepala dacrah masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana
SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala
daerah berkoordinasi dan dapat melalkulkan konsultasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta
Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional




b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah
¢. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah atau
d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Reviu Peta Rencana SFBE Pemerintah Daerah dilakulkan oleh kepala daerah
masing-masing,

2.4. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk meningkatkan kualitas penyvelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publile, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun
Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan
Layanan SPBE.

2.4.1. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditgjukan untuk
memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di
bidang;

a. perencanaan
. PCNEaNgEATan

. pengadaan barang dan jasa pemerintah

. pemantauan dan evaluasi

b
c
d. akuntabilitas kinerja
€
f. kearsipan

E

. kepegawaian dan
h. penpgaduan pelayanan public

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden No 95 tahun 2018
tentang penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mulai
berlaku. Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah
danfatau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejems
dengan Aplikasi Umum. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
mengepunakan aplikasi sejenis, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
memenuhi persyaratan.

2.4.2, Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Untuk optimaligasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan,
penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan
keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggarvan, pengadaan
barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan
evaluasi bagi Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah,

Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran,
pengadaan barang dan

jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantavan dan evaluasi
dilaksanakan sesuai dengan keténtuan peraturan perundang-undangan.
Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran,



pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan
pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE vang
mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan
pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan
evaluasi, Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui;

a. bagi pakai data perenicanaan, penganggaran, pengadaan barang dan
jasa pemerintah, akunrtabilitas kinerja, dan pemantavan dan
evaluasi;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan

c. penyvelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran,
pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang
terintegrasi.

Integrasi Layanan SPBE  dikoordinasikan oleh menteri yang
menyelenggarakan umisan pemerintahan  di  bidang perencanaan
pembanpunan nasional.

2.4.3. Kearsipan

Untuk elisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
penyelenggaraan kearsipan yvang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan
berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan
keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses
Bisnis pengeclolaan kearsipan diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan
antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, Integrasi layanan kearsipan
dilabkulkan melalui:

a. bag pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah;

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan
informasi kearsipan; dan

¢. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yvang terintegrasi.

Integrasi layanan kearsipan dikoordinasikan oleh menteri vang
menyelenggaralian urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.4.4. Kepegawaian

Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil,
dilalmlkan penerapan

manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Penyusunan kecterpaduan Proses Bisnis manajemen
Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negerl
Sipil diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsalidasi
data Pegawal Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
Integrasi layanan kepegawaian dilakukan melalui:

a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah
Daerah, dan/atau

b. antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;



¢. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan
informasi kepegawaian;

d. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
e. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara:

1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkementerian vang
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
manajemen kepegawaian; dan

2. Pemerintah Daerah dan Lembaga pemerintah nonkementerian
yang mempunyal tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang manajemen kepegawaian.

Integrasi layanan kepegawaian dikoordinasikan oleh Mentern vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.4.5, Pengaduan Pelayanan Publik

Untuk kecepatan., transparansi, dan akuntabilitas pelavanan publik,
dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elekironik bagi
Instansi Puszat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses
Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan
pelayanan publik diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis
elektronik bagl Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan
pengaduan pelayanan public dilakukan melahai:

a. bag pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam
Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah:

b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bag pakai data dan
informasi pengaduan pelayanan publik; dan

¢. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang
terintegrasi,

Integrasi layanan pengaduan pelayvanan publik dikoordinasikan oleh menteri
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara,

2.4.6. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional

Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umurm dilakukan pembangunan
dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional. Infrastruktur SPBE
Nasional dibangun dan/atau

dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan
Presiden tentang SPBE mulai berlaku. Dalam pengoperasian Aplikasi Umum
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur
SPBE Nagional paling lambat 1 (satu] tahun setelah Infrastrulktur SPEE
Nasional ditetapkan. Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dapat
mengpunakan Infrastrulcur SPFBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembangunan danj/atan
pengembangan Infrastrukiur SPEBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.
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2.4.7. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk
percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.5. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan
meningkatkan kualitas SPBEE di Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah. Tim
koordinasi SFBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
SPBE secara nasional dan berkala. Keoordinator SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE
pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluast SPBE dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
Pedoman evaluasi SPBE digunakan bagi Tim Koordinasi SPEBE Nasional dan
koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pemantauan dan evaluasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman
evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan
urasan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
tahun 2018 tentang SPBE, Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk
mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di [nstansi Fusat dan
Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Bab 4 Peraturan Presiden Fepublik Indonesia Nomer 95 tahun
2018 tentang SPBE, Evaluasi penerapan kehijakan SPBE bertujuan untuk
mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan
kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi
SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, terdapat 47 indikator yang menjadi parameter penilaian
indeks SPBE yang tersebar pada 4 domain. Domain-domain yang dinilai
dalam evaluasi SPRE, yaitu:

Tabel 2.56 Domain dan Aspek Penilaian SPFBE

B Domain dan Aspek Penilaian ' Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE - 13%
| Aspek 1 — Kebijakan intermal terkait tata kelola SPFBE I13%
Domain 2 - Tc;ﬁ Kelola SPEBE 25%
| Aspek 2 - Perencanaan strateqis - I10%
| Aspek 3 - Teknologi informasi dan komunikasi 10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE 5%

Domain 3 - Manajemen SPFBE _ 16,5%
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Aspele 5 - H;'tempan manajemen SPBE 12% I

Aspek 6 - Audit TIK 4,5% I
Domain 4 - Layanan SPEBE 45,5% |

Aszpek 7 - Layanan administrasi pemeriniahan berbasis 27,.5% |

elekironik

Aspek 8 - Layanan publik berbasis elektronik 18% |

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses [domain kebijakan, tata Kelola
dan manajemen)|

i

Rintisan
Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata
kelola dilaksanakan secara ad-hoc,

Terkelala

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di
instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-
dasar manajemen terdolkumentasi

. Terstandardisasi

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di
instansi pemenntah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenubhnya
terstandardisasi

. Terintegrasi dan terulkuar

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan
antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan
pengukuran kinerja secara kuantitatif

. Optimum

pengaturan telah ditetapkan dan dievaluast terhadap perubahan
kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola
dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat kematangan pada kapabililtas fungsi teknis [demain layanan):

L

B.

Informasi
Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

. Interaksi

Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
Transalsi

Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

. Kolaborasi

Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
Optimalisasi

Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan linglkungan internal
dan eksternal
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EAB 3 - METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang akan dipergunakan Tim Konsultan untuk

menyelesaitkan pekerjaan Review Peta Rencana SPBE 2021-2025 adalah
sebagai berikut:

. Pembuatan Laporan Pendahuluan
Pengumpulan data

Pembuatan perangkat wawancara,/ survei/ observasi

£ @R e

Pelaksanaan wawancara/ survei/ observasi

Analisa penerapan SPBE saat ini

Analisa kesenjangan

Penyusunan rekomendasi penerapan SPBE mendatang
Revisi Peta Rencana SPBE

Pembuatan draft Peraturan Walikota tentang Percepatan Penerapan
SPHE

10, Pembuatan Laporan Akhir
11. Presentasi hasil pekerjaan
3.1. Pembuatan Laporan Pendahuluan

Pada tahap ini Konsultan akan membuat Laporan Pendahuluan sesuai
dengan KAK yang sudah ditentukan. Laporan Pendahuluan ini akan
berisikan mengenai: uraian umum kegiatan, identifikasi pemahaman
pekerjaan, metode pendekatan, alur pelaksanaan Kegiatan, dan pendekatan-
pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

W en o IR

3.2. Pengumpulan data

Pada tahap ini konsultan mengumpulkan berbagai dokumen vang berisi data
dan informasi vang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dokumen yang
diperlukan antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)} Pemerintah Kota Blitar, Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar
2021-2025, Rencana Strategis OFD, Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota
Blitar 2022, Arsitektur SPBE Nasional, dan dokumen lain yang diperlukan
untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini.

3.3. Pembuatan perangkat wawanecara/ survel/ observasi

Berdasarkan berbagai dokumen yvang sudah diperoleh maka akan dibuat
perangkat wvang diperlukan untuk pelaksanaan wawancara/ survei/
observasi. Perangkat ini diperlukan supaya pelaksanaan wawancara/ survei/
observasi dapat lebih terarah. Peranghat ini diperlukan juga sebagai media
untuk mengetahui sejauh mana pencrapan SPBE yang sudah dilaksanakan
Pemerintah Kota Blitar dan target apa saja yang belum tercapad.

3.4, Pelaksanaan wawancara/ survei/ observasi

Berdasarkan perangkat yang sudah disusun maka akan dilaksanakan
wawancara/ survei/ observasi kepada beberapa person Pemerintah Kota
Blitar yang terkait dengan aspek pertanyaan,

3.5. Analisa penerapan SPBE saat ini

Berdasarkan berbagai dokumen yang diterima dan hasil wawancara/ survei/
observasi maka akan dapat diketahul sejauh mana pencapaian penerapan
SPBE di Pemerintah Kota Blitar, Berdasarkan data yang sudah diperoleh
tersebut akan dapat diketahui program atau kegiatan apa saja yang
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tercantum dalam Peta Fencana SPBE yang sudah dilaksanakan, dalam
progress pelaksanaan dan belum dilaksanakan,

3.6. Analisa kesenjangan

Pada tahap ini konsultan akan melaksanakan analisa kesenjangan antara
capaian penerapan SPBE dengan target pencapaian penerapan SPBE
Pemerintah Kota Blitar. Analisa kesenjangan ini dilaksanakan dengan cara
membandingkan antara pencapaian SPBE dibandingkan dengan target
pencapaian kegiatan vang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah [RPJMD) Pemerintah Kota Blitar, Peta Rencana SPBE
Pemerintah Kota Blitar 2021-2025, Rencana Strategis OPD, Hasil Evaluas
SPBE Pemerintah Kota Blitar 2022, Arsitektur SPBE Nasional.

3.7. Penyusunan rekomendasi penerapan SPBE mendatang

Berdasarkan hasil analisa kesenjangan akan dapat diketahui kelurangan
atau kelemahan dalam penerapan SPRE. Untuk mengatasi kelturangan atau
kelemahan tersebut maka disusun rekomendasi penerapan SFBE
mendatang. Rekomendasi berizsi berbagai program kegiatan yvang perlu
dilakukan cleh Pemerintah Kota Blitar supaya berbagai target pencapaian
penerapan SPBE biza diwujudkan dalam periode waltu wvang sudah
ditentukan.

3.8. Revisi Peta Rencana SPBEE

Pada tahap ini konsultan akan menyusun Revisi Peta Rencana SPEE. Revisi

Peta Rencana SPBE yang dibuat mengacu pada rekomendasi penerapan

SPBE vang telah dibuat pada tahap sebelumnva. Revisi Peta Rencana akan

berisi :

s  berbagai kegiatan penerapan SPBE yvang sudah ada di Peta Rencana
SPEE sebelumnya yang belum dilaksanakan dan dapat dilanjutkan

» berbagai kegiatan penerapan SPBE yang belum ada di Peta Rencana
SPBE sebelumnya akan tetapi diperlukan berdasarkan rekomendasi
vang sudah disusun

o kegiatan penerapan SPBE yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE
dan sudah tidak relevan lagi maka akan dihapus dar kegiatan Peta
Rencana SPBE

3.9. Pembuatan draft Peraturan Walikota tentang Percepatan
Fenerapan SPBE

Pada tahap ini maka konsultan akan menyusun draft Peraturan Walikota
yvang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat supaya
program percepatan penerapan SPBE dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh
gseluruh  Perangkat Daerah yang terkait dengan program percepatan
penerapan SPBE tersebut. Dengan adanya landasan hukum ini maka
berbagai program percepatan pencrapan SPBE ini juga akan dapat
dianggarkan. Draft Peraturan Walikota ini akan memuat beberapa program
kegiatan yang direkomendasilkkan dalam Peta Eencana SPBE.

3.10, Pembuatan Laporan Akhir

Pada tahap ini konsultan akan menyusun laporan akhir dengan kisi-kisi
sesual dengan pedoman yang sudah tercantum dalam KAK pekerjaan ini,
Laporan Akhir terdiri dari beberapa bagian yaitu:

+ Pendabuluan
» Landasan Teori
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Metodologi

Analisa Kondisi Saat [ni

Analisa Kesenjangan

Rekomendasi Revisi Program Peningkatan SPBE
Revisi Peta Rencana SPBE

3.11. Presentasi Hasil Pekerjaan

Setelah Laporan Akhir diselesaikan malka Konsultan akan melaksanakan
presentasi hasil pekerjaan di hadapan Tim Pemerintah Kota Blitar yang
ditugaskan untuk membahas hasil pekerjaan terscbut, Jika terdapat hal-hal
vang perlu diperbaiki maka konsultan akan segera memperbaikinya.
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BAB 4 - ANALISA KONDISI SEKARANG

4.1, Indeks SPBE Pemerintah Hota Blitar
4.1.1. Indeks SPBE Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian PANRB tahun
2022 maka Pemerintah Kota Blitar memiliki Indeks SPBE 2.81 [(BAIK). Pada
gambar 4.1. berilkeut in: dapat diketahui babwa pada capaian aspek Layanan
Pemerintahh DBerbasis Elektronik dan aspek Layvanan Publik Berbasis
Eleltronik telah melampaui tarpet nasional. Sedangkan pada capaian aspek
Kebijakan Intermal, Tata Kelola SPBE, Perencanaan Sitrategis SPBE,
Teknologi Informas: dan Komunikasi, Penyelenggaran SPBE dan Aundit TIK
masih dibawah target nasional.

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KOTA BLITAR

Gambar 4.1 Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 20233
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Tabel 4.57 - Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022

Fama Indeks Milal 2022
SPEE 2H1
[Bomam Kebijakan SPEE 240
Halbakran dnfernal Terta Kaleda SPEE 240
[Deoimain Tata Kelola SPEE 200
Parerncaraa Sirarege SRR 1,75
Teknalogl informasi don Kemimnikesi 2000
Parrpaleinggars SPRE 2.5
Domain Manajemen SPHE 1.%1
P Manajeries SPEE b
Apntig Tl 2,00
Cearmran Layanan SPRE 359
Layanan Afmimstran Bemerintohion Berbosiz Eleidronii 2480
Lovparn Puldd Benbtis Elekfronii A63

4.1.2. Domain Kebijakan

Pada table 4.2. berilout ini dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain
Kebijakan Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 dan 2022 beserta penjelasan
yvang berkaitan dengan kebijakan SPBE saat ini yvang sudah dibuat oleh
Pemerintah Kota Blitar,

Tabel 4.58 - Hasil Evaluasi SPBE 2021-2022 Domain Kebijakan

TINGHEAT
NO INDIKATOR KONDISI SAAT INI HEMATARGAN
2021 2022
Kebijakan internal arsitektur SPBE I
|Pemerintah  Kota Blitar belum
Kebijakan memuat seluruh unsur arsitektur
Internal SPBE. Kebijakan arsitektur SPBE
L Arsitektur SPBE Id.ikﬂtﬂkﬂ.n lengkap jika memuat 2 2
i Instansi tentang Arsitektur Proses Bisnis |
Pusat/Pemenintah |Arsitelktur Data; Arsitektur
Dacrah Infrastruktur ; Arsitektur Aplikasi ;
Arsitektur Keamanan ; dan
Arsitelktur Layanan |
Kebijakan internal peta rencana)
' SPBE belum memuat seluruh unsur
Kebijakan peta rencana SPBE yang terdiri dari
Internal Peta peta rencana layanan SPBE, peta
E Rencana SPBE rencana manajemen SPBE, peta 3 "
Instansi [rencana tata Kelola SPBE, peta . '
Pusat/Pemerntah rencana aplikasi SPBE, peta
Daerah rencana infrastruktur SPBE, peta
rencana keamanan SPBE, peta
rencana audit TIK,
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ip.-_n:m::unuau, dulungan

TINGEAT
INDIEATOR KONDISI SAAT INI REMNsAmaan
iiﬂ.‘ll 2022
Kebygakan internal Manajemen D&m:
Pemerintan Kota Blitar telah
mengatur sebagian proses ruang
Kebijal lingkup Manajemen Data. _F'm&ea
Internal peEnerapan ruang lingkup 2 3
| Manajemen Data ‘Manajemen Data SPBE dikatakan|
lengkap jika memuat pengelolaan
Arsitektur Data, Data Induk , Data
Referensi , Basis Data, Kualitas
|Data dan Interoperabilitas Data.
Kebijakan \Pemerintah  Rota  Blitar  belum
Internal memiliki kebijakan yang berkaitan| 2 1
Pembangunan dengan kegiatan p:mbmgtman'
Aplikasi SPBE |ap1|kaai SPBE.
. Krhun'ﬁmn internal terkait T.n:.r.:mn.n.r
:_: iﬁﬂiﬁfﬂyﬂﬂan Pusat data telah mmgatm 3 3
Pusat Data penggunaan pada schuruh
iperangkat daerah.
Kebijakan \Pemerintah  Kota Blitar  sudah)|
internal Lavanan |[memiiki  kKebijakan internal i
Jaringan Intra pengoperasian  Layanan jaringan
Instansi Intra vang sudah ditetapkan dan| . 4
Pusat/Pemerintah |penggunaanya sudah pada seluruh|
Daerah perangkat daerah |
'Kebijakan '
plema 4 |Pemerintah  Kota Blitar sudah
i 'memiliki Pengaturan Sistem
Pengbubung F‘enghuhu.ug Layanan vang| 2 3
La I ; .dltemplﬂm pada seluruh Peranghkat
yanan Instansi \Dacrah
Pusat /Pemerintah | |
Daecrah !
Pemerintah  Kota Blitar  telah|
imenetapkan  kebijakan mengenat)
Manajemen Keamanan Informasi
‘namun |
Kebijakan
Internal l:u:lum mengatur secara lengkap
Manajemen .n:almpan Manajemen il:t.amanan_ 3 2 |
Keamanan [Informasl. L_.Ekupanl Hinajeren l
Informasi keamanan informasi  dikatakan
lengkap jika mengatur tentang
penetapan ruang linglup,
penetapan  penanggung  jawab,
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. TINGKAT
NO  INDIKATOR | KONDISI SAAT INI B g
2021 | 2022
pengoperasian, evaluasi kinerja,
dan perbaikan berkelanjutan
terhadap Keamanan Informasi.
| Kebijakan Pemerintah Kota Blitar sudah ! |
| Internal Audit menectapkan kebijakan mengenai
9 |Teknologi Audit TIK namun belum lengkap| 2 2
Informasi dan mengatur tentang cakupan ruang I
Komunikasi Iiingkup Audit TIK
Kebijakan |Pemerintah  Kota Blitar telah|
Internal Tim menetapkan kebijakan internal
10 Koordinasi SPBE :rluenca;kup pengaturan tugas tugas
Instansi Tim 3 3
Pusat/Pemerintah Koordinasi SPBE vang diterapkan di
Daerah semua perangkat daerah |'

4.1.2. Domain Tata Kelola

Pada table 4.3. berikut ini dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain
Tata Kelola Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 dan 2022 beserta penjelasan
penerapan tata Kelola SPBE saat ini yang sudah diterapkan oleh Pemerintah

Kota Blitar,
Tabel 4.59 - Hasil Evaluasi SPBE 2021-2022 Domain Tata Kelola
. TINGKAT
NO INDIKATOR KONDISI S8AAT INI KEMATANGAN
2021 | 2022
 |Pemerintah Kota Blitar belum
|“ i{rmﬂim"“ EHQEDFEE memiliki dokumen Arsitektur SPBE ! 4 1
IFED yvang sudah dilegalkan dalam
' bentuk SK atau Peraturan Walikota
1 g perq |Pemerintah Kota Blitar  sudah
13 Rmm“'“#mm E memiliki dokumen Peta Rencana 3 3
i IPPD SPBE yang mencakup keseluruhan
. muatan Peta Rencana SPBE
. |Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE
|13 | Rencana dan Pemerintah Kota Blitar belum 2 1
| Anggaran SPBE tertuang dalam RKA/DPA
J: = e
, 14 Inovasi Proses memililkt dokbumen Proses Bisnis 5 2
| Bisnis SPBE sesual pedoman vang berlaku
%15 Kematangan Pemerintah Kota Blitar sudah 4 i
. Pembangunan melakukan proses pembangunan /[
| Aplikasi SPBE pengembangan  Aplikasi SPBE
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TINGKAT
'NO| INDIKATOR KONDISI BAAT INI KEMATANGAN |
2021 2022
‘mamun  belum memenuhi sikius i '
! rptmbang].mnn aplikasi (ad hoc)
K |Pemerintah Kota Blitar sudah '
16 11 tnugmp : imemiliki layanan pusat data akan 3 2
Data, tetapi baru dimanfaatkan oleh
| sebagian perangkat daerah
' Eemﬂnngnn Pemerintah Kota Blitar telah
17 Layanan menerapkan pengoperassian 3 3
Jaringan Intra  |Jaringan Intra pada seluruh I
IFPD perangkat daerah |
Pemerintah Kota Blitar  telah. |
Kematangan :
18 |Sistern Hubung nL:mmpkm S:tm zengimb;‘ﬁ| 3 | 2
Layanan IPPD :!a:}ra.hln pada schagian peran |
Pemerintah Kota Blitar sudah) |
: memiliki Tim Koordinasi SPBE yang|
Kematangan Tim ikt T !
19 |Koordinasi SPBE plan meocekupl 2
1PED tugas/ program kerja Tim
Koordinasi SPBE namun hrlum
dilaksanakan seluruhnya |
Pemerintah Kota Blitar telah|
menetapkan dan membentuk tim
Kolaborasi Penerapan SPBE formal, |
w serta sudah melakukan pertemuan
20 |Kolaborasi secara rothi 3 3
namun masih dalam b:nl‘uhl
kegiatan vang dilaksanakan pada |
sebagian perangkat daerah. ! I

4.1.3. Domain Manajemen

Pada table beriknat imi dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain
Manaiemen Pemenntah Kote Blitar tahon 2021 dan 2022 beseria penjelasan
terkail penerapan manaAjemen SPBE sastl imi di Pemenintah Kota Blitar,

Tabel 4.60 - Hasil Evaluasi BPBE 20421-2022 Domain Manajemen

TINGEAT
NO| INDIKATOR KONDISI SAAT INI HEMATANGAN
2021 | 2022
Pemerintah Kota Blitar telah
Penerapan imenerapkan Manajemen Risiko '
|21 |Manajemen SPBE sesuai dengan pedoman 3 3
Rizsiko SPBE }Mﬂnajcmm Risiko SPBE vang
(berlaku !




TINGHAT
NO INDIKATOR KONDISI S8AAT INI )
2021 |
Penerapan Pemerintah Kota Blitar sudah
22 Manajemen terdapat pengendalian Keamanan 2
Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh
Informas: geluruh Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Blitar sudah| |
menerapkan kegiatan Manajemen
Data sesuai dan selaras
Penerapan :
23 |Manajemen dengan program kegiatan yang 5
Data tercantum dalam Peta Rencana SPBE |
. namun pelaksanaannya belum
mengacy pada pedoman yang
berlaku
Pemerintah Kota Blitar sudah
menerapkan kegiatan Manajemen
e Asel TIK sesuai dan selaras dengan
program kegiatan tercantum
24 |Manajemen Asct|gajoam Peta o 2
TIK
Rencana SPBE, namun
pelaksanasnnyas belum mengacu
pada pedoman yang beriakn

Pemerintah Kota Blitar  sudah

menerapkan |kegiatan Penerapan
Kompetenai SDM SPBE sesuail dan

Penerapan sclaras dengan program Kegiatan
25 Kompetensi yang tercantum dalam Peta Rencana 2
Sumber Daya |[SPBE, namun belum
Manusia memenuhi scluruh kompetensi SDM
SPBE. Penerapan Kompetensi SDM
SPBE dilaksanakan tanpa mengacu
pedoman yang berlalm
Pemerintah Kota Blitar belum atau
sudah |
26 Fm! y ml oy menerapkan kegiatan Manajemen 3 |
By Pengetahuan tanpa program kegiatan |
yang terarah
dan terencana :
Pemerintah Kota Blitar sudah
menerapkan kegiatan
Penerapan Manajemen Perubahan SPHE sesuai
27 |Manjemen dan selaras dengan program kegiatan 2
Peritbaliam yang tercantum dalam Peta Rencana

SPBE, namun

pelaksansannya

belum mengacu pada pedoman yang
Ihm*ln.lcu dan belum [

T
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TINGEAT
NO INDIKATOR KONDISI SAAT INI EEMATANOAN
2021 | 2022
dilaksanakan oleh seluruh perangkat
daerah
Pemerintah Kota Blitar telah
menerapkan Manajemen Layanan
Penerapan SPBE vang sudah mengacu pedoman
28 |Manajemen yvang memuat seluruh  proses, 2 3
Layanan SPBE |Manajemen Layanan mulai dari
peiayanan Pengguna SPBE dan
pengoperasian Layvanan SPBE
Pelakrsatiaan Pemerintah Kota Blitar belum atau
= Audit sudah " y
Infrastruktur | melakukan Audit Infrastruktur tanpa
SPBE program kegiatan yang terencana
Pemerintah Kota Blitar belum atau
Pelaksanaan  |g,dah
30 |Audit Aplikasi s a 2 1
SPBE melakukan Audit Aplikasi tanpa
program kegiatan yang terencana
Pelaksanaan  |Pemerintsh Kota Blitar betom atau| |
37 [Audit Aace 3 1
Keamanan melakukan Audit Aplikasi tanpa
SPBE | program Kegiatan yang terencana

4.1.4. Domain Layanan

Pada table berikat ini dapatl dilihal hasil penilaian Indekzs SPRE Domain
Layanan Pemenntah Kota Bhitar tabhun 2021 dan 2022 beserta penjelasan
layanan SPBE yang sudah diterapkan olch Pemerintah Kota Blitar saat ini

Tabel 4.61 - Hasil Evaluasi SPEBE 2021-2022 Domain Layanan

TINGHKAT
NO| INDIKATOR KONDISI SAAT INI KEMATANGAN
2021 | 2022
Pemerintah Kota Blitar sudah
L memiliki layanan Perencanaan
32 Pl:rtnl Berbasis Elektronik yang dapat 4 4
e berkolaborasi dengan layanan
SPBE lainya
Pemerintah Kota Blitar sudah
L memilila layanan penganggaran
33 ij Berbasis Elektronik yang dapat| 4 4
SRR berkolaborasi dengan layanan
SPBE lainya
34 |Layanan Pemerintah Kota Blitar sudah| 4 4
Keuangan memiliki layanan  Keuangan
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EONDISI SAAT INI

TINGEAT

2021

Berbasis Elektronik yang dapat
berkolaborasi dengan layvanan
SPBE lainya

35

Layanan
Pengadaan Barang
dan Jasa

Pemerintah Kota Bhtar sudsh
memiliki  layanan  Pengadaan
Barang /Jasa Berbasis Elekironik
yang dapat berkolaborasi dengan
layanan SPBE lainya

Layanan
Kepegawaian

Pemerintakh Kota Blitar sudah
memiliki layanan Kepegawaian
Berbasisa Elektronik wyang dapat
berkolaborasi dengan lavanan
SPBE

37

Pemenintah Kota Blitar sudah
memiliki  layanan  Kearsipan
Berbasis Elektronik yang dapat
berkolaborasi dengan layanan

SPBE lainya

38

Barang Milik
Negara [Daerah

Pemerintah Kota Blitar
memiliki Layanan
EMN/BMD Berbasis
yang  menyediakan  layanan
dimana pengguna dapat
mengunduh  dan  mengunggah
informasi Pengelolaan BMN/BMD
dan sistem dapat merespon
pENEEUNna dengan mekanisme
persetujuan dan

validasi penghapusan BMN/BMD

sudah
Pengelolaan
Elektromik

39

Pemerintah Kota Blitar sudah
internal Pemerintah  Berbasis
Elcktronik yang menyediakan

dimana pengguna dapat
mengunduh dan mengunggah
dapat merespon

pengguna dengan mekanisme
persetujuan dan
validasi pengaduan

Pemerintah Kota Blitar sudah
memiliki Layanan Akuntabilitas
Kinena Berbasisz Elektronik vang
menyediakan lavanan dimana

pengguna dapat mengunduh dan




KONDISI BAAT INI

KEMATANGAN

2021

mengunggah informasi
Akuntabilitas kinerja Organisasi
dan sistem dapat merespon
pengguna dengan —melamsme
persetujuan dan

validasi

41

Pemerintah Kota Blitar sudah
Berbasis Elektromik yang
menyediakan layanan dimana
pengguna dapat mengunduh dan
mengunggah  informasi  kinerja
pegawai dan  sistem  dapat
merespon  pengguna  dengan
mekanisme  perzsefujuan  dan
validasi hasil kinerja pegawai

42

Pengaduan
Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Blitar sudah
memilildi layanan Pengadusn
Frlayanan Publik Berbasis
Elektronik yang dapat
berkolaborasi dengan layanan
SPBE lainya

43

Pemerintah Kota Blitar sudah
memiliki Layanan Data Terbuka
Berbasis Elektronil yang

pengguna dapat mengunduh dan
mengungeah informasi data
terbuka dan  sistem — dapat
merespon pengguna dengan
mekanisme  perselujuan dan
validasi data terbuka

Layanan Jaringan
Dokumentasi dan
Informaai Hukum
(JDIH)

Pemerintah Kota Blitar sudah
memiliki Lavanan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hulktum Berbasis Elektronik yang
dapat berkolaborasi dengan
layanan SPBE lainya

Layanan Publik
Sektor |

Pemerintah Kota Blitar sudah
memiliki Layanan Publik Sektor
Herbasis Elektronik yang dapat
berkolaborasi dengan lavanan
SPBE lainya

Layanan Publik
Scktor 2

Pemerintah Kota Blitar sudah
memililki Puhblilc Sektor

Berbasis Elektronik yang dapat
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TINGKAT
NO  INDIKATOR KONDISI SAAT INI KEMATANGAN
2021 | 2022

berkolaborasi dengan layanan

SPBE lainya

Pemerintah Kota Blitar sudah

memililkd Layanan Publile Selotor
47 Lﬂms]ﬁmm Berhazis Elektronik yang dapat 5 4

berkolaborasi dengan layanan

SPEE lainya

4.2. Hebijakan Pelaksanaan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Hota
Blitar

Pemerintah Kota Blitar telah memiliki Peraturan Walikota Blitar Nomor 49

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistern Pemenintahan Berbasis Elcktronik
Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Peraturan Walikota terdir dari:

« BABI- KETENTUAN UMUM
Bab [ terdiri dari :
o Bagian Kesatu : Pengertian Dan Istilah {Pasal 1)
o Bagian Kedua terdin dam :
* Azas (Pasal 3}
= Maksud (Pasal 3)
= Tujuan (Pasal 4) Dan
* Ruang Lingkup (Pasal 5)
« BAB Il - SPBE
Bab 1 terdini dari :
o Bagian Kesatu : Umum [Pasal 6)
o Bagian Kedua : Perencanaan {Pasal 7-8|
o Bagian Ketiga : Kebijakan [Pasal 9-11]
o Bagian Keempat ;| Kelembagaan (Pasal 12)
o Bagian Kelima : Sumber Daya Manusia {Pasal 13-16)
o Bagian Keenam : Sistem Informasi
» Paragraf 1 ;: Umum [Pasal 17)
* Paragraf 2 : Layanan SPBE (Pasal 18]
* Paragraf 3 : Data dan Informasi (Pasal 19-21)

* Paragraf 4 ;: Aplikasi Pengolah Data Dalam SPBE (Pasal
22-26)

= Paragraf 4 : Situs Resmi dan Alamat Surat Elektronik
Resmi [Pasal 27)

* Paragrafl 5 : Layanan Pemberian Nama Domain Resmi
Pemerintah Daerah (Pasal 28)
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* Paragrafl 6 : Layanan Tata Naskah Dinas Elektronik {Pasal
29-30)

* Paragrafl 6 : Layanan Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian Berbasis Elektronik (Pasal 31-32)

* Paragrafl 7 : Layanan Sistem Informasi Manajemen
Perencanaan dan Pengangearan (Pasal 33-34)

* Paragral 7 : Layanan Sistem Informasi Manajemen
Keuangan (Pasal 34-33)

* Paragraf B 1 Layanan Sistem Informasi Manajemen
Kinerja berbasis Elektronik (Pasal 36-37)

* Paragraf 9 : Sistem Informasi Layanan Pengadaan
Barang/Jasa secara Elektronik (Pasal 38|

* Paragraf 10 : Layanan Sistem Informasi Pengaduan
Publik {Pasal 39)

* Paragrafl 11 : Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum secara Elektronik [Pasal 40)

* Parapgrafl 12 : Layanan Sistem Informasi Whistle Blowing
Svstem (WBS) secara Elektronik (Pasal 41)

Bagian Kerujuh : Infrastrukiur (Pasal 42-46)

(a]

o Bagian Kedelapan ; Keamanan Infrastruktur (Pasal 47-50)
o Bagian Kesembilan : Pusat Pemulihan Bencana [Pasal 51-52)

o Bagian Kesepuluh : Sistern Penghubung Layanan Pemerintah
(Pasal 53}

BAE IV - PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI
o Bagian Kesatu : Umum [Pasal 54)
o Bagian Kedua : Pengamanan Sistem Elektronik [Pasal 55-56)
o Bagian Ketiga : Pengamanan Transaksi Elektronike (Pasal 57)
BABE V - PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK (Pasal 58|

BAB VI - FEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (Pasal
59)

BAB VII - KETENTUAN PENUTUP (Pasal 60)

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut dijumpai beberapa permasalahan
vang perlu diperbaild vaitu:

Nomer Bab melompat karena tidak ada Bab IIl
Terjadi perulangan paragraf seperti paragraf 4, paragraf 6 dan
paragrat 7

Penjeclasan pasal demi pasal akan lebih baik jika mengacu pada
domain evaluasi SPBE naszional yvaitu; kebijakan, tata kelola,
manajemen dan layanan

Perlu beberapa pasal tambahan untuk mendukung peninghkatan
Indeks SPBE Kota Blitar.
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4.3. RPJMD Kota Blitar 2021-2026

4.3.1. Visi Misi Hota Blitar

4.3.1.1. Visi Kota Blitar

Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:
“Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat”

Penjelazan kalimat visi tersebut yaitu:
KOTA BLITAR
KEREN:

Terwujudnya Kota Blitar yvang dalam realitas KEberagaman tetap dalam
kondisi REligius dan Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya
sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi
pckeerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai—nilai Pancasila schingga terbentuk
manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan,

MAKMUR:

Suatu kondisi terpenuhinva kebutuhan ckonomi, infrastruktur dan social
masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota vang sejahtera, berwawasan
linglkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT:

Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai
agama, norma dan budaya vang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat
untuk mengoptimallkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata
pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

Berdasarkan rmamusan di atas, maka terdapat empat poin visi yaitu Keren,
Unggul, Makmur, dan Bermartabat. Keempat poin visi ini bersifat luas vang
mencakup berbapgai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata kehidupan,
kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat ditopang oleh penguatan infrastruktur dan tata kelola
pemerintahan,

4.3.1.2. Misi Kota Blitar

Berdasarkan visi “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur,
Bermartabat”, terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaita:

MISI 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis,
Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi ini diarahlan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat religins
yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit
perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar




sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan
nasionalisme masyarakat Kota Blitar, Berkepribadian dalam kebudayaan
diambil dar diktum Tri Sakti Bung Kamo dengan harapan masvarakat Kota
Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli  Indonesia dan
mempraktekkan nilai— nilai kearifan lokal. Misi ini juga mengarahlan Kota
Blitar sebagai kota tangguh bencana sckaligus kota yang menempatkan
posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan
laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi 1
memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata
Kelola.

MISI 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya
Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia,
sechingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat
Pilar Pembanpunan Sosial. Keren vang dimaksud di dalam misi ini
merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis. Arah
pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia
paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan
nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yvang dihasilkan tidak
hanya memiliki kemampuan intelektual yvang unggul, tetapi juga sehat,
religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan
akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dulkngan
kesadaran masyarakat.

MISI 3: Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi
Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatan kegejahteraan ekonomi
magyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran
terbuka vang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah, Peningkatan
pembangunan ekonomi daerah dilabukan dengan menggerakan seluruh
sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada
pengembangan ckonomi  kreatif dan  ekonomi digital, optimalisasi
perdagangan dan perindustrian, penguatan seltor pariwisata baik pariwisata
sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model panwisata lain.
Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi
ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming,
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai
kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar
Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan.

MISI 4: Meningkatkan Inftrastrukiur dan Tata Ruang yang
Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi ini diarahkan pada upava meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara
berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya,
maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap
menjaga kelestarian lingkungan, Misi ini diarahkan pada upaya menjapga
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kualitag dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanazh dan
pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan
pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar
Pembanpgunan Lingkungan.

MISI 5: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Bailk dan Bersih
Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan
menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan
publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum
dan Tata Kelola dalam wupaya pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari
tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampal dengan
pengawasan dan cvaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola vang akuntabel,
transparan, partsipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologl informasi yang
terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan

4.3.2, Tujuan dan Sasaran

Misi 1 berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan tata kehidupan yang
religins, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Secara khusus misi ini folous pada upaya menciptaken menata kehidupan
sosial masyarakat. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan empat
sasaran, vaitu:

o Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
o Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
o Meningkatnya ketertiban umum;

o Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar
Budaya,

= Meningkatnyva Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan
Anak

o Menurunnya kesenjangan gender.

Mizi 2 fokus pada upaya meningkatkan sumber daya manusia yang keren,
berdaya saing, schat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter. Secara spesifik
misi menyasar perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Misi
ini diperinei ke dalam satu tujuan dan lima sasaran, yairu:

= Meningkatnya Derajat Keschatan dan Daya Saing Sumber Daya
Manusia

o Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
o Meningkatnya derajat kesehatan masyaralkat;

o Meningkatnya prestasi olahraga dan kontribusi pemuda dalam
pembangunan daerah;

o Meningkatnya pengendalian penduduk;

o Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat.
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Misi 3, kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanasan yaitu
berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata,
dan perdagangan berbasis digital. Pengembangan ckonomi kreatif berbasis
digital menjadi spirit pembangunan ekonomi pada misi tiga. Misi ini
diturunkan ke dalam dua tujuan dan sembilan sasaran, yvaitu;

* Meningkatnya Tingkat Kescjahteraan Masyarakat
o Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin;
o Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
o Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
* Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
o Meningkatnya nilai investasi daerah;

o Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan
perindustrian;

o Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan
ekonomi kreatif;

o Meningkatrya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro
terhadap perekonomian daerah;

o Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan.

Misi 4 fokus pada upaya meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang
berwawasan lingltungan hidup dan berkeadilan. Kata lunol yang diusung
pada misi ini berupa wawasan lingkungan hidup dan berkeadilan sebagai
spirit peningkatan kualitas infrastruktur. Misi ini kemudian diturunkan ke
dalam tiga tujuan dan delapan sasaran, yvaim:

s Meninghkatnya Kualitas Infrastrulitur Daerah
o Meningkatnva kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
o Meningkatnya kualitas perhubungan,

« Meningkatnya Kelayalkhunian
o Meningkatnya akses rumah layak huni;

o Meningkatnva ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan
Utilitas di Kawasan Permukiman;

o Meningkatnva kualitas penataan rang,
= Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
o Meningkatnya kualitas air;

[

Meningkatnya kualitas udara;
Meninglatnya kualitas lahan;
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.,

& O

o

Misi 5 berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan vang
baik dan bersih berbasis telmologi informasi. Perbaikan tata kelola
pemerintahan mulai akan diarahkan pada penerapan teknologl informasi
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misi ini akan dijabarkan ke
dalam satu tujuan dan enam sasaran, yaitu:
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+ Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi berbasis
Telnologi Informasi

o Meningkatnya altuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
o Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
o Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

o Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

Meningkatnya Profesionalitas ASN;

il

o Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah.

4.3.3. Strategi dan Arah kebijakan

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Blitar maka
diperlukan Strategi dan arah kebijakan Kota Blitar tahun 2021-2026 seperti
yvang dirinci pada tabel berikut ini. Pada table 4.6 diuraikan mengenai
strategi dan arah Kkebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung
pencapaian miai 1 Pemerintah Kota Blitar,

Tabel 4.62 - Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 1

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis,
Setara Gender, dan

Berkepribadian dalam Kebudayaan

Tujuan Sasaran Strategi | Arah Kebijakan
|-_- o - | Memperkuat
| kelembagaan kerulkunan
umal beragama
i - . Penguatan anti
e Ettctﬁzﬂ'tun radikalisme
Kerukunan = !
Antar Pancasila dan | PEnguatan wawasan
kebangsaan
Uil e Peningkatan nilai
; Beragama ning fal
tata - |
kehidupan Peningkatan pencegahan
masvaralkat gangguan ketahanan
}'HHE-. sosial
demokratis = Fenicgiinm

pencegahan,
Meningkatnya | Peningkatan | penanganan, dan

ketertiban pencgakan penyelesaian

umum Perda pelanggaran
Perda
. Meningkatnya | Peningkatan - Peningkatan nilai,
Pemajuan pelestarian tradisi, dan warisan

nilai budava kelkayvaan budaya
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis,
Setara Gender, dan

Berhkepribadian dalam Kebudayaan
Tujuan Sasaran | Strategi Arah Kebijakan

. Re.ﬂuda]saan
dan

IEEIE:S{'EI‘EEH PE'njﬂEJ"E_EtEn Peningkatan identifikasi
Cagar | pelestarian dan pengelolaan cagar
Budaya cagar budaya budaya

Penyusunan payung
hukum tentang PUG

; Peningkatan kapasitas
Peningkatan perempuan

| implementasi |
kebijakan Peninglatan peluang
responsif partisipasi perempuan di
gender ranah publik
Meningiatnya Peningkatan peluang
Kesetaraan partisipasi perempuan di
Menurunnya sektor pekerjaan formal
| Gender, kesenjangan .
| Perlindungan | gender il:miqgkatan
| Perempuan, ualitas Penguatan kelembagaan
| dan Analk pendampingan | dan fasilitasi
kasus perlindungan
kekerasan
terhadap perempuan
perempuan
Peningkatan Peningkatan
pemenuhan perlindungan anak
hakhak anak | terpadu berbasis
masvaralkat

Pada table 4.7 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah
Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.63 - Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 2

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya
Saing, Sehat

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
Tujuan Basaran Strategi Arah Kebijakan

| Optimalizasi pengelolaan -

|M:nirtgknnwa Meningkatnya _
: perizinan satuan

| derajat kualitas
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya
Baing, Sehat

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

kesehatan | layanan . pendidikan dasar, PAUD i
dan D idi : icli
1 Daya pendidikan Peningks dan Pendidikan

Saing | tata kelola Non Formal (PNF)

Sumber [ =13 |
kst sa i Optimalisasi pengelolaan

Manusia Aata

Penanaman nilai
kebhinneka tunggal
ikaan, religinsitas dan
nasionalisme sebagai
' muatan lokal SD dan

aMFP

Fasilitasi peningkatan

mutu layanan

pendidikan dasar, PAUD
Peningkatan dan Pendidikan Non

kualitas Formal (PNF}
pendidikan - :
Peningkatan pemerataan
layanan pendidikan yang
berkualitas

Fasilitasi peningkatan
kualitas siswa

Peningkatan pendidikan
karakter di lingkungan
keluarga, sekolah dan
masyarakat

Jaminan fasilitasi
layanan pendidikan
berkesinambungan

Penguatan koordinasi
antar pemangku
kepentingan dalam
peningkatan akses
pendidikan

Peningkatan
akses
pendidikan Peningkatan sekolah
inklusif

Pemerataan akses
| pendidikan yang
| responsif gender

Peningkatan
ketersediaan tenaga
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya

Baing, Sehat

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

| Tajuan

Saszaran

Strategi

Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

Peningkatan
kualitas

kesehatan ibu

Peningkatan
kualitas
kesehatan bayi
dan balita

Arah Kebijakan

- pendidik dan tenaga
kependidikan

| Peningkatan kompetensi |
tenage pendidik dan
tenaga kependidikan

peningkatan penanganan
komplikasi saat
kehamilan

| peningkatan penanganan

| komplikasi saat dan
pasca persalinan
peningkatan kunjungan

' K1 dan K4

| Peningkatan Imunisasi
| Dasar

i Lengkap (IDL)

| Penurunan bayi lahir

I dengan

i Berat Badan Bawah
Gans

Merah (BEBBGM)

Penurunan bayi lahir
dengan

Bayi Berat Lahir Rendah
(BBLR)

! Peningkatan
| penanganan
stunting

peningkatan
pengetahuan tentang gizi
seimbang

Pemenuhan gizi ibu
hamil

Peningkatan gizi balita

Peningkatan
pelayanan
kesehatan

Penguatan fasilitas
pelayanan kesehatan

! Peningkatan sistem
pelayanan nujukan

i Pemenuhan kualitas
| standar pelayanan
i kesehatan di rumah sakit
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya

Saing, Sehat

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TN

Arah Kebijakan

Peningkatan layanan
kegawatdanuratan

Peningkatan kualitas
sumber daya kesehatan

Pengembangan layanan -
home care

Optimalisasi edulasi
masyarakat tentang
penyakit menular dan
tidak menular

Peningkatan

pengetahuan tentang
PHBS

Optimalisasi pembinaan

| terhadap organizasi

kepemudaan

| Peningkatan fasilitasi
| organisasi kepemudaan

Sasaran Strategi .
i
Peningkatan |
pencegahan
penyalkit
menular dan
tidak menular
Pengembangan
Organisasi
kepemudaan .
Meningkatnya
prestasi
olahraga dan
peran serta 'p’f:';lslﬁﬂtﬂ"
xda restasi
I;;l“;m olahraga
pembangunan
daerah
I
Peningkatan
olahraga |
rekreasi '
Peningkatan
akses olahraga
bagi
penyandang

disabilitas

Peningkatan minat
pemuda terhadap

orgarisasi

| Pembinaan klub olahraga

Pembinaan atlet
peningkatan promosi
olahraga

Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
olahraga

Femerataan akses
fasilitas olahraga

Peningkatan fasilitasi
olahraga rekreasi

Peningkatan fasilitasi
olahraga disabilitas
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya
Baing, Sehat

Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Tujuan Sasaran Strategi ' Arah Kebijakan
- = I
Peningkatan partisipasi
peserta KB aktif
. et  Pendataan dan fasilitasi
Optimalisasi P Haia Sab
riveler g | 1. R Usia Subar
8 (PUS) yang ingin ber KB
Program _
Menigkatnya | pengendalian Peningkatan kerjasama
pengendalian | penduduk, antar Stakeholders dalam
pendudulk Keluarga pengendalian usia
Berencana (KB} | perkawinan di bawah
dan keluarga LITIar
scjahtera (15-19 tahun)
Optimalisasi peningkatan
keluarga sejahtera
Perumusan dan
implemetasi regulasi
daerah bidang
Perpustakaan
Peningkatan fasilitas dan
Meningkatnya | Peningkatan pelayanan perpustakaan
kegemaran kegemaran Pe ban
Py membaca dan DEETIDETIZAT R
; . baca masyarakat ([TBM)
masyarakat | literasi .
Peningkatan layanan
| perpustakaan berbasis
[ [ digital
Peningkatan koleksi
buku perpustakaan

Pada table 4.8 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah
Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.64 - Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 3

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi
kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan Basaran Strategi Arah Hebijakan

) Menurunnya I , Optimalisasi pelatihan dan
Meningkatnya | ket:mp&ng;n PEI'IHEngﬂtE.I‘I pemenuhan kebutuhan
tingkat kescjahteraan | gasar

| | antar
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Migi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi
kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan | Basaran
i }:E-E:EthLEI'EEH penduduk
masyarakat miskin

Meningkatnya
ketahanan
pangan
daerah

Meningkatnya
kesejahteraan
sosgial
masyarakat

Etrntagi

damn
pemberdayaan

PMES

Peningkatan
pembangunan
bidang
ketahanan
pangan

Peningkatan
upaya
rehabilitasi
dan jaminan
sosial

Peningkatan
manajemen
pengelolaan
Taman

Makam
Pahlawan

(TMF]

Peningkatan
Potensi dan
Sumber

Kesejahteraan
Sosial

(PSKS)

Menurmnnva

tngkat
pengangguran

Peningkatan
kesempatan
kerja

Peningkatan
penyelesaian
konflik

Arah Kebijakan

Pemberian program sosial
ekonomi bagi warga miskin
dan rentan miskin.

Optimalisasi

produktivitas sumber
daya hewani dan nabati
sebagai sumber pangan

Optimalisasi
pencegahan masuk
dan keluarnya pangan
mengandung bahan
berbahaya

| Peningkatan PMKS yang

direhabilitasi,
diberdayakan, dan
MENETIMA jJaminan sosial

Peningkatan validasi data

PMKS

Peningkatan sistem
keamanan dan kebersihan

T™P

' Penin ghkatan

pendampingan pekerja
gosial

Peningkatan kapasitas
PSKS

Peningkatan penggunaan
teknologi dalam pencarian
dan penempatan kerja

Peningkatan kesesuaian
keterampilan pencan kerja
dengan permintaan pasar

tenaga kerja

Optimalisasi mediasi
konflik industrial
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi
kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan | Sasaran Strategi Arah Kebijakan
industrial |
Optimalisasi identifikasi
potensi investasi
Peningkatan dukungan
kelembagaan dalam
. Peninglkatan peningkatan minat
Meringieatinya kondusivitas | investasi
nilai investasi | {kli z .
daseak S Peningkatan promosi
investasi investasi
Peningkatan pengelolaan
| data potensi investasi vang
terintegrasi dengan sistem
_ tata ran
Meningkatnya g
pertumbuhan ' Optimalisasi metode
ekonomi pemasaran barang
berbasis digtal
Peningkatan | OPtimalisasi peningkatan
volame sarana dan prasarana
perdagangan berbasis digital
besar dan Optimalisasi pengawasan
eoeTan perdagangan
Optimalisasi penggunaan
dan pemasaran produk
Meningkatnya dalam negeri
pertumbuhan i
ckonomi Peningkatan kapasitas
sektor Peningkatan | SDM pelaku IKM
| perdagangan | nilai prn?n:luksl Peningkatan pemasaran
| dan industri kecil 35 :
: _ hasil industn
perindustrian | dan menengah
i (TKM) Peningkatan nilai produksi
: IKM sebagai barang ekspor
: Pemantapan perencanaan
Peningkatan industri/ Inisiasi Rencana
Perencanaan Pembanpunan Industr
dan (RIF) Kata
| Fasilitasi Peningkatan pengelolaan
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha
Induaats Industri (IUI) Kecil dan
| Menengah
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Migi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi
kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Dptinmlis;sf
pengembangan kawasan

Fengembangan pariwisata yang sudah ada
destinasi SER S,
pRttaisite Optimalisas:

pengembangan kawasan
pariwisata barm

Menguatnya Pengembangan
predikat Kota | SDM
Blitar sebapgai | Pariwizata

Pengembangan kompetensi
untuk insan pariwisata

kota
Pariwisata SEImasaiin Pemasaran pariwisata
dan ekonomi | parwisata berbasis digital
. baru '
kreatil |
Pembinaan pelaku
Pe b ekonomi kreatif dan
!;gfﬂﬁt SNEAN| menumbuhkan pelalku
TRV ekonomi kreatif baru
ekonomi
vt Optimalisasi
pengembangan sub sektor
_ ekonomi kreatif unggulan
| Meningkatnya Optimalisasi
nilai tambah pengembangan
' Pengembangan
| Enan e Usaha Mikro
| Koperasi dan | (jgaha Mikro
| Usaha Mikro Inisiasi pemasaran Usaha
| terhadap Mikro berbasis digital
rekonomian -
E‘;th Pengembangan Optimalisasi
' koperasi pengembangan koperasi
[ ) | Peningkatan perlindungan |
Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B)
Peningkatan  Peningkatan pengendalian
Terjaganya produlksi OPT

produktivitas | tanaman

pertanian dan | pangan dan

perikanan tanaman _
| hortikultura Peningkatan kapasitas
, SDM petani

Peningkatan ketersediaan
sarana pertanian

| Penerapan metode
budidayva berorientasi
agribisnis
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi
kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan

Sasaran Strategi

Peningkatan
sarana dan
prasarana
produlksi
peternakan

Peningkatan
produksi dan
PEMASATATL

| produlk

| perikanan
budidaya

Arah Kebijakan

Peningkatan pemasaran

produk tanaman pangan
secara digital

Peningkatan produksi hasil
ternak

Peningkatan penanganan
limbah ternak di tingkat
petermak

Peningkatan
pendampingan unit usaha
peternak dan hasil hewan
ternak dalam proses
sertifikasi halal dan Nomor
Kontrol Veteriner

(NKV)

Peningkatan penanganan
penyakit hewan ternak

Peningkatan kapasitas
SDM pembudidaya
perikanan

Peningkatan pengolahan
dan pemasaran hasil
perikanan berbasis digital

Peningkatan pemenuhan
benih ikkan

Pada table 4.9 diuraikan mengenai strategl dan arah kebijakan Pemerintah
Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.65 - Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 4

Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan
Hidup dan Berkeadilan
Tujuan  Sasaran | Strategi
| Meringatnge Mf:ml.ug]sﬂtn:,ra Punmglrf_l.tan
; : kualitas ketersediaan
kualitas

infrastruktur | dan kualitas

' Arah Kebijakan

' Optimalisasi
pemeliharaan jalan dan
utilitasnya
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Misi 4: Mewujudkan Infrastrulktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan

Hidup dan Berkeadilan
Tujuan Sasaran
infrastruktur | pekerjaan
daerah LATTNATT

Meningkatnya
kualitas

| Strategi

| jalan dan

jembatan

Peningkatan
ketersediaan
dan kualitas

| jaringan irigasi

Peningkatan
ketersediaan
dan kualitas
prasarana

perhubungan

Peningkatan
ketersediaan
perlengkapan
dan
keselamatan

perhubungan | jalan yang

memadai

Optimalisasi
pengelolaan

| anghutan

LML

dan penertiban
lalu lintas

' Arah Kebijakan

' Peningkatan

ketersediaan jalan dan
utilitasnya
Optimalisasi rehabilitasi |
dan rekonstruksi jalan
dan utilitasnya

Peningkatan
ketersediaan jembatan

Optimalisasi
pemeliharaan jembatan

Optimalisasi rehabilitasi
jembatan

Peningkatan
ketersediaan jaringan
irigasi

Peninghkatan
pemeliharaan dan
rehabilitasi jaringan
irigasi dan pengaturan
debet air untuk
mencegah banjir

Optimalisasi

pemeliharaan dan
rehiahilitasi terminal

| Pen ingkatan

ketersediaan fasilitas
terminal memadai

' Peningkatan

ketersediaan
perlengkapan jalan dan
fazilitas keselamatan

Rehabilitasi dan
pemeliharaan
perlenglkapan jalan dan
fasilitas keselamatan

| Optimalisasi layanan

anglkutan sekolah

Pengembangan
lavananan uji KIR
berbasis IT

Optimalisasi pengelolaan
parkir
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' Misi 4;: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Arah Kebijakan
Optimalisasi manajemen '
rekayasa lala lintas

Penertiban pelanggaran
lala lintas

Peningkatan kualitas
rumah tidak layak/rusak

Peningkatan kualitas
rumah tidak layak/rusak
di kawasan permukiman
kumuh

Penyediaan ramah bagi
korban relokasi program

{ pemerintah

Penyediaan dan

rehahilitasi ramah

| korban bencana

' Peningkatan pembernian
' rckomendasi

pengembangan
perumahan

! Peningkatan
| ketersediaan rumah

untuk Masyaralat
Berpenghasilan Rendah
[MER)

Peningkatan
pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan
lingkungan di kawasan
permukiman

Peningkatan
pemeliharaan dan
rehabilitasi jalan
lingkungan di kawasan
perumahan
Optimalisast
pemeliharaan dan
rchabilitasi drainase

| lingkungan di kawasan

| perumahan

Lingkungan
Hidup dan Berkeadilan
Tujuan | Sasaran ‘Strategi
i
|
Meningkatnya Meningkatnya| Peningkatan
kelavakhunia altses rumah | akses ramah
elavakhunian layak huni lavals hun
Peningkatan
Meningkatnya ketersediaan
ketersediaan -}?15" _
dan kualitas | LOgKungan
Prasarana, memadai
Sarana dan
Utilitas di
Kawasan
Peningkatan
P kim :
TR ketersediaan
dan kualitas
drainase

| Optimalisasi

pemeliharaan dan
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Misi 4: Mewujudkan Infrastrulktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan
Hidup dan Berkeadilan
' Meningkatnya
kualitas
penataan
ruang

| Strategi

Optimalisa si
pengelolaan air
limbah

Peninpkatan
akaes air
minum

Peningkatan
ketersediaan

dan

gedung

kualitas
hangunan

A L

Optimalisasi
| penataan
bangunan dan

| ingkungan

Peningkatan
kualitas jasa
konstruksi

I
Peningkatan -
kualitas

' Arah Kebijakan

rehabilitasi drainase
perkotaan
Pengembangan sistem
drainase perkotaan dan
pengatiuran debet air
untuk pencegahan banjir

Normalisasi fungsi
sungai dan pengendalian
banjir

Optimalisasi
pengembangan dan
pengelolaan TPAL
optimalisasi pengelolaan
dan pengembangan
Sistem Penvediaan Air
Minum

(SPAM)

| Pengembangan /kajian
| standarisasi

pemeliharaan bangunan
gedung

- Peninglkatan
| ketersediaan bangunan

gedung
Peninghatan

ketersediaan [asilitas
umum skala kota

Rehahilitasi dan
pemeliharaan fasilitas
umum skala kota

Peninglkatan kapasitas
tenaga konstrulsi

Peningkatan kapasitas
kelembagaan konstruksi

Peningkatan pengelolaan
jasa konstruksi melalui
sistem informasi
Optimalisasi
pemanfaatan sistem
informasi tata ruang dan
perwujudan pola ruang
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Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan
Hidup dan Berkeadilan
Tujuan | Basaran

Strategi

polencanaan
tata ruang

Pengendalian
pemanfaatan
ruang

Optimalisasi
penyelesaian
kasus
pertanahan

Meningkatnya:
kualitas air |

Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup

Peningkatan

pengendalian
pencemaran air

perencanaan,
pembinaan dan
pengawasarn
lingkungan
hidup

Meningkatnya

kualitas
udara

Optimalisasi
pengendalian

pPENCemAran
udara

' Arah Kebijakan

pada kawasan lindung
dan kawasan budidaya.

Peningkatan
pengetahuan masyvarakat
tentang sistem informasi
tata ruang

Peningkatan ketersedian
dokumen perencanaan
tala riang

Peningkatan tindak
lanjut terhadap
penyimpangan peraturan
tata ruang

Fasilitasi sengkata tanah |
garapan

Peningkatan koordinasi
penggunaan tanah dan

pencatatan aset

pemerintah kota

Peningkatan pengawasan
sumber-sumber
pPeEncemaran air

' Optimalisasi layanan

pengaduan lingkungan
hidup

Peningkatan pembinaan
pelaku usaha tentang
Iingkungan hidup

Peningkatan
ketersediaan deokumen
perencanaan lingkungan
hidup

Peningkatan peran
masyarakat dalam
pengurangan gas emisi

rumah kaca

Optimalisasi penggunaan

| energl alternatif
- Optimalisasi

pemantauan kualitas

] udara
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Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan
Hidup dan Berkeadilan
T T |,E o “Asah Kebij
| l . i Penj.lmkatan peran scrta
M:ningkatnyﬂ! E&EE?H - masyarakat dalam
kualitas i | peningkatan
| dan kualitas | .
lahan RTH ketersediaan dan
kualitas RTH
= Optimalisasi layanan
sampah perkotaan
Peningkatan pengelolaan
sampah 3R
Peningkatan
Optimalizas ketersediasn sarana dan
P lr:_:f:’]m i | prasarana persampahan
E:::_ﬁ; “h khususnya
. | mengppayakan
| terwujudnya
I 1
Meningkatnya TPA Regional
Pengelolaan Peningkatan peran
Persampahan masyarakat dalam
dan Limbah pengelolaan sampah
B Peningkatan Peningkatan
peran pengetahuan masyarakat
masyarakat tentang pengelolaan
dalam lingkungan hidup
. Eﬂﬂgﬂlﬂ]ﬂﬂ“ | Pemberian penghargaan
| lingkungan | masyarakat peduli
hidup linglkungan
' Optirnalisasi Peningkatan pembinaan
pengelolaan pelaku usaha dan
limbah kegiatan penghasil
R’3 limbah B3
Peningkatan sarana
prasarana pendukung
penanganan bencana
. | Peningkatan sarana
' Mfmﬂ_ﬂkﬂm}’ﬂ Peningkatan prasarana pendukung
KRpERitas kesiapsiagaan | Penanganan bencana
ketangguhan ahadag : :
terhadap mengnadap Peningkatan kapasitas
betivhnt bencana SDM dan kelembagaan

dalam penanggulangan
bencana

Peningkatan kelurahan
| tangguh bencana
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Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan

Lingkungan

Hidup dan Berkeadilan

Tujuan

Basaran

' B‘I:ut-ngi

Peningkatan

pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran !

Arah Kebijakan
Optimalizasi koordinasi
penanganan bencana

Pemenuhan prasyarat
ketahanan daerah

Peningkatan personil
PFME vang bersertifikat

Peningkatan sarana
pemadam kebakaran

Pada tahle 4.10 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah
Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.66 - Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 5

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

konsistensi dokumen
perencanaan daerah

masyvarakat dalam
pembangunan daerah

Peningkatan integrasi
sistem pengendalian

pembangunan daerah

evaluasi perencanaan

| Penin ghkatan kualitas

mendukung kinerja

pendampingan dan
pembinaan PD dalam

| Berbasis
| Teknologi Informasi
' Tujuan | Sasaran Strategi Arah Kebijakan
I . : ; Peningkatan
Peningkatan
kualitas
perencanaan L i
pembangunan | Peningkatan peran
| daerah
Meningkatnya dan evaluasi
| kualitas .
penerapan :{fn‘i’:ﬁm‘g}; Peningkatan ———
reformast ki e kualitas Peningkatan
| birokrasi =RORIR pengendalinan | Pelaksanaan
- A pemerintahan : monitoring dan
berbasis dan evaluasi
teknologi dasrat
mb an -
informasi ig;;l‘;ainguﬂ daerah
data dalam
PeTENCANaan
P tan
Penguatan Vil RO
kelembagaan
berbasis kinerja
[

implementasi SAKIP
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| Misi 5: Meningkatkan Tata Helola Pemerintahan yang Baik dan Bersih |

| Berbasis
Teknologi Informasi
Tujuan | Sasaran | Strategi |";';:'.£'iféi:'ij'nnu
| Peningkatan kualitas
penelitian dan
pengembangan

Peningkatan validasi

data pembangunan
dacrah

Peninglkatan
efektifitas

perumusan dan
pelaksanaan

' kebijalan
daerah

Penyusunan peta
kebijakan daerah

Peningkatan fasilitasi
dan koordinasi
pengendalian
kebijakan daerah
bidang pemerintahan
| dan kesejahteraan
rakyat

Fasilitasi pemenuhan
kualitas produk
hukum daerah

Peningkatan fasilitasi
dan koordinasi
pengendalian
kebijakan daerah
bidang perekonomian

dan pembangunan

Pen ingkataﬁnl}.'sl'pa gitas
BUMD dan BLUD

| Peningkatan :
pengadaan barang dan
jasa berbasis

elektronik

Peningkatan verifikasi
dan validasi data
penerimaan bantuan
sosial

Peningkatan
kapasilas lata
kelola

| pemerintahan
kelurahan

Peningkatan kualitas
administrasi
pemerintahan
kelurahan

| Penin gk:atan
pemberdayaan

masyaralkat di
kelurahan
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| m |

sl 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

| Berbasis

Teknologi Informasi

. J

Basaran

Meningkatnya

kualitas Tata

| Kelola
keuangan dan

| aset daerah

daerah

Strategi Arah Kebijakan
- Peningkatan
pengelolaan
Penatausahaan
Optimalisasi Keuangan daerah
sistem peningkatan
pengelolaan pengelolaan
keuangan perencanaan
daerah keuangan daerah

Peningkatan
sistem

pengelolaan aset
daerah

| Peningkatan

penyusunan keuangan I
daerah sesual standar

| Penin gkatan

pengelolaan
PerencAanaan
kebutuhan baran
milik daerah

B

Peningkatan
pengelolaan
perencanaan

milik daerah

Peningkatan
pengelolaan
penggunaan dan

Mililkk Daerab

kebutuhan barang

pemanfaaian Barang

Peni ﬁgkaian tertib

pencatatan jumlah
dan nilal inventaris
barang milik daerah

sesuai regulasi

Peningkatan
kualitas
pengawasan
daerah

Peningkatan

Penguatan sistem

pengendalian internal

Peningkatan
penerapan zona

WBEK/WBBM di
tingkat PD

rpenmgkatan

I Peninglatan kapasitas
pengawasan daerah

integritas menuju

intensifikasi dan | identifikasi sumber-
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Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

i Strategi

I ekstensifikasi
pajak dan
retribusi dacrah

Arah Kebijakan

sumber pajak dan
retribusi daerah

Peningkatan
koordinasi dengan PD
penghasil retribusi
Peningkatan
pengelolaan piutang
daerah

| Penguatan data wajib
pajak dan retribusi
secara akurat

Berbasis

Teknologi Informasi

T‘u,;lm | sasaran
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik

Peningkatan
transparansi
dan kinerja

| keuangan

| daerah

Peningkatan
dukungan
terhadap fungsi
kewilayahan

Pemberian insentif
pajak daerah
Peningkatan pelaporan |
dan pembayaran pajak
secara online

| Peningkatan kualitas

belanja daerah

Penguatan
keterbulkaan sistem
pengelolaan keuangan
daerah

Fasilitasi dan
koordinasi
pemberdayaan
masyarakat
kecamatan

Peningkatan kapasitas
ASN kecamatan dan
lkeelurahan

Peningkatan
gigtem
penyelenggaraan
pelayanan
pubdfik

Peningkatan fasilitasi
dan pembinaan
pelayanan publik
kewilyvahan
Peningkatan
pengendaliaan
pelayanan publik

Koordinasi dan

faslitasi layanan

| kerumahtanggaan dan
penatausahaan, scria

protokolal
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Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Berbasis

Tujuan

Teknologi Informasi
| Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Peningkatan u pdate
elemen data penduduk
sesual peristiwa
kependudukan
Peningkatan Peningkatan kualitas
kualitas sistem | data kependudukan
pelayanan Peningkatan
kependudukan | gesadaran masyarakat
dan pencatatan | terkait kebijakan
sipil pelavanan adminisrasi
kependudukan
' Pcningk&tan
pengelolaan arsip
pencatatan sipil
| Fasilitasi agenda
pelaksanaan tugas
Peningkatan dan fungsi DPRD
sinkronisasi ﬁ;n},,;mm
layanan pelaksanaan tugas
DPRD dan fungsi DPRD
sesuai dokumen
perencanaan DPRD
Meningkatnya | Penguatan dan
pengembangan optimalizas
Sistemn infrastrulctur jaringan
. Penguatan tata | Tig
Pemerintahan | peinla gPBE. |
Berbasis peningkatan integrasi
Elektronik leﬂf:ELSl layanan
publik
F!:n.méh;.i‘.ﬂn peran
dan kapasitas Gov-
Peningkatan _EEIRT .
ke.amana.n Penyusunan regulasi
informasi dan pedoman teknis
terkait keamanan
informasi
B Peningkatan kualitas
Peningkatan sistem layanan
sistem pemeriniahan dan
keterbukaan layanan publilk

informasi publik

_Pzningkatﬂn

kemudahan akses
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Berbasis
Teknologi Informasi

i Tujuan Sasaran

| Strategi

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

publik terhadap data
dan informasi publik

Peningkatan
pelayanani data
pembangunan daerah
melalui c-governance

Peningkatan
pemanfaatan
data statistik
daerah

Peningkatan integrasi
satu data dengan
aplikasi lainnya

Peningkatan
ketersediaan data
statistik sektoral

Meningkatnya
Profesionalitas
ASN

Peningkatan
| kualitas sistem
MANAjemen
kepegawaian

| Peningkatan
| kapasitas ASN

Meningkatnya
tata kearsipan
pemerintahan
daerah

Peningkatan
kualitas

pclayanan
kearsipan

| Penguatan sistem
rekrutmen pegawai
berbasis kebutuhan

Penempatan jabatan
pegawai berbasis
sistem merit

Peningkatan kualitas
data kepegawalan
daerah

Peningkatan sistem
kinerja ASN

penyusunan data
kebutuhan dan
rencana
pengembangan
kompetensi jabatan
struktural dan
pelaksana

=

Analizsis kesenjangan
kompetensi ASN
Peningkatan
pendidikan dan
pelatihan sesuai
kebutuhan organisasi
maupun individu

Peningkatan kualitas
pelayanan arsip
daerah berbasis TIK

i Peningkatan
| perlindungan dan
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| Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Berbasis

Teknologi Informasi
Tujuan Sasaran Strategi | Arah Kebijakan

penyvelamatan arsip
‘ daerah

' Peningkatan
pembinaan dan |
pengawasan Kearsipan
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4.4, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

Lintuk mewufudkan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota
Blitar maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rencana
Strategis. Pada tabel 4,11 berikut ini dapat dilithat rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Komunikast
Informatika dan Statistik Tahun 2023-2026.

Tabel 4.67 - Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas
Homunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023-2026

Tujuan

1

!'i:ﬂ':l.
Pengemba
ngan
Sistem
Pemerinta
| han

| Berbasis
Elektronik

Meningkat

Sasaran

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Perangkat Daerah

Meninghat
nya sistem
keterbukaa
n informasi
publik

Program Informasi dan Komunilkasi
Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Monitoring Informasi dan Penetapan
Agenda Prioritas Komunikasi
Pemerintah Daerah

Pengelolaan Konten dan Perencanaan

Media Komunikasi Publik

Penguatan Kapasitas 'éumhl.:r“ﬁ-e.i}a
Komunikasi Publik

| Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pelayanan Informasi Publik

Layanan Hubungan Media

Kemitraan Den gan Pemangku
Kepentingan

Maﬁﬁj_hntn Komunikasi Krisis

| Komunikasi Publik
' Penyelenggaraan Hubungan

Penguatan Kapasitas Sumber Daya

Masyarakat, Media dan Kemitraan

Komiinitas

Meningkat
nya

| layanan

SPBE
melalii

Program Aplikasi Informatika

Pengelolaan Nama Domain  yang
Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah |
Pusat dan Sub Domain Di Lingkup

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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Sasaran

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Perangkat Daerah

kebijakan
dan tata
kelola TIK

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah
Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan
Nama Domain dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra
Pemerintah Daerah

Pengelolaan E-Government Di
Lingkup Pemerintah Daecrah
Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan
Pengawasan c-goverment dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kabupaten [Kota

Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk
dan Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan
Daerah

i
 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra ‘

Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem
Keamanan Informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan
Informasi Elekironile

Pengembangan Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan Berbasis

_ Elektronik

Penyelenggaran Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah

Pengembangan dan Pengelolaan
Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan
Kota Cerdas

Pengembangan dﬂﬁ-"ﬁéngelnlaﬂn
Sumber Dava Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Government Chief
Information Officer (GCIO)

_tl-_'[eningl{ at
nya

tan data

Frogram penyelenggaraan statistik

sektoral

| Penyelenggaraan  Statistik  Sektoral

[Bess

di Lingkup Daerah Kabupaten /
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Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Perangkat Daerah

statistik
daerah

Koordinasi dan Sinkronizasi
Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan
diseminasi Data Statistik Selktoral

Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam |
peningkatan mutu Statistik Daerah vang
terintegrasi

Membangun Metadata Statistik Sektoral

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Statistik Sektoral

Pengembangan Infrastrulktur |

Penyelengearaan Otorisasi Statistik |
Sektoral di Daerah

Meningkat
ny:
Keamanan
informasi

Program penyelenggaraan pﬁrﬂan;.:l-i;n |
untuk pengamanan informasi |
Penyelenggaraan  Persandian  Untuk |
Pengamanan Informasi Pemerintah
Dacrah Kabupaten/Kota |

Penetapan Kebijakan Tata Kelola |
Keamanan I[nformasi dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

Pelaksanaan Keamanan

Informasi Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan
Non Elektronik

-Ii'eng,redjﬂan Layanan Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota

Penetapan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi Antar Peranghkat
Daerah Kabupaten/Kota

Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi
Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkat
nya Tata
Kelala
Perangkat
Daerah

Meningkat
nya kinerja
Perangkat

Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /Kota

Perencanaan , Pﬂnganggarsﬁ"ﬁéﬁnﬁvaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Pcnjruﬂuna.n_ Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
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Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Perangkat Daerah

e ————

| Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan [hktisar Realisasi
Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Dearah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuanngan Bulanan/ Triwulanan
[ Semesteran

Administrasi Kepegawaian Peranghkat

| Daerah

S N |
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya

Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan komponen instalasi lostrik/
Penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan peralatan mamah tangga

'Pen}r-r.-.d.iﬂan bahan Logistik kantor

Penyediaan hérang cetakan dan
penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Penvelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor _

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan ]B.E-El_ Pemeliharanan , Biaya
Permeliharaan , Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau

lapangan

Pemeliharaan peralatan dan Mesin

lainnya




No  Tujuan Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan
Perangkat Daerah

n Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung
Kantor dan bangunan lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana
Prazsarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

| Pengadaan Barang Milik Daerah
| Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan lainnya

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

& 4.5. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar 2021-2025

Peta Rencana SPBE Kota Blitar tahun 2021-2025 berisikan langkah-
langkah yang akan di jalankan sebagal pedoman untuk melakukan
pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk 5 tahun
mendatang. Peta Rencana ini digunakan untuk memberikan panduan arah

dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kota Blitar,

Peta Rencana SPBE Kota Blitar ini dibuat dengan mengacu pada Rencana
Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota
Blitar dan RPJPD Kota Blitar 20052025 scrta untuk mewujudkan Visi
SPBE Kota Blitar yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan
publik vang berkinerja tinggi dan mewujudkan masyarakat Kota Blitar
vang semakin sejahtera melalui APBD Pro Ralyat”.

Peta Rencana SPBE berikut ini memuat:

1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE
Peta Rencana Manajemen SPBE
Peta Rencana Layanan SPBE
Peta Rencana Infrastruktur SPBE
Peta Rencana Aplikasi SPBE
Peta Rencana Keamanan SPBE
) Peta Rencana Audit TIK

Peta Rencana SPBE Kota Blitar (tata kelola, manajemen SPBE,
layanan, infrastruktur, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Audit TIK)
dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini:

. 4.5.1. Peta Jalan Tata Kelola SPBE 2021-2025

Pada tabel 4.12 dapat dilihat Peta Jalan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota
Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.68 - Peta Jalan Tata Kelola SPBE 2021-2025

R L




-57-

Peta Jalan Tata Kelola SPBE

1

Nama Kegiatan

|I Revisi Kebijakan

| Perwali terkait
penerapan SPBE
(Perwali Blitar nomor

49 tahun 2020)

Penyusunan
Kebijakan internal
Manajemen Data

Keterangan

2021

2022

2023

2025

Revisi kebijakan
SPBE yvang sudah
ada serta
penambahan
kebijakan baru:
Kebijakan

Manajemen Data

Pembangunan
Aplikasi SPBE

- Jaringan
Intra Pemkot Blitar

Penggunaan
Sistem
Penghubung
Layanan

Manajemen
Keamanan
Informasi -

Audit TIK

Kehijakan
manajemen data
harmis meliputi
manajemen
arsitektur data,
manajemen data
induk, manajemen
data referensi,
manajemen basis
data dan
manajemen kualitas

Data

Penerapan Manajemen

Manajemen Data
meliputi seluruh
| rangkaian proses
- pengelolaan
arsitektur data,
data induk, data
referensi, basis
data, kualitas data
dan
interoperabilitas
data

Revisi Kebijakan
Pembangunan
Aplikasi SFBE
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Peta Jalan Tata Kelola SPBE

Hmw_ltlll

Femhuatﬂ-n- p_ruaedur
(SOP) terkait
pEngoOperasian

Kz

. e

6 | Integrasi Pusat Data

' Pusat Data Pemprov

Layanan Pusat Data

Keterangan

2021 | 2022

2023

Kota Blitar dengan

Jawa Timur

Integrasi Pusat Data
Kota Blitar dengan

Pusat Data Nasional

Penambahan
kapasitas storage
untuk Backup &
Recovery pada Pusat
Data

Sertifikasi
nasional /internasional
pusat data

|1ﬂ

Penyusunan
Kebijakan Jaringan
Intra Pemkot Blitar

111

=

Pengukuran Quality of
Service Jaringan Intra
Pemkot Blitar

Penyusunan
Kehijakan Manajemen
Keamanan Informasi

Kebijakan
Manajemen
Keamanan
Informasi harus
meliputi penetapan
ruang lingkup,
penetapan
penanggung jawab,
perencanaan,
dukungan
pengoperasian dan
evaluasi kinerja)

13

Penerapan Manajemen
Keamanan Informasi
pada seluruh OPD

14

Prmhcnfuican_T{m
Keamanan Informasi
Pemkot Blitar




-50-

Peta Jalan Tata Kelola SPBE
No Nama Kegiatan Keterangan 2021 20212 2025
15| Penyusunan Audit TIK meliputi m
Kebijakan Audit audit aplikasi, audit
Teknologi Informasi infrastruktur dan
audit keamanan
16 | Pembaruan Proses _Pt!nj.-"l.mun.an Proses
Biznis SPBE untuk Bisnis SPBE Pembkot
semua OPD Blitar harus
mengacu ke
Permenpan RB no
19 tahun 2019
tentang
Penyusunan Peta
Proses
Bisnis I
17| Penyusunan
' Peraturan tentang
' Software /Free Open
Source Software
18 | Penyusunarn =
Peraturan tentang
Standarisasi
Infrastruktur
Jaringan TIK
19| Penyusunan
Peraturan tentang
Standarisasi
- Aplikasi/Sistem
Informasi TIK
| 20 | Pemeliharaan dan
Pengembangan Satu
Data
21| Sinkronisasi
Arsitelktur Data
Pemkot Blitar - Satu
Data Nasional
22 Penyusunan
kebijakan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah

(Government Service
Bus|
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Peta Jalan Tata Kelola SPBE

No Nama Kegiatan - Keterangan 2021 2022 2023 2024

2025

1:2018 tentang Sistem
Manajemen Layanan

24 | Evaluasi SPBE secara
periodik

25 | Evaluasi Rencana
Induk SPBE secara

periodik

26 | Evaluasi Kinerja Tim | Penyusunan
Koordinasi SPBE program kerja
tahunar,
pelaksanaan
program dan
evaluasi capaian
kinerja

27 | Forum Kolaborasi Wadah informal
SPBE untuk pertukaran
informasi dan
peningkatan
kapasitas
pelaksanaan SPBE.
Anggota meliputi
pclalku usaha,
masyarakat, wakil
perguruan tinggi,
lembaga penelitian,
dll. Forum
kolaborasi dalam
bentuk pertemuan
informal/ FGD

«  4.5.2, Peta Jalan Manajemen SPBE

Pada tabel 4.13 dapat dilihat Peta Jalan Manajemen SPBE Pemerintah Kota
Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.69 - Peta Jalan Manajemen SPBE 2021-2025

Peta Jalan Manajemen SPBE
No| Nama Kegiatan Keterangan mf] 2022 2023 2024 2025
'_lI Pembuatan Pedoman
Pedoman dan Manajemen
Risiko SPBE
| Pembkot Blitar 1
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Peta Jalan Manajemen SPBE
Ne Nama Kegiatan Keterangan 2021 2022 2023 2025
Pembaharuan harus mengacu
Pedoman pada
Manajemen Permenpan RBE no
Risiko SPBE 5 tahun 2020
tentang Pedoman
Manajemen
I Riziko SPBE
| 2 | Pelaksanaan dan Penerapan
evaliasi Manajemen
penerapan Risiko SPBE

harus direvin

Manajemen Risiko L
SPBE di seluruh | S€0AP taiun
OPD
3 Penyusunan dan | Pedoman/standar
Pembaharaan Keamanan
Pedoman/Standar L‘:ﬁ;:ﬁ‘ims
e Perban BSSN no
Informasi | 4 tahun 2021
tentang Pedoman
Manajemen
Keamanan
Informasi
_4_- Penerapan
Manajemen
Keamanan
Informasi beserta
evaluasinya
5 | Penyusunan
Pedoman dan
Pembaharuan
Pedoman
Manajemen Data
6 | Penerapan "P'E'IICTB.IJIEIH |
Manajemen Data | Manajemen Data
beserta meliputi proses
evaluasinya pengelolaan
arsitektur data,
data induk, data
referensi, basis
| data, dan
| kualitas data.
7 | Penyusunan Aset TIK
Dokumen mencakup
pedoman perangkat lunak,
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| Peta Jalan Manajemen SPBE
| No| Nama Kegiatan & Keterangan | 2021 2022 2024
pelaksanaan perangkat keras,
Manajemen Aset | data dan
TIK informasi,
infrastruktur,
SDM, lisensi,
data, SOF,
OULsoIrce
services, dan IT
asset register.
& | Penerapan
Manajemen Aset
TIK beserta
evaluasinya
Ei Penyusunan | Pedoman memuat
Dolumen  serangkaian
pedoman proses
pelaksanaan managjemen SDM
Manajemen SDM | SPBE mulai darn
SPBE perencanaan,
pengembangan,
pembinaan, dan
pendayagunaan
SDM dalam SPBE
10 | Penerapan
Manajemen SDM
SPBE beserta
evaluasinya |
11 | Penyusunan Pedoman harus
Dokumen dan memuat
Pembaharian ﬂcrz:ngkm:m
Dokumen Eanziemen
R pengetahuan
Pelaksanaan mulai dari
Manajemen pengumpulan,
Pengetahuan I pengolahan,
SPBE, | penyimpanan,
penggunaan, dan
alih pengetahuan
dan teknologi
yang dihasilkan
' dalam SPBE.
12 Penerapan
Manajemen

Pengetahuan
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Peta Jalan Manajemen SPBE
No| Nama Kegiatan Keterangan 2021 | 2022 2024 2025
SPBE di semua
OPD beserta
evaluasinya
13 | Penyusunan Pedoman
Pedoman Manajecmen
Pelaksanaan Perubahan SPBE
Manajemen harus meliputi
Perubahan Perubahan
Aplikasi,
Perubahan
Perangkat Keras,
Perubahan
Peranglat Lunak,
Perubahan
Infrastruktur,
Perubahan Proses
Bisnis,
Perubahan
Lingkungan
Organisasi,
Perubahan
Lavanan,
Perubahan Data,
Perubahan
Keamanan dan
| Perubahan
Arsitektur,
14 | Penvusunan
Dokumen dan
Pembahaman
Dokumen
Pedoman
Pelaksanaan
Manajemen
Layanan SPBE,
15 | Penerapan
Manajemen
Perubahan SPBE
di semua OPD
beserta
evaluasinyva
- al

4.5.3. Peta Jalan Layanan SPBE 2021-2025

Pada tabel 4.14 dapat dilihat Peta Jalan Layanan SPBE Pemerintah Kota

Blitar Tahun 2021-2025.
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Tabel 4.70 - Peta Jalan Layanan SPBE 2021-2025
; Peta Jalan Layanan SPBE

No

Fmgtmbang;n

Sistern |

Informasi

Eksekutif
Terintegrasi

n.m.m:ﬂ-tu]

Keterangan

2023

Penyediaan
sotfware
berlisensi

Penerapan
Sistem
Penghubung

Layvanan wuntuk
integrasi layanan
SPBE

Pengembangan
Aplikasi
Sistem
Informasi

Manajemen
Pengetahuan

Sinkronisasi
layanan e-
planning,
ebudgeting dan
manajemen
keuangan
denpgan SIFD
|Sistem
Informasi
Pemerintahan
Dacrah)

Integrasi
Layanan
Manajemen
Kepegawaian
dengan BEN dan
Layanan

Kinerja Pegawai

Integrasi
Layanan
Akuntabilitas

Kinerja
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Peta Jalan Layanan SPBE

Nama Kegiatan

2025

Organisasi
dengan
Layanan

Manajemen
Keuangan

Penerapan
Layanan
Kearsipan
Dinamis di
semua OPD

Integrasi
Layvanan

| Kearsipan

Dinamis dengan

' Layanan

Manajemen
Kepegawaian,
Manajemen
Perencanaan dan
Manajemen

Keuangan

10

Integrasi Layanan
Pengelolaan

Barang

| Milik Negara

dengan Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa,
Layanan
Penganggaran
dan Layanan

Manajemen
Keuangan

11

Integrasi
Lavanan
Pengawasan
Internal dengan
Layanan
Penganggaran
Berbasis
Elektronile,
Layanan
Penpadaan
Berbasis
Elektronik,
Layanan




Peta Jalan Layanan SPBE

Nama Kegiatan

2024

2025

Perencanaan
Berbasis

Elelktronilk,
Layanan
Keuangan
Berbasis
Elektronik

12

Penambahan
fitur analitikk data
pada Layanan
Pengaduan
Layanan Publik

13

Pengembangan
Layanan Data
Terbuka

Kota Blitar

14

Integrasi
Layanan Data
Terbuka Kota
Blitar dengan
Layanan Data
Terbuka
Pemprov Jawa
Timur dan
Layanan Data

Terbuka Masional

15

Update Konten
dan Pcnambahan
Fitur Analitik
Data Layanan
Data Terbuka

Penambahan
fitur transalei
layanan JDIH
dan integrasi
dengan Layanan
JDIH Nasional

Pengembangan
Portal Pusat
Layanan SPBE

Evaluasi Layanan
secara periodik

Pengembangan
Big Data
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Peta Jalan Layanan SPBE

Nama Kegiatan

2021

2025

Analytics pada
layanan SPBE

20

Pengembangan
Aplikasi Sistem
Informasi
Manajemen
Pengetahuan

21

Pengembangan
dan Update
Portal

Pusat Layanan
SPBE

Blitar Tahun 20:21-2025.

4.5.4. Peta Jalan Infrastuktur SPEE 2021-2025
Pada tabel 4.15 dapat dilihat Peta Jalan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota

Tabel 4.71 - Peta Jalan Infrastruktur SPBE 2021-2025

Peta Jalan Infrastruktur SPEE

No

e

Nama Kegiatan

Keterangan

2021

2022

Pembangunan
Jaringan Fiber
Optic untuk
Backbone untulk
semua OPD

1

Pemeliharaan,
Pengamanan,
Penambahan
Jaringan Wired
maupun Wircless

| Peningkatan dan

Pengaturan
Alokasi Bandwidth
Internet

Penyediaan Public
Access Point (Free
WiFi)

Peningkatan
Kinerja Data
Center




T

Peta Jalan Infrastruktur SPBE
No Nama Kegiatan Keterangan | 2021|2022 2023 2024 :ne:ui
6 | Pembangunan '
Hybrid Cloud
Computing

7 | Pengembangan
Disaster Recovery
Center

8 | Pembangunan
Emergency Call
Center

9 | Pen gq:mlﬁmgan
Network Operation
Center

10 | Penyediaan
Helpdesk Service
dan IT Support

11 | Pengembangan
Secunty Operation
Center

12 | Integrasi Data
Center Pemkot
Blitar ke Data
Center Pemprov |
Jatim

13 | Integrasi Data
Center Pemkot
Blitar ke Pusat

Data Nasional

'14 Penyediaan
Network

Monitoring Tools

. 4.5.5. Peta Jalan Aplikasi SPBE 2021-2025

Pada tabel 4.16 dapat dilihat Peta Jalan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota
Blitar Tahun 2021-2025.




Tabel 4.72 - Peta Jalan Aplikasi SPBE 2021-2025

Peta Jalan Aplikasi SPBE
N Nama Aplikasi SKPD 202 | 202 | 202 | 202 | 202
o Pengguna 1 2 3 4 5
1 | Layanan dan Badan
| Database Kesatuan
Kesbangpol (E- Bangsa, Politik
LANDA) dan
Penangpulanga
n Bencana
2 | CSR KOTA BLITAR | Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
3 | SMART SURVEY | Bagian
(Upgrade) Pembangunan
dan Layanan
Pengadaan
4 | Sistem Informasi | Bagian
Managemen Data Perekonomian
| Kesra dan Kesra
|SIMDAKESRA|
(Upgrade)
5 | Sistem Informasi Dinas
Pelayanan Kependuduka
Administrasi n dan
Kependudukan Pencatatan
(SIPAK) ' Sipil
£ | Sistem Informasi Dinas
Kesehatan Hewan Eetahanan
dan Peternakan Pangan dan
(SIMASTAHANPENA | Pertanian
K) (Upgrade) !
7 | Blitar Kota Serba Dinas
Ada (BLIKOSDA) Komunikasi,
U de) Informatika
PEFS dan Statistik
B Melap-nrk-z;ﬁ Dinas
Kelahiran dan ' Komunikasi,
Kematian Informatika
[EMELATTI) dan Statistik
(Upgrade] | . I
0 ' Sistem Informasi Dinas '
Fasilitas Kesehatan | Komunikasi,
dan Peta Sebar Informatika
| Penyakit (INFOKES) | dan Statistik
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N Nama Aplikasi SKPD 202 | 202 | 202 202

o Pengguna 2 3 4 5
(Upgrade]

10 | Sistem Verifikasi | Dinas T
Data Komunikasi,
Kependudukan Informatika
ISIDAKU) dan Statistik

11 | Sistem Informasi | Dinas
Rawat Inap Komunikasi,
Elektronik [SIRINE) | Informatika

dan Statistik

12 | Sistem Informasi Dinas Keperasi
Dana Bergulir dan UKM
(SIDALIR)

{Upgrade)
b

13 | Visit Blitar Dinas

Pariwisata dan
Kebudayaan
14 | SLOGAN Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
PA, PB dan KB
15 | Panitia Seleksi Dinas
| Calon Anggota Pendidikan
| Dewan Pendidikan
| Kota Blitar
: (PANSEL-DP)

16 | Info PKL Kota Blitar | Dinas
(PEKAS) Perdagangan
(upgrade) qB.

PEF Perindustrian

17 | PINTAR ONLINE | Dinas
SHOP Perdagangan

' dan
Perindustrian

18 | Aplikasi Absensi Badan
Herbasis Lokasi Kepegawaian
(AKST) Daerah

19 | E-FORMASI ‘Badan

| Kepegawaian

Daerah
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Peta Jalan Aplikasi SPBE

N Nama Aplikasi SKPD 202 | 202 | 202 | 202
o Pengguna 1 2 3 4
20 | SIAP | Badan "
Kepegawaian
Daerah
21 | Sistem Informasi Badan
Bea Perolehan Hak | Pendapatan,
atas Tanah dan Keuangan dan
Bangunan Asct Daerah
(SIBPFHTB)
22 | Sistemn Informasi ' Badan
Managemen PEB Pendapatan,
(SIM PEB) - Keuangan dan
Aset Daerah
23 | sISMIOP Badan
Pendapatan,
Keuangan dan
Aset Daerah
24 | Sistemn Terintegrasi | Bagian Hulum
Informasi Jabatan | dan Organisasi
(SISTER
MANJA)
‘25 | Perijinan Nakes Dinas 1B
Kesehatan
26 | Aplikasi | Dinas
Pengelolaan Komunikasi,
Keuangan Sekolah | Informatika
Terpadu dan Statistik
fupgrade)
|27 | E-RUSUNAWA Dinas
Perumahan
Ralkyat
|28 | E-Klaim INA-CBG | RSUD Mardi
Waluyo

4.5.6. Peta Jalan Keamanan SPBE 2021-2025

Pada tabel 4.17 dapat dilihat Peta Jalan Keamanan SPBE Pemerintah Kota
Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.73 - Peta Jalan Eeamanan SPBE 2021-2025




79

Peta Jalan Keamanan SPBE

No Nama
Kegiatan

Keterangan 2021 | 2022

1 | Pembuatan
| Dokumen Tata
Kelola
| Keamanan
Informasi

2 | Penyusunan
standar teknis
dan prosedur
keamanan
SPBE

3 | Penyusunan
standar teknis
keamanan
aplikasi
berbasizs web

4 | Penyusunan
standar teknis
keamanan
aplikasi

berbaais mobhile

5 | Analisis Risiko
Keamanan
Informasi

6 | Sosialisasi
Edukasi
Kesadaran
Keamanan
Informasi

7 | Analisis
Kerentanan
Keamanan
SPBE

EEREERE

& | Penetration
Testing untuk
uji coba
keamanan
server dan
infrastruktar

jaringan

Q .ﬁm&ntijmn
CSIRT Kota
Blitar

10 | Penanganan
Insiden




23

‘Peta Jalan Keamanan SPBE

Nama
Kegiatan

2024

2025

11

| Keamanan
SPBE

Penerapan |
sistem
pencadangan
berkala
(backup &
Tecovery)
Penerapan
Single Sign-on
untuk
autentikasi
jaringan dan
aplikasi

13

Konfigurasi
Firewall pada

SCMUE SCTVET

14

Intrusion
Detection pada |

Router

| 15

Penguatan
kramanan

pada semua
server

16

Penerapan
Dhgital
Signature pada
layanan -
layanan
penting

17

18

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certified
Information
System
Security
Professional
[CISSPH)

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certified
Information
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Peta Jalan Keamanan SPBE

Nama
Kegiatan

Keterangan 2021 2022

2024 2025

System Auditor
(CISA)

19

20

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certified
Information
Security
Manager
(CISM)

Sertifikasi
Certified
Metwork
Defender

21

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certified
Ethical Hacker

22

Pelatihan dan
Sertifileasi
Systems
Security
Certified
Practitioner
[SSCP)

23

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certaficate of
Cloud Security
Knowledge
(CCSK)

24

Pelatihan dan
Sertifikasi
Cisco Certified
Metworls
Associate

Security (CCNA
Security)

25

Sertifikasi SO
27001:2013
Information
Security
Manajement
System (ISMS)




. 4.5.7. Peta Jalan Audit TIK 2021-2025
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Pada tabel 4.18 dapat dilihat Peta Jalan Audit TIK Pemerintah Kota Blitar

Tahun 2021-2025.

Tabel 4.74 - Peta Jalan Audit TIK 2021-2025

Peta Jalan Audit TIK

Kegiatan

Keterangan

2021

2022

2024

2025

1 | Penyusunan

Audit Aplikasi

aleh auditor TTK
internal

5 | Audit
Infrastrulctar
SECArA
mandiri

Dokumen dan | SPBE terdiri
Pembaharunan | atas Audit
Pedoman Aplikasi Umum
Audit Aplikasi | dan Audit
Aplikasi Khusus

2 | Penyusunan | Audit
Dokumen dan | Infrastruktur
Pembaharuan | meliputi
Pedoman penerapan tata
Audit kelola dan
Infrastrukrur | manajemen

infrastruktur
SPBEE,
infrastruktur
SPBE, kinerja
infrastruktur
SFBE dan
aspek
infrastruktuar
SPBE lainnyva.

3 | Penyusunan | Audit Keamanan
Dolumen dan | SPBE terdin
Pembaharuan | atas Audit
Dolkumen Keamanan
Panduan Aplikasi dan
Audit Andit Keamanan
Keamanan Infrastruktur.

4 | Audit Aplikasi | Kegiatan Audit
sCCara Aplikasi
mandiri dilaksanakan

Kegiatan Audit
Aplikasi
dilaksanakan
oleh auditor TIK
internal
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| Peta Jalan Audit TIK
| No Nama Keterangan | 2021 | 2022 2023 2025
Kegiatan
6 | Audit Kegiatan Audit
Keamanan Keamanan
gecara dilaksanakan
mandiri oleh auditor
TIK /Sistem
Keamanan
Informasi
internal
7 | Audit Aplikasi | Kegiatan Audit
eksternal Aplikasi
[auditor dilaksanakan
eksternal oleh auditor TIK
tersertifikasi) | eksternal yang
rrerniliki
sertifikasi
auditor
TIK [ Sistem
Informasi
8 | Audit Kegiatan Audit
Infrastmuktur | Infrastruktur
eksternal dilaksanakan
(auditor oleh auditor TTK
eksternal eksternal yang
tersertifikasi) | memiliki
sertifikasi
auditor
TIK/ Sistem
Informasi
9 | Audit Kegiatan Audit
Keamanan Keamanan
eksternal dilaksanakan
{auditor aleh auditor
eksternal TIK/ Sistem
tersertifikasi) Keamanan
Informasi
cksternal yang
memiliki
sertifikasi
auditor Sistem
Keamanan
Informasi.
10 | Tindak lanjut | Cutput: Laporan
rekomendasi hasil
hasil audit reviu/ evaluasi
aplikasi dan
rekomendasi

tindak lanjut




iy

No

Peta Jalan Audit TIK

Keterangan

2021

2024

2025

hasil
pelaksanaan
Audit Aplikasi
SPBE

11

Tindak lanjut
rekomendasi
hasil audit
infrastuktur

Omtput: Laporan
hasil

reviu/ evaluasi
dan
rekomendasi
tindak lanjut
hasil
pelaksanaan
Audit
Infrastruktur
SPBE

12

13

Tindak lanjut
rekomendasi
haasil audit
keamanan

Dutput: Laporan
hasil
reviu/evaluasi
dan
rekomendasi
tindak lanjut
hasil
pelaksanaan
Audit Keamanan
SPBE

_F'B-ial:ihan dan

Sertifikasi
Audit Aplikasi

Pelatihan
diadakan oleh
Lembaga audit
terakreditasi
dan auditornya
terdaftar di

 BPPT

14

15

Pelatihan dan
Sertifikasi
Audit
Infrastruktur

Pelatihan
diadakan oleh
Lembaga audit
terakreditasi
dan auditormya
terdaftar di
BPPT

Pelatihan dan
Sertifikasi
Audit
Keamanan

Pelatihan
diadakan oleh
Lembaga audit
lerakreditasi
dan auditornya
terdaftar di
BPPT
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Peta Jalan Audit TIK
No Nama Keterangan | 2021 2022 | 2023 2024 2025
| Elﬂlt-l.'ll
16 Pelat:]'tan dan | Sertifikasi
Sertifikasi internasional '
Certified dari Information
Information Systems Audit
. Systems and Control
Auditor [CISA] | Association
(ISACA|

4.6. Rekomendasi Pelaksanaan Smart City Kota Blitar 2021-2023

Untuk memperlancar penerapan Smart City maka Dinas Komunikasi dan
Informatika telah menyusun dokumen Rekomendasi Pelaksanaan Smart City
Kota Blitar tahun 2021-2023.

- 4.6.1. Rekomendasi Pengelolaan Sistem Pemerintahan Terpadu

Pada tabel 4.19 dapat dilihat rekomendasi pengelolaan sistem pemerintahan
terpadu Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4,75 -Rekomendasi Substansi Kota Blitar Smart City |Single Portal
Smart City]

Tahap 1 Rekomendasi Rekomendasi Slogan
Brand
Perencanaan | Kota Blitar “PATRIOT: Pusat Layanan Terpadu
Brand Smart Smart City | Blitar Kota®
City Rata “PROKLAMATOR: Program
Hidaar, | Kesatuan Layanan Masyarakat
I Kota Blitar”
Tahap Pengelom Pengelompokkan Subtansi Fitur
4 gokkun Smart City dalam Fasilitas Singls Portal
Berdasar
kan
Dimensi
| Smart
e {
| Proses Smari Kiluster Fosilitas Informasi Kepegawaian
klasifik Gomverna
P S R
fasilit itur akses proses money kinero aparaiur sipil di h'crm
3 Blitar. finput stardar evaluasi, sosaran den capanarn
Lpang . 3 L : et i .
dimiliki kinerjo pegausal masingmosing rsbans m'!.J_.lll year, dan
iluh fransparans] proses mone gang engah difalankan).
setiap Bl o ercasm s e etk etk
orp ifer manitoring kehadiran ASN.
wnfuk
diinfegr
‘ azikan

Kluster Fasilitas Keuwarngan

.. daolam |




Jiteer
Jitur
hang
dirmiliki
oleh
Single
Paortal
smart

City.

Kluster Tata Kelola Pemerintohan

|

Kluster Layanan Masyarakat :
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mtem informaosi jadwal weberanghkatan bus di tenmn.af




-81-

e lorm ok o S

AL Fast il

istem m_,f::-ma:si rute ahgkmun e,

B h L £ S T a8 e S ST e A SR
Ls.tern :n_.l"nrma-m kstersed:m:m huf.n?

B . o e et S By i 6 st i b i
iztem jormasi rete kendaraan finformasi falon satu arah
dan dua arah, jalan doepot ditabul mobil dan tdak),

i=tem nformasi aris lalu lintes.

r_-irem J.r;,l'i:nr'mﬂ_u p-E'ﬂ"I.ﬂr'lIEh!Eﬁ urtgkuia.rl .saei'-:utah .:i!a.rl
arigkitan barang (SIPANSABAR)

-Paricir

Kluster Fogilitas Haormaonizas] Lingkungan Hidup @

Hla somssmanemireansnsnasimssnasmrrsm s s E R R R pnT Ry ER ety pe e
isbern informas] zonesi pembeangunan Ji Kete Blitar,
{Ditengkapi peta interakli zonasi pembangunen Kota Blitar).

Smnart
Bocisty

Kluster Faosilitas Pendidikan ;

apnodik

FPOE

e A s i B et N e R e B e e e e T PR T TR A Y
-Library/ E-Perpustakaan [Fasilitas perdafiarn
keangguiaan perpustataan daerah online),

il e

istem irlﬁ:rnnﬂ:!_p.mﬂ-uh aebnmn gru-"u w dan siswa multi year,

B ansssinn A e pE R R T T

ksez video dan materi pamb«e[ﬂ,l:zmn rﬁp!:h:i-s; &Hﬂn:l.l

aftar si!'fmIah .,-Iah. .'a:I.ﬂ:E'r.L'i.‘ .:.Ereri.-.tay_

c:ynnnﬂ nfmez. Slszem m_rurm.-:r_m penge!.u.!ﬂr:tn bunruﬂ:r

operasional sekolah [(SIPEOS)

Engeiu[ﬂﬂn Dmu Spsmu :iﬂn (P Sekatah IPETAGL'EILAH,I

Kluster Layanan Ketenagakerfoan &

o LA N L Wy e i e S
isben

137 7y 1y e J22 SRS RS kﬂarsa'dman !ﬂuiﬂrtg'a-rL




-H3-

ayanan Pendaflaran keglatan sertifikesi cerma
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ayanan konsultasi FKUB (Forum Kerukunan Umnat
Beragama),

Smart Kluster Layanan Proteksi Lingkungan :
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Laporan pengolahan sampah di Kola Blear,
Rekapitulasi keanekaragaman hayati df Kot Blilar
Stztem informast polus di Kota Bliftar,

Fitur pelaporan lingkungan online, (SILOLTE]

RO & oA

4.6.2. Rekomendasi Optimalisasi Pusat Data Terpadu

Data Center atau yang biasa dimaknalkan sebagai pusat data
merupakan sistem pengelolaan data terpadu yang mampu melakukan
tugas pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan
kembali data sehingga mampu memberikan dukungan dalam pengambilan
kebijakan (Decision Support System) [Henriyadi, 2008). Merujuk pada
pandangan Henriyadi (2008) Data Center sendiri tidak dapat dipahami
hanya scbagai kumpulan perangkat keras vang memiliki kapasitas
menyimpan data, lebih dari itu fungsi esensial dari Data Center justru
terletals pada kemampuan untulk menyediakan layanan alkses data secara
mudah dan akurat, Oleh karenanya dalam hubungannya dengan sistem
pemerintahan, kajian mengenai data center harus dititikberatkan pada
kontribusi sistem data center dalam mendukung pelaksanaan tata kelola
pemerintahan digital atau Smart Cify.

Pada tabel 4.20 berikut ini diuraikan mengenai rekomendasi optimalisasi
pusat data terpadu secara lebih terinci.
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Tabel 4.76 - Rekomendasi Optimalisasi Pusat Data Terpadu
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=
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Formula Subsions? | Data Unik Kedaerahan + Data
BPFS = Data Center.

| Penyusunan fitur dalam fozsilitas data center
didazarkan pada ;

o Dueta Publik yang berkoilan dengan peloyonon dasar.

o Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informoasi Publiic

Fitwr yang dapar ditambah dalaom rargha optimalizas]
Data Center ialah sebeagal berikuf

= Data Umum [Kependudukan Umum, Wilayah,
Ekonomi, Kesehatan, Keuangan)

B TR o Pt e PR A TV o T N .
erapifilast Statistik Heperdudukan Multl Years
{Gender, Agama, Pendidilan, Peta Distribusi
Jumlah Penduduk Berdasarkan

Wilayah, IPM].

Lo

ekapitiidasi data Keschaton ifumiah konaentrasi
pengyakil dalam kurun wakiu tertert).

ekapitulas] data daya serap keuangan masing-
masing OPD di Kota Blitar Multi Years.

E-J-:.ﬂplmh&uumlah E:Eﬂmm:..-"utﬂu penyedmnn
zonast wilayak rawan bencana di Kot Blitar,

A A s A A N LA S R s oA A ML

ata Wilayah (Peta Topografi, Peta Luas Wilayah,
Peta

Sebaran Potensi Wilayah, Peta
Rencana Pengembangan Perkotzan).

ceeemenn s pETRUM B LRGN Shcoromi.

Data Publikasi/Dokumen

Pemerintoh Hoto Bifar

Periu ada
update dara
preca fiturinfo
statistik ppang
terdapat pada
apifast Pusat
Cata Statistik
Kota Blitar
fAdatal.
Pengintegrasian
Layfoanar Pusoat
Dato Statisiik
(SIMPEDAK,
et

SIMDAKESRA)
Hota Biitar
don

platform Blitar
Smart City
(BEC].

Perln update
ot wrtuk
beberapa fitur
ol dalam portal
Data Center
Adata Kofg
Blivar, (Periu
adanya
pemmutakhiran
data pada
Kolom fitar
Dinasa
Parperisata dan
Kebudayaan,
Dinas
Kepemudaan
dan Olabraga,
Dinas
Pendidikan,
Dinas
Penanaman
Madal T

Kerja dan
FTEP, Dinas
Sosial, Dinas
Perdagangan
dan
Perindustrian,
Dinas
Kesehatan,
Badan
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ekapitulnsi Publitasi Dolumen [Dokumen Hasil Bangsa dan
Kajian, Dokumen Publikasi Politik dan
Pensnggulanga
BPS, Dokumen Roadmap Pembangunan Kota, 1 Bencana).
Masterplan Smart City].
Data Kinerja OPD Porls nda
o e s o £ 8 ot o £ e TR 4R R r R a4 B 3 A PR R RS pengelompokan
ekapiiulasi Data Kepuasare Lﬂyr:.mﬂn jJumlah dan layandrn dota
kategori sduan, peringkat kepuasan masyarakat pada fitur
terhadap layanan masing-masing OPD) Eraatbats
3 Statistik.
| ekapituias jumiah permintaan informasi gang ﬁf”ﬁmm“
diterima, waktu pang diperiukan dalem pemberan - i
| tformast, jumlah pemberian dan penslakan gﬁ;mg—musmg
perminiaan informost, alasan penolakan irnformast pbngeiompokan
| ClCEEE LEFTLLLITE,
pengelompoian
data publikast/
dokumen, Data
| Kinerja OFD)

4.6.3. Rekomendasi Peningkatan Security Information System

Merujuk pada Bab Il pasal 7 Peraturan Menter Komunikasi dan
Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen
Pengaman Informasi, praktik security information system atau vang
lebih dikenal dengan jaminan keamanan masyvarakat dapat dilakukan
melalui dua tahap. Pertama bagi institusi penyelenggara sistem
keamanan data rendah proses pengamanan informasi dapat dilakulan
dengan menerapkan pedoman indeks keamanan informasi (KAMI), dan
kedua adalah bagi penyelenggara sistem keamanan data tinggi
diwajibkan untuk menerapkan sistem keamanan standar SNI ISO/TEC
27001. Dalam proses penyelenpggaraannya upaya untuk menjamin
keamanan data tersebut dapat diekukan dengan melakukan
assessment kesiapan keamanan informasi yang dilakukan dengan
menggunakan standar keamanan informasi berbasis indeks KAMI
(Yunella et al., 2020).

Secara sederhana indeks KAMI sebagaimana yang dimaksud
pada penjelasan di atas, umumnya merupakan proses pengukuran
tahap pertama yang dilakukan cleh suatu institusi sebelum melangkah
menuju  proses audit keamanan data berbasis SNl [SO/IEC
27001:2013. Dalam proses audit KAMI beberapa komponen penilaian
vang diuji meliputi 6 standar keamanan yang juga telah disesuaikan
dengan standar ISO/IEC 27001:2013, 6 standar keamanan data ini
melipuati ;

a.  Kategori sistem elektronik yang digunakan oleh institusi;

b, Tata kelola keamanan informasi;
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Penpelolaan rizgiko keamanan informasi;
Kerangka kerja keamanan informasi;

Pengelolaan aset informasi, dan

f.  Teknologi dan keamanan informasi.

g Suplemen (Kaitannya dengan kerja sama layanan data dengan
pihak eksternal)

Selanjutnya dalam pemahaman yang lebih mendalam, upaya untuk
meningkatkan kualitas Securily information system umumnya dapat
dilakukan dengan melakukan beberapa agenda kerja yang berfokus
pada peningkatan kualitas keamanan data. Merujuk pada evaluasi
Assessment KAMI vang telah disclenggarakan di banvak daerah,
diperoleh kesimpulan umum bahwa upaya meningkatkan lkualitas
keamanan data dapat dilakukan lewat beberapa hal, yvalmni ;

Indikator Tata Kelola Informasi

i

.

b.

Membuat dokumen tata rencana pengamanan
informasi/ manajemen keamanan data;

Menentukan peran dan tanggung jawab struktural terkait
keamanan informasi;

Program sosialisasi keamanan informasi;

- Melakukan indeks /audit keamanan informasi

mengpunalkan sertifikasi KAMI / [SO/IEC 27001:2013

Indikator Pengelolaan Risiko Heamanan Informasi
Indikator Kerangka Kerja Keamanan Informasi

d.

b.

Membuat prosedur recovery data pasca terjadi kerusakan
data;

Membuat prosedur pendisiplinan kerja (dapat berupa
ancaman sanksi maupun Tindakan lain yang diperlukan
apabila ditemukan sabotase data).

Pengelolaan Aset Keamanan Informasi

a.

Membuat dokumen persetujuan/perjanjian dengan
seluruh pihak terkait tanggung jawab keamanan
informasi;

Membuat dokumen/aturan penggunaan informasi /data;

£. Membuat persyaratan melakukan transfer dokumen /data

d.

dengan pihak eksternal;

Membuat manajemen kontroling keamanan sistem
informasi.

Teknologi Keamanan Informasi

b.

Perlu terdapat rencana/agenda pengembangan keamanan
perangkat lunak pengamanan data/informasi;

Prosedur dan pedoman mengenai pilihan penegakan kata
sandi yang kuat pagl setiap pengguna;

Manajemen brankas kata sandi;
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d. Melakukan kontroling virus/ malware/ ancaman lain vang
munglin muncul.

. Suplemen (Indikator Hubungan Dengan Pihak Eksternal)

a. Membuat kebijakan/prosedur tertulis mengenai
pengelolaan data dengan pihale ketiga;

b. Membuat kebijakan/prosedur tertulis untuk memiliki hak
pantau atas keamanan data dalam hubungannya dengan
pihak ketiga;

c. Memastikan keamanan data pada sistem cloud service;

4.6.4. Rekomendasi Hegiatan Optimalisasi Smart City Hota Blitar

Berdasarkan dokumen Smart City Kota Blitar tahun 2021-2023 maka
dapat diketahui berbagai rekomendasi kegiatan untuk mengoptimalkan
pelaksanaan Smart City Kota Blitar seperti yang tercantum pada table
+.21,

Tabel 4.77 - Rekomendasi Kegiatan Untuk Mengoptimalkan
Pelaksanaan Smart City Kota Blitar

e = S BT T
Kegiatan

Program evaluasi dan Dinas Komunikasi, Program
review Master Plan Informatika, penduloung
Smart City Kota Blitar. dan Statistik. implesentast
Program  evaluasi | Dinas Komunikasi, Program
terstruktur Informatilea, pendukung
pfalaks,a.na.lan Smcllrt City lar Statistik. implementasi
di Kota Blitar setiap

tahun.

Perlu ada rekapitulasi | Dinas Komunikasi, Program
hasil evaluasi Smart Informatika, pendukung
City Multi Year. dan Statistik: implementasi
Realisasi Single Portal | Dinas Komunikasi, Perlu menjadi|
Smart City | Parria Informatika, Program
Smart City. dan Statistil, prioritas
Sosialisasi Dinas Komunikasi, Perlu menjadi
pemanfaatan TIK Informatika, program
sehagal instrumen dan Statistilk prioritas
pendukung Smart City. el b

Program realisasi Dinas Komunikasi, Perlu menjadi
regulasi / payung Informatika, program
hukum Srmart City T prioritas,
Kot Blitas dan Statistik.
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No. Kepiatan OPD

7. | Realisasi regulasi Dinas Komunikasi, Perlu menjadil
dewan Smart Cityy. Informatika, program
dan Statistik. pRioEitag.

Berdasarkan dokumen Smart City Kota Blitar tahun 2021-2023 maka
dapat diketahui berbagai rekomendasi kegiatan pendukung lainnya
untuk mengoptimalkan pelaksanaan Smart City Kota Blitar seperti
vang tercantum pacda table 4.22.

Tabel 4.78 - Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya

fepiatan Pendukung Lainnva

1. | Smart a. Perlu ada pembahasan Dapat
Governance menyeluruh mengenai diinistasi olch
(Birokras:, konsep/ telknis anggaran dan | Diskominfotik, |
Service, pe}al-taanaan Smart City Kota | gaspppa
Policy) Blitar dengan mengundang

OPD terkait. Hal ini dilakukan
untuk menumbuhkan
tanggung jawab masing-
masing OPD dalam
mendukung pelaksanaan
Smart City Kota Blitar. Perlu
diketahui pula bahwa
implementasi Smart City tidak
hanya menjadi tanggung |
jawab Diskominfotik Kota
Blitar, namun juga menjadi
tanggung jawab seluruh OPD
melalui tupoksinya
masingmasing;

b. Pengembangan/
Optimalisasi fitur data center
(Sam Data Kota Blitar)
disertai dengan mekanisme
update data berkala dan
mekanisme pertukaran data
antar institusi;

c. Koordinasi pengembangan
aplikasi pendukung birokrasi
pelayanan publik;

d. Pengembangan sistemn
pengaduan dan evaluasi

| kinerja OPD secara online dan
terintegrasi
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Smart Branding
(Turisme, bisnis,
kenampakan
Jfisik kota)

. Pengembangan

lokal

. Pengembangan Kawasan

Wisata Kota Blitar yang
edukatif, inklusif, dan
berwawasan lingkungan;

. Pengembangan kawasan

wisata yang sesuai dengan
kearifan lokal masyarakat
Kota Blitar;

. Pengembangan tempat wisata

tematik di Kota Blitar;

. Pelatihan kelompok sadar

wisata

[hospitality);

. Pengembangan zona wisata

aman dan nyaman;
fasilitas
pembelian tiket online;

. Sistem monitoring

penginapan, hotel dan
infrastruktur wisata lain;

. Pengembangan fasilitas

wirausaha yang mendukung
peningkatan ekonomi
masyarakat kawasan wisata,

1. Pembangunan tata

kota /infrastrukiur kota yang
menunjang image,/ branding
Kota Blitar;

Pengembangan produk

Kota Blitar sebagai sarana
untuk meningkatkan daya
tarik wisata.

Dinas |
Pariwisata,

dan OPD lain
yang |
berkaitan.

Smart Society
(Security,

Learning dar
Comrmurity)

a. Kebijakan Pemanfaatan
Publik Area/Penyediaan
fasilitas ruang publik yang
mendorong kreativitas
masyarakat;

b. Pengembangan kurikulum
muatan lokal yang
berorientasi pada
pembekalan peserta didik
dari bahava kenakalan

remaja;

Dinas
Fendidikan,
BPBD, Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik,
Dinas
Perhubungan,
TNI, FKUB,
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c. Pelatihan keselamatan diri
masyarakat terhadap
bahaya bencana:

d, Pembinaan wawasan
kebangsaan di masyarakat
untuk menghindari praktik
intoleransi;

(k. Pemetaan jumlah halte dan
rute penunjang bus sekolah;

Penambahan layanan Wifi

gratis di Kota Blitar
. Optimalisasi layanan darurat

112 Kota Blitar;

. Dptimalisasi perangkat CCTV

untuk memantau keadaan
masyarakat

Diskominfotil,
dan

OPD lain yang

terkait.

4 | Smart Living |
(Harmaony,

.

Health, Mobilify) | b.

Fi

d.

Promosi pola hidup sehat di
setiap fasilitas umum;

Penambahan layanan
informasi jadwal dolter;

Perlu ada menitoring kualitas |

sebaran gizi makanan,

Pengembangan aksesibilitas
sarana Kesehatan. Program
penyiapan infrastrulctur
yang mempermudah
masyarakat

datang ke layanan
Keschatan; Program healthy
sidewalk;

Perlu ada tinjauan mengenai
harmonisasi fasilitas
Keschatan dengan fasilitas
lain.

(Konektivitas antar fasilitas
LI,

Pengembangan fitur ATCS
vang dapat diremote di
ruang kontrol ATCS dishuh.

Dinas
Kesehatan,
Dinas
| Perhubungan,

'dan Dinas lain
terlait.

5 Smart Economyy
{Welfare,
Transaction,

Industry]

Tindak Lanjut Program
Pengentasan Kemiskinan ;

¢, Program kontroling dan

evaluasi pendamping PEKH;

Dinas |




Bekomendasi Keriatan P

(3] Smnr?
Enuvironment
(Waste, Energy,

Protection)

Program kontroling dan
evaluasi penyaluran bantuan;

Program sinkronisasi data
warga miskin dan data
kependudukan:

Pengembangan aplilkasi
bidang bisnis dan investasi;
Pengembangan melkanisme

transaksi digital untuk pasar
tradisional;

. Pengembangan aplikasi

pantau harga bahan pokok di
Kota Blitar;

Pengembangan sistem
informasi persediaan dan
permintaan bahan pokok di
Kota Blitar:

Program penpembangan
manajemen UKM;

Program pelatihan
kewirausahaan sosial;

Program pengembangan
marketing UKM vang
kongruen dengan branding
wizsata Kota Blitar;

. Program stimulasi

pembukaan wirausaha baru.
Membuat forum wirausaha

muda/ wirausaha pelajar di
Kota Blitar,

Koperasi, dan
Dinas lain
terkait,

Perlu adanya pemberdayaan
masyvarakat untuk
melakukan kegiatan
pemisahan sampah mandiri;

. Pengembangan mekanisme

bank sampah dan
pengelolaan sampah berbasis
pemberdayaan masyarakat;

Koordinasi perencanaan
kebijakan pengurangan
sampah;

Perlu terdapart fasilitas
informasi cuaca atau kualitas

linglungan;

DLH, Dinas

Pertamanan
dan

Kebersihan,
Dinas

Pekerjaan
Umum,

Kelompok
Masyaralat,
dan pihak-
pthak lain
terkait
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Rekomendasi Hegiantan Pendukung Lainnova

Dimens Kegiatan /Program

e. Pengembangan fasilitas
taman kota inklusif;

f. Program keterbukaan
informasi tata muang;

g. Program pengelolaan sampah
menjadi barang berltualitas
atau energi terbarukan;

h. Program hemat energi;

i. Program pengembangan
budidaya tanaman toga dan
taman obat-obatan alternartif

di Kota Blitar.

4.7. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Blitar 2022-2025

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi
proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada
bagian berikut ini akan dibahas secara singkat arsitektur SPBE Pemerintah
Kota Blitar periode 2022-2025, Arsitektur SPBE ini dibagi menjadi 6 jenis
arsitektur yaitu:

1. Arsitektur Proses Bisnis
2. Arsitektur Data dan Informasi
3. Arsitektur Layanan
4. Arsitektur Aplikasi
5. Arsitektur Infrastruktur
6. Arsitektur Keamanan
4.7.1. Arsitektur Proses Bisnis

Pada tabel 4,23 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur proses
bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Ta.hel 4.79 - Arsitektur Proses Bisnis

Ter'n.ﬂ.uudnya. ) MEmngkatn:.?a. | Diskominfo | .RAE 09.03.05.01
ik bbbk ol i PENGELOLAAN
Pemerintahan layanan
Berbasis pemerintah INFORMASI
Elekttronil (SPBE) | berbasis PUBLIK

elektronik |
Terwujudnya Meningkatnya | Diskominfo | RAB 09.03.05.02
Sisterﬂl tatakelola dan LAYANAN
Pemerintahan | layvanan
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A1 J-hm\!.xj Lalidit .i1||
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INFORMASI
PUBLIK |

Terwujudnya Meningkatnya Diskominfo | RAB 09.04.02.01
Sistem tatakelola dan RAAN
Pemerintahan layanan i
Berbasis pemerintah KOMUNIEAS]
Elekttronik (SPBE) @ berbasis DAN INFORMASI
elektronik
et PUBLIK
Terwujudnya I Meningkatnya Diskominfo | RAB.09.03.01.01
Sistem tatakelola dan
Pemerintahan layanan i e
; : DAN
Berbasis pemerintah
Elekttronik |SPBE) | berbasis PENGEMBANGAN
elelktronik SARANA
PRASARANA
TIK
Terwujudnya Meningkatnyva ‘Diskominfo | RAB 09.03.01.02
Sistem tatakelola dan PENGEMBANG
Pemerintahan layanan
Berbasis pemerintah | AN APLIKASI
Elekttronik (SPBE) | berbasis | INFORMATIEA
elektronik
Terwujudnya Meningkatnya Diskominfo | RAB 09.03.01.03
Sistem tatakelola dan PEMBERDAVAAN
Pemerintahan layanan TIK
Berbasis pemerintah
Elckttronik (SPBE) | berbasis
elektronik
Terwujudnya Meningkatnya | Diskominfo | RAB 09.03.03.01
Sistem tatakelola dan STATISTIK
Pemerintahan layvanan
Berbasis pemerintah
Elekitronik (SPBE]  berbasis
I elektronik
Terwujudnya ' Meﬁh:gkamjfa Diskominfo | RAB 09.03.01.04
Sistem tatakelola dan
PERSANDIAN
Pemerintahan layanan
Berbasis pemerintah
Elekttronik |SPBE) | berbasis

elelktronik
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4. 7.2, Arsitektur Data dan Informasi

Pada tabel 4.24 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur data dan
informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.80 - Arsitektur Data dan Informasi

ot 0T o e
Data Nilai Terbu | Data Tiga Dinas
Realisazi | Realisasi ka Keuang | Bulana | Penanam
) dan an n an Modal
Investasi | Investasi T ¢ dan
up Pelayana
'n
| Terpacdu
i Satu
Fintu
Data Eealizasi Terbu | Data Bulans | Badan
Realisagi | charuh ka Keuang n Pendapat
PAD b LA
Eald Daerah
Data Penyedi | Terbu | Data Tahun | Sehlaruh
Statiatil aan data | ka Statisti | &0 Perangka
yang dan I t
Sekreang ijmt Tertut Daerah
an ap
terintegr
asi
Data Peta | Terbat | Data Tahun | Dinas
. jaringan | as Lainnya | an Komunik
an::nmE::l internet asi dan
T dan Informati
intranest ke ka
Intranet seluruh
Pemkot | Perangkat
. daerah
Blitar
Data Terbat | Data Tahun | Dinas
METG as Lainnya | an Komunik
asi dan
Informati
ka




=Ttk ek i [t Frai ] e B S ] 0 A o | . ] 5
Data Data Terbat | Data Tahun | Seluruh
Infrastruk | Perangkat as Lainnya | an Perangka

keras dan t
L rangkat

E;l ik Daerah
Data Data Terbu  Data Tiga Dinas
Pengelola aplikasi ka Lainnya | Bulana | Komunik
an yang n asi dan
Aplikasi | o o0 \bang | ll.in:nrmau

kan dan

dikelola

oleh

Diskominfo
Data Data Terbu | Data Tiga Dinas
Kegiatan kegiatan kea Lainnya | Bulana I{umun.’:
Pengemba | pengemban | 1 ﬁ?l dﬂ;

nforma

ngan gan e

Sumber sumber
daya TIK
a TIK

iy yang |
dizelengpar I
akan
Diskominf
o

4.7.3. Arsitektur Layanan

Pada tabel 4.25 beriltut ini akan divrailkan mengenai arsitelttur layanan di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar,




Tabel 4.81 — Arsitektur Layanan

Wi |i.lll".|.ll

-05.

Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala Seksi Publik dan | RAB
Informasi Data | [@¥anan Data | layanan Data | Bidang Statistik Pemerintah | ho ha g3 01
i Statistik Statistik Statistik .
Statistik Vit s bk G o Statistik

Scktoral [publik dan (publik dan masi
pemerintah) pemerintah)
Tersedianya Penyediaan Ereksl.i i I;:blik. dm:—. RAB
Layanan _ informasi in l't:rnna?;l E"ldﬂ-“E Statistik
[nformasi geospasial Eeospasial ) Statistik
Geospasial untuk public untnk publilc |:dan ;
dan dari _ Persandian
pemerintah pemerintah
Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala Seksi Publik dan | RAB
Informasi layanan layanan Bidang Statistik Pemerintah 09.03. 03.01
_— informasi informasi .
ieti Statistik
Statistik atatiatil statistik e
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| Sektoral

publik untuk

publik untuk

Komunikasi
dan

sektoral untuk | sektoral Statistik
publik dan |y public (980
pemerin dim rsandian
pemerintah
Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala Sub Publik dan | RAB 09.03.
lafa i layanan layanan Bidang Substansi | Pemenntah | 05.01
: informasi informasi . | pengolahan Pengelolaan
Pkl publik untuk | public untuk HRomusiRe Informasi | Informasi
publik dan publilk dan dan Pubilik Publik
pemerintah pemerintah Informasi
Publik
Layanan Tersedianya Penyedian Kepala Sub Publik dan | RAB
Pengaduan layanan layanan Bidang Substans: | Pemerintah 09.03. 05.01
Pulblilk peng:aduan peng_adua.n Romanilkasl pn:ngnla.hla.n : Peigrlblaaii
publik publik Informasi :
Informasi
) Publik Publik
Informasi
Publik
Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala Sub  Publik dan | RAR
A layanan layanan Bidang Substansi | Pemerintah
Komunikasi - - R : 09,04, 02.01
Publik komunikasi komunikasi Wil Kemitraan Baitbrais
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publik dan publik dan dan | Informasi Komunikasi
pemeriniah pemerintah Informasi | Publik dan Informasi
Publik I Publik
Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala ' Sub Publik dan | RAB
Pryelar- layanan layanan Bidang Substansi | Pemerintah | 5q 03 501
luasan EIEE;:M' Eﬁgffar' Komunikasi ;:E f:_:;:f' Pengelolaan
;’:E{:}::&E] Informasi Informasi ':’-ﬂ;l : | Publik g-,l_fgmc :
Publik Publik dan [ gty
: Publik
pemerintahan

| Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala Seksi Publik dan A RAB
Operasional | lEl'_'r’EEL'n.EI.TI layanan Bidang Persandian | Pemerintah | 5g 03 01.04
F’s:ngam:_‘:‘t—an | operasional operasional Statistik dan Persandian
Persan-dian pengamanan PENEAMANAN | n. oandian

- persandian persandian :

| untuk publik Emk publik

| dan fos h
pemerintah pemerinta

Layanan ) i Sub Publik dan | RAB
Pengemban Eﬁﬁ;ﬂgﬂﬂm Penyel enggar Kepala ) Substansi | Pemerintah | 40 03 g1.03
gan Sumber | kegiatan | 200 SR e | Informatika | Pemberda e
Daya TIK pengembangan Peng & g vaan vaan TIK
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sumber daya | an sumber TIK
TIK | daya TIK
Layanan Tersedianva Penyediaan Kepala Sub Publik dan | RAB
Infrastruktur | infrastruktur | 12YA0An Aplikasi Substans:  |Femermtal] oo 05 01.01
TIK TIK (Jaringan infrastruktur | Informatika ana dan Pembangiin-
dan Pusat TIK (Jaringan i an dan
Data} untuk dan Pusat Pengembang-
Perangkat Data) untuk an Sarana
Giaierah Perangkat Pragarana TIK
Daerah
Layanan Akses | Tersedia nya Penyediaan Kepala Sub Publik dan | RAB
akses internmet | layanan Bidang Substansi | Pemerintah
Indernztidan dan akses Aplikasi Sarana dan g:rglfaggluiln
T intranet untuk | Memetdan | Informatika | g g0 dan
Perangleat Intranet TIK Pengembangan
untuk Sarana
Dae.nlah dan Perangkat Prasarana TIK
Fﬂ.ﬁli}tﬂ.ﬁ Daerah dan
Fabiik Fasgilitas
Publik




Panangpungs Init

W Ty TR
Pela b Ana

Layanan Tersedianya Penyediaan Kepala Sub Publik dan | RAB
Pengembangan Aplikasi untuk | layanan Bil:ljsmgl Substansi | Pemerintah | g 43 01 g2
A layanan pengembang- | Aplikasi Penigem- Pengembangan
P:rEgEM}a&n administrasi an dan nformatika | bangan . Aplikasi
Aplikasi . pengelolaan Informatilca Informatika
pemerintah o
aplikasi
daerah dan -
L
aplikasi ErHnges
layvanan publik Daerah
Layan an Tersedianya Penyediaan Kepala Seksi Publ ik RAB
| Statistik Iaj.ralnaln lavanan Bidang Persandian | dan . 09.03. 03.01
statistik statistik Siatistik Pemerintah .
Sekioral epltoral untulke ¥ Statistik
puhhln:rdan e Persandian
pemerintah untuk publik
dan |
pemerintah |

4.7.4. Arsitektur Aplikasi
Pada tabel 4.26 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
Tabel 4.82 - Arsitektur Aplikasi




Jraian Aplikasi
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Hhpy !-_4;_5-|'|l.|-2'|..'l_4_

Aplikasi Sistem Pengelolaan
SPIAN Pengaduan penyampaian Based
Pelayanan Publik Nasional DAL AApT AR
!
il (SP4N) - Layanan Aspirasi | 922 T’f"'z’-ﬂdua“
dan Pengaduan Online IEJF"'E i
Rakyat (LAPORY) adalah | “""0E YAng
layanan penyampaian terintegrasi
sSCIMuUA aspirasi dan dalam
pengaduan masyarakat penpgelolaan
yang terintegrasi secara pengduan secara
Masional dqngan laman berjenjang pada
e[-r.sesl website . setiap
www.lapor.go.i Penyeléng-gara
pelayanan
publik
Makota- Aplikasi e-mail resmi Menyediakan RAL. Web Dinas
mail Pemerintah Kota email _ 02.09. 04.01 Based Retmisilias
Blitar pemerintah kota Layanan e
Blitar Pengem-bangan Inbrmatiia
dan Penpge-
lolaan Aplikasi
Cloud -Iiumﬁtﬂsi awan i -Il;iEﬂ}'Ediﬂ.kﬂIl RAL. Web my Dinas
Pemerintah Kota Komputasi 02.09, 04.01 Heed SQL Komunikasi
Layanan

Blitar

Pengem-bangan




Uraian Aplikasi
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.I_:\:__f:l:n:':i_lu

AWan dan
Pemerintah Pengelolaan
Kota Blitar Aphkasi
SAMBAT ONLINE untulk RAL 01.43.
ini adalah sarana yang di mr:nj:i_-mhatani 03.02 Laysnen
sediakan untuk sekaligus Pengaduan
menjembatani sekaligus memudahkan bl
memudahkan warga kota Erga tota
khususnya untuk un];j;:mFa
la
e melayangkan
aspirasi, saran, kritik, iy
aspirasi,
pengaduan maupun sty itk
pertanyaan kepada
perangkat pemerintah pcngﬂﬂxan
Kota BLITAR. A
| pertanyaan
kepada
perangkat
pemerintah
Kota BLITAR.

dan
Informatika

“Web

Based

PH P

my
S0OL

Dinas
Kamunikasi

dan
Informatilea




Uraian Aplikasi
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Sistem tata kelola data Dinas
Pemda untuk menyediakan Based SOL K Hoaist
i menghasilkan data yang | data dﬂmun »
| akurat, mutakhir, N an .
terpadu, dan dapat i;ﬁsé#t:fﬁt;? Informatika
dipet tAngnin gaweaian dapat digunakan
Serta mudah diakses dan sebagai bahan
dibagi pakai PCTUMUSAan I
kebijakan dan |
sehagai
informasi yang
dapat
disebarluaskan
ke masyarakat
melalui Portal
Blitar Satn
Data
Suradi | Aplikasi Prrsuramrﬁ]ig,ital Pembuatan dan | RAL. 02,09, Web PHF my | Dinas
Kota Blitar pengiriman surat | 04.01 Layanan | Based (Code SOL Komunilcaz!
antar instansi Pengemban gan lgniter) i
pemer intah kota ddn Informatika
Blitﬁlt‘ Fl:ngclﬂlaan
Aplikasi
Media B Weh Word- Dinas
center Based Press

Komunikasi
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Layanan

em-bang

Weh Pemkot

CCTV

i Aplikasi yang menampil

kan peta cotv Kota Blitar
dan relkaman cctv Kota
Blitar yvang dapat diakscs
secara realtime oleh
Masyarakat

Smartcity

Portal Aplikasi Pemerintah
Kota

Blitar

RAB 09.03 Web Dinas
05,001 Based pS Komunikasi
dan
ey st Informatika
Informasi
Publik,
FABE 09.03
01,02 Pemba-
ngunan
Aplikasi
Informatika
Memberikan RAB 09.03 Web PHF | my Dinas _
Informasi terkait | .01.02 Baned 18QL | komunikasi
CCTV bemhangancan I dan Infor
Aplikasi | bl
vang ada di Kota | Informatika
Blitar
Mempermudah | pAR 09.03 Weh FPHP my Dinas
pencarian laman Based S0OL
{aplikasi .01.02 Komunikasi
Pembanpunan
Pemerintah Aplikasi Kan .
Kota Blitar Informatila Informatika




Nama

Aplikasi

Jraian Aplikasi
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| Dashboard | Sistem informasi RAB We my
terintegra si dengan Lapor an pada 09.03 b Ba SOL Dinas
bebrapa aplikasi OFD di Walik ota terkai t 010 wod Komunikasi
Kota Blitar mengpunalkan kinerj a Peran D
. e 2 Pemb an AT
data visualizasi gkat Daera h an Al f;i Infranatilin
Infor matik a
Potensi Potensi Kelurahan adalah | Memberikan We PHP n'i_‘.;mSE! ‘Dinas
Desa aplikasi pendataan yang W S— b Ba L Rammnrikast
dikhusukan untuk ]
kelurahan mengenai terkait gambaran sed dan :
gambaran menyeluruh menyeluruh Informatika
tentang karakter
kelurahan yang meliputi | tentang karalter
data dasar keluarga, kelurahan di
potensi sumber daya Kota Blitar
alam, potensi sumber
daya manusia, kelembag
aan, sarana dan
prasarana seria
perkemba ngan Informasi
di
Kelurahan
Aplikasi B o Web Dinas
CETTAR Fnasd

Komunikasi
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;-_r:l:ll_'_i SH

LTI T -

TN

dan
Informatika
112 Menampilkan Web my
WEBSITE | Aplikasi pengaduan ?ﬂ‘fggg‘um RAL B L
E&mrﬂt l};ang teri'.:ti'ltegra:i Hevavat dan 01.43. 03.02
lflu;gan PRI R menfasilitasi Layanan
Penpaduan
pengaduan :
dararat melalui FaRhk
website

4.7.5. Arsitektur Infrastruktur
Pembahasan arsitektur infrastruktur di ingkungan Pemerintah Kota Blitar terdin dan
« Fasilitas Komputasi
«  Komputasi Awan
« Perangkat Keras Jaringan
» Perangkat Keras Keamanan
+ Perangkat Keras Media Penyimpanan
» Perangkat Keras Server
¢ Jaringan Intra Pemerintah



4.7.5.1. Fasilitas Komputasi
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Pada tabel 4.27 berikut ini akan diuraikan mengenai fasilitas komputasi di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.83 - Fasilitas Komputasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Blitar

Fazilitazs

‘:. e 1T \ 1 'I:_ ==

Ruang 1 Sendiri | Dinas
Server Komunika
&i dan
Wiama Informatik
a
Ruang Sendiri | Dinas VPN
Server Komunika | Direktorat
Dukcapil sl dan Jenderal
Informatik | Kependudu
8 kan dan
Catatan
Sipil
Kementrian
Dalam
Negeri
Data Dinas | Sendiri Dinas
Center iy Eﬂdrr;?lmkﬂ
Slintain fa Isrllfc:nnatﬂ-:
Kominfo Prrain i
Provinsi ai
Jatim
Ruang 3 Gbps 21 Ruang | Sendiri
Server Mbps Server
Hapenda Bapen
| da
CC-Room | - Dinas
ATCS Perhu
| bunga
i - 2

4.7.5.2. Komputas Awan

Pada tabel 4.28 berikut ini akan diuraikan mengenai komputasi awan di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.84 - Komputasi Awan Dinas Komunikasi dan Informatika
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Pemilik Komputasi

Penyvimpanan Saas Sendiri Dinas Pusat Data
berbasis awan Komunikasi i
; nas
untuk berbagi dan Kominfo
berkas Informatika
Kota
| Blitar

4.7.5.3. Perangkat Keras Jaringan

Pada tabel 4.29 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras
jaringan di lingkungan Pemerintah Kota Elitar.

Tabel 4.85 - Perangkat keras Jaringan Dinas Komunikasi dan
Informatika

= e Y ; R o O ey o
Wam Deskripsi Tipe Hepemilikan

managable-, | Multilaver Dinas Komunikasi
awitch bahan Switch dan Informatika
Campuran Kota Blitar
4G TP link /, Router Sendiri Dinas Komunikasi
Router bahan :1{3:;1 [rét;i-trmatil{a
suport campuran ota ar

4.7.5.4. Perangkat Keras Keamanan

Pada tabel 4.30 berikut ini akan diuraikan mengenal perangkat keras
keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.86 - Perangkat Keras Keamanan Dinas Komunikasi dan
Informatika
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Dinas Pusat Data | SO 27001
Firewall | security Komunikssi | pings | Information
?T.J' el Azt Komunikasi Security
]]E.I:lﬂﬂ Informatika | dan | ;.
; . anagemen t
Besi Kota Blitar | Informatilca | Satei
| Kota Blitar |
IP Cam bahan Intmzion Dinas Puzat Data | 50 27001
Security Besi gi:tc{:tmn Komunikas: Hinas hifhomstion
System yEm dan Komunikasi g ity
Informatika | dan
) ! M t
| Kota Blitar | Informatilca E}i::ﬁimm |
| Kota Blitar |

4.7.5.5. Perangkat Keras Media Penyimpanan

Pada tabel 4.31 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras media
penyvimpanan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.87 — Perangkat Keras Media Penyimpan Dinas Komunikasi dan
Informatika

— = -
ity Py i ot e g
UesKrpsl | I

AEUEIORN Bidang Pusat Data
" i ﬁnm“nikaﬂi Infrastruktur | DISKOMINFO | Artached
Informatika | DISKOMINFQ | Kota Storage
Kota Blitar | Kota Blitar | [NAS)
. Blitar |

4.7.5.6. Perangkat Keras Server

Pada tabel 4.32 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras server
di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.



Tabel 4,88 - Perangka

t Keras Server Dinas Kom
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okas]

e

unikasi

Kanp

dan Informatika

Web Server Web Senn | Dinas Balafkot | Linu. | 2536 |Hig |96 | No
Baiiias 'l-'lr_l:l.mhs Bleis diri Komiaiii a Blitar | = aB h -n |n
_ asi frak | En Ea
ViFoal | unmk e d |icl
i=sa.si ﬁp:gma_l N,
(Prax- | SR tika
TR Pemerin I
web taly
VDR Kota
dirmilil | Blitar
Pemerin |
tah
Kota |
Blitar |
SeTVEr | Berver Server | Sen | Dinasz Balaikot | Lina | 200 | Hig | 2TE | Mo
Datab untsk Datab | diri Komii a Blitar | x GB ]E Eﬁ
ase manaje | ase kasi oy .
men d d id
databas | ey
- {ﬁ:'u-rma |
. . ik
aplikasi
berbazsi Pemerin
o tah |
Kots
Weh Blitar
mifils |
Pemerin
tah |
Kota |
Blitar |
Server | Web Web Sen | Dinas Balaikot | Linu | 128 | Hig | 2,5 Mo
E]r:Mk SEVer Server din Kamuint a Blitar | x (] 1] IE-L::rL TH ;a
untuk kasi d id
domain dan
dan Informa
subdom tika
airy Pemerin
> tak
tl;hta:kn Kota
Blitar
Srrver | Berver Doma | Sen [rips [Hruas J__.mmu- IIEE- Hig ] 1,2 )
backup | in diri X h f
ONsS 2 Komuni | Komun) GE. En TH Ra
DS Mame lasi lcasd 4 id
AR dan dan
Informa | Informa
tika tilom
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Kaota
Blitar
Server | Server | Doma | S8en | Dinas Linu Hig Mo
pvs1 [pNs | | M gomuni 3 B a
; En Fa
Name kasl d id
dan
Server
Informa
tika
Femerin
tah
Kota
Blitar
Berver | Server Web Sen | Dinas Linu Hig No
Komin HIHIE Server i Komumni i L 2
aplikasi En Ra
fo i kaszi q
milik R d id
nay Informa
Kommuarnd tika
kasi Pemerin
dan tahi
Informa Kota
tika | Blitar
Server | Server | Web den | Dinas Linu 128 | Hig | 1,2TB | Mo
pit untuk | i diri X b r
T e i g 9B | gn Ra
milik | da i id
Dinas informa
Kommani tika |
ks Pemerin
dan tah
Informa Kota
tidea | Blitar
Server | Server | Mail | Sen | Dinas Limu Hig
email | khusus By diri Kormuni X h
untuk | | kasi En
email S d
Eh‘;ﬂr Informa
B | tkea
| Pemerin
teh
Kota
| Blitar
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4.7.5.7. Jaringan Intra Pemerintah

Pada tabel 4,32 berikut ini akan diuraikan mengenai jaringan intra
pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.89 — Jaringan Intra Pemerintah Dinas Komunikasi dan
Informatika

Metro
QOPD

OFD
yang
dikelo
Ia
oleh
Bidan

E
Aptik
=1

Metra

-net

Sendiri

Dinas
Komun
ikasi
dan
Inform
atika

Fiber
Optic

OFPD

vang
ada di
Pemkot

Blitar

Sistem

Penghu
bung

Layana
n
Intranet
Blitar

. 4.7.6. Arsitektur Keamanan Dinas Homunikasi dan Informatika

Pada tabel 4.34 diuraikan mengenai Audit Keamanan SPBE Dinas
Komunikasi dan Informatika.

Kegiata | perlu

Ekster

n Audit | peninglk | nal

[ atan

sebagian

dirindakla

njuti

Pemerint
ah Kota
Blitar

Pada tabel 4.35 diuraikan mengenai Standar Teknis dan Prosedur Keamanan

SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 4.91 - Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Dinas
Komunikasi dan Informatika
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Nama Jenis Deskripsi Tanggal Instansi
Standar Mulai
Keamanan Penerapas
wullhi'y e | " o W
| Peraturan | Standar Pedoman 19 Met Badan
Badan Nasional Mansajemen ; Siber dan
202 1 :
: dan/atau Keamanan Sandi
Siber dan B g
Sandi s Informasi Sistemn | Negara
Terkait Teknis Pemerintahan :
Negara Nomor | dan Proaedur y
4 Kot Berbasis
amaiian Elekironik dan
Tahun 2021 SPRE | Standar Teknig
| dan Prasedur
Heamanan
Sistem
Pemerntahan
Berbasis I
Eleltromnilk .
| Peraturan T?_-:Euj_q.-ai Penataan nama i Dinas
Walikota Lalnsva | domain Komunikasi
tentang | dan
Pengmunaan Informatika
I MNamon Domain | l
i kotaBlitar.po.id

- 4.8. Rencana Strategis SPEE Nasgional

Pada tabel 4.26 berikut ini akan dapat dilihat Rencana Stralegis SPBE

MNasional.
Tabel 4.92 - Peta Rencana SPBE Nasionzl
No. Inisiatif Keluaran Target Penanggung
Strategis Waktu Szl
A Tata Kelola
SPBE
Pembangunan | Sistem 2018 - Menteri PAN

ke gPEE | Informasi
Arsitektur SPEE | Arsitektur SPH.F:|

| |« Arsitektur SPBE |
Nasional |
|

ts Arzitekiur SPBE
Instarnsi Pusal

2021 dan REB

2018 - Menten PAN |
2020 dan BB

2020 - Menteri/
2021 Kepala

Lembaga |
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Inisiatif KHeluaran Target Penanggung
5 dentans Jawab
Argitektur SPEE 2020 - i‘i.'epﬂiﬁ Daerah
Pemerinfah 2021
Daerah
Pembentukan Tim Koordingsi | 2018 - Menteri PAN
dan Penguaian SPBE Nasional 2019 dan RB
Kapasitas Tim
Koordinasi spae | *  Tim Koordinasi 2018 - Menterl/ Kepala
SHPRE Instanst 2019 Lembaga
Pusat
| Kepaio Daerah
Tim Koordinasi 2018 -
SPRE 20149
Pemerintah
Daerah
. —
Pengunton = Kebijfakan 2020 - Menteri PAN
Kebijakan SPBE mikro 2024 dan RB
Kebijakan meso 2018 - Tim Koordinasi
2019 SPEE
Nassorual
Kebijokan mikro '
2019- | Pimpinun
2025 K/L/D
Evraluas: Euvalunst SPBE | 2018 - |  Menteri PANRE
Penerapan Nasional 2025
Kebijakan SPEE Pimpinan
f Evaluasi SPEBE 2018 - K/L/D
Instansi Pusat | 2025
dleirl Peiterin ik
Daerah
. Menten
| 2018 Komunikast
| o Audit TIK 2025 Ban
Informatika, |
| Kepala BPPT, |
| clan
Kepalan BSSN
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auwrvel Penggunca Kebutuhan dan 2019 Pimpinan
SPBE Kepuaszan 2025 K/L/D
Pengguna
Portal Pelayanan Integrasi Proses 2018~ Meriteri PAN
. Bisnis 2025 dan RB
Publik yang Pelaganan
Terintegrasi Publik
Pemerintah
Pu=zat
2018 - Menteri
Portal 2025 Komunikass
Pelayanan dan )
Publik Informatika
Pemernintah
Pusat Egéj 5_ Menteri Dalam
Negen
Integrasi Froses
Bisnis
Pelayanan
Puhlik
Pemerintah 2018 - ;
Menteri
Daerah e Komunikasi
dan
Portal Informatika
Pelgyanan
Publik
Pemerintah
Daerah
Portal Pelayanan Integrasi 2018- | Menteri PPN/
Al Perencanaan, 2020 Bappenas
£ Penganggarar,
ril
Pemerintahan doi P
yang ; Barang dan
Terintegrast -
Pemerintah,
Akuntabilitas
Kinera,
Pemantauar
dan Evalucasi 2018 - Menteri PAN
2030 RE
Integrast

Repegauwaion
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‘ No. Inisiatif Keluaran Target Penanggung 4
! Strategis Waktu i id
N 2018~ | Menteri PAN
Nk 2020 | RB
Kearsipan
2018 - Menteri PAN
i le 7 . 2020 RE
i Alegrost
I Pengaduarn
' Publik | 2018~ |  Menteri
2021 Komuntkasi
|« Portal sam
I—hfﬂyﬂﬂﬂﬂ rﬂfb”ﬂﬂﬂkﬂ
| Administras:
| Permernintahan
] Penyelenggardaan Manafemen 2018 - Menteri
Marajemen Layanan SPBE 2021 Komunikasi
Dy
Layarnan ' ; .
¥ ; Portal Pusar 2019 Informatika
| Lapanan | 2021 Menteri
| | Kamunikasi
HDan
Injormating
C Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
o Penyediaan Pusat Data 2018 - Menteri
Pusat Data Nastomnl 2022 Komuinikasi
oy | Dan
Neggwra fmformatika |
Y
10 | Penyedigan s Pusat 2018~ |  Menteri
- Fengendalian 2022 Komunikasi
J Intra :
:mgmi 5 dan Jaringan D
meErnia Tnitro s
Ptitas oy Informatiko
2008 -
_ 20223 Pimpinan
| & Jaringon Infro K/L/D
l Instanst Puscat
f 201K -
| 20232 Guberntr

Jaringan fntra
Pemenntah
Daerli Prouinsg
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s oy e Tl i
Pendnooiing

Jawah

2018 - Bupati/
Jaringan Intra 2022 Walikata
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Hoto
11 Penyediaan Sistern 2018 - Menter
Sistern Penghubung 2022 Komunikasi
Layanan
Penghubung : Dan
Layanan Pemerintah Informatika
Pemerintah
12 Penyediaan Jaringan Pita 2018 - Menteri
Akses Lebar Yang 2025 Komunikasi
Berkualitas Berkualitas Do
Terhadap Informatika
Layanan SPBE
di Seluruh
Wilayah
Indonesia
13 Pengembangan Cloud Service 2018 - Menteri
Layanan 2025 Komuntkasi
Serbasis Integrasi Kanal Informitika
Teknologi | Layanan 2018 -
Layanan Berbagi 2025 Menteri
Pakai o Komunikast
Repasitort 56 Dan
Aplikasi Umum 3
2035 Informatika
Menteri
Hajian Komunikasi
Teknologi Cloud 3253235- Dan
Service Informatika
| Kepala BPFT
14 | Pembangunan Dukungan TIK 2019- |  Menteri
Portul Data PDHI_IIDEIM 2025 Komunikasi
; Nasional Dan
Nasional inforritia
Integrasi Data 20719 -
dar 2025 | Menteri PPN/
Pengelolaan Bappenas
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No. Inisiatif Keluaran Target  Penanggung
Strategis Waktu Jasnah
L |
. Porte! Data !
! Nasional !
15 Pembangunan Manajemen 2018~ | Repala BSSN
Sistem Keamarian 2020
l: Keamanan Informas |
Informasi |
. . Repaln B5GN
| Nasional | Teknologi 2018 |
| Keamanan 2025 |
| Injormasi |
! | Kepain BSSN
' Rudaya
! Keamanan 20218 -
] Informast 2025 I
16 | Pengembangan Kadian 2019 | Kepala RPPT
| Teknologi Teknologi 2025 |
| i Kecerdasan Kererdosan
: | Buatan Untuk | " ;
f Pengambilan | Menseri
fé’epuﬂ-?ﬂn yang 2019 - Komunikasi
14 i
Copatdon |+ pererapan g | 2025 pyy
I lika
Pemenntah | nforma
| 2019- | Menteri
|+ Penerapan 2025 | Komunikasi
Kecerdosan I -~
Buata A
| ; . Injormatika
D. | Sumber Daya
Manusia SPBE
| 17 Promosai Literas: | Pelatthan dan 2018 - Tim Koordindasi
| SPBE | Sosialisasi 2025 | SPBE
i - | Nasional
| I8 | Peningkatan Standar 2018-  Menteri PAN
! A Kompetensi 2022 dan RB
| Kapasilas ASN Teknis SPBE
' Penyelenggara
| SPRE
l Jabatan 2018- | Menteri PAN
' Fungsinnal 2025 | dan RB
Lféerey TerReakl

aPBRE
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Pola 2018 - Menteri PAN
Remunerasi 2025 dan RE
Bidang SPBE
2018 - Pimpinan

Pelatihan dan 2025 K/L/D
Sertifikasi
Kompetensi

19 Pembarigurcrt Forum 2019 - Menter: PAN

Faorum Kolaborasi 2020 dan ER

SPEE

Kolabaorasi SPEBE
antara
Pemerintah

dengan Non
Pemerintah
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EAB 5 - Analisa Kesenjangan

5.1 Analisa Kesenjangan SPBE Pemkot Blitar 2021 - 2025

Untuk menselaraskan strategi pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar
detigan arah dan kebijakan strategi SPBE nasional, maka perlu dilakukan
analisa kesenjangan kondisi terkini SPBE Pemenntah kota Blitar
dibandinglkan dengan indikator-indikator pada SFBE nasional. Dengan
adanya analisa kesenjangan tersebut, akan dapat diketahui hal-hal apa yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan indeks
SPFBE vang dimiliki. Pada tabel berikut ini dapat diketahui analisa
kesenjangan kondisi terkini SPBE Pemerintah Kota Blitar dengan indikator-
indikator pada SPBE nasional beserta rekomendasi untuk mencapai target
tertentu,

Tabel 5.93 Analisa Kesenjangan SPBE Pemkot Blitar 2021 - 2025

beserta rekomendasi untuk mencapai target yang diinginkan

[l D
Arnalisa

REekomendas)

FRekomendasi untulk

Kebijakan Kebijakan
Internal vang ada |mencapai level 3:
Arsitektur tidak L. Melengkapi pasal
SPBE lengkap kebijakan yang berlairan
Instansi (tidak dengan referensi dan
Pusat/Pe mengatur |(domain arsitektur yang
merintah referensi |lengkap. Domain
Daerah dan arsitekrur terdiri dari:
domain arsitektur proses bisnis,
arsitektur |arsitektur data,
secara arsitelctur infrastrulctur,
lengkap| |arsitektur aplikasi,
arsitektur keamanan,
dan arsitektur layanan
Hekomendasi untuk
mencapai level 4:
2. Kebijakan internal
Arsitektur SPBE yang
mengatur integrasi SPBE
antar Instansi Pusart,
antar Pemerintah
Daerah, dan/ atau antar
IPPD.
3. Seccara periodik
dilakukan reviu dan
evaluasi
2 |Kebijakan Kebijakan |Rekomendasi untuk
Internal yang ada |mencapai level 3:




Peta
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tidak 1. Melengkapi pasal
Rencana lengkap kebijakan yang berkaitan
SPBE [tidalk denigan peta rencana
Instansi mengatur (SPBE. Peta rencana
Pusat/Pe peta SPBE terdiri atas; tata
merntah rencana kelola SPBE, manajemen
Daerah SPBE SPBE, layanan SPBE,

secara infrastruktur SPBE,

lengkap) |aplikasi SPBE,

+ |keamanan SPBE, dan
audit teknolop informasi
dan komunikasi

Kebijakan |2 Kebijakan |Rekomendasi untuk
Internal internal mencapai level 4
Manajeme manajeme |1. Melengkapi pasal
n Data n data kebijakan internal
belum manajemen data yang
mengatur |(mencakup pengelolaan
seluruh argitektur data, data
Proses indulk, data referensi,
ruang basis data, dan kualitas
lingkup data
manajeme
n data
Kebijakan |2 Kebijakan |Rekomendasi untuk
Internal internal mencapai level 2;
Pembang belum 1. Melengkapi pasal
unan tersedia kebijakan internal
Aplikasi atau masih|manajemen data yang
SFBE dalam mengatur seluruh siklus
bentuk pembanpunan aplikasi.
draft Slklus pembangunan

aplikasi meliputi kajian
kebutuhan,
perencanaan, rancang
bangun, implementasi,
pengujian kelayaklian,
pemeliharaan, dan
evaluasi

Rekomendasi untulke
mencapai level 3:

2. Kebijakan internal
mengatur proses
konsultasi terlairt
seluruh siklus
pembangunan aplikasi
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SPEE dengan perangkat
daerah yang
menjalankan fungsi
pengelolaan TIK.

Eekomendasi untuk
mencapai level 4;

3. Kebijakan internal
mengatur keterpaduan
dan pengendalian
pembangunan aplikasi
oleh unit
kerja/perangkat daerah.
4. Aplikasi SPBE direviu
dan dicvaluasi secara
periodilk

Kebijakan
Internal
Layanan
Pusat
Data

Kebijakan
internal
telah
mengatur
PENEgUNAas
in pada
seluruh
unit
kerja/pera
ngkat
daerah di
IFFD

Rekomendasi untuk
mencapai level 4;

1. Melengkapi pasal
kebijakan internal
layanan pusat data
untuk mengatur
interkoneksi lavanan
pusat data antar instansi
Pusat, antar Pemerintah
Daerah, dan/fatau antar
IFFD

2, Kebijakan direviu dan
dievaluasi secara
periodik

Rekomendasi untuk
mencapai level 5:

1. menindaklanjuti hasil
reviu dan evaluasi
kebitjakan internal terkait
Layanan Pusat Data
dengan menectapkan
suatu kebijakan sebagai
bentuk optimalisasi
pelaksanaan kebijakan
Layanan Pusat Data agar
sesual dengan
kebutuhan IPPD ataupun
perubahan lingkungan
dan teknologi
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R O O
Tekomenda=si

Kebijakan |3 Kebijakan |Rekomendasi untuk
Internal internal mencapai level 4:
Layanan pengopera |1, Menerapkan kebijakan
Jaringan sian internal terkait
Intra Layanan |pengoperasian Jaringan
Instans jaringan Intra IPPD secara
Pusat/Pe Intra IPPD |menyeluruh yang
merintah sudah mengatur interkoneksi
Daerah ditetapkan [Layvanan Pusat data
dan antar Instansi Pusat,
penggunaa |antar Pemerintah
nnya Daerah, dan/atau antar
sudah [Nstansi Pusat dan
pada Pemerintah daerah
seluruh 2. Melakukan reviu dan
unit evaluasi kebijakan secara
kerja/pera |periodik
ngkat
daerah Fekomendasi untuk
IFFLD, mencapai level 5:
3. Menindaklanjuti hasil
reviu dan evaluasi
| kebijakan internal
jaringan intra instansi
I dengan menetaplkan
suatu kebijakan sebagai
bentuk optimalisasi
pelaksanaan kebijakan
Jaringan Intra IPPD agar
sesual dengan
kebutuhan IFPD ataupun
perubahan lingkungan
I dan teknologi.
Kebijakan |2 Kebijakan [Rekomendasi untuk
Internal internal mencapai level 4:
Pengpuna sudah 1. menerapkan kebijakan
an Sistem memililkki |internal terkait Sistem
Penghubu pengatura |Penghubung Layanan
ng n sistem  |Instansi Pusat/
Layanan penghubu (Pemerintah Daerah
Instansi ng layvanan |secara menyeluruh dan
Puszat/Pe IPPD yang |telah mengatur
merintah diterapkan |keterhubungan dengan
Daerah pada Sistern Penghubung
seluruh Lavanan Pemerintah
unit kerja. |2, Melakukan reviu dan

evaluasi kebijalan secara
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Analisa

Gap

Rekomendas

periodik

Eekomendasi untuk
mencapai level 5;

3. menindaklanjuri hasil
reviu dan evaluasi
kebijakan Internal sistem
Penghubung Layanan
[PPD dengan
menetapkan suata
kebijakan sebagai bentulc
optimalisasi pelaksanaan
kebijakan Sistem
Penghubung terkait agar
aesuai dengan
kebutuhan IPPD ataupun

perubahan lingkungan
dan teknelogi
Kebijakan 3 |4 [Kebjjakan |Rekomendasi untuk
Internal internal |mencapai level 3:
Manajeme sudah 1. Memperbaiki
n ditetapkan |kebijakan mengenai
Keamana Iina.mun manajemen keamanan
n belum informasi secara lengkap.
Informasi mengatur |Manajemen keamanan
SCCAra informasi meliputi:
lengkap penetapan raang
cakupan [lingkup, penetapan
manajeme |penangmung jawab,
n perencanaan, dukungan
keamanan |pengoperasian, evaluasi
informasi |kinerja, dan perbailan
keberlanjutan terhadap
Keamanan Informasi.
Rekomendasi untuk
mencapai level 4:
2. Kebijakan internal
untuk seluruh unit
kerja/perangkat daerah
di IPPD
3. Kebijakan telah direviu
dan dievaluasi secara
. periodik
Kebijakan 2 |3 [Kebijakan |Rekomendasi unmuk
Internal internal mencapai level 3:
Audit sudah 1. Memperbaiki
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Rekomendasi

Teknologi ditetapkan (kebijakan mengenai
Informasi namun audit teknologi informasi
dan belum dan komunikasi yang
Komunika mengatur |terdiri atas: audit
si secara infraztrukiur SPBE,
lengkap audit aplikasi SFBE dan
mengenai  (audit keamanan SPBE.
Audit TIK (2. Audit teknologi
informasi meliputi:
penerapan tata kelola
dan manajcmen
teknologl informasi dan
leomunilkasi,
fungsionalitas teknologi
informasi dan
lkeomunikasi, kinerja
teknologi informasi dan
komunikasi yang
dihasilkan, dan aspek
teknologi informasi dan
leomunikasi lainnya.
Kebijakan |3 Kebijakan |Rekomendasi untuk
Internal internal  |mencapai level 4:
Tim mencakup |1. IPPD sudah memiliki
Koordinas pengatura |arah koordinasi |, kerja
i SPFEE n tugas- sama atau integrasi
Instansi tugas tim |penerapan SPBE dengan
Pusat/Pe ‘koordinasi |instansi Pusat/
merintah ISPFBE vang |Pemerintah Daerah lain
Daerah diterapkan |yvang dituangkan pada
di semua |tugas tugas Tim
‘unit kerja |Koordinasi SPFBE
jatau 2. Kebijakan telah direviu
SEMILA dan dievaluasi secara
perangkat |(periodik
daerah

Relkomendasi untuk
mencapai level 5:

3. menindaklanjuti hasil
reviu dan evaluasi
kebijakan TIM Koordinasi
SPBE menctapkan suatu
kebijakan sebagai bentulk
optimalisasi pelakeanaan
kebijakan Tim

Kooordinasi SPBE agar
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HeHOomenodas:

SPBE sesual dengan
kebutuhan IPPD

Kematang
an
Arsitektur
SFBE
IPFD

2

Arsitektur
SPBE
masih
belum ada
atau masih
dalam
proscs
penyusuna
n

Rekomendasi untuk
mencapai level 3:

1. Membuat doltumen
arsitektur SPBE vang
mencakup sebapgian
referensi arsitektur SPBE
dan enam domain
arsitektur SPBE, vaitu
arsitektur proses bisnis
SPBE, arsitelktur data
dan informasi SPBE,
arsitektur layanan SPBE,
arsitektur aplikasi SPBEE,
arsitelktur infrastruleorus
SPBE, dan arsitektur
keamanan SPBE.

2. Memiliki dokumen
arsitektur SPBE yang
mencakup selunih
Referensi Arsitektur dan
Domain Arsitelctur SFBE.
3. Mendeoltumentasikan
dokumen secara formal,

Rekomendas: untuk
mencapai level 4:

4, Memiliki dokumen
arzitektur SPBE sesual
standar arsitektur SPBE
Nasional

5. Telah melakukan reviu
dan evaluasi secara
periodilk

Rekomendasi untuk
mencapai level 5.

&. Pemutalchiran
dokumen sebagai tindak
lanjut hasil reviu dan
evaluasi

Kematang
an Peta
Rencana

3

Dokumen
peta
rencana
SPBE telah
mencakup

Rekomendasi untuk
mencapai level 4;

1. Memiliki dolkumen
peta rencana SPBE yang
dituangkan dalam
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|sPBE

keseluruha [rencana kerja dan
IPPD n muatan |anggaramn
peta 2. Melakukan reviu dan
rencana evaluasi secara periodik
SPBE.
Kematang |2 Rencana |Rekomendasi untuk
an atau mencapai level 2:
Rencana Anggaran (1. Membuat dokumen
dan SPBE rencana dan anggaran
Anggaran belum SPBE dan sebagian
SFBE atau dikonsultasikan kepada
sudah unit pengelola TIK di
tertuang  |Instansi Pemerintah
dalam Daerah
RKA/DPA,
FHekomendasi untuk
mencapai level 3:
2, Seluruh rencana dan
anggaran SPBE IFFD
dikonsultasikan kepada
unit pengelola TIK di
IPPD,
Kematang |5 Memiliki |Rekomendasi untuk
an Inovasi dokumen |mencapai level 3:
Proses proses 1. Melakukan perbaikan
Bisnis bisnis pada proses bisnis |
SPFBE sesual sebagai bentuk
ipeduma_n PENETAPAnN INOVAS] proscs
iyang bisnis
berlaku

Rekomendasi untuk
mencapai level 4:

2. Melakulkan penerapan
inovasl proses bisnis
melalui sistem clektronik
3. Melakukan reviu dan
evaluasi secara periodik

Rekomendasi untuk
mencapai level 5:

4. melakukan perbaikan
Inovasi Proses Bisnis
yvang diterapkan melalui
sistem elektronik sebagai
tindak lanjut hasil reviu
dan evaluasi
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Kematang Belum/su |Rekomendasi untuk
an dah mencapai level 2:
Pembang melakukan|l. Melakkukan proses
unan proses,/pe |pembangunan/pengemb
Aplikasi ngembang |angan aplikasi
SFBE an -aplikasi |2. Memenuhi siklus
SPEE pembangunan aplilkasi
namu
bBelum Eekamendasi untuk
memenuhi [mencapai level 3:
'siklus 3. Sudah melakukan
\pembangu |proses
nan pembangunan fpengemb
aplikasi angan aplikasi SPBE
jad-hoc)  [4. telah dikonsultasikan
kepada unirt
kerja/perangkat daerah
vang menjalankan fungsi
pengelolaan TIK
Rekomendasi untuk
mencapali level 4;
i
Pembangunan /pengemb
angan aplikasi telah
dilaksanalkan secara
terpadu dan dapat
dikendalikkan
6. melakukan reviu dan
evaluasi secara periodik
Rekomendasi untuk
mencapai level 5:
7. Aplikasi SPBE telah
dikembangkan secara
optimal sesuai
kebutuhan IFFD ataupun
perubahan lingkungan
dan teknologi
Kematang Memiliki |[Rekomendasi untuk
an layanan  |(mencapai level 3
Layanan pusat data |1. Memiliki layanan
Pusat \yang pusat data vang memiliki
Data 'dimanfaat |prosedur pengoperasian
\kan oleh  |baku pusat data yang
sebagian | dimanfaatkan oleh
{unit seluruh unit
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Rekomendasi

kerja/pera

ngkat
idaerah

kerja/perangkat daerah

Rekomendasi untuk
mencapai level 4:

2. Memiliki layanan
pusat data yang
mendukung
interkoneksi/integrasi
dengan pusat data yang
diselenggarakan oleh
IPPD lain atau Pusat
Data nasional

3. Melalukan reviu dan
evaluasi secara berkala

Rekomendasi untuk
mencapai level 5;

4, Layanan Pusat data
IPPD telah dilakukan
perbaikan atau
peningkatan sebagai
tindak lanjut hasil reviu
dan evaluasi

Kematang
an
Layanan
Jaringan
Intra
IFFD

3

Menerapka
n
pengopera
sian
jaringan
intra IPPD
pada

scluruh
wnit
kerja/pera
nghkat
daerah

Rekomendasi untuk
mencapai level 4;

1. Menerapkan
pengoperasian jaringan
intra IPFD secara
menyeluruh

2. telah mengatur
interkoneksi dan akses
denpgan jaringan intra
IPFPD lainnya, atau
dengan Jaringan intra
Pemerintah

3. Melakukan reviu dan
evaluasi terhadap
pengoperasian layanan
jaringan intra [PPD

Rekomendasi untuk
mencapai level 5:

4, Melakukan
peninglkatan/ perbaikan
terhadap pengoperasian
jaringan intra instansi
pusat/pemerintah
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T
Rekomendas

daerah scbhagai tindak
lanjur hasil reviu dan
evaluasi
Kematang |3 Menerapka |Rekomendasi untuk
an Sistem n sistem |mencapai level 3:
Hubung penghubu (1. menerapkan sistem
Layanan ng layanan |[penghubung layanan
IPPD IPPD pada (IPPD pada seluruh unit
sehagian  |kerja/perangkat daerah
unit
kerja/pera |Rekomendasi untuk
nglkat mencapai level 4:
daerah 2. Menggunakan sistem
penghubung layanan
[PFD vang telah
terintegrasi dengan
sistemn penghubung
lavanan IPPD lainnya
dan Sistem Penghuburng
Lavanan Pemerintah
[Nasional)
3. Melakukan reviu dan
evaluasi secara berkala
Kematang |4 memiliki |[Rekomendasi untuk
an Tim ]'.'im mencapai level 3:
Koordinas \kpordinasi |1, Tim Koordinasi SFBE
i SPBE SPBE yang {melaksanakan
IPPD ditetapkan |keseluruhan
dan tugas/program kerja,
mencakup |namun belum
tugas/ prog|dikomunikasikan kepada
ram kerja  [seluruh unit
Tim kerja/perangkat daerah
Koordinasi
SPBE Rekomendasi untuk
namuarn mencapai level 4;
belum 2. Tim Koordinasi SPBE
dilaksanak (I[PPD
an mengkomunikasikan / me
seluruhny [ngkoordinasikan tugas
a dan program kerja
kepada seluruh unit
kerja/perangkat daerah
3. Melakukan reviu dan
evaluasi terhadap
tugas /program kerja
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Rekomendasi untulk

mencapai level 3:
4, Melakukan
peningkatan /perbaikan
sebagai hasil tindak
lanjut reviu dan evaluasi
Kematang |3 Menetapka | Rekomendasi untuk
an n dan mencapai level 4:
Kelaboras membantu (1. Membangun
1 k tim Kolaboras: Penerapan
Penerapa Kolaborasi [SPBE secara terpadu
n SPBE Penerapan [seluruh unit
SPBE kerja/perangkat daerah
formal 2. Melakukan pertemuan
serta secara rutin yang
sudah dikoordinasikan oleh
melaloukan |pimpinan instansi
pertemuan |Pusat/Kepala daerah
SCCATA 3. Melakukan reviu dan
rutin evaluasi secare berkala
imamun terkait efektivitas
Emaﬂih Kolaborasi Penerapan
dalam SPBE
|bentuk
kegiatan  |Rekomendasi untuk
VANng mencapai level 3;
dilaksanak |4. melakukan perbaikan
an pada |pelaksanaan Kolaborasi
schagian |Pencrapan SPBE scbagai
unit tindak lanjut hasil reviu
kerja/pera |dan evaluasi secara
| nglat berkesinambungan
| daerah
Penerapa |3 Telah Rekomendasi untuk
n menerapka [mencapai level 4:
Manajeme n 1. Menyusun kebijakan
f Risiko Manajeme |strategis Manajemen
SFBE n Risiko  |Risiko SPBE yang
SFBE ditetapkan oleh Komite
sesUAal Manajemen Risilko
dengan EPBE /Tim Koordinasi
pedoman [SPBE kepada seluruh
Manajeme (Unit Kerja/Perangkat
n Risiko Daerah
SPBE yang |2. Melakukan reviu dan
berlaku evaluasi secara berkala
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Penerapa |2 terdapat  |Rekomendasi untuk
n pengendali |mencapai level 4:
Manajeme an 1. menyusun strategi
n Keamanan |keamanan informasi
Keamana Informasi |yang ditetapkan oleh Tim
n vang Koordinasi SFBE
Informasi dilaksanak |berdasarkan risiko SPBE
an oleh 2. Melakukan reviu dan
seluruh evaluasi secara berkala
Unit
Kerja/Pera
ngkat
Dasrah
Penerapa |3 Menerapka [Rekomendasi untuk
n n kegiatan |mencapai level 3:
Manajeme Manajeme |1. Menerapkan
n Data n Data Manajemen Data sesuai
sesual dan |dengan pedoman
iselaras Mangjemen Data yang
idengan berlalu yang memuat .
| program selurih rangkaian proses
kegiatan  |pedoman Manajemen
iyang Data
tercantum |pengelolaan manajemen
dalam Peta |data SPBE meliputi:
‘Rencana |arsitektur data, data
SPBE., indul: dan data referensi,
NAMIN basis data, dan kualitas
pelaksanaa)data
nnya
beleum Reltomendasi untuk
mengacy (mencapai level 4.
pada 2. Menyusun stratcgl
pedoman |(Keamanan Data yang
yang ditetapkan oleh Foram
berlaku Satu Data/Tim
Koordinasi SPBE IFFD
yang diterapkan kepads
geluruh Unit
Herja/Perangkat Daerah
3. Melakukan reviu dan
evaluasi secara berkala
Penerapa |2 Menerapka [Rekomendasi untuk
n n kegiatan |\mencapai level 3:
Manajeme Manajeme |1. Menerapkan
n Aset TIK n Aset TIK [Manajemen Aset TIK
sesuai dan |sesuai dengan pedoman
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Rekomendas;

selaras vang berlaku vang
dengan memuat seluruh
program  [rangkaian proses
kegiatan |pedoman Manajemen
vang Aset TIK
tercantum (Proses Manajemen Aset
dalam Peta [TIK: perencanaan,
Rencana  (pengadaan, pengelolaan,
SPBE, dan penghapusan
namun perangkat keras dan
pelaksanaa|perangkat lunak
nnya
belum Rekomendasi untuk
mengacu |mencapai level 4:
pada 2, Menyusun strategi
pedoman  |pengelolaan Aset TIK
yang vang ditetapkan oleh Tim
berlalku Koordinasi SPBE [PPD
vang diterapkan kepada
geluruh unit
kerja/perangkat daerah
3. Melakukan reviu dan
evaluasi secara berkala
Rekomendasi untuk
mencapai level 5;
4. Melakukan perbaikan
penerapan Manajemen
Aset TIK sebagai tindak
lanjut atas hasil reviu
dan evaluasi secara |
berkesinambungan
2 |Penerapa |2 2 ‘Menerapka | Rekomendasi untuk |
o (n n kegiatan |mencapai level 3:
Kompeten {Penerapan |1. Menerapkan |
st Sumber Kompetens | Kompetensi SDM SPBE
Daya 1 5DM yvang memuat
Manusia SPBE serangkaian proses |
sesual dan |Penerapan Kompetensi |
tselaras SDM SPBE mulai dari |
dengan perencanaan, |
program |pengembangarn,
kegiatan |[pembinaan dan |
yang pendayagunaan SDM |
tercantum |dalam SPBE
dalam Peta 2. Memenuhi seluruh
Rencana |kompetensi SDM SPBE |
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Analisa

Gap

Rekomendasi

SPBE, Kompetensi SDM SFBE:
namun proses bisnis
belum pemerintahan, arsitektur
memenuhi |SPBE, data dan
seluruh informasi, keamanan
kompetens (SPBE, aplikasi SPBE,
i sDM infrastruktur SPBE
SPBE. sesual pedoman yvang
Penerapan |berlaku
Kompetens
i SDM
SPEE
dilaksanak
an tanpa
mengacu
pedoman
yang
berlaku
Penerapa Belum Rekomendasi untuk
n alau mencapal level 2: _
Manajeme sudah 1. Membuat peta rencana
n menerapka |penerapan manajemen
Pengetah n kegiatan |pengetahuan SPBE
uan Penerapan | 2. Mencrapkan kegiatan
Manajeme |Manajemen Pengetahuan
n SPBE sesuai dan selaras
Pengetahu |(dengan program kegiatan
an SPBE |yang tercantum dalam
tanpa Peta Rencana SPBE
program |3, Pelaksanaan
kegiatan  [Manajemen Pengetahuan
yang SPBE belum mengacu
terarah pedoman yang berlaloa
dan
terencana
Penerapa Menerapka [Rekomendasi untuk
rn n kegiatan [mencapai level 3:
Manjerne Manajeme (1. Menerapkan
n n Manajemen Perubahan
Perubaha Perubahan |sesuai dengan pedoman
n SPBE yvang berlaku
sesuni dan |[Muatan: aplikasi SPBE,
iselaras proses bisnis, data dan
!;dengau informasi, infrastruktur
program SPBE, layanan SPBE,
kegiatan |keéamanan SPBE
yang Proses manajemen
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[ perubahan:

tercantum
dalam Peta |perencanaan, analisis,
Rencana |pengembangan,
SPBE, implementasi,
namun pemantauan dan
pelaksanaalevaluasi terhadap
nnya perubahan SPBE
belum
mengacu  |Rekomendasi untuk
pada mencapai level 4:
pedoman |2. Menyusun strategi
vang pelaksanaan Manajemen
berlaku Perubahan yang
dan belum |ditetapkan oleh Tim
dilalksanak |[Koordinasi SPBE
an oleh 3. Mclaksanakan
seluruh kegiatan manajemen
unit Perubahan vang
kerja/pera |diterapkan kepada
ngkat seluruh unit
‘daerah kerja/perangkat daerah
4. Melakukan reviu dan
evaluasi secara berkala
Rekomendasi untuk
mencapai level 5:
5. Melalktukan perbaikan
Manajermen Perubahan
sebagai tindak lanjut
atas hasil reviu dan
evaluasi secara
berkesinambungan
Penerapa |2 Sudah Rekomendasi untuk
n mengacu |(mencapai level 4.
Manajeme pada 1, menyusun strategi
n pedoman  (pelaksanaan Manajemen
Layanan yang Layanan SPBE yang
SPBE memuat ditetapkan oleh Tim
seluruh Koordinasi SPBE
proses 2. Pelaksanaan SPBE
Manajeme [sudah terhadap seluruh
n Layanan (proses manajemen
mulai dari |Layanan SPBE dan
pelayanan |didukung oleh
Pengguna |pengpunaan Sistem
SPBE dan |Aplikasi Manajemen
pengopera |Layanan
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Rekomendasi

sian 3. Dilakukan reviu dan
layanan evaluasi secara berkala
SPBE.
Rekomendasi untuk
mencapai level 5:
4. Melakukan perbaikan
penerapan Manajemen
Layanan SPBE sebagai
tindak lanjut atas hasil
reviu dan evaluasi secara
berkesinambungan
Pelaksana |2 Belum Rekomendasi untuk
an Audit atau mencapai level 2:
Infrastruk sudah 1. Harus menyusun Peta
tur SPEE melakukan |Rencana Audit
audit Infrastruktur SPBE,
infrastrukt [2. Melakukan Audit
ur tanpa  |Infrastruktur melahai
program  |program kegiatan yang
kegiatan |sesuai dan selaras
vang denpan Pera Rencana
terencana |SPBE.

3. Melakulkan Audit
Infrastrukiur SPBE
gecara rutin sesuai
PEerencanaan, namun
pemeriksaannya hanva
meliputi sebagian hal
pokok teknis yvang
disyaratkan

Rekomendasi untuk
mencapai level 3:

4, Melakukan Audit
Infrastruktur sesuai
dengan pedoman yang
berlakou

5. Melakukan Audit
Infrastrukitur SPBE
gsecara ritin dan
pemeriksaannya sudah
meliputi hal pokok teknis
vang disyaratkan

6, Dilaksanakan oleh
auditor TIK Internal IPPD
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T-I' = oI I!-r-“f '

Pelaksana |2 Belum Rekomendasi untuk
an Audit atau mencapai level 2:
Aplikasi sudah 1. Harus membuat Peta
SPBE melakukan [Rencana Audit Aplikasi
Audit SPBE
Aplikasi 2. melakukan Audit
tanpa Aplikasi melalui program
program  |kegiatan yvang scsuai dan
kegiatan  |[selaras dengan Peta
yang Rencana SPBE
terencana |3. Melakukan Audit
Aplikasi SPBE sccara
rutin, namun
pemeriksaannya hanya
meliputi sebagian hal
polok tekmis yang
disyaratkan
Pelalcsana |3 Belum Rekomendasi untuk
an Audirt jatan mencapai level 2:
Keamana i'sudah 1. Membuat Peta rencana
n SPBE imelakukan|Pelaksanaan audit
_|aud.it Keamanan SFBE
ikeamanan |2, melalkulkan Audit
tanpa Keamanan melalui
program |program kegiatan yang
kegiatan  |sesuai dan selaras
yang dengan Peta Rencana
terencana |SPBE
| 3. Melakukan Audit
I Keamanan SPBE secara
rutin, namnin
pemeriksaannya hanya
meliputi sebagian hal
pokok teknis yang
disyaratlkan
Layanan |4 sudah Eekomendasi untuk
Perencan memililsi  |mencapai level 5;
aan layanan 1. Memiliki Layanan
Perencana |Perencanaan Berbasis
an Elektronik yang dapat
Berbasis |ditingkatkan/dikembang
Elektronik |kan menvesuaikan
‘vang dapat |terhadap perubahan
‘berkolabor |lingkungan, teknologi,
asi dengan |dan kebutuhan instansi
layanan 2. Melaloultan
| optimalisasi melalui
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L J, M by WAL paba il
KoHEOmMenNnoaas!

SPBE penguatan kebijakan
lainnva layanan, perbaikan tata
kelola lavanan, dan
PENErapan manajemen
dari layanan (help desk)
3 |Layanan sudah Rekomendasi untuk
3 |Pengangg memiliki |mencapai level 5:
aran layanan 1. Memiliki Layanan
penganges |Penpanggaran Berbasis
ramn Elektronik yang dapat
Berbasis |ditingkatkan/dikembang
Elekironik |kan menyesuaikan
yvang dapat |terhadap perubahan
berkolabor |lingkungan, teknologi,
‘asi dengan |dan kebutuhan instansi
layanan 2, Melakulan
SPBE optimalisasi melalui
lainnya penguatan kebijakan
layanan, perbaikan tata
kelola layanan, dan
penerapan manajemen
dari layanan [help desk)
3 |Layanan sudah Rekomendasi untuk
4 |(Keuangan memiliki mencapai level 5:
layanan 1. Memiliki Layanan
Keuangan |Keuangan Berbasis
Berbasis |Elektronik yvang dapat
Elektronik |ditingkatkan/dikembang
yang dapat |kan menyesuaikan
berkolabor |terhadap perubahan
asl dengan (lingkungan, teknologi,
layanan dan kebutuhan instansi
SPBE 2, Melakukan
lainnya optimalisasi melalui
penguatan kebijakan
layanan, perhaikan tata
lcelola lavanan, dan
ptnerapan manajemen
dari layanan (help desk)
3 |Layanan sudah Rekomendasi untuk
5 |Pengadaa memiliki |mencapai level 5:
n Barang layanan 1. Memiliki Layanan
dan Jasa Pengadaan (Pengadaan Barang/Jasa
Barang/.Ja |Berbasis Elcktronik yang
SH dapat
Berbasis |ditingkatkan /dikembang
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Rekomendasi

Elektronik |kan menyesuaikan
yang dapat terhadap perubahan
berkolabor |lingkungan, teknologi,
asi dengan |dan kebutuhan instansi
layanan 2. Melakulkan
SPBE optimalisasi melalui
lainnya penguatan kebijakan
layanan, perbaikan tata
kelola lavanan, dan
penerapan manajemen
dar layanan (help desk)
Layanan |4 sudah Rekomendasi untuk
Kepegawa memiliki |(mencapai level 3:
ian layanan 1. Memiliki Layanan
Kepegawai (Kepegawaian Elektronik
an yang dapat
Berbasis |ditingkatkan/dikembang
Elektronik |kan menyesuaikan
vang dapat [terhadap perubahan
berkolabor [lingkungan, teknologi,
asi dengan [dan kebutuhan instansi
layanan |2, Melakukan
SPBE optimalisast melalui
lainnva penguatan kebijalean
layanan, perbaikan tata
kelola layanan, dan
peNerapan manajemen
dari layanan [help desk)
Layanan |4 sudah Rekomendasi untuk
Kearsipan memiliki |mencapai level 5:
Dinamis layanan 1. Memiliki Layanan
Kearsipan |Kearsipan Dinamis
Dinamis Berbasis Elektronik yvang
Berbasis  (dapat
Elektronik |ditingkatkan /dikembang
yvang dapat (kan menyesuaikan
berkolabor |terhadap perubahan
asi dengan |lingkungan, teknologi,
layanan  |dan kebutuhan instanst
SPFBE 2. Melakukan
lainnya optimalizasi melalui
penpuatan kebijalan
layanan, perbaikan tata
kelola layanan, dan
PENErapan manajemen

Idari layanan (help desk|
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tomendasi

Re.

1

Layanan |3 5 |sudah Rekomendasi untuk
Pengelola memiliki |mencapai level 4:
an Layanan |1, Memiliki Layanan
Barang Pengelolas | Pengelolaan BMN /BMD
Mililke n Berbasis Elektronik vang
Negara /D BMN/BMD |dapat berkolaborasi
acrah Berbasis |dengan layanan SPBE
Elektronik |lainnya
yang
menyediak [Rekomendasi untuk
an layanan |mencapai level 3:
dimana 2. Memiliki Layanan
pengguna  (Pengelolaan Barang Milik
dapat Negara/Daerah Berbasis
mengundu |Elektronik vang dapat
h dan ditingkatlkan /dikembang
mengungg (kan menyesuaikan
ah terhadap pcrubahan
informasi  (lingkungan, teknologi,
Pengelolaa [dan kebutuhan instansi
n 3. Melakukan
BMN/BMD [optimalisasi melalui
dan sistem |penguatan kebijakan
dapat layanan, perbaikan tata
merespon |lcelola layvanan, dan
PCOEEUNA |penerapan manajemen
dengan dari layanan (help desk)
mekanism
c
persetujua
n dan
validasi
penghapus
an
BMN/BMD
Layanan |3 5 13udah Relkomendasi untuk
Pengawas memiliki  |mencapai level 4.
an ‘Layanan |1, Memiliki Layanan
Internal Pengawasa |Pengawasan Internal
Pemerinta n Internal |(Pemerintah vang dapat
h Pemerinta |berkolaborasi dengan
h yang layanan SPBE lainnya
menyvedial
an fungsi |Rekomendasi untuk
bertransak (mencapai level 5:
si, fungsi |2, Memiliki Layanan
transaksi |Pengawasan Internal
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Rekomendasi

data, Pemerintah yang dapat
validasi ditingkeatkan /dikembang
data, kan menyesuaikan
kemajuan |terhadap perubahan
status lingkungan, teknologi,
approval  |dan kebutuhan instansi
data, 3. Melalkulan
dan/atau |optimalisasi melaluai
ia.na].i'r_[k penguatan kebijakan
data layanan, perbaikan tata
kelola layanan, dan
PENErapan manajemen
dari layanan [help desk)
Layanan sudah Rekomendasi untuk
Akuntabil memiliki |mencapai level 4.
itas Layanan |1, Memiliki Layanan
Kinerja Akuntabilit| Pengelolaan BMN /BMD
Organisas as Kinerja |Berbasis Elektronik yang
i Berbasis |dapat berkolaborasi
Elektronik |dengan layanan SPBE
Yang lainnya
menyediak
an layanan |Rekomendasi untuk
dimana mencapai level 5;
pengguna |2, Memiliki Layanan
dapat Pengelolaan Barang Milik
mengundu |Negara/Daerah Berbasis
h dan Elektronik yang dapat
mengungg |ditingkatkan /dikembang
ah kan menyesuaikan
informasi |terhadap perubahan
Aluntabilit|{linglunpan, teknologi,
as Kinerja |dan kebutuhan instansi
Organisasi, |3. Melaloukan
dan sistem |optimalisasi melalui
dapat penguatan kebijakan
merespon  (layanan, perbaikan tata
pengguna (kelola layanan, dan
dengan penerapan manajemen
mekanism |dari lavanan (help desk)
=
persefiijua
n dan
validasi
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Layanan sudah Rekomendasi untuk
Kinerja memiliki |mencapai level 4:
Pegawal Layanan 1. Memiliki Layanan
Kinerja Pengelolaan Lavanan
Pegawai Kinerja Pegawal Berbasis
Berbasis |Elektronik yang dapat
Elektronik |berkolaborasi dengan
yang layanan SPBE lainnya
menyediak
an layanan
dimana
pengguna
dapat
mengundu
h dan
Mengunge
ah
informasi
kinerja
pPtEawal
Layanan sudah Rekomendasi untuk
Pengadua memiliki |mencapai level 5:
n layanan 1. Memiliki Layanan
Pelayanan Kearsipan |Pengaduan Pelayanan
Publik Dinamis |Publik Berbasis
Berbasis |Elektronik vang dapat
Elektronik |ditingkatkan/dikembang
yang dapat |kan menyesuaikan I
berkolabor |terhadap perubahan
iasi dengan |lingkungan, teknologi,
layanan dan kebutuhan instansi
‘SPBE 2. Melakulsan
lainnya optimalisasi melalui
penguatan kebijalan
layanan, perbaikan tata
kelola layanan, dan
pENErapan manajemen
dari layanan [help desk)
Layanan Sudah Rekomendasi untuk
Data memiliki |mencapai level 4;
Terbuka Layanan |1, Memiliki Layanan
Data Data Terbuka Berbasis
Terbuka |Elektronik yang dapat
Berbasizs |berkolaborasi dengan
Elektronik |lavanan SPBE lainnya
yang
menyediak
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an layanan

dimana

pengguna

dapat

mengundu

h dan

MeENgUng:s

ah

informasi

data

terbuka
Layanan Sudah Rekomendasi untuk
Jaringan memiliki |mencapai level 5:
Dokumen Layanan |1. Memiliki Layanan
tasi dan Jaringan [Jaringan Dokumentasi
Informasi Dokument [dan Informasi Hukum
Hukum asi dan Berbasis Elektronik vang
(JDIH) Informasi |dapat

Hukum ditingkatkan /dikembang

Berbasis |kan menyesuaikan

Elektronik |[terhadap perubahan

vang dapat lingkungan, teknologi,

berkolabor (dan kebutuhan instansi

azi dengan |2, Melakukan

layanan aptimalisasi melalui

SPBE penguatan kebijakan

lainnya, layanan, perbaikan tata

seperti kelola layanan, dan

kearsipan, (penerapan manajermnen

kepustaka |dari layanan (help desk)

an,

dan/atau

dengan

Layanan

Jaringan

Dakument

asi dan

Informasi

Hukum

IPPD

lainnya
Layanan sudah Rekomendasi untuk
Publik memiliki  |mencapai level 5:
Sektor 1 layanan 1. Memiliki Layanan
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N | INDIKAT | EXISTI| TARGET | Analisa | Rekomendasi
L OR NG Gap
20 |20 20 |20 |20
21 |22 |23 24 |25
4 |Layanan |4 (4 |5 |8 |5 [Publik Publik Sektor 1
6 |Publik Sektor Elektronik yang dapat
Sektor 2 | Berbasis | ditingkatkan /dikembang

== L | |

Elelktronik |kan menvesuaikan

4 (Layanan 5 4 |5 5 |5 |yang dapat |terhadep perubahan
7 {Publik | ! ‘berkolabor |Hngkungan, teknologi,
Sektor 3 | |asi dengan |dan kebutuhan instansi
_ layanan 2. Melakukan
| I |SPRE loprimalisasi melahai
. | lainnya, |penguatan kebijakan
'| seperti layanan, perbaikan tata
layanan kelode layanan, dan
| Kependud |[pencerapan manajemen
| ukan, dari tavanan {help desk)
| Ferizinan
; dan fatau .
| dengan
i Layanan
: Publik |
- ' Sektor
{ IPPD
| | | lainnya

5.2 Analisa Kesenjangan Peta Rencana SPBE PEMKOT BLITAR 2011 -
20258

Untuk mendukung tercapainya peta rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar,
maka perly dikctahul kegiatan apa saja yang belum direalisasikan atag yang
sudaly direalisasilean. Hal ini bernyjuan uniuk memagtiltan kelancaran
kegiatan-kegialan vang selaras dengan Peta Rencanas SPBE Pemerintah Kota
Biitar 2021 - 2025 Pada 1abel berikunt ini dapat dilihey analisa kesenjangan
kegiatan yvang sudah atau belum terealisasikan berdasarkan peta rencana
SPRBE Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2021 - 2025.

Tabel 5.94 Analisa Hesenjangan realisasi kegiatan Peta Rencana SPBE
Pemkot Blitar 2021 - 2025

v|mmmmm Analisa

Direali Progres direalis Kesenjangan
sasikan 8 asikan

& | Peta Jalan Tata Kelola SPBE
1

el =

| 1 Enum Kebijakan Rewisi | W :Hep;latan sudai{f
. Perwnli terkall  kebijokan selesai
| pencrapan SPBE SPBE yvang ' i dircalisasikan

| (Perwali Blitar  sudah ada
i ) seTig i




..........

2020)

nomor 49 tahun

penambaha
n kebijakan
bara;
- Kebijakan
Manajemen
Data

Pembangun
an Aplikasi
SPBE

- Jaringan
Intra
Pemkot
Elitar
Penggunaan
aistem
Penghubun
g Layanan

Manajemen
Keamanan
Informasi

- Audit TIK
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Penyusunan
Kebijakan
internal
Mangajemen
Data

Kebijakan
manajemen
data harus
meliputi
manajemen
arsitekiur
data,
manajemen
data indulk,
|manajemen
data
referensi,
MANAjemen
baszis

data dan
manajemen
kualitas

Kegiatan sudah

selesai

direalisasikan

Penerapan
Manajemen
Data

Manajemen
Data
meliputi
seluruh
rangkaian
proses
pengelolaan

Belum

Kegiatan belum

terlaksana




arsiteletiir
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‘data, data
induk, data
referensi,
basiz data,
kualitas
data dan
interoperabi
litas data
'q' H‘E"i."iﬂi ]‘:Ehijﬂ]ﬂﬂ.l‘l i iﬂtﬁﬂtﬁﬂ E'U.d.ﬂ.h.
Pembangunan selesai
Aplikasi SPBE direalisasikan
5 |Pembuatan Vv Kegiatan belum!
prosedur (SOP) Belum terlaksana
Iterleait
pengoperasian
Layvanan Pusat
Data
b |Integrasi Pusat Kegiatan sudah
Data Kota Blitar ' selesal
dengan Pusat direalisasikan
Data Pemprov '
Jawa Timur
7 {Integrasi Pusat Kegiatan sudah
Data Kota Blitar selesai
dengan Pusat direalisasikan
Data Nasional
8 [Penambahan Kegiatan sudah
kapasitas aelesai
storage untuk direalisasikan
‘Backup & |
Recovery pada
‘Pusat Data
9 Sertifikasi Vv Kegiatan belum
nasional/interna Perla terlaksana
sional pusat
tlata
10/ Penyusunan Kegiatan sudah
Kebijakan selesai
Jaringan Intra direalisasikan
Pemkot Blitar
11| Pengukuran Kegiatan sudah
Cuality of selesai
Service Jaringan direalisasikan




el -
el Rk
AeFiatan
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Keterangan | Be

\Intra Pemkot
Blitar

12 [Penyusunan Kebijakan V  |[Kegilatan sudah
Kebijakan Manajemen selesai
Manajemen Keamanan direalisasikan
Keamanan Informasi Perwali
Informasi harus No 26
' meliputi Tahun

penetapan 2023

ma_'ng tentang

lingkup, MKI

penetapan SPBE

penanggung

jawab, |
perencanaa

n, |
dukungan

pengoperasi

an dan

evaluasi

kinerja)

13 {Penerapan L% Kegiatan belum
Manajemen Bkt terlaksana
Keamanan
Informasi padsa
seluruh OPD

14 |Pembentukan V  |[Kegiatan sudah
Tim Keamanan sclesai
Informasi direalizsasiltan
Pemkot Blitar

15|Penyusunan Audit TIK WV Kegiatan belum
Kebijakan Audit meliput Belum . terlaksana
Teknologi audit |
Informasi aplikasi,

audit |
infrastruktu
r dan audit

| keamanan

16|Pembaruan Penyusuna Kegiatan perlu
Proszes Biznis n Proses dizelesaikan
SPBE untuk Bisnis
gemua OPD SFBE

Femkot

Blitar harus

mengacu ke

Permenpan L .




tentang Sistem

'RB no 19
tahun 2019
tentang
Penyusuna
n Peta
Proses
‘Bisnis
17 i:rlyusunﬂn v Kegiatan belum|
raturan terlaksana
tentang Belurm
Software /Free
{Open Source
Software
18 |Penyusunan Analisa
Peraturan kesenjangan
tentang belum ada
Standarisasi
Infrastruktur
Jaringan TIK
19 |Penyusunan Kegiatan sudah
[Peraturan selesai
tentang direalisasikan
Standarisasi
Aplikasi/Sistem
Informasi TIK
20| Pemeliharaan Kegiatan sudah
dan selesai
Pengembangan | direalisasikan
Satu Data
21 |Sinkronisasi | W | Kegiatan perlu
Arsitektur Data diselesaikan
Pemkot Blitar - Hehm
Satu Data
Nasional
22| Penyusunan Kegiatan sudah
kebijalan selesai I
Sistem direalisasikan
Penghubung
Layvanan
Pemerintah
|Government
Service Bus)
23 | Sertifikasi ISO v Kegiatan belum
20000-1:2018 terlaksana |




Manajemen
Layanan

-148-

24

Evaluasi SPBE
secara periodik

25

Evaluasi
Rencana Induk
SPBE secara
iper:indﬂ-:

|kegiatan sudah
selesai

direalisasikan

Kegiatan sudah
selesai
direalisasikan

26

Evaluasi Kinerja
Tim Koordinasi
SPBE

Penvusuna
n prograrm
kerja
tahunan,
pelaksanaa
n program
dan
evaluasi
capaian
kinerja

Kegiatan sudah
selesai
direalisasikan

27

Forum
Kolaborasi SPBE

Wadah
informal
untuk
pertukaran
informasi
dan
peningkata
n kapasitas
pelaksanaa
n SPFBE.
Anggota
meliputi
pelaku
usaha,
masyarakat,

|waki1

pergurian
tinggi,
lembaga
penelitian,
dll. Forum
kolaborasi
dalam
bentuk
pertemuan
informal /
FGD

Kl:,g;fatan periu
dizelesaikan
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V  Kegiatan Keterangan Belum Dalam Analisa
! Direali Progres direalis Hesenjangan
sasikan s
1 Pembuatan |F'i:dnman ' Kl:gi_ar,an sudah|
Pedoman dan Manajemen ‘ selesad
Pembaharuan Risikn SPRE| dircalisasikan |
Pedoman Pemloot ; | .
Manajemen |Blitar hams | ' .
Risike SPHE mengact
maw ||
‘ Permenpan [ [
RBrno5 | |
tatnn 2020 |
| tentang
. | Pedoman | | |
| Manajemen | | |
Risiko SPBE -
| S, N | | |
| 2 Pelaksanaan | Penerapan ¥ Kegiatan betum,
dan evaluasi Manajemen ' Belum terlaksana |
| penerEpan Riziko SPBE bito '
| Manajemen harus s |
| Risiko SPBE di | direviu i ;
i seluruh OPD |setap ' '
| tahun I | | | .
| 3 Penyusunan dan Pedoman/st v o | !Kzg,iatun belum,
Pembaharuan  andar | terlaksana |
Pedoman/Stand | Keamanan :
ar Keamanan Informasi | !
informasi | harus
imengacy ke |
' 'Perban
' 'BSSN nn 4 !
tahun 2021 |
[tentang i
| Pedoman
‘Manajemen | |
Keamanan | |
Infarmass: | J
4 Penerapan v Kegiatan belum,
Manajemen ‘ Belam | terlaksana
Keamanan '
Informasi i ‘
beserta !
evaluasinya ‘ |
| 5 Penyusunan V Kegiatan thum!
Pedoman dan | terlaksana |
| |Pembaharuan Belam
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Pedoman
Manajemen
|'Data

6 |Penerapan Penerapan V !Kegi.atan belum
Manajermen Manajemen Beliirm  terlaksana
Data beserta Data I
evaluasinya meliputi

proses
pengelolaan
| arsitektiur
' data,
data induk,
data
referensi,
basis data,
dan
kualitas
data.

7 |Penyusunan Aset TIK Kegiatan belum
iDuh:l_mmn mencakup terlaksana
‘pedoman perangkat
'pelaksanaan lunalk,

Manajemen Aset |perangkat
TIK keras, data
dan
informasi,
infrastruktu
r, SDM, |
lisensi,
data, SOP,
outsource
SEIVICES,
dan IT asset |
Erester.

B |Penerapan Analisa
Manajemen Aset | kesenjangan
TIK belum ada
beserta
evaluasinya

9 [Penyusunan Pedoman v Keglatan belurmn
Dokumen mermuat terlaksana
pedoman serangkaian B':E;m
pelaksanaan proses
Manajemen MANgjemen
SDM SPBE SDM SPBE

| mulai dari

pPErencanan
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Kepiatan Keterangan Belun

I,
pengemban
garn,
pembinaan,
dan
pendayagun
aan 3DM
dalam
SPBE
10 E{fn&rgpan v Kegiatan belum
anajemen terlaks
SDM SPBE o e
beserta o
evaluasinya |
11 |[Penyusunan Pedoman v Kegiatan belum
Dokumen dan | harus Batism - terlaksana
Pembaharuan memuat il
Dokumen serangkalan
Panduan proses
Pelaksanaan manajemern
Manajemen pengetahua
Pengetahuan n mulai dari
SPBE, pengumpul
&,
pengolahan,
penyimpana
n,
penggunaan
. dan alih
pengetahua
n dan
teknoalogi
yang
dihasillkan
dalam
| SPBE. |
12 Penerapan V  |Kegiatan sudah
‘Manajemen selesai
Pengetahuan direalisasikan
SPBE di semua
OPD beserta
evaluasinya
13| Penyusunan Pedoman V Kegiatan belum
Pedoman Manajermnen terlaksana
Pelaksanaan Perubahan
Manajemen SPBE harus
Perubahan meliputi
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V  HKegiatan  Keterangan Belum Dalam | Sudah | Analisa |
| Direali Progres direalis Kesenjangan
| | sasikan = asikan
Perubahan :
‘ Aplikasi,
(Perubahan |
| Perangkat '
| Keras,
Perubahan
Peranglal
Lunale,
| Perubahan |
Infrastruktu .
i .
Perubahan
Proses
Bianis, |
Perubahan
Lingkungan
|Organisasi,
Perubahan
Lavanan, !
| Ferdbahan !
[ [ Data, | ' |
| Perubahan
Keamanan , I
| |dan I
5 |Perubahan ’
i Arsitelktur, |
| 14 Penyusunan v Kegiatan belum|
[  Dokumen dan terlaksana |
Pembaharuan |
| Doloumen |
[ Pedoman '
Pelaksanaan ‘
Manajemen
Layanan
SPBE., i
15 Penerapan | | ¥ 1:]"'.'.1':gi.r:ﬂ.r:ll'] belum
Manajemen | terlaksana
Perubahan .
SPREE di semua |
OFD beserta
im]l.ll.ll'l'l_‘pl'ﬂ. ‘
6- Peta Jalan Layanan SPBE
3
1 |Pengembangan V  Kegiatan sudah
|Sistemn [nformasi sclesai
Ekseloutif direalisasikan
Terintegrasi
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dengan BKN dan
Layanan Kinerja
Pegawai

Kegiatan sudah
sotfware selesai
berlisensi direalisasikan
Penerapan Kegiatan sudah
Sistem selesal
Penghubung direalisasikan
Layanan untuk
integrasi
layanan SPBE

‘Pengembangan Kegiatan sudah
Aplikasi Sistemn selesai
[nformasi direalisasikan
Manajemen

Pengetahuan

Sinkronisasi Analisa
layanan e- kesenjangan
planning, e- belum ada
budgeting dan

manajemen

keuangan

dengan SIPD

[Sistem

Informasi

Pemerintahan

Daerah)|

[ntegrasi Kegiatan periu
Layanan diselesaikan
Manajemen

Kepegawaian

Integrasi Analisa
Layanan kesenjangan
Almuntabilitas belum ada
Kinerja

Organisasi

dengan Layanan

Manajemen

Keuangan

Penerapan Analisa
Layanan kesenjangan
Kearsipan helum ada
Dinamis di

semua OFPD
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9 |Integrasi V  Kegiatan sudah
Layanan selesai
Kearsipan direalisasikan
Dinamis
dengan Layanan
Manajemen
Kepegawaian,
Manajemen
Perencanasn
dan Manajemen
Keuangan

10 |Integrasi Analisa
Layanan kesenjangan
Pengelolaan | belum ada
Barang Milik
Negara dengan
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa,
Layanan
Penganggaran
dan Layanan
Manajemen
Keuangan

11 I[ntcg;rasi Vv Kegiatan belum!
|Laya.nﬂ.n terlaksana
Pengawasan
Internal dengan
Layanan
Penganggaran
Berbasis
Elektronilk,
Pengadaan
Berbasis |
Elektronils,
Lavanan
Perencanaan
Berbasis
Elektronilk,
Layanan |
Keuangan |
Berbasis

Elektronik

12 Penambahan ' Analisa
fitur analitik kesenjangan
data pada belum ada
Layanan




T el
Heriatan

FPengaduan

Layanan Publik

13 Pengembangan
Layanan Data
Terbuka

Kota Blitar
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i[{:g;latan sudah
selesai
direalizasikan

14 Integrasi
Layanan Data
Terbuka Kota
Blitar dengan
Layanan Data
Terbuka
Pemprov Jawa
Timur dan
Layanan Data
Terbuka
Masional

Kegiatan
sedang dalam
pengajuan

15 |Update Konten
dan
Penambahan
Fitur Analitik
Data Layanan
Data Terbuka

Belum

Kegiatan belum)
terlaksana

16 Penambahan
fitur transaksi
layanan JDIH
dan integrasi

JDIH
Nasional

dengan Layanan

Belum

Kegiatan belum|
terlaksana

17 |{Pengembangan
Portal Pusat
Layanan SPBE

Belum

Kegiatan belum
teriaksana

18{Evaluasi

periodik

Layanan sccara

| Perlua
dilanjut

Kegiatan perlu
dilanjutkan

19| Pengembangan
Big Data
Analytics pada
layanan SFEBE

| Perlu
dilanjut

Kegiatan perlu
dilanjutkan
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T s e ——
Direali Progres direalis Kesenjangan
sasikan s
|20 Pengembangan ! Hepiatan sudah
Aplikasi Sistem selesai
. Informasi dircalisasilkan
Manajemen :
I engetahuan | |
e i p— ). ! =
|21 Pengembangan Voo | | Kegiatan perlu
dan Update Perlu dilanjutkan
Portal Pusat dilariut
Layanan SPBE el
— | _ |
6- Peta Jalan Infrastruktur SPBE
%
| Pembangunan i . Kegiatan sudah|
Jaringan Fiber selesai
Optic untuk | direalisasikan
| Backbone untuk |
semua OFD
v _ e
2 |Pemeliharaan, Kegiatan sudah
Pengamanan, selesal
Penamhbahan | , direalisasikan
Juringan Wired
MEUpUn ! i
Wireless
' 3 Peningkatan dan| Kegiatan sudah|
Pengaturan selesal
| Alokasi | direalisasikan
Bandwidth
_ Internet
4 Penyediaan | Kegiatan sudah
Public Access sclesai
Point {Free WiFi) | '| | dircalisasikan
'S5 Peningkatan ' | Kegiatan sudah
Kinerja Data ! selesai
Center direalisasikan
| b ‘.Fembangunnn i b 1 Kepiatan sudah
Hybrid Cloud | sclesai
[Lomputing | direalisasikan
7 Pengembangan | v | Kegiatan belum
Disaster i Belum | . . teriaksana
Recovery Center | I | |
I_.E. Femba_nELman ! i | Analisa |
Emergency Call ‘ | kesenjangan

[Center

belum ada
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V  Kegiatan Keterangan Belum | Dalam | Sudah Analisa
Direali Progres direalis Hesenjangan
| sasikan = asikan

9 Pengembangan v Megiatan belutn)
NEtW{]r.k- | E:Iu m | | LHL&H-HIH.EH |
Operation , I
Center : !

10 Penyediaan v EH&mnmn :mduh'.
Helpdezk Service | selesai |
dan IT Support | direalisasikan

1o ol SR
11 SLFEI'-EEW]JEILEEH L A Kegatan belum|
seurity terlakksana
Operation e |
Center I
| : -

12 Integrasi Data . V  |Kegiatan sudah
Center Pembkot ! sclesai
Blitar ke Data | | direalisasikan
Center Pemprov ,

Jatim
13 Integrasi Data | ', Kegiatan sudah
i Center Pembot | srlesai
Blitar ke Pusat | dircalisasikan
Dita Nasional I
14 Penyediaan | | ¥ 'Hegjat-ﬁ.n sudah’
Networlk i 5 | ' selessu
Monitoring Tools J J | direalisasikan
B- Peta Jalan Aplikasi SPFBE
S5
| Laysanan dan Badun v I{egmm_n_;m
Database Kesatuan | selesai
Kesbangpol ([E- Bangsa, | . direalisasilan
LANDA) Palitik dan '
\Prnangguls | . .
[ngan | |
{Bencana | | |
' 2 [CSR KOTA 'Badan | TV [Kegiazan sk
BLITAR IPr:remra.naa ; srlesai .
m | direalisasilkan
(Pembangun |
‘an Daerah .
'3 SMART SURVEY |Bagian v | Aplikasi perlu |

tan dan
\Layanan
Pengadaan

Pembangun |

ditpgrade




Sistem Informasi|Bagian Aplikasi perlu
Managemen Perekonomi diupgrade
Data Kesra an dan

[[SIMDAKESRA) |Kesra

5 |Sistem Informasi Dinas V  [Kegiatan sudah
Pelayanan Kependudu sclesai
Administrasi kan dan direalisasikan
Kependudukan |Pencatatan
(SIPAK] Sipil

6 Sistem Informasi|Dinas V Aplikasi masih
Kezehatan Ketahanan diperlukan
Hewan dan Pangan dan untuk
Peternakan Pertanian dibangun
(SIMASTAHANP
ENAK)

7 |Blitar Kota Dinas v Aplikasi masih
Serba Ada Komunilkasi diperlukan
(BLIKOSDA) : untuk

Informatika dibangun
dan
Statistilk

8 Melaparkan Dinas v Aplikasi masih
'Kelahiran dan  |Kemunikasi diperlukan
Kematian (E- , untuk
MELATI) Informatika dibangun

dan
Statistik

9 |Sistem Informasi Dinas V Aplikasi masih
Fasilitas Komunikasi diperlukan
Kesehatan dan |, untuk
Peta Sebar Informatika dibangun
Penyaleit dan
(INFOKES) Statistik |

10| Sistem Verifikasi Dinas Vv | Aplikasi masih
Data Komunikasi | diperlulan
Kependudukan |, ' untuk
[SIDAKL) Informatilka | dibangun

| dan
Statistik

11 |Sistem Informasi Dinas v | Aplilkasi masih
Rawat Inap Kormunikasi diperlukan
Elektronik , untuk
[STRINE) Informatika dibangun

dan
Statistik
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12 |Sistem Informasi Dinas v Aplikasi masih |
Dana Bergulir  |Koperasi diperlukan
(SIDALIR) dan UKM untuk

dibangun

13 Visit Blitar Dinas v Aplikasi masih

|Pﬂ.]‘1‘ﬁ"iﬂ-ﬂ[a diperlultan
dan untuk
Kebudayaa dibangun
n
14 [SLOGAN Dinas v Aplikasi masih

Pemberdaya diperlukan
an untuk

| Perempuan, dibangun
PA, FB dan
KB

15 |Panitia Seleksi |Dinas v Aplikazsi masih
Calon Anggota |Pendidikan diperlukan
Dewan untuk
Pendidikan Kota | dibangun
Blitar (PANSEL-

LP)
16|Info PKL Kota  |Dinas Aplikasi perlu
Blitar (PEKAS) |Perdaganga diupgrade
f1 dan
Perindusiria
n
17 PINTAR ONLINE |Dinas V Aplikasi masih
(SHOP Perdaganga periu dibangun
n dan
Perindustria
n
18 Aplikasi Absensi |Badan Kegiatan sudah
Berbasgis Lokasi Kepegawaia selesai
(AKSI) n Daerah direalisasikan
19|E-FORMASI Badan |V Aplikasi masih
Kepegawaia perlu dibangun
n Daerah

20|SIAP Badan V lﬁp]ikﬂ.ﬁi masih
Kepegawaia periu dibangun
n Daerah |

21| Sistem Informasi Badan v Aplikasi masih
Bea Perolehan |Pendapatan ‘perlu dibangun
Hak atas Tanah |, Keuangan
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v Kegiatan Heterangan Belum Sudah Analisa
Direali direalis| Kesenjangan
sasikan asikan

~ |dan Bangunan |dan Aset
(SIBPHTB] Daerah

22 |Sistem Informasi |Badan V  [Kegiatan sudah/

Managemen Pendapatan selesai
PBEB (SIM PBB} |, Keuangan direalizazikan
dan Aset
Daerah
23 |SISMIOP ‘Badan v Aplikasi masih
‘Pendapatan | perlu dibangun
|, Keuangan |
\dan Aset '
Daerah
24 Sistem Bagian v Aplikasi masih
Terintegrasi Organisasi periu dibangun
Informasi
WJabatan
(SISTER MANJA)
25 Perijinan Nakes |Dinas Vv Aplikasi masih
Kesehatan perlu dibangun
26 Aplikasi Dinas v Aplikasi masih
Pengelolaan Komunikasi periu dibangun
‘Keuangan ;
iSekolah Terpadu | Informatika
| dan
. Statistik
27|E-RUSUNAWA | Dinas v Aplikasi masih
Perumahan perlu dibangun
I Rakyat
28 E-Klaim INA- |RSUD v Aplikasi masih
CBG i perlu dibangun

&

1 |Pembuatan | v Kegiatan belum
Dokumen Tata terlaksana
Kelola | Belum
Keamanan
Informasi l

2 f’enjmsﬁna_n v Kegiatan belum

standar teknis Belum terlaksana
dan prosedur
keamanan SPBE
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v Kegiatan Keterangan Belum Dalam Sudah Analisa
Direali Progres direalis| Kesenjangan
sasikan s asikan

3 Penyusunan v Kegiatan belum

standar teknis terlaksana
\keamanan e
|aplikasi berbasis
web
| 4 Fen}rusunanl v Eeg;iz-ltan belum
standar teknis Behim terlaksana
keamanan
aplikasi berbasis
muobile
' 5 |Analisis Risiko | ) V  [Kegiatan sudah
Keamanan : selesai
Informasi Sﬂhiga direalisasikan
sebagian
6 |Sosialisasi V  Kegiatan sudah
Edukasi sclesai
Kesadaran direalisasikan
Keamanan
Informasi
7 |Analisis | N | Vv [Kegiatan sudah
Kerentanan .| selesai
Keamanan SPBE | Scbn B21 direalisasikan
| schagian
8 |Penetration |V |[Kegiatan sudah
Testing untuk | . selesai
uji coba EEbI?Elﬂ direalisasikan
keamanan sebagian
server dan |
infrastruktur
jaringan
9 |Pembentukan V  [Kegiatan sudah
CSIET Kota selesai
Blitar direalisasikan
10 [Penanganan Vv Kegiatan belum
Insiden terlaksana
Keamanan SPBE Belum
11 (Pencrapan | Vv Keglatan sudah
sistem | selesal
pencadangan direalizasikan
berkala (backup

& recovery)




V| Kegiatan |Keterangan Belum | Dalam Analisa
Direali [Progres Kesenjangan
sasikan

12 |Penerapan Kegiatan sudah|
Single Sign-on selesai
untuk direalisasikan
autentikasi
jaringan dan
aplikasi

13 |Konfigurasi Terkonfigur | Kegiatan sudah
Firewall pada asi pada selesai
SEemua server | semua direalisasikan

SEerver '

14 |Konfigurasi Tc:l‘kﬂl:lﬁg'l.lt‘ i Hegmtan sudah
[Intrusion asi pada selesai
Detection pada |semua direalisasikan
Router router

iE:rl-:'é'ﬁ_éuatan Terkonfigur T Kegiatan sudah
keamanan pada asi pada selesai
Semua Server firewall direalisasikan

16| Penerapan Kegiatan sudah
Digital Signature selesai '
pada layanan - direalisasiltan
layanan penting

17 |Pelatihan dan v Kegiatan belum
Sertifikasi terlaksana
Certified Relum
Information
System Security
Professional
(CISSP)

18 |Pelatihan dan . v Kegiatan belum
Sertifikasi terlaksana
Certified Belum
Information
System Auditor
(CISA)

19 [Pelatihan dan v Kegiatan belum,
Sertifikasi terlaksana
Certified helam
Information
ls-::cuﬁry
‘Manager (CISM)

20 Pelatihan dan v Kegiatan belum
‘Sertifikasi terlaksana
Certified Heham




<
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Kegiatan

Netwaork

I-Defender

21

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certified Ethical
Hacker

Sudah

Belum

' |Pelatihan dan

Sertifikasi
Systems
Security
Certified
Practitioner
(55CF)

Belum

Kegiatan belum
terlaksana

i I:iegiam.n belum|

terlaksana |

23

24

25

_JSecurit)r}

Pelatihan dan
Sertifikasi
Certificate of
Cloud Security
Knowledge
{CCSBK)

Pelatihan dan
Sertifikasi Cisco
Certified
Network
Associale
Security (CCNA

|

Kegiatan I:lelumi
terlaksana |
| [
[

Kegiatan tidak
perlu untuk
dilanjutkan

Sertifikasi IS0
27001:2013
Information
Security
Manajement
System (ISMS)

Kegiatan bl:luml
terlaksana

—| Ao

Penyusunan
Dokumen dan
Pembaharuan
Pedoman Audit
Aplikasi

Kegiatan belum
terlaksana
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Kegiatan

Keterangan

ha |

Penyusunan
Dolumen dan
Pembaharuan
Pedoman Audit
ilnﬁ“astruktur

Analisa
Hesenjangan

Audit
Infrastruktu
(r meliputi
penerapan
tata kelola
dan
manajemen
infrastruktu
r SPBE,
infrastruktu
r SPHE,
kinerja
infrastruktu
r SPBE

dan aspek
infrastruktua
r SPBE
Nlainnya.

Penyusunan
Dokumen dan
Pembaharan
Dolkumen
!Pﬂndun_u Audit
|Keamanan

Audit

| Keamanan
‘SPBE terdin
latas Audit
|[Keamanan
Aplikasi
dan Audit
Keamanan
Infrastruktu
I.

Kegiatan belum
terlaksana

Belum

4

tAudit Aplikasi
isecara mandin

Kegiatan
Audit
Aplikasi
dilaksanaka
n oleh
auditor TIK
internal

5

| Augdit
{Infrastruktur

{secara mandiri
|

Kegiatan
Audit
Aplikasi
\dilaksanaka
n oleh
auditor TIK
internal

Belum

6

‘Audit Keamanan
-isecara rmandir

Kegiatan
Audit
Keamanan
dilaksanaka

= B o

Kegiatan belum)|
|  terlaksana

v

Sudah

terhada

p SFSE
2021

nakan
tools

Kegiatan sudah)
selesai
direalisasikan |

[

Kegiatan helu.m;
terlaksana |

[ Kegiatan sudahé
‘Menggu

aelesal
direalisasikan |
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Keterangan |

auditor
TIK/Sistem
Keamanan
Informasi
internal

eksternal
(auditor
elkaternal
tersertifikasi)

Audit Aplikasi

indeks
KAMI

Kegiatan
|Andit
|Aplikasi .
\dilaksanaka |
'n oleh
auditor TIK
elksternal
yang
memiliki
sertifikasi
auditor
TIK / Sistem
Informasi

v

Belum

Kematan hl:]um:

terlak=sana

Audit
Infrastruktur
eksternal
{auditor
eksternal
tersertifikasi)

Kegiatan
Avsdit
Infrastruktu
T
dilaksanaka
n oleh
auditor TIK
elksternal
yang

|m ik
sertifikasi
auditor
TIK / Sistem
Informasi

Belum

Kegiatan belum

terlaksana

%  Audit Keamanan

‘eksternal
(auditor
jeksternal

Iterserﬁﬁkasil

Kegiatan
Audit
Keamanan
dilaksanaka
n oleh
auditor

TIK /Sistem
Keamanan
Informasi
cksternal
yang
|sertifikasi
auditor

| Sistem

Kegiatan belum

terlaksana
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Keterangan Belum

Direali

sasikan

Dalam | Sudah
Progres direalis

| Keamanan
[ Informasi.

10

Tindak lanjut
rekomendasi
hasil audit

‘aplikasi

Output:
Laporan
hasil
reviufevalu
as1 dan
rekomendas
itindak
lanjut hasil
pelaksanaa
n Audit
Aplikasi
SPEBE

Belum

Kegiatan belum
terlaksana

11

Tindak lanjut
rekomendasi
hasil audit
infrastulktur

12

Tindak lanjut
rekomendasi
hasil audit
keamanan

Output:
Laporan
hasil
reviu/evalu
asi dan
rekomendas
i tindak
lanjut hasil
pelaksanaa
n Audit
Infrastruktu
r SPBE

“ll-:'}utp'ut:

Laporan
hasil
reviu/evalu
asi dan
rekomendas
i tindak
lanjut hasil
pelaksanaa
1 Audit
Keamanan
SPBE

Belum

Kegiatan belum
terlalesana

Belum

Kegiatan belum
terlaksana

13

Pelatihan dan

Sertifikasi Audit

Aplikasi

Pelatithan
diadakan
aleh

Lembaga

audit

|terakreditas

i dan

Belum

auditornya |

Kegiatan belum
terlaksana
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14

Pelatihan dan
Sertifikasi Audit
Infrastruktur

15

Pelatihan dan
Sertifikasi Audit
Keamanan

terdaftar di
BPPT

Pelatihan
diadakan
olch
Lembaga
audit
terakreditas
idan
auditornya
terdaftar di
BFPFT

Belum

Kegiatan belum
terlaksana

Pelatihan
diadakan
oleh
Lembaga
audit
terakreditas
i dan
auditornya
terdaftar di
BFPFT

Belum

16

Pelatihan dan
Sertilikasi
Certified
Information
Systems Auditor
(CISA)

Scrtifikasi
internasion
al dari
Information
Systems
Audit and
Control
Association
(ISACA)

Belum

Kegiatan 'I:relumé
terlaksana |
[

Kegiatan belum)|
terlakzana
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5.3 Analisa Kesenjangan Dukungan Teknologi Informasi pada RPJMD Kota Blitar

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar, maka strategi pengembangan SPBE perlu
diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah Kota Blitar. Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisa kesenjangan
dukungan teknologi informasi yang diperlukan untuk tercapainya program pembangunan daerah yang direncanakan Pemerintah
Kota Blitar untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5.95 Analisa kesenjangan dukungan teknologi informasi terhadap RPJMD Kota Blitar

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam
Kebudayaan

Tujuan Sasaran . Program Pembangunan Dukungan Analisa Kesenjangan
Daerah Teknologi
Informasi
Terwujudnya tata | Meningkatnya Program Penguatan [deologi Perlu « Pengembangan aplikas: untuk
kehidupan kerukunan antear Pancasila dan Karakter memberikan materi terkait
masyarakat yang umet beragama Kebangsaan penguatan ideologt Pancasila dan
demokratis karakter kebangsaan seperti arti
Pancasila, pentingnya Pancasila,
pembuatan video antmasi yang

menggambarkan nilai-nilai Pancasila
beserta contohnya dalam kcehidupan
sehari-har, membuat tebak-tebakan
untuk meningkatkan sisi interaktif
aplikasi, pembuatan fitur Text-to-
Speech, dll

« Pembuatan pedoman penggunaan
aplikasi penguatan ideologt
Pancasila dan karakter kebangsaan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Sasaran

Program Pembangunan
Daerah

Dukungan
Teknologi
Informasi

[

Analisa Kesenjangan

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi
penguatan ideologi Pancasila dan
karakter kebangsaan kepada semua
pengguna yang terkoait

= Pembuatan Peraturan Walikota
tentang penerapan aplikasi
penguatan ideologi Pancasila dan
karakter kebangsaan

« Integrasi aplikasi penguatan ideologi
Pancasila dan karakter kebangsaan
dengan aplikasi lain yang ferkeait

« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi penguatan ideologt
Pancasila dan karakter kebangsaan

« Pembuatan S0P penggunaarn
aplikasi penguatan ideologt
Pancasila dan karakter kebangsaan

Progrum Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

Perlu

« Mengidentifikasi berbagai aplikasi
program pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat

« Mengembangkan sebuah aplikast
WAL g memuat navigast ke
seluruh aplikasi program
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Misi 1: Meningkatkan Tata KEehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Analisa Kesenjangan

pemerintahan dan kesejahteracan
rakyol

« Pembuatan pedoman penggunaan
aplikasi umum

« Bimbingan teknis penerapan aplikast
umum ke sefluruh pengguna aplikasi

= Buat peraturan Walikota tentang
penerapan aplikasi umum

« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi wmum

= Pembuatan SOP penggunaan
aplikasi umum

——il

Kebudayaan
Tujuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan
Daerah Teknologi
Informasi
Program Peningkatan Periu
Kewaspadaan Naswonal
dan Peninghkatan Kualitos
dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial

s« Menambahkan fitur pada aplikasi E-
LANDA uniuk mengelola berbagat
data yang berkaitan dengean
pragram peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas
dan fasilitasi penanganan konflik
sosial seperti peningketon
kesadaran dan pendidikcan
masyarakat, pengembargan
mekanisme penyelesaian konflik,

penguatan kapasitas aparat




-171-

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan

Tujuan

———

Sasaran | Program Pembangunan
Daerah

Analisa Kesenjangan

penegak hukum, kelaborasi antar
pthak terkait, monitoring dan early
waarning system, promost dialog dan
rekonsiliasi, dll

s Pembuatan pedoman penggunaan
aplikast peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas
dan fasilitasi penanganan kenflik
social

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi
ke seluruh pengguna aplikasi

» Pembuatan Peraturan Walikota
tentang penerapan aplikasi
peningkatan kewaspadaan nasional
dan peningkatan kualitas dan
Sfasilitasi penanganan konflik sosial

« [ntegrasikan aplikasi peningkatan
kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasiitasi
penanganan konflik sosial dengan
aplikasi lain yang berkaitan

« Monitoring dan evaluas] penerapan
aplikasi peningkatan kewaspadaan
nasional dan peringkatan kualitas
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

KRebudayaan
Tujuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan Analisa Kesenjangan
Daerah Teknologi
Informasi
dan fasilitasi penanganan konflik
sosial
« Pembuatan SOP penggunaan
aplikasi peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas
dan fasilitasi penanganan Konflik
sosial
Program Pemberdayaan Periu « Menambahkan fitur pada aplikasi E-

dan Pengawasar
Organisasi
Kemasyarakatan

LANDA untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan
program pemberdayaan dan
pengawasan organisas
kemasyarakatan seperti
peningkatan kesadaran dan
pendidikan masyarakat,
pengembangan mekanisme
penyelesaian konflik, penguatan
kapasitas aparat penegak hukum,
kolaborasi antar pihak terkait,
monitoring dan early wdarning
system, promaosi dialog dan
rekonsiliasi, dll

« Pembuatan pedoman penggunaan
aplikasi pemberdayaan dan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Rebudayaan

Tujuan

Analisa Kesenjangan

PENGrUASAN Organisasi
kemasyarakatan

« Bimbingan teknis penerapan aplhikasi
pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan ke
seluruh pengguna aplikasi

» Pembuatan Peraturan Walikota
lentang penerapan aplikasi
pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan

= Integrasikan aplikast pemberdayaan
dan pengaisasan arganisasi
kemasyarakatan dengan aplikasi
lain yang berkaitan

« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi pemberdayaan dan
PENGAIASAN organisasi
kemasyarakatan

» Pernbuatan SOP penggunaan
aplikasi pemberdayaan dan
pengalasan organisasi
kemasyarakatan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan
Tujuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan Analisa Kesenjangan
Daerah Teknologi
Informasi
Program Peningkatan Peran Tidak -
Partai Politik dan Lembaga
Pendidikan melalui
Pendidikan Politik dan
Pengembangan Etika serta
Budaya Folitik
Meningkatnya Program peningkatan Tidak -
ketertiban wmum ketenteraman can
ketertiban wmum
Meningkatnya Program Pengembangan Perlu » Menambahkan fitur pada website
Pemajuan Kebudayaan VISIT Biitar untuk mengelola

Kebudayaan darn
Kelestarian Cagar
Budaya

berbagai data yang berkaitan
dengan program pengembangan
kebudayaan seperti data budaya
yang ada di Blitar, memperbarut
informasi terkait kebudayaan kota
Blitar, dli

= Pembuatan pedoman penggunaan
aplikasi pengembangan kebudayaan

s Bimbingan teknis penerapan aplikasi

aplikasi pengembangan kebudayaan
ke seluruh pengguna aplikosi
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

&W
Tujuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan Analisa Kesenjangan
Daerah Teknologi
Informasi

+ Pembuatan Peraturan Walikota
tenfang penerapan aplikas:
pengembangan kebudayaan

« Integrasikan aplikasi pengembangan
kebudayaan dengan aplikasi lain
yang berkaitan

» Monitoring dan evaluast penerapan
aplikasi pengembangan kebudayaan

« Pembuatan SOP penggunaan
aplikasi pengembangan kebudayaan |
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Misi I: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan
Tujuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan Analisa Kesenjangan
Daerah Teknologi
v =
Meningkatnya Menurunnya Program pengarusutamaan Perlu o Pengembangan aplikasi untuk
Kesetaraan kesenjangan Gender dan Pemberdayaan mengelola berbagai data yang
Gender, | gender Perempuan berkaitan dengan pengarus wtamaan
Perlindungan gender dan pemberdayaan

Perempuan, dan

Arnak

perempuan seperti kesadaran dan
pendidikan, penguatan ekonomi
perempuan, kepemimpinan dan

partisipasi perempuan, kekerasan
terhadap perempuan dan anak
perempucr, akses kesehatan
reproduksi dan layanan kesehatan,
dll

» Pernbuntan pedoman penggunadn
aplikasi pengarus utamaan gender
dan pemberdayaan perempuan

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi
pengarus utamaan gender dan
pemberdayaan perempuan kepada
semua pengguna yang terkait

« Pembuatan Peraturan Walikota
tentang penerapan aplikasi
perngarus utamaan gender dan
pemberdayaan perempuan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Eehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Analisa Emu

« Integrasi Epﬁkﬂgf pengarus utamaan
perempuan dengan aplikasi lain

« Monitoring dan evalias) penerapan
aplikasi pengarus ulamaan gender
dan pemberdayaan perempuan

aplikasi pengarus utamaan gender
dan pemberdayaan perempucn

mengelola berbagal dato yang
berkattan dengan perlindungan

Kebudayaan
Tyjuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan
Daerah Teknologi
Informasi
gender dan pemberdayann
yang terkalt
« Pembuntan SOP penggunaorn
Program perlindungan Perlu » Pengembangan aplikasi untuk
Perempuarn
FProgram Perlindungan Perlu

Khusus Anok

perempuan dan anak seperti
pengaduan kekerasan terhadap
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan
Tujuan Sasaran Program Pembangunan Dukungan Analisa Kesenjangan
Daerah Teknologi
Informasi

perempucn dan anak, edukast
terhadap perlindungan perempuan
dan anak, data kekerasan terhadap
perempuan dan anak, pendaftaran
relawan masyarakat, dli

= Pembuatan pedoman penggunadarn
aplikasi perlindungan perempuan
dan anak

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi
perlindungan perempuan dan anak
kepada semua pengguna terkatl

= Pernbuatan Peraturan Walikota
tentang penerapan aplikast
perlindungan perempuan dan anak.

« Integrasi aplikast perlindungan
perempuan dan anak dengan
aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi perlindungan perempuan
dan anak

» Pernbuatan SOP penggunaan
| aplikasi perlindungan perempuan

|  darn anak
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan

Berkarakter

Tujuan

Sasardan

Program

Pembangunan
Daerah

Dukungan
Te
Informasi

Analisa Kesenjangan

Meningkatnya
derajat kesehatan
dan Daya Saing
Sumber Daya
Manusia

Meningkatnya
kualitas layanan
Pendidikan

Program pengelolaan
pendidikan

Meningkatnya
derajat Kesehalan
masyarakat

Pragram pemenithan
upaya kesehatan
perorangan dan
upaya kesehatan
masyarakat

Tidak

Tidak

Program pemenithan
upaya kesehatan

perorangan dan
upaya keseharan

masyarakal

Tidak

Program sediaon
farmasi, alat
kesehatan dan
ke L

Program
pemberdayaan
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan

Berkarakter
Tufuan Sasaran Program Dukungan Analisa Kesenjangan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi
N masyarakat bidang
kesehatan
Meningkatnya Program Perlu « Pengembangan aplibast untuk
prestasi olahraga pengembangan mengelola berbagai data yang
dan peran serta kapasitas daya satng berkaitan dengan program
pemuda dalam kepermudaan pengembangan kapasitas daya saing
pembangunan — kepemudaan sepertl data organisasi
daerah Program Perlu kepemudaan dan komunitas olahkraga,
pengembangan aktivitas organisasi kepemudaan dan
kapasitas daya saing olahraga, data fasilitas kepemudaan
keolahragaan dan olahraga, peminjaman fasilifas

kepemudaan dan olahraga, dli

« Pembuatan pedoman penggunaan
aplikasi pengembangan kapasitas daya
saing kepemudaan dan olahraga

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi
pengembangan kapasilas daya saing
kepemudaan dan olahraga

« Pembuatan Peraturan Walikota tentang
penerapan aplikasi pengembangan
kapasitas daya saing kepemudaan dan
olahraga
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan
Berkarakter

Tujuan [ Sasaran Program Dukungan Analisa Kesenjangan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi

= Integrasi aplikasi pengembangan
kapasitas daya saing kepemudaan dan
olahraga dengan aplikast lain yang
terkait

=« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi pengembangan kapasitas daya
=aing kepemudaan dan olahraga

= Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
pengembangan kapasitas daya saing

kepemudaan dan olahraga
Meningkatnya Program pembinaan Tidak -
pengendalian Keluarga Berencana
penduduk (KB}
Meningkatnya Program pembincan Periu » Memperbarui aplikasi pembinaan
kegemaran perpustakoan perpustakaan (INLISLITE dan E-
membaca PERPUSTAKAAN] agar menjadi
masyarakat mutakhir. Khususnya websile

| INLISLITE yang tidak bisa diakses saat
pengguna ingin mencari buku-buku
yang tersedia,

« Pernbuatan pedoman penggunaan
aplikasi pembinaan perpustakacan
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan

Berkarakter

Tufuan

Sasaran

Dukungan
Teknologi
Informasi

Analisa Kesenjangan

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada

| « Bimbingan teknis penerapan aplikasi

pembinaan perpustakaan

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang
pererapan aplikast pembinaan
perpusickaarn

» Integrasi aplikasi pengembangan
pembinaan perpustakaan dengan
aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluast penerapan
aplikasi pembinaan perpustakacn

s Pembuatan SOP penggunaan aplikast
pembinaan perpustakaan

ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tufuan Sasaran ' Program Dukungan Analisa Kesenjangan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi
Meningkatnya Menurunnya Program Ticak
tingkat ketimpangan antar perlindungan dan

penduduk miskin

Jaminan sosial
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Dukungan Analisa Kesenjangan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi
esapanterain Meningkatnya Program Tidak -
masyarakat ketahanan pangan peningkatan
daerah diversifikast dan
ketahanan pangan
masyarakat
Program Tidak
Penanganan
Kerawanan Pangan
| Meningkatnya Program Rehabilitasi Perlu
kesejahteraan sosial sosial
masyarakat
Program Perlu
Pemberdayaan
sosial
Menwrunnya tingkat Program Pelatithan Perlu '« Pengembangan aplikast untuk mengelola
pengangguran kerja dan berbagai data yang berkaitan dengan

produktivitas tenaga
kerna

pelatihan kerja dan produktivitas tenaga
kerfa seperti kebutuhan pasar kerja,
pelatthan ketrampilan teknis, pelatihan
ketrampilan non feknis, program magarng
dan penempatan kerja, pembinaan dan
mentoring, sertifikasi dan pengakuan
kompetensi, dil
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis
digital |
Tujuan Sasaran Program Dukungan Analisa Kesenjangan

Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi

» Pembuatan pedoman penggur;&ﬁn aplikasi
pelatihan kerja dan produktivitas tenaga
kerja

« Bimbingan teknis penerapan aplikast
pelatihan kerja dan produktivitas tenaga
kerja ke seluruh pengguna aplikasi

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang
penerapan aplikasit pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja

» Integrasi aplikasi pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja dengan aplikasi
lain yang terkait

« Monitering dan evaluasi penerapan
aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas
tenaga kerja

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
pelatthan kerja dan produktivitas tenaga
kerja

Program Perlu » Pengembangan aplikasi untuk mengelola
Penempatan tenaga berbagat data yang berkaitan dengan

kerja penempatan tenaga kerja seperti
pencocokan dan penilaian, informasi
pekeraan, bimbingan kanr, pemaniauan
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital

Tufuan

Sasaran

Analisa Kesenjangan

dan evaluasi, kemitraan dengﬁn
pengusaha, dukungan pasca penempatan,
dil

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
penempatan tenaga kerja

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi
penempatan tenaga kerja ke seluruh
pengguna aplikasi

» Pembuatan peraturan walikota tentang
penerapan aplikasi penempatan tenaga
kerja

+ Integrasi aplikasi penempatan tenaga Kerja
dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluast penerapan
aplikasi penempatan tenaga kerja

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi '
penempatan tenaga kerja

Meningkatnyo
pertumbuhan
ekonomi

Meningkatnya nilai
investasi daerah

Program
Pengembangan iklim
penanamart modal

Perlu

« Permbaharuan aplibast Sistem Informasi
Dana Bergulir (SIDALIR), SIMTAF, dan CSR
Kota Blitar
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mmmmMmmimmwmmMmm dan perdagangan berbasis

digital
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi
Program Pelayanan Barly - Hengtemﬁ&?gan aplikasi layanan

penancman modal

penanaman modal yang dapat
dipergunakan untuk mengelola data
seperti: profil Kota Blitar dalam bentuk
angka, alur perizinan penanaman modal,
pendaftaran calon investor, peluang
menanamkan modal di lingkungan Kota
Blitar, dll

« Pembuatan pendoman penggunaan
aplikasi layanan penanaman modal

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi
layanan penanaman modal ke seluruh
pengguna aplikasi

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang
kebijakan layanan penanaman modal dan
penerapan aplikasi layanan penanaman
modal

= Integrasitkan aplikasi layanan penanaman
maodal dengan aplikasi lain yang berkaitan

+ Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikast layanan penanaman modal

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
layanan penanaman modal
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Dukungan Analisa Kesenjangan
nan Teknologi
Daerah Informasi
Meningkatnya Program Tidak -
pertumbuwhan Peningkatan sarana
ekonomi sektor distribusi
perdagangan dan perdagangan
perindustrian -
Program Tidak
Perencanaan dan
pembangunan
tndusir
Menguatnya Program Periu | » Menambahkan fitur pada aplikasi VISIT
predikat Kota Blitar Peningkatan daya dan BLIKOSDA sebagai aplikasi
sebagat Kota tarik destinasi peningkatan daya tarik destinasi wisata
Pariuwisata dan pariuisato seperti pembenahan infrastruktur,
ekonomi kreatif peningkatan kualitas produk dan layanan,

pelestarian budaya dan alam,
pengembangan produk wisata unggulan,
pemasaran dan promosi, keterlibatan
komunitas lokal

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi |

peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi
peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata ke seluruh pengguna aplikasi
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| Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital

-

Tujuan

Dukungan Analisa Kesenjangan
Teknologi
Informasi

FProgram
Pengembangan
sumber daya
peariwisata dan
eflonome kreatif

= Pembuatan pemn.;i"ﬁn walikota tentang
penerapan aplikasi peningkatan daya tarik
destinasi pariwisata

= Integrasikan aplikasi peningkatan daya
tarik destinasi wisata dengan aplikasi lain
yang berkcaitan

» Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata

» Pembuatan SOP pengguraan aplikasi
peningkatan daya tarik deestinasi wisata

Perlu » Mengembangkan aplikasi VISIT dan
BLIKOSDA untuk mengelola berbagai dala
yang berkaitan dengan pelaksanaan
program pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif seperti
destinasi pariwisata, produk dan
pengalaman wisata, pemberdayjacn
masyarakat lokal, pengelolaan dan
pelestarian sumber daya alam dan
budaya, pengembangan Keterampilan dan
peningiatan kualitas layanan, dll
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

— ——

o —

| igital
Tyjuan Sasaran

Dukungan
Teknologi
Informasi

Analisa Kesenjangan

« Pembuatan pedoman penggunaan a.pTh‘asl _
pengembangan sumber daya pariwisala
dan ekonomi kreatif

= Bimbingan teknis penerapan aplikast
pengembangan sumber daya pariwisata
dan ekonomi kreatif ke seluriwh pengguna
aplikasi

« Pembuatan Peraturan walikota tentang
aplikasi pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif

» Integrasi aplikasi pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreatif
dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
pengembangan sumber daya pariwisaia
dan ekanomi kreatif

Meningkatnya nilat
tambah bruto
koperast dan Usaha
Mikro terhadap

Program
Pengembangan
UMKM

Perlu

» Pengembangan aplikasi untuk mengelola
data UMKM seperti pelaku UMKM,
produk/layanan UMKM, perizinan UMEKM,
kegiatan pengembangan UMKM, dII
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital

Tujuan

Sasardan

Dulkungan
Teknologi
Informasi

Analisa Kesenjangan

perekonomian
daerah

» Pembuatan pedoman penggunaan {:[pl'ik.msf_.
UMKM

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi
UMEM ke seluruh pengguna aplikast

» Pembuatan peraturan walikota tentang
aplikasi UMKM

« Integrasi aplikasi UMKM dengan aplikasi
latn yang terkait

» Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikast UMKM

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
UMEM

Program
Pemberdayaan
Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan
Usaha Mikro (UMKM)

Perlu

= Pengembangan aplikast unfuk mengelola
berbagai data yang berkaitan dengan
pemberdayaan UMKM seperti akses
pendanaan, pelatihan dan pengembangan
ketrampilan, akses pasar dan promosi,
akses teknologi dan inovasi, infrastrukiur
dan fasilitas pendukung, kemitraan dan
fejaring usaha, dil

+ Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
pemberdayaan UMKM
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Misi 3: Berdikari secara ekonoemi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital

Tujuan i“ Sasaran

Program

nan
Daerah

Dukungan
Teknologi

Informasi

Analisa Kesenjangan

+ Bimbingan teknis penerapan aplikasi
pemberdayaan UMEM ke seluruh
pengguna aplikasi

» Pembuatan peraturan walikota tenterng
penerapan aplikasi pemberdayaan UMKM

« Integrasi aplikasi pemberdayaan UMKM
dengan aplikasi lain yang terkait

» Monitoning dan evaluasi penerapan
aplikast peningkatan daya tarik destinasi
pariiisata

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
pemberdayaan UMKM

Program
Pemberdayaan dan

perlindungan
koperasi

Perlu

» Pengembangan aplikasi untuk mengeloia
berbagat data yang berkaitan dengan data
koperasi, pengembangan dan
pemberdayaan koperasi, pembinaan dan
pengembangan pemasaran koperasy, izin
koperusi, dil

+ Pembuatan pedoman penggunaan aplilkasi
pemberdayaan dan perlindungan koperast |
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Dukungan Analisa Kesenjangan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi
| + Bimbingan teknis penerapan aplikasi
pemberdayaan dan perlindungan koperasi |
| ke seluruh pengguna aplibasi
« Pembuatarn peraturan walikota tentang
penerapan aplikasi pemberdayaan dan
perlindungan koperasi
» Integrasi aplikasi pemberdayaan dan
perlindungan Koperasi dengan aplikasi lain
yang terkait
» Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi peningkatan daya tarik destinasi
paruisata
« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
Terjaganya Program Penyediaan Tidak
produktivitas dan pengembangean
pertanian dan prasarana perianian
penkanan o T
Program Perlu « Pengembangan aplikasi berbasis Internet
Pengendalian of Things unfuk mengelola data Kesehatan
kesehatan hetvan hewan dan Kesehatan masyarakat
dan kesehatan veteriner. Setiap hewan yang dimonitor

diberi identitas (RFID). Aplikasi
dipergunakan untuk menyimpan data
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digital

— e

Tujuan

Sasaran

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

Drukungan
Teknologi

Informasi

Analisa Kesenjangan

rivrayat kesehatan hewan,
tindakan/penanganan yang pernah
dilakukan terhadap hewan tersebut, dll

s Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
untuk mengelola data kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakal veteriner

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi
wuntuk mengelola data kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner ke
seluruh pengguna aplikasi

» Integrasi aplikast untuk mengelola data
kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner dengan aplikast lain

» Pembuatan peraturan walikota tentang
penerapan aplikasi untuk mengelola data
kesehatun hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner

« Monitoring dan evaluas: penerapan
aplikasi untitk mengelola data kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital

Tujuan

Sasaran

Analisa Kesenjangan

= Pembuatan SOF penggunaan aplikasi
untuk mengelola data kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner

Program Dukungan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi
Program Perizinan Periu
| usaha pertanian

» Pengembangan aplikasi untuk mengelola
perizinan usaha pertanian seperti
perencanaan dan pengelolaan area
pertanian; data-data pertanian seperti jenis
tanah, fenis tanaman, benih, pupuk,
pestisida; surat permohonan, surat izin
pertanian, dil

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
perizinan usaha pertanian

+ Bimbingan teknis penerapan aplikasi
perzinan uwsaha pertanian

» Pembuatan peraturan walikota tentang
aplikasi perizinan usaha pertanian

» Integrasi aplikas: aplikasi perizinan usaha
pertanian dengan aplikasi lain yang terkoit

« Monitoring dan evaluasi penerapan
aplikasi perizinan wusaha pertanian

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
perizinan usaha perianian
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digital
Tujuan Sasaran Program Dukungan i Analisa Kesenjangan
Pembangunan Teknologi
Daerah Informasi |
Program Pengelolaan Periu » Pengembangan aplikasi untuk mengelola
perikanan budidaya data pengelolaan perikanan budidaya

sepertt perencanaan dan pengelolaan area
budidaya, pemilihan spesies ikan yang
tepat, mangfemen pakan, pemantauan
kesehatan ikan, penggunaan teknologl
budidaya yang inovatf, pelatihan dan
pendampingan, dil

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikast
pengelolaan perikanan budidaya

« Bimhingan teknis penerapan aplikasi
pengelolaan perikanan budidaya

» Permbuatan peraturan walikota tentang
aplikasi pengelolaan perikanan budidaya

« Integrasi aplikasi pengelolaan pertkanan
budidaya dengan aplikasi lain yang terkait

» Monitoning dan evaluasi penerapan
aplikast aplikast pengelolaan perikanarn
budidaya

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi

pengelolaan perikanan budidaya
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Misi 4: Meningkatkan Infrastrulktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan

Sasaran

Program Pembangunan
Daerah

Dukungan Analisa Kesenjangan

Teknologi

Informasi

Meningkatnya
kualitos
irfrastruktur
daerah

Meningkatnya
kualitas
infrastrukiur
pekerjaan
umum

Program
Penyelenggaraan
Jalan

Perlu

» Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagail
data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan
Jalan seperti pemeliharaan rutin jalan, perbaikan dan
rehabilitasi jalan, pengembangan jalan, peningkatan
keselamatan jalan, pengelolaan lalu linias,
pemberdayaan masyarakat, dil

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
penyelenggaraan jolan

» Bimbingan tekrnis penerapan aplikasi penyelenggaraan
Jjalan

» Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi penyelenggaraan jalan

« Integrast aplikasi penyelengaaraan jalan dengan
aplikasi lain yang terkait

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
penyelenggaraan jalan

o Pembuatan SOP penggunaan apliftasi
penyelenggaraan jalan

Program Pengelolaan
Sumber Daya Air (SDA)

Perlu

» Pengembangan aplikast untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program pengelolaan
Sumber Daya Air (SDA) seperti pembangunan
infrastruktur air minum, pengelolaan sumber daya air,
pengolahan air minum, pengelolaan distribusi air,
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Program Penataan
Bangunan Gedung

Perlu

dan regulast, dll

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
sumber dayea air

» Bimbingan tekmis penerapan aplikasi pengelolaan
sumber daya air

» Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikast pengelolaan sumber daya air

+ Integrasi aplikasi pengelolaan sumber daya air dengan
aplikas! lain yang terkait

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
pengelolaan sumber daya air

» Pembuatan SOP penggunaan aplifasi pengelolaan
sumber daya air

« Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkatlan dengan program penatacrn
bangunan gedung seperti kebijakan tata bangunan,
kawasan-kawasan potensial, rencana dan rancangan
pembangunan umum, investasi, dil

= Pernbuatan pedoman penggunaarn aplikasi penataan
bangunan gedung

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi penataan
bangunan gedung

» Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi penataan bangunan gedung

» Integrasi aplikasi penataan bangunan gedung dengan

aplikasi lain yang terkeit




-198-

Meningkatnya
kelayakhunian

Meningkatnya
kualifas

perhubungan

Meningkatnyea
akses rumah
layak hum

= Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penataan

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penataan

= Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan
dan pengelolaan lalu lintas dan angkatan jalan seperti
data lalu lintas, data angkutan jalan, jaringan lalu
lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan
angkutan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

= Bimbingan teknis penerapan aplikast lalu lintas dan

» Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan

» Integrasi aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan
dengan aplikasi lain yang terkait

» Monitoring don evaluas: penerapan aplikasi laly lintas

= Pembuatan S0P penggunaan aplikasi lalu lintas dan

bangunan gedung
bangunan gedung

Program Perlu

Penyelenggaraan Lalu

Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ)
Jalan, dsb
angkutan jalan
dan angkutan jalan
arngkutan jalan

Program Perumahon Periu

dan Kawasan

Permukiman Kumuh

= Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkattan dengan program perumahan dan
kawasan permukiman kumuh seperti data kawasan

perumahan dan permukiman kumuh, kondisi sosial
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Program
Pengembangan
Ferumuahon

Menmngkatnya
ketersedioan
dan kualitas
Prasarana,
Sararnea den
Utilitas di
Kaumsan
Permukiman

Program Kauhasan
Permukiman

Perlu

Perlu

Ek&ﬂﬂ;ﬁ_illiﬁ.r{_ﬁudayﬂ masyarﬂkﬁi; tingkat kekumuhan
kawasan, regulasi, pertzinan, dll

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perumahan
dan kewasan permukiman kumiah

= Bimbingan teknis penerapan aplikbast perumahan dan
kawasan permukiman kcumiuh

+ Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikast perumahan dan kawasan permukiman kumuh

+ Integrasi aplikasi perumahan dan kawasan
permukiman kumuh dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
perumahan dan kawasan permukiman kumuh

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi lalu lintas dan
angkutan jalan

» Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program pengembangan
perumahan seperti data perumahan, kebifakan dan
strategi perumahan, perizinan, requlast, tata ruang
perumahan/ permukiman, sarana dan prasarana
perumahan/ pemukinen

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikas:
pengembangan perumahan

« Dimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan
perumahan

= Pernbuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi pengembangan perumahan
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":I&Iégr"r:aﬁupiﬂmsi pertgembang_an perumahan dengan
aplikasi lain yang terlait

« Monitoring dan evaluas! penerapan aplikasi
pengembangan perumahan

= Pembuatan SOP penggunaan aplikas: pengembangan
perumahan

Program Peningkaton
Prasaranag, Sararic
dan Utiilitas Umum
(PSL)

Parilu

» Pengembangan aplikas: untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program peningkatan
prasarana, sarana dan utilitas wmwm seperti
pendataan, pengaduan, pemeliharaan prasarana,
sarana, dan whtilites wnum, dl

= Pemnbuatan pedoman penggunaan aplikasi
peningkatan prasarana, sarana dan wtilitas wmoum

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi prasarana,
sarana dan ubilitaos umum

= Pembuatan peraturan walikola tentang penerapan
aplikasi prasarana, sarana dan wtilitas wmuaem

« Inlegrast aplikas: prasarana, sarana dan wtilitas
wmum dengan aplikasi loin yang terkait

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
prasarana, sarana dan utilitas wmwm

« Pembuatan SOP penggunaan aplikast prasarana,
sarana doan ulilitas wmum

Program Pengelolaan
dan Pengembangan

Sistem Drainase

Perlu

« Pengembangan aplikast SIM Database Jalan dan
Drainase untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase seperti jaringan
drainase air berbentuk peta digital, pengaduan
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Program Pengelolaan
dan Pengembeoangoan
Sisterm Air Limbah

Perlu

drainase air, pendataan drainase, kawasan InerE:}.tfrns?
kelebihan/ kekurangarn air dil

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
dan pengembangan sistem drainase

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase

= Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikast pengelolaan dan pengembangan sistem
drainase

« Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan
sistem drainase dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase

« Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan
Drainase serta Aplikasi Pelaporan Lingkungan Online
(SILOLIK} untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program pengelolaan dan
pengembangan sistem air imbah seperti jaringan
pembuangan imbah, pengaduan pengelolaan limbah,
pendataan imbah dan sumber-sumbernya, kawasan
yang berpotensi memiliki/ mengeluarian limbah dil

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
dan pengembangan sistem air limbah

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem air imbah
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aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air
limbah

= Integrasi aplikas: pengelolaan dan pengembangan
sistem alr limbah dengan aplikasi lain yang teriail

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
pengelolaan dan pengembangan sistern air limbah

= Pernbuatan S0P penggunaan aplibasi pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah

Program Pengelolaan
dan Pengembangan
Sistem Penyediaan Afr
Minum

Periu

= Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan
Dratnase untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program pengelolaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum sepertt
data sumber penyedia air minum, jalur distribusi air
minum, peta digital interaktif, inventaris sistem,
pendataan kondisi air minum, dlf

= Pembuntan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
dan pengembangan sisltem penyediaan air minuwm

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolean dan
pengembangan sistem penyediaan air minum

= Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem
penyediaan air minm

s Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan
sistem air limbah dengan aplikasi lain yang terkait

= Monitoring dan evaluast penerapan aplikasi
pengelolann dan pengembangan sistem penyediaan air
MRIRLIT
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Meningkainya
kualitas
penctaon
FLicang

Meninghkatnye
kualitas
Imgkungan
hicdup

Meningkatnya
kualitas air

S

» Pembuatan SOP penggu_mél}i aplikast pengelolaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum

Program
penyelenggaraan
penataarn rucng

Perlu | « Pengembangan aplikasi SIM Tata Ruang [SIMTARU)

untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan
program penyelenggaraan penataan ruang seperti
manajemen data, peta tata ruang, zin dan sertifikasc
pemanfaatan ruang, dokumen rencana kota, patrol,
forum penataan ruang dil

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikesi
penyelenggaracn penataan riang

» Bimbingan teknis penerapan aplitasi penyelengaaraan
PERQLan ruarg

« Pembuntan peraturan walikota lentang penerapar
aplikasi penyelenggaraan penataan ruang

= Integrasi aplikasi penyelenggarann penataan reang
dengan aplikasi lnin yang terkeit

+ Moniloring dan evaluasi penerapan aplikasi
penyelenggaraen penat@arn ruang

= Pembuatan SOP penggunaan aplikasi
penyelenggaraan penataan ruang

Program Pengendalian Perlu
Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungoan

Hidup

Program Pembinaanan Perlu

Pengaicasan terhiadap
Izin Lingkungan dan
[zin Perlindungan dan

l

» Pengembeangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online
(SILOLIK] untuk mengelola berbagai data yang
berkaftan dengan program pengendalian pencemaran
dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pengaduan
pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, izin dan
sertifikat pengelolaan dan perlindungan lingkungan
hidup, rancangan pengelolaan lingkungan hidup,
penanggulangan pencemararn, kebijakan terhadap
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Meningkatnya
kualitas udara

Meninghatnya
kualitas lahan

Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH]

Program Pengendalian

Pencemaoran dearn/ atau

Kerusakan Lingkungan
Hiddup

Perlu

pencemaran lingkungan, sistem informasit kondisi,
potensi dampak dan pemberiaon peringatan
pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada
masayarakot dil

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
pengendalion pencemaran dan pengelolaan
lingkungar hidup

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengendalian
pencemaran dan pengelelaan lingkungan hidup

« Pembuaion peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan
lingkungan hidup

= Integrasi aplikasi penyelenggaraan pengendalian
pencemaran dan pengeloliean lingkungan hidup
dengan aplikasi lain yang terkait

» Monitering dan evaluasi penerapan apiikasi
pengendalian pencemaran dan pengelolaan
lingkungan hidup

= Pembuatan SOF penggunaan aplikasi pengendalion
Ppencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup

Program Pengelolaan
Keanekaragaman
Hayati (KEHATI}

Perlu

» Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program pengelolaan
keanekaragaman hayali seperti perenconaan
konservasi keanekaragaman hayati, kebifakan
pengelolaan keanekaragamean hayati, forum
pengelolaan keanekaragaman hayeti, data
keanekaragaman hayati, dil

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
keanekaragaman hayati

-
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= Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan
keanekaragaman hayati Pembuatan peraturan
walikola tentang penerapan aplibasi pengelolaan
keanekaragaman hayati

» Integrasi aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati
dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
pengelolaan keanekaragaman hayat

= Pembuatan SOFP penggunaan aplikasi pengelolaan
keanekaragaman heayati

Meningkatnya
Pengelolaan
Persampahan
dan Limbah B3

Program Pengelolaan
Persampahan

Perlu

Program Pengendalian
Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3] dan
Limbah Bahan
Berbahaya dan
Beraoun (Limbah B3)

Periu

= Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online
(SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program pengelolaan sampah dan
pengendalian bahan B3 dan limbah B3 seperti data
informasi beserta peta digital tempat pembuangan
sampah, data peta digital terkait
perusahaan/ kawasan yang berpotens: menghasidican
bahan B2 dan limbah B3, kebijakan pengelolaan
sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3,
dll

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengeloiaan
sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3
« Pembuatan peraturan waltkota fentang penerapan

aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalion hahan
B3 dan imbah B3
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Meningkatnya
kapasitos
ketangguhan
terhadap
bencarna

Program

Pencangagulangan
bencara

. Integrasi aplikasi pengelolaan sampah dan
pengendalian bahan B3 dan limbah B3 dengan
aplikasi lain yarng terkait

= Menitioning dan evaluasi penerapan aplikast
pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan
fimbah B3

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan
sampah dan pengendalian bahan B3 dan imbah B3

Perlu

= Mengidentifikasi potensi bencana alam yang mungkin
terjadi di kota Blitar

= Pengembangan aplikasi Layanan dan Database
Resbangpol (E-LANDA) untuk mengelola berbagai data
yang herkaitan dengan program penanggulangan
bencana seperti data-data bencana alam yang
munghkin terjadi, cara pencegahan bencana alam,
informasi mengenai cara menyelamatican divi pada
bencana alam tertentu, informasi bencana alam terkini,
il

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi
penanggulangan bencana

= Bimbingan teknis penerapan aplitast penanggulangan
bencana

» Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan
aplikasi penanggulangan bencana

» Integrasi aplikasi penyelenggaraan penanggulangan
hencana dengan aplikasi lain yang terkait

= Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi
penanggulangan bencana
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el

Tujuan  Sasaran

Meningkatnya
Kualitas
penerapan
reformasi
birokrasi
berbasis

teknologi
informast

e e —_y.

| « Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penanggulangan
| bencana

E— i

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi
Program Dukungan
Pembangunan  Teknologi

Analisa Kesenjangan

Dasrah Informasi
Meningkatmya Program Ferlu
akuntabilitas perencanaar,
kinerja pengendalian,
pemerintahan dan evalunsi
daerah pembangunan
daerah

———

—_ -

» Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkaifan dengan program perencanaarn,
pengendalion, dan evaluasi pembangunan daerah seperti
perencanaan dan rancangan pembangunan daerah, kebijakan
pembangunan daerah, pendataan mengenai pengendalion dan
evaluasi pembangunan daerah, dil

« Pembuatan pedoman perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah ke seluruh
pengguna aplifbas

| » Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi

perencanaan, pengencdalian, dan evaluasi pembangunan
daerah

» Integrast aplikasi perencanaan, pengendaliaon, dan evaluasi
pembangunan daerah dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perencanaan,
pengendalion, dan evaluasi pembangunan daerah

= Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perencanaan,

pengendalian, dan evaluas: pembangunan daerah
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Meningkalnya
kualitas Tata
Kelola
keuangan dan

aset daerah

Program Perlu | « Mengidentifikast berbagai aplikasi program pemerintahan dan
pemerintahan kesejahteraan rakyat
dot 2 :
ke;:-:y' b . Mengrembangk_un s_ebuah aplikasi umum yang memuat navigas
ke seluruh aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan
rakyat
rakyat
= Pembupatan pedoman pengagunaan aplikasi umum
» Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke sefuruh
pengguna aplikasi
= Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplibasi umuam
» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi wmum
» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum
Program Perlu | « Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai
Pengelolacr data yang berkaitan dengan program pengelolaan keuangan
keuangan daerah seperti pengeluaran dan pemasukan daerah, pengajuan
daerah anggaran, penganggaran, laporan kewangan, reqgulasi
pengelolaan keuangan daerah, grafik pengeluran don
Program Perlu | pemasukan daerah secara periodik (setiop bulan, trivvulan,
penyelenggaraan semester, atau tahun), dll
il it s = Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
Progiam Perly | Feuwangan daerah
pengelolaan » Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keuangan
pendapaton daerah ke seluruh pengguna aplifas:
deaerah

= Buat peraturan Walikola tentang penerapan aplikasi
pengelolaan keuangan daerah

= Integrasi aplikast pengelolaagn keuangan daerah dengan
aplikasi lain yang terkeit




Meningkatnya
Kualitas
pelatjanan
publik
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Program

Penyelenggaraan

pemenntahan
dan pelayanan
publii

Perlu |

|« Pembuatan S0P penggunaan aplikasi penyelenggaraan

= Monitoring dan evaluasi péﬂera,pan aplikasi pengelolaan
keuangan daerah

» PFembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan
daerah

» Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik
Terintegrasi Secara Elektronik (SILPUSITRON) dan Sistem
Informast Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPAK) agar
menjadt mutalkhir

» Fembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publiic

« Bimbingan feknis penerapan aplikast penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik ke seluruh pengguna
aplikast

= Buat peraturan Walikola tentang penerapan aplikasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

» Integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik dengan aplikasi lain yang terkait

» Monitering dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan
pemenntahan dan pelayanan publik

pemerintahan dan pelayanan publik

Program
pemberdaiiacn
masyarakat
desa dan
kelurahan

Perlu |

» Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program pemberdayaan
masyarakal seperti pelatithan, bantuan biaya, dll

= Pembuatan pedoman penggunacn aplikasi pemberdayaan
masijarakat
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-_Ef.ﬂlil-ﬂigﬂ-ﬁ teknis penerapan aph'ﬁ:a.éi pemberdayaan
masyarakal ke seluruh pengguna aplikasi

= Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi
pemberdayaan masyarakat

= Integrast aplikasi pemberdayaan masyarakat dengan aplikosi
Inin yang terkait

» Monitoring dan evaluast penerapan aplikasi pemberdayaan
masyarakat

e Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan
masyaraiat

Program Perlu |
pendaftaran

pendudik

Program Perlu

Peneatatan Sypd

= Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai
dafa yang berkaitan dengan program pendafiaran dan
pencatatan sipil seperti data penduduk, data kelahiran, data
kemalian, data perkawinan dan perceraian, pengajuan akta
kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, doan
penganghkatan anak, pengajuan perubahan berkas, dil

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pendaftaran dan
pencatatan sipil

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi perdaftaran dan
pencatatan sipil ke seluruh pengguna aplilkasi

= Buat peraturan Walikota tentang pencrapan aplikasi
pendaftaran dan pencatatan sipil

« Integrasi aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil dengan
aplikast lain yang terkait

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikast pendafiaran dan
pencatatan sipil
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| » Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pendaftaran dan
pencatatan sipil

= Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program aplikasi informatika seria

Meningkatnya Frogram aplikasi Periu
pengembangan | informatika
Sistem
Pemerintahoan Frogram Periu
Berbasis informasi dan
Elektronik komunikasi

publikc
Meningkainya Prograrm Perlu
Profesionalitas kepegaunaian
ASN daerah

informasi dan kemunikasi publik seperti berita mengenai kota
Blitar terbaru, navigas) untuk menuju ke website Kota Blitar
lainnya (beserta fungsi), pendataan aplikasi/ website yang
dimiliki kota Blitar, di

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi informatika serta
informasi dan komunikasi publik

= Dimbingan teknis penerapan aplikasi informatika serta
informasi dan komunikasi publik

« Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi
informatika serta informasi dan komunikast publik

| = Integrasi aplikast informatika serta informasi dan komunikasi

|« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi informatika serta

publik dengan aplibasi lain yang terkait

informasi dan komunikasi publik

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi informatika seria
informas: dan komunikasi publik

= Memperbarnu aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online
dan Terintegrasi (SISKOI) untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program kepegawaian daerah seperti
mandajemen absensi/ presensi, pengajuan administrasi
kepegowacan, helpdesk, manajemen tugas, dil

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi kepegawainn
daerah
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. Hambmgﬂntakms penerapan aplikasi kepegawaian daerah ke
seluruh pengguna aplikasi

» Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikast
kepegawaian daerah

= [ntegrast aplikast kepegawainn daerah dengan aplikasi lain
yang terkait

= Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi kepegawaian
daerah

= Pernbuntan S0P penggunoan aplikasi kepegawaian daerah

Meningkatnya
tata kearsipan
pemerintahan
daerah

Frogram
Pengelolaan
arsip

Perlu

« Memperbarui aplikasi pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan
E-PERPUSTAKAAN] agar menjadi mutakhir. Khususnya wehsite
INLISLITE yang tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencart
buku-buku yang terserdia,

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pembinaan
perpustakaan

% » Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakann

| » Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi
pembingan perpustakaan

= Integrast aplikast pengembangan pembinaan perpustakaan
dengan aplikasi lain yang terkeadt

= Monitoring dan evaluast penerapan aplikasi pembinaan
perpustakaan

* Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pembinaan perpustakacn
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5.4 Analisa Kesenjangan Keberlangsungan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemkot

Blitar

Untuk keberlangsungan kegiatan SPBE Pemerintah Kota Blitar, maka perlu pengidentiﬁ}s:asian kegiatan rencana strategis Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar. F'Eﬂg;tdentlﬂkasmn ini diperlukan untuk mengetahui kegiatan apa

saja yang perlu dilanjutkan dan tidak perlu dilanjutkan. Pada tabel berikut ini dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang perlu
dilanjutkan pada rencana strategis Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Pemerintah kota Blitar.

Tabel 5.96 Analisa kesenjangan keberlangsungan rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Pemerintah Kota Blitar

Data
Indikator
Program/ Capaian
o Kegiatan/Sub Kinerja Tujuan, Definisi Pada Awal Keterangan
o 5o BReATER JoRgintan Program, o b gt MAtn dilanjutkan ftida
Perangkat asi Penghitungan |Perencanaa
Kegiatan dan k)
Daerah Sub n (Tahun
Kegiatar 2020)
Meninghkatny [(Bobot x
a Indeks o i Kebitak Perl
| Pengembanga Pemerintahan  |q o e MjaKEnN R
L ¥ ISPBE) + (Bobot x dilanjutkan pada
1 |n Bistem Berbasis | : 2,88 Indeks
| : . {Domain Tata Kelola tahun-tahun
Pemerintaha Elektronik lan :
” 'SPBE) + (Bobot x berikutnya
i Rarbps s (SFBE) Layanan SPBE)
Elektronik ¥ : |
Meningkatny Pemeringkatan monev | Perlit
a sistem — ; Keterbukaan R
keterbukaan | Nilai Hasil Monev |, e oo 2si publik 71 A, [SLATUHERAT BadA
. : - PPID . tahun-tahun
informasi (Berdasarkan Perki 5 betikutnva
publik Tahun 2016) Y
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| Data
Indikator ,
Program Capeinn
N Kegiatan/Sub mmm' Definisi Pada Awal Keterangan
o Tujuan Sasaran Kegiatan Prnlrlm‘ OperaslonaliFocmul] Tahan e (Perlu
Perangkat * | asi Penghitungan |Perencanaa dilanjutkan/tida
Daerah Kegiatan dan k)
Sub Kegiatan n (Tahun
2020)
g&mﬂmﬂim R Jumlah masyarakat 2o
Publik masyarakatl yang yang menjadi sasaran dfrl? 5 f
Pemerintah menjadi sasaran |[penyebaran informasi Pergen 1 ]fnjumhn pada
Dactah penyebaran publik/ jumlah :::;: ﬁ:.:.::l-t un
Kal informasi publik |masyarakat x 100% nya
Kabupaten/Kot |
a
Jumlah Dokumen
umliah :
: ' LRy Kemitraan dengan
gijl'_tjntma.n EﬂDMI Masyarakat, Media s Etl?JEI‘].I.!. i
Pcmﬁ‘;nku dengan dan Komunitas dalam '““ me m]_fllnju'f I:Tn pada
Ke nngr. an Fema'nglm Mendiseminasikan . ﬁ!jl:l!lvtta un
e Z Kepentingan Informasi Program c nya
atau Kebijakan
. Jumlah Doku
Penvelenggaraa [Pokumen uml okumen
n Hilhun%gg‘; Kemitraan Kemitraan dengan it
M abe dengan Masyarakat, Media erlu
MEM@; & Masyarakat dan Komunitas dalam dokume |dilanjutkan pada
Kemi?man Media dan ' Mendiseminasikan | n Lﬂhj-m-rahun
Vomunitas Komunitas dalam |Informasi Program erikutnya
Mendiseminasika (atau Kebijakan

n Informasi
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Lingkup

Data
Indikator
Program Capaian
" ila:inh::,"!{uh “"”;’j‘ T:'in"“* Definisi Pada Awal E“[;"“‘“‘I
= Sasaran Kegiatan un: Operasional/Formul | Tahun Satuan tkan/tid
Perangkat E-l ;llulunl Nom: asi Penghitungan Perencanaa A k)
Daerah Sub Kegiat n (Tahun
2020)
Program atau
Kebijakan
Meningkatny = -
a layanan
Persentase Perlu
SPBE layanan publik .Ju.mjla.h Layanas dilanjutkan pada
melalui R publik on line dan 81 Angka Fiai e e s
EEEE'JT’&E mn terintegritasi e berikutnya
kelola TIK
EE——— Rata rata persentase Perlu
Program penerapan sistem jaringan infrastruktur d.i.lémjutjmn pada
Aplikeasi clsictronile dalasn yang tersambung + 45,609 Peraen pabio el
Informatika e st persentase layanan e
¥ F sphe vang terintegrasi ya
Eizl;'rg:}nﬂ!ﬁin Presentase
yang Telah penerapan _—
Ditetapkan dﬂl.;-lzin gﬂid / dilanjutkan pada
Qleh :Eda ﬂn;ﬁin' Persen tahun-tah i_J.nFI
: aplikasi un-
Pemernial, . |adminiszss ey
Domain Dii  |Pomcrintahan
dan layanan
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-

Data
Indikator
Program/ Capaian
" Kegiatan/Sub | ‘002 Tuuan, Definisi Pada Awal g
Tujuan Sasaran Kegiatan B m' Operasional/Formul | Tahun Satuan | . /
e Perangkat Fol- e asi Penghitungan |Perencanaa v
Kegiatan dan k)
Daerah Sub Kegiatan n (Tahun
2020)
Pemerintah public sesuai
Daerah aturan
Kabupaten /Kot
a
Wﬂn Jugiah Jumlah Pendaftaran Perlu
Nama Domain |Pendaftaran : ;
I : Nama Domain . |dilanjutkan pada
Pemerintah Nama Domain ) Domain
: = ;’Eﬂt farnutiiats Pemerintah tahun-tahun
Eﬂm Lbup: L Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berikutnya
Penatalak
R Jumlah
;ﬂm;ium Hokyien Jumlah Dokumen
: . |Penatalaksanaan
Nama Domain Penatalaksanaan dan
dan Pengawasan
dan Sub N Gomatn Pengawasan Nama Perlu
Domain dalam dan Sub D . |Domain dan Sub dokume |dilanjutkan pada
Penyelenggaraa dal 1o LOmMEN  Domain dalam n tahun-tahun
n Pe amlen s Penyelenggaraan berikutnya
Pemerintahan |, -"Y" “HEFTEE Ipemerintahan Daerah
Daerah Daef iy 'Kabupaten/Kota
Kabupaten; Kot Kabupaten/Kota
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Kabupaten/Kota

Data
Indikator
Program/ Capalan
H Kegiatan/Sub ”“mm' Definisi Pada Awal "'“‘tm"““
Tujuan Sasaran Kegiatan Progra Operasional/Formul | Tahun Batuan dilanjutkan/tida
s Perangkat S d':.'n asi Penghitungan |Perencanaa k)
Daerah m"""mm n (Tahun
2020)
Penyelenggaraa i G Perlu
n Sistem Jumlah Sistem 5] 15tem | aey s
Jaringan Intra |Jaringan [ntra  |[Jaringan Intra unit fﬂﬁiﬁ::hﬂﬂ“pada
Pemerintah Pemerintah Pemerintah I'h erikutnya
Daerah
Jumlah aplikasi
Eiﬁﬁ:?&:; E[:;j Persentase p-e:merintahm} dan
" " Jetersedinan {iayanan pubiic yang pec
Parmarintik np'ﬂﬁnni t:rsed.ta,f’_;u.mlny : Pty dilanjutkan pada
Dasrah pemerintahan kehutghan aplikasi tah pn-tahun
Kab Kot dan layananan |pemerintahan dan berikuinya
upaten /Kot | piite layanan publik x
B 100%
Jumlah
Penatalaksana |nokumen Hasil |Jumlah Dokumen
an dan Penatalaksanaan |Hasil
Pengawasan €- |4an Pengawasan |Penatalaksanaan dan Perlu
goverment E -Government |Pengawasan E - Dokume |dilanjutkan pada
dalam dalam Government dalam n tahun-tahun
Penyelenggaraa | penyelenggaraan |Penyelenggaraan berikutnya
n . Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan |paerah Kabupaten/Kota
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Data
Indikator
Program / Capaian
% Kegiatan/Sub ‘““;'ﬂ‘ SRS, Definisi Pada Awal “‘T‘P“""“i
& Tujuan Sasaran Kegiatan P s Operasional/Formul Tahun Satuan dilanjutkan/tida
Perangkat s asi Penghitungan | Perencanaa
KEREEAN Sub Kegiatan 2020)
Kabupaten /Kot
a
Sinkronisasi
Pengelolaan
Jumlah Perlu
Rencana Induk |0y men Hasil Ju.mlah an‘u.ma:n dokume |dilanjutkan pada
dan Anggaran Sinkronisas: Hasil Sinkronisasi Y ah
Pemerintahan |5 00 4 Pengelolaan R tahun-tahun
Berbasis Pengelolaan berikutnya
Elektronik
g’:ﬁcﬁa ].u:::':k Rencana Induk dan Perlu
Psrie ;—Iﬁ;;:an Anggaran dilanjutkan pada
Berbasi Pemerintahan tahun-tahun
VNS Berbasis Elektronik berikutnya
Elektronik
Jumlah Pusat
Pengelolaan Perlu
Pugat Data Dk Jumla‘h Fusat Lisa dilanjutkan pada
g Pemerintahan Pemerintahan Daerah unit
FEn tahan Daerah vang vang Dikelola tahun-tahun
Daerah Dikslala berikutnya
Penyelenggaras |Jumlsh Jumlah Dokumen dokume | p >
7 ; : erlu
n Sistem Dokumen Hasil |[Hasil SN
s N dilanjutkan pada
Komunikasi Penyelenggaraan |Penyelenggaraan |
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g.

Proses Bisnis

Pemerintahan

\Pemerintahan

Data
Indikator
Program / Capaian
“ Kegiatan/Sub | " "o TUAT: Definisi Pada Awal “'“[r“““‘l
& Tujuan Sasaran Kegiatan Operasional/Formul | Tahun Satuam | .. jutkan/tida
Perangkat K : 'qun“' md;n asi Penghitungan |Perencanaa k)
Daerah Sub Kesiatan n (Tahun
2020)
Intra Sigtem Sistem Komunikasi tahun-tahun
Pemerintah Komunikasi Intra |Intra Pemerintah berikutnyva
Daerah Pemerintah Daerah
Dasrah
Jumlah I
e PO EE 1 milah Dokumen Perlu
Sf mmsi' sy I'mi-- ™ |Hasil Koordinasi dan dokume |dilanjutkan pada
istem 2 T Sinkronisasi Sistem n tahun-tahun
Reaiianan Sistemn Keamanan Informasi berikutnya
Informasi Keamanan
Jumlah
Peranghkat
Koordinasi dan |Daerah yvang Jumlah Perangloat
: b Daerah yang Perlu
Sinkronisasi Menerapkan perangk | ..~ .
: . Menerapkan dilanjutkan pada
Data dan Koordinasi dan b3, at
. : AT Koordinasi dan tahun-tahun
Informasi Sinkronisasi R daerah -
Elek e Datad Sinkronisasi Data dan berikutnya
ogt o o s {Informasi Elektronik
Informasi
Elektronik
Pengembangan |Jumlah Aplikasi |Jumlah Aplikasi dan . Pl
Aplikasi dan dan Proses Bisnig |Proses Bisnis it ;

dilanjutkan pada
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Sumber Daya

Pengembangan

Pengelolaan Sumber

Data
Indikator
Euﬂhm;ub Bimaxps [wjoan, Definisi s A Estenasgan
; Sasaran, {Periu
N Sasaran Kegiatan Operasional/Formul | Tahun Satuan tkan /tida
- Peranghat Pogram, asi Penghitungan |Perencanaa atangs
Daerah Bagiasas dax n (Tahun k)
SBub Kegiatan 2020)
Pemerintahan |Berbasis Berbasis Elektronik tahun-tahun
Berbasis Elektronik vang |vang Dikembangkan berikutnya
Elektronik Dikembangkan
Jumlah Layanan
Publik yang Jumlah Layanan
s'“f;‘ii”“ggm“ Terhubung Publik yang Perlu
Penghubun dengan Sistem  |Terhubung dengan fapiindin dilanjutkan pada
T B Penghubung Sistem Pﬁnghul:r:ung tahpn-tahun
Feymerin ik Layanan Layanan Pemerintah berikutnya
Pemerintah Daerah
Daerah
Pengembangan wimiah
e Dokumen _ F.Juml-fnh Dokumen
p 1ol Program Inovasi |Program Inovasi yang Perlu
SHESTR yang Diimplemnmentasilian Dokume |dilanjutkan pada
EZET'T:H /ot | Diimplementasik |Scsuai dengan n tahun-tahun
g rg.;s dan  |BD Sesuai dengan h'l_ﬂat:rplan Smart berikutnya
Kota Cerdas Masttrp!an ety
Smart City _
Pengembangan |Jumlah Jumlah Dokumen
dan Dokumen Pelaksanaan dokume | perly
Pengelolaan Pelaksanaan Pengembangan dan n dilanjutkan pada
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Pengamanan

Data
Indikator
Program/ Capaian
N Kegiatan/Sup | *!72H2 Tujuan, Definisi Pada Awsl h:ﬂmpnm
Sasaran Kegiatan Operasional/Formul| Tahun Satuan
o Program, dilanjutkan/tida
Peranghat iat asi Penghitungan |Perencanaa
Basrah E'hh en n (Tahun k)
Kegiatan 2020)
Teknologi dan Pengelolaan |Daya Teknologi tahun-tahun
Informasi dan |Sumber Daya Informasi dan berikutnyva
Komunikasi Teknologi Komunikasi
Pemerintah Informasi dan Pemerintah Daerah
Daerah Komunikasi
Pemerintah
Daerah
Jumlah
Eﬂﬂngclﬂlaﬂr; olaasaen -;Ll.ﬂlfﬂl.hlnﬂlﬂlmﬂﬂ Perhi
b atenns Pengelolaan e S dokume |dilanjutkan pada
Chief Government Chief
; Government r n tahun-tahun
Information Chief Inf . |Information Officer Rt
Officer (GCIO) it Information (GCIO) rkuiny
Officer (GCIO)
Jumlah nilal per area Perlu
Meningkatny keamanan LA
A Keamanan Indeks KAMI informasi/Jumlah 120,31 Indeks dlianjyean 1
; : lai 100 tahun-tahun
informasi ::ea penilaian x berfkutnya
Persentase 1
Program . : | Perlu
implementasi ! dilanjutkan pada
PEnyClengEAmE |ne oo dian 120,31 persen tahull!i-tahunpa
n persandian Untuk !
untiik s, berikutnya
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Daerah

yang Ditetapkan

Data
Indikator
Program/ Capaian
. Kegiatan/Sub | 702 Tujuan, Definisi Pada Awal “"‘[:“! signn
= Sasaran Kegiatan Operasional/Formul | Tahun Satuan hea ki
Perangkat PrOgEn, asi Penghitungan | Perencanaa s
Daerah i n (Tahun k)
Sub Kegiatan 2020)
pengamanan  |Informasi
informasi Pemerintah
Daerah
Kabupaten,/Kota
Penyvelenggaraa | Kepatuhan OPD
n Persandian |terhadap Jumliah OPD yang
Untuk penerapan memanfaatkan Periu
Pengamanan |persandian sertifikat elektronik e
Informasi untuk pada persuratan / Persen |, o u.;]'n —tahunp
Pemerintah pengamanan sitern elektronik TR
Dacrah informasi dibandingkan dengan ¥
Kabupaten / Kot |pemerintsh Jjumilah seluruh OPD
a daerah kab /kota
Penetapan Jumlah
Kehijakan Tata Kebijakan Tata |Jumlah Kebijakan
Kelola Kelola Keamanan |Tata Kelola
Keamanan Informasi dan Keamanan Informasi Perlu
Informasi dan  |[Jaring dan Jaring dokume |dilanjutkan pada
Jaring Komunikasi Komunikasi Sandi n tahun-tahun
Komunilkasi Sandi Pemerintah|Pemerintah Daerah berikutnya
Sandi Daerah Kabupaten /Kota yang
Pemerintah Kabupaten/Kota |Ditetapkan
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Data
Indikator
Program / Ki Capaian
N Kegiatan/Sub i j ' Definisi Pada Awal Ke :" Angan
& Tujuan Sasaran Kegiatan Pi e Operasional/Formul Tahun Satuan filanj I:I'h Jtid
& Kegiatan d;n aal Fenghltungaa || Feseacans k)
Daerah Sub a (Tahun
£ 2020)
Kabupaten /Kot
a
FI tlsl}'.:“ MEAT | jumlah Laporan
ieis Analigis
Kebutuhan dan Jumlah Laporan
Pe Kebutuhan dan o
ngelolaan Pedialotina Analisis Kebutuhan Perl
Sumber Daya Be dan Pengelolaan B
Sumber Daya dilanjutkan pada
Keamanan K Sumber Daya laporan
i camanan ; tahun-tahun
Informasi FoE Keamanan Informasi .
Pemerintah .EE Pemerintah Daerah beri tnya
Pemerintah
Daerah Kabupaten [ Kota
Kabupaten /Kot Daersh
23 Kabupaten /Kota
Pelakean Jumlah Laporan
Pelaltsanaan
Keamanan K Jumlah Laporan
. camanan
Informasi : Pelaksanaan
Informasi . Perlu
Pemerintahan e - Keamanan Informasi dilan itk
1]1':|$.|:1'a.]':1 Diacrih Pemerintahan Daerah laporan : 1|ﬂn_]u a;:n pada
;Kahupatenfﬁnt Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota bR 1
a Berbasis P ; Berbasis Elelctronilk berikutnya
; Berbasi=s .
Elektronik dan . dan Non Elektronik
.+ |Elektronik dan
Non Elektronik :
MNon Elektronik
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l

Data
Indikator
Program/ Capaian
& Kegiatan/Sub | "onefa Tujuan, Definisi Pada Awal Keterangan
A Sasaran Kegiatan SARRIVY Operasional/Formul| Tahun | Satuan i1 lﬂlullh'””
Perangkat h"f.-“ Iﬂ.ln asi Penghitungan | Perencanaa k)
Daerah Mn'#nl iat n (Tahun
2020)
Penyediaan Jumlah
Layanan Perangkat
Keamanan Daerah yang f]l;_];l:hh PEIEI}&T:L ak Perlu
Informasi Telah 7 i PETRTER | dilanjutkan pada
f enggunakan at
Pemerintah Menpgunakan Layanan Keamanan il tahun-tahun
Daerah Layanan T A berikutnya
Kabupaten /Kot |[Keamanan
a Informasi
Penetapan Pola
Hm]ungan : Persentase Persentase penerapan
ng&:ﬁnmt:; penerapan pola |pola hubungan d?:ilu s
Pz s hubungan komunikasi sandi Persen tah ey L PACA
o E komunikasi yvang dilaksanakan e
acrah i : berikutnya
Kabupaten /Kot sandi pada tahun berjalan -
I=1
o T Jumlah
perasionalisé | peranglkat Jumlah Perangkat
sl Jaring Daerah yang Dacrah yang :;I;;E:I'Ll}utk an pad
komunikasi Terhubung dalam |Terhubung dalam o J 1 pada
sandi Jaring Jaring Komunikasi b W -fmn
Pememerintah |gomunikasi Sandi erilutnya
Daerah Sandi

I
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Data
Indikator
Program / Capaian
4 Kegiatan/Sub m‘s’j‘ T:_'f““* Definisi Pada Awal Kﬂmﬂn
= Tujuan Sasaran Kegiatan n.m: Operasional/Formul Tahun Satuan ( ”r = Jtid
Perangkat E-l lhmnm Aikn asi Penghitungan Perencanaa dilanju
Daerah Sub Kegiat - n |(Tahun i
2020)
Kabupaten /Kot
a
i Kategori SAKIP PD
M;“i”gl?&linﬂ Nilal SAKIP berdasarkan ;.EE
2 ; r:na I:t Perangkat evaluasi/ penilaian A Nilai tf:h ]uﬁn Rads
Crangia Daerah dari Inspektorat e ik
Daerah Daerah Kota Blitar berikutnya
Mﬂﬂngkaﬂl}’ Urusan Indeks K Jumlah dokumen [KM Pk
a kinerja S ndeks Kepuasan ; : dilanjutkan pada
IFera.ngakat mﬁl I tahan Masyarakat [IKM) m::;liu?ﬂg% Ritke oyl ekes tahun-tahun
{Daerah Kabupater /Kot berikutnya
2 :

5.5 Analisa Kesenjangan Dukungan Pemkot Blitar terhadap Rencana Strategis SPEE Nasional

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar maka perlu diketahui capaian dan target vang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Bhitar.Pada tabel berikut ini dapat dilihat strateq yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk

mendukung rencana strategis SPBE nasional beserta capaiannya.
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Tabel 5.97 Analisa Kesenjangan Dukungan Pemkot Blitar terhadap Rencana Btrategis SPBE Nasional

Pemerintah

EP‘u:s.at

No.| Inisiatif Strategis Keluaran Target Waktu | Penanggung Capaian dan Target
Jawab
A. Tata Kelola SPBE
1 [Pembanpgunan Arsitektur |Arsitektur SPBE 2020-2021 Kepala Daerah  |Target : 6 domain
SPBE Pemerintah Daerah Capatan: 1 4 damein
2 |Pembentukan dan Tim Koordinasi SPBE 2018-2019 Kepala Daerah  |Sudah terbentuk SK Tim (2020)
Penpguatan Kapasitas Tim |Pemerintah Daerah
Koordinasi SPBE
3 |[Penguatan Kebijakan Kebijakan Mikro 2019-2025 Pimpinan K/L/D |Kewenangan atau kewajiban
SPBE instansi pusat
4 |Evaluasi Penerapan Evaluasi SPBE Instansi 2018-2025 Pimpinan K/L/D |[Target 2025 : 3,20
Kebijakan SPBE Eﬁar;hdﬁﬂ Pemerintah Capaian 2022 : 2,81 (Baik)
B. Layanan SPBE N N
5|Survei Penggunaan SPFBE ISurvei Kebutuhan dan 2019-2025 Pimpinan K/L/D |Target 2025 : Sangat Baik
Hepuasan:PeEageIng Capaian 2022 : Baik
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi s
6|Penyediaan jaringan Intra |Jaringan Intra Instansi 2018-20232 Pimpinan K/L/D |Kewenangan atau kewajiban

instansi pusat
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No. Inisiatif Strategis Keluaran Target Waktu Penanggung Capaian dan Target
Jawab
Jaringan Intra Instansi 2018-2022 Bupati/ Walikota |Terkeneksinya jaringan intra
Pemerintah Daerah pemeda diseluruh perangkat
Kabupaten/ Kota daerah, sekolah, instansi
vertikal, fasilitas kesehatan,
fasilitas publik

D. Sumber Daya Manusia SPBE

[ 'T_?P'Eﬂinlgkatan Kapasitas Pelatihan dan sertifikasi 2018-2025 Pimpinan K/L/D |Kewenangan atau kewajiban
IASN Penyelenggaran Kompetensi instansi pusat

SPBE

5.6 Analisa Kesenjangan Penerapan Aplikasi
Pada tabel berikut ini akan dapat dilihat status aplikasi yang sudah dipergunakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Blitar.
Tabel 5.98 Analisa Kesenjangan Penerapan Aplikasi

NAMA APLIKASE OPD TAHUN  Masih Tidalk Pertu
Digunalkan Digunakan Diupgrade
2
1 | Kependudukan =
' SIMPEDAK (Penyajian Data 2019
Kependudukan) DISPENDUKCAFIL 1
E-MELATI (Pelaporan Kelahiran 1019
I dan Kematian) DISKOMINFOTIK 1
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Bisnis dan Inventasi

DPM-PTSP

e —

2022

SIDAKU (Verifikasi Data pr— |
Kependudukan) DISKOMINFOTIK
SIPAK (Pelayanan Administrasi Gian
Kependudukan) DISPENDUKCAPIL 1
SIMPONI CINTA (Sistem Informasi
Pendaftaran Nikah Online Cepat, 2021
Inovatif, dan Tanggap ) KEC. SANANWETAN 1
Perpajakan dan Retribusi =
SIM PEB (Manajemen PBB P2) BPKAD 2021 1
PADAMOVEON (Pajak Daerah 2017
Memudahkan Orang Versi Online) | BPKAD 1
Pendaftaran dan Perijinan
PIRT Online [Produk ljin Rumah 2018
Tangga| DINKES 1
| PATRIA Dinkes [Pelayanan B
Rekomendasi dan Perijinan 2019
Kesehatan) DINKES 1
DPM NAKER DAN 2019
SIMTAP (SI Terpadu Satu Atap) PTSP 1
Sfiﬁﬁf{ﬁpﬁk&si"ﬁlapmnn 2090
Lingkungan Online) DLH 1
SIM IZIN 1




-229-

BLIKOSDA (Blitar Kota Scrba —

Ada) DISKOMINFOTIK

Pengaduan Masyarakat

ULPIM (Layanan Pengaduan 2013

Masyarakat) DISKOMINFOTIK

Helpdesk LPSE DISKOMINFOTIK 2019 1
WBS (Whistle Blowing System) DISKOMINFOTIK 2020 -
‘Publikasi Info Umum dan

Kepemerintahan

'E-Litbang Daerah BAPPEDA 2019 1 i
Surat Elektronik

SIMAYA PERGI (Persuratan dan 2019

Kegiatan) KEC. SUKOREJO

SI SUKMA (Surat Masuk dan 2019

Keluar) DIKDA 1
SILPUSITRON (Pelayanan Publik 3018

Terintegrasi Secara Online) DISKOMINFOTIK

"SIMASUR (Manajemen Arsip ' ——

Surat) BAG. UMUM

EMAIL RESMI PEMKOT | DISKOMINFOTIK 2019 B

SBistem Dokumen Elektronik
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Birokrasi Blitar Keren)

BAG. ORGANISASI

SIKD (Kearsipan Dinamis) DINPERPUSIP 2016
SIMASKEREN (Managemen Arsip | 1: .
dan Kearsipan) DINPERPUSIP
SEKARTURI DISKOMINFOTIK 2022
9 | Sistem Pendukung Keputusan

MEDSOS MAPPING (Mapping _—
Media Sosial) DISKOMINFOTIK

10 | Kolaborasi dan Koordinasi
i-RAPAT |Manajemen Informasi 2020
dan Notulen Rapat) DISKOMINFOTIK
Managemen Pelaporan

11 | Pemerintah

| E-SPM (Standar Pelayanan —
Minimal) DISKOMINFOTIK
ASAKIP [Sistern Akuntabilitas | ) i
Kinerja Instansi Pemerintah 2020
Online) DISKOMINFOTIK

" | STANJAB ABK [Analisa Jabatan, | BAG. HUKUM DAN Shia

Beban Kerja dan Evaluasi) ORGANISASI
KERETA (Klinik Reformasi _




23 1-

B

Sﬁﬁl{lF (Lembar Keﬁa Evaluasi -
Sistern Alcuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah)

INSPEKTORAT

2022

R

12

Sistem Administrasi DPRD

13

Sistem Pemilu Daerah

Quick Count PILKADA

BAKESBANGPOL

2018 |

14

Katalog Hukum Peraturan dan
Perundangan

JDIH {Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Huloum)

BAG. HUKUM DAN
ORGANISASI

2019

15

E.i.lt.llln- Informasi dan
Managemen Data

DATAWAREHOUSE (Pusat Data
Terpadu)

DISKOMINFOTIK

2020

ADATA Statistik

MASTER DATA

OPEN DATA

DISKOMINFOTIK
'DISKOMINFOTIK
DISKOMINFOTIK

2020

TR

2020

16

Perencanaan Pembangunan
Daerah

SENOPPATI (Perencanaan
i Pembangunan Terintegrasi)

BAPPEDA

2017
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2022

E-Verifikasi PUPR (Verifikasi it
Diokumen Perencanaan) DINAS PUPR
17 | Sistem Perencanaan Proyek )
SIRUP Lokal DISKOMINFOTIE 2019 1
"~ | LPSE [Layanan Pengadaan Secara 2023
Elektronik) DISKOMINFOTIK
Pengelolaan dan Monitoring
18 | Proyek
SILAPBAJA [Layanan BAGIAN 2016
Administrasi Pengadaan Barjas) PEMBANGUNAN
~ | MONEV RKPD BAPPEDA 2018
E-MONEV [Monitoring Pengaclaan | BAGIAN 0015
Barang dan Jasa) PEMBANGUNAN
SIMONEV-KONSTRUKSI DISPERKIM 2021
Sistem Evaluasi dan Info R I =t B
19  Pembangunan '
SIPEX (Pendukung Eksekutif) BPKAD 2015 -
E-REVIEW Pembangunan DISKOMINFOTIK 2020
| SIP TLHFP (Pemantanan Tindak HOET
Lanjut Hasil Pemeriksaan) DISKOMINFOTIK 1
RT KEREN | BAG ORGANISASI a
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SI-PATRIAWAS (Sistem Informasi
Pemantauan Tindak Lanjut 2021
Rekomendasi Hasil Penpawasan] | INSPEKTORAT

20 | Sistem Anggaran =~ B
SIP APBD (Penyusunan APBD) | BPKAD 2010
sIF BLUD E'i?.w[ 2015
sSIP BE}IE {Pengelolaan Bantuan 2019
Operasional Sekolah) DIKDA 1
Aplikasi Pengelolaan Keuangan 2020
Sekolah Terpadu DISKOMINFOTIK

21 Sistem Kas dan Perbendaharaan
SIP KD (Keuangan Daerah) BPKAD 2018

22 Sistem Akuntansi Daerah pl

| SIP KD (Keuangan Daerah) | BPKAD 2018

23 Pengadaan PNS B0
e-FORMASI BED 2019

24 i Bistem Absensi dan Penggajian
AKSI [Absensi Berbasiz Lokasi) BKD 2021 I

| SIM Gaiji BPKAD 2016 '
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25 | Sistem Penilaian PNS '
E-EINERJA BED 2018
26 | Arsip Dokumen Kepegawaian
- | E-MASTER BKD 2018
KEPEMERINTAHAN B ' il i
27 | Pengelolaan Barang Daerah
SIKANDA (Informasi Kendaraan 2017
Daerah) BPKAD
SIMBADA (Aset Barang Daerah) | BPKAD 2019
28 | Katalog Barang Daerah
- | SIHANDAL (Data Pemetaan Aset 9019
Pemkot) DINAS PUPR
29 | Pengelolaan Pendapatan Daerah | E -
S1 BPFHTE (Bea Perolehan Hak 2021
atas Tanah dan Bangunan) | BPKAD
30 | Pengelolaan Perusahaan Daerah |
KEWILAYAHAN o
31 | Tata Ruang dan Lingk Hidup I A
| SIMOLIN (Monitoring Lingkungan] DISKOMINFOTIK | 2019
~ | SIDOTI (Sistem Informasi Sedot | 1 —

Tinja) [

DLH
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SIMTARU (Tata Ruang Kotal

DINAS PUPR

2018

SIMDARU (Database Rumah)

DISPERA

2021

Potensi Daerah I

32
a3

Kehutanan

Pertanian, Peternakan dan

34

Perkebunan

i SIMASTAHANPENAK (Sistem
Informasi Kesehatan Hewan dan
Peternakan)

DINAS KETAHANAN
PANGAN

2019

[u,nmmmm

|

[3& Pertambangan dan Energi
| 37  Pariwisata
38 IKM
T BAGIAN AiB
SMART SURVEY PEMBANGUNAN
| 81 KETAN (Kepuasan Masyarakat) | KEC. SANANWETAN | 2021 1
39 Kesehatan
| SIGON (Gudang Alat a
Konstrasepsi) DP3A PZKE 1
| SIRINE (Informasi Rawat Inap RS) | DISKOMINFOTIK | 2019 |
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INFOKES (Informasi Peta Sebaran 2019
Peryalkit) DISKOMINFOTIK
| BANK DATA KESEHATAN DISKOMINFOTIK 2019
| E-KESGA (KESEHATAN — f
KELUARGA) DINKES
SIK SIMPUSTRONIK (Puskesmas 2019
Elektronik) DINKES
40 | Pendidikan
SIMGEPREK (Managemen Seleksi 3018
Guru dan Tenaga Kependidikan) DIKDA
PPDE ONLINE (Penerimaan 2020
Peserta Didik Baru Online) DISKOMINFOTIK
PETAGUSILAH (Pemetaan Data a0
Guru dan Siswa) DISKOMINFOTIK
ASINARO (Aplikasi Media ' o
Pembelajaran dan Rapat Online) | DISKOMINFOTIK
E-PERPUSTAKAAN DINPERPUSIP 2018
INLISLITE (Buku Perpustakaan) | DINFERPUSIF 2017
41 | Ketenagakerjaan
42 | Industri dan Perdagangan T - _
INFO PEKAS ' DISPERINDAG 2021
| SIDALIR (Dana Begulir) "DINKOP UM 2018 ’
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Terminal dan Pelabuhan

2019

NAMA APLIKASI OPD TAHUN Digunakan Digunakan Diupgrade

SICANTIK (Sistem Tata Cara
Pelaporan Data & Informasi 2022
Koperasi) DINKOP UM

'43 | Jaringan Pengaman Sosial
HIBAH BANSOS Online DISKOMINFOTIK 2017 I
DAWAMI MANTAN [Data Warga 2030
Miskin dan Penerima Bantuan) DISKOMINFOTIE
SIMDAKESRA (Managemen Data 018
Keae_ja_hteraan Rak}ratl BAG KESRA 1
SIM PKB ({Pengujian Kendaraan 2013
Et.:rmntm‘} DISHUB

~ |E-HIR | DISHUB 2018
SIPAKSABAR | DISHUB 2019 N
GPS KENDARAAN (Tracking GPS S0 -
Kendaraan) DISKOMINFOTIK
E-PARKIR DISHUB 2020 ]

45 Jalan dan Jembatan =

| SIM Database Jalan dan Drainase | DINAS PUPR

Barana Umum
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PESAN

SIAPIK (Administrasi 2018
Infrastruktur Konstruksi) DINAS PUFR

SISKOI (Sistem Informasi 2020
Fasilitas Keolahragaan) DISPORA
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BAB 6 - Rekomendasi Program Peningkatan SPEE

6.1. Strategi Pengembangan SPEE
6.1.1. Visi SPBE
Visi SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah:

"Menjadi pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada
pelayvanan masvarakat yang didukung oleh teknologi informasi vang
canggih.”

6.1.2. Misi SPBE
MMisi SPEBE Pemerintah Kota Blitar adalah:

"Melaksanakan transformasi dipital dalam pemerintahan dengan fokus pada
peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi administrasi, dan
keterbukaan dengan berbagai inisiatif strategi yang akan memberikan
manfaat nyata bagi masyvarakat Blitar"

6.1.3. Tujuan SPBE
Tujuan SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu,
6.1.4. Sasaran SPEBE
Sasaran SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berilouat:
1. Meningkatnya kematangan kebijakan internal SFBE
. Meningkatnya kematangan penerapan tata Kelola SPBE
Meningkatnva kematangan penerapan manajemen SPBE
. Meningkatnya kematangan penerapan audit SPBE

I A

Meningkatnya kematangan penerapan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik

6. Meningkatnya kematangan penerapan layanan publik berbasis
elektronik

6.1.5.Arah Kebijakan SPBE
1. Arah Penyusunan Kebijakan SPBE

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan SPBE di lingkungan
Pemerintah Kota Blitar maka perlu diatur kebijakan yang berkaitan
dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran
SPFBE, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan
intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi,
audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE. Semua kebijakan tersebut perlu
mengacu pada pedoman evaluasi SPBE nasional. Kebijakan tersebut
perlu direviu dan dievaluasi setiap periode tertentu, Kebijakan SPBE
perlu diperbaiki berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

2. Arah kebijakan penerapan tata kelola SPEE
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Untuk menerapkan tata Kelola SPBE yang efisien dan efektif di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar maka Pemerintah Kota Blitar perlu
meneraplkan beberapa aspek tata Kelola SPBE yaitu tata kelola arsiteltar
SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses
bisnis SPBE, Pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra,
system penghubung layanan, layanan pusat data, tim koordinasi SPFBE,
dan tim kolaborasi SFBE. Dalam penerapan tata Kelola SPBE maka perlu
diperhatikan keterlibatan seluruh Perangkat Daerah dalam masing-
masing aspek tata Kelola, integrasi dengan Pemerintah Daerah lain atau
Instansi Pusat. Penerapan tata Kelola SPBE pada seluruh aspel periu
direviu dan dievaluasi secara periodik untuk memastikan bahwa tata
Kelola: SPBE yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan
kebijakan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi maka perlu dilakukan
penvempurnaan terhadap penerapan tata Kelola SPBE tersebut.

Arah kebijakan penerapan manajemen SPBE

Untuk menerapkan manajemen SPBE vang efisien dan efektif di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar maka Pemerintah Kota Blitar perin
menerapkan beberapa aspek manajemen SPBE yaitu: manajemen risiko,
manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen data,
manajemen assef, manajemen sumber daya manusia, manajemen
keamanan, manajemen layanan, Pada setiap aspelt manajemen perla
dipersiapkan peta rencana penerapan manajemen, pedoman penerapan
manajemen, Penerapan manajemen wajib diterapkan di  seluruh
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Penerapan
manajemen perlu  direviu dan dievaluasi secara periodik untuk
menyvesuaikan dengan kondisi terkini,. Pedoman dan peta rencana
manajemen perlu direvisi sesuai dengan hasil reviu dan evaluasi.

4. Arah kebijakan penerapan audit SPBE

Pemerintah Kota Blitar perle melaksanakan 3 jenis audit yaitu audit
infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SFBE.
Untuk melaksanakan audit tersebut maka perlu disusun pedoman audit
di masing-masing jenis audit. Selain itu juga diperlukan peta rencana
pelaksanaan audit untuk masing-masing jenis audit tersebut. Unftuk
melaksanakan kegiatan audit tersebut maka Pemerintah Kota Blitar perlu
menugaskan staf untuk mengikuti sertifikasi sebagai auditor TIK/ Sistem
Informasi/ Keamanan Informasi. Untuk melaksanakan audit aplikasi dan
audit infrastruktur maka calon auditor vang ditugaskan perla
mendapatkan sertifikasi sebagai auditor dari Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN). Sedangkan calon auditor yang akan melaksanakan audit
keamanan informasi perlu mendapatkan sertifikasi sebagai auditor
keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN]. Setelah kegiatan
audit dilaksanakan oleh auditor internal maka kegiatan berikutnya
adalah melaksanakan audit oleh auditor eksternal yaitu dari BRIN dan
BSSN. Hasil dari audit perlu ditindaklanjuti. Kegiatan audit perla
dilaksanakan secara periodik.

. Arah kebijakan penerapan layanan administrasi pemerintahan

berbasis elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang wajib
diterapkan di Pemerintah Kota Blitar antara lain: layanan perencanaan,
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layvanan penganggaran, layanan Keuangan, layanan pengadaan barang
dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dynamis, layanan
pengelolaan barang milik negara/ daerah, layanan pengawasan internal,
layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan kinerja pegawai.
Layanan administrasi pemerintehan berbasis clektronik ini wajib
memprioritaskan penggunaan aplikasi umum dan aplikasi berbagi palkai
yvang dikembangkan oleh Kementerian/ Lembaga. Jika tidak tersedia
aplikasi umum dan aplikasi berbagl pakai maka Pemerintah Kota Blitar
perlu  mengembangkan aplikasi sendiri atau kerja sama dengan
Pemerintah Daerah lain wyang telah memiliki aplikasi yang sejenis.
Penggunaan aplikasi ini perlu direviu dan dievaluasi setiap periode
tertentu. Dalam penerapan masing-masing layanan maka perlu
dipersiapkan SOP pelaksanaan layanan, Layanan pengadaan barang dan
jasa perlu memprioritaskan pengadaan produk lokal.

6. Arah kebijakan penerapan layanan public berbasis elektronik

Layanan publik berbasis elektronik yang wajib diterapkan di Pemerintah
Kota Blitar antara lain: layanan pengaduan pelayanan publie, layanan
data terbuka, layanan jaringan dan dekumentasi hulkum, layanan public
sektor 1, layanan public sekior 2, lavanan public sektor 3. Layanan public
berbasis elektronik ini wajib memprioritaskan penggunaan aplikasi
umum dan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh Kementerian /
Lembaga. Jika tidak tersedia aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai
maka Pemerintah Kota Blitar perlu mengembangkan aplikasi sendiri atau
kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain yang telah memiliki aplikasi
yang sejenis. Penggunaan aplikasi ini perlu direviu dan dievaluasi setiap
periode tertentu. Dalam penerapan masing-masing layanan maka perlu
dipersiapkan SOP pelaksanaan layanan, Pengembangan layanan public
gektor 1-3 perlu memprioritaskan pengembangan layanan untul
mendukung program prioritas Presiden seperti stunting, investasi,
penanggulangan kemiskinan, dil.

6.1.6. Inisiatif dan Strategi Pengembangan SPBE

Inisiatif dan Strategi Pengembangan SPFBE Pemerintah Kota Blitar adalah
scbagai berikut:

a. Inisiatif Pengembangan SPBE 1: Peningkatan kematangan
kebijakan SPBE

Strategl pengembangan SPBE:

Peningkatan Kematangan Kebijakan Arsitektur SPEE
Peningkatan Kematangan Kebijakan Peta Rencana

Peningkatan Kematangan Kebijakan Manajemen Data
Peningkatan Kematangan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE
Peningkatan Kematangan Kebijakan Layanan Pusat Data

Peningkatan Kematangan Kebijakan Layanan Jaringan Intra

e S LA L . S

Peningkatan Kematanpgan Kebijakan Penggunaan Sistem
Penghubung Layanan

8 Peningkatan Kematangan Kebijakan Manajemen Keamanan
Informasi




-242-

9. Peningkatan Kematangan Kebijakan Audit Teknelogi Informasi
dan Komunikasi

10. Peninglaran Kematangan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE

b. Inisiatif Pengembangan SPBE 2: Peningkatan kematangan tata
kelola SPBE

Strategi pengembangan SPBE:
1. Peningkatan kematangan Arsitektur SPBE
2. Peningkatan kermnatangan Peta Rencana SPBE

3. Peningkatan kematangan Rencana dan Anggaran Pengembangan
SPRE

Peningkatan kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
Peningkatan kemantangan Pembangunan Aplikasi
Peningkatan kematangan Layanan Pusat Data
Peningkatan kematangan Layanan Jaringan Intra
Peningkatan kematangan Sistem Penghubung Layanan
Peningkatan kematangan Tim Koordinasi SPBE

10 Peningkatan kematangan Tim Kolaborasi Penerapan SPBE

- R

c. Inisiatif Pengembangan SPBE 3: Peningkatan kematangan
penerapan manajemen SPBE

Strategi pengembangan SPBE:
1. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE

2. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Keamanan
Informasi

3. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Data
4. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Aszet TIK

5. Peningkatan kematangan penerapan Kompetensi Sumber Daya
Manusia

6. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan
7. Peningkatan kematangan penerapan Manjemen Perubahan

8 Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Layanan SPEE

d. Inisiatif Pengembangan SPBE 4: Peningkatan kematangan
pelaksanaan audit SPBE

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan kematangan pelaksanaan audit aplikasi SPBE

2. Peningkatan kematangan pelaksanaan audit infrastrukiur SPBE
3. Peningkatan kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE

e. Inisiatif Pengembangan SPBE 5: Peningkatan kematangan
layanan pemerintahan berbasis elektronik
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Strategl pengembangan SPBE:

Peningkatan kematangan Layanan Perencanaan

Peninghkatan kematangan Layanan Pengangpgaran

Peninglatan kematangan Layanan Keuangan

Peningkatan kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Peningkatan kematangan Layanan Kepegawaian

Peningkatan kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

o B R L

Peninglkatan kematangan Layanan Pengelolaan Barang Mililke
Negara/Daerah

8. Peningkatan kematangan Layanan Pengawasan Internal
FPemerintah

9. Peningkatan kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja
Organisasi
10. Peningkatan kematangan Layanan Kinerja Pegawai

f. Inisiatif Pengembangan SPBE 6: Peningkatan kematangan
layanan public berbasis elektronik

Strategl pengembangan SPBE:
1. Peningkatan kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Peninglkatan kemarangan Layanan Data Terbulka

3. Peningkatan kematangan Layanan .Janngan Dokumentasi dan
Informasi Hukum [JDIH)

4. Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 1
5. Peninglkatan kemarangan Layanan Publik Sektor 2
6. Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 3

. 6.2. Rencana Aksi Pengembangan SPBE

Berdasarkan inisiatif strategi dan strategi pengembangan SPBE diatas maka
perlu disusun rencana aksi vang diperlukan supaya inisiatif strategi dan
strategi tersebut dapat dicapai. Pada bagian berikut ini akan dibahas
mengenai rencana aksi yang diperlukan untuk mendukung tercapainya
inigiatil strategi dan strategi pengembangan SPBE.

6.2.1.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 1

Inisiatif Strategi 1 adalah "Peningkatan kematangan kebijakan SPBE”. Untuk
mendultung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.1. berikut ini akan
dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperfukan,

Tabel 6.99 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 1

| |Peningkatan  |1. Melengkapi pasal kebijakan yang berkaitan dengan
kematangan referensi dan domain arsitektur vang lengkap.
|Kebijakan Domain arsitektur terdin dari: arsitektur proses
Iﬁ.rsitcktur SPBE bisnis, arsitcktur data, arsitektur infrastralktur,
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arsitelktur aplikasi, arsitektur keamanan, dan
arsiteltur layanan

Kebijakan internal Arzsitektur SPBE periu mengatur
integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah, dan/ atau antar IPPD.

J. Melakukan reviu dan evaluasi kebijalcan secara

periodik

. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
internal terkait arsitelktur SPBE dengan
menetapkan suatu kehijakan sebagai bentuk
optimalisasi pelaksanaan kebijakan arsitektur
SPBE agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan lingkungan dan teknologi

Peningkatan . Melengkapi pasal kebijakan yang berkaitan dengan
kematangan peta rencana SPBE. Peta rencana SPBE terdin atas;
Kehijakan Peta tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE,
Rencana infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan
SPBE, dan audit teknologi informasi dan
komunikasi
. Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara
periodik
. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
infernal terkait peta rencana SPEEdengan
menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
optimalisasi pelaksanaan kebijakan peta rencana
SPBE agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan lingkungan dan teknelogi
Peningkatan 7. Melengkapi pasal kebijakan internal manajemen
kematangan data yang mencakup pengelolaan arsitektur data,
Kebijakan data indule, data referensi, basis data, dan lualitas
Manajernen data
Dats 8. Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara
periodik
9. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
internal terkait manajemen data aplikasi dengan
menetaplan suatu kebijakan sebagai bentuk
optimalisasi pelaksanaan kebijakan manajemen
data agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan lingkungan dan teknologi
Peningkatan 1. Melengkapi pasal kebijakan internal Pembangunan
kematangan aplikasi SPBE yang mengatur seluruh siklus
Kebijakan pembanpunan aplikasi.
Pembangunan Slklus pembangunan aplikasi meliputi kajian
Aplikasi SPBE kebutuhan, perencanaan, rancang bangun,

implementasi, pengujian kelayakan, pemeliharaan,
dan evaluasi

2. Kebijakan internal perlu mengatur proses

konsultasi terkait seluruh siklus pembangunan
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Rencana Aksi
aplisi SPBE dengan perangkat daerah yang
menjalankan fungsi pengelolaan TIK

. Kebijakan internal mengatur keterpaduan dan

pengendalian pembangunan aplikasi oleh unit
kerja/perangkat daerah.

. Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara

periodic

. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan

internal terkait pembangunan aplikasi dengan
menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan
aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perabahan lingkungan dan teknologi

Peningkatan Melengkapi pasal kebijakan internal layanan pusat
kematangan data untuk mengatur interkoneksi layanan pusat
Kebijakan data antar instansi Pusat, antar Pemerintah
Layanan Pusat Daerah, dan/atau antar [PPD
Data . Kebijakan direviu dan dievaluasi secara periodik
. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
internal terkait Layanan Pusat Data dengan
menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Pusat
Data agar sesuai dengan kebutuhan ataupun
perubahan nghungan dan teknologi
Peningkatan . Melengkapi kebijakan internal terkait
kematangan pengoperasian Jaringan Intra secara menyeluruh
Kebijakan vang mengatur interkoneksi Layanan Pusat data
Layanan antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah,

Jaringan Intra

dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah
daerah

. Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara

periodik

Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
internal jaringan intra instansi dengan menetapkan
suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi
pelaksanaan kebijakan Jaringan Intra agar sesuai
dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan
dan teknologi.

Peningkatan
kematangan
Kebijjakan
Penggunaan
Sistemn
rPE.'nghUhun g
Layanan

. Melengkapi kebijakan internal terkait Sistem

Penghubung Layanan secara menyeluruh dan telah
mengatur keterhubungan dengan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah

Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara
periodic

Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
Internal sistem Penghubung Layanan dengan
menectapkan suatu kebijakan sebagai bentul
optimalizasi pelaksanaan kebijakan Sistem
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- enu bung terkait agar sesuai dengan khutu

ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

Peningkatan
kematangan
Kebijakan
Manajemen
Keamanan
Informasi

. Melengkapi kebijakan mengenai manajemen

keamanan informasi secara menyeluruh.
Manajemen keamanan informasi meliputi:
penetapan ruang linglup, penetapan penanggung
jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,
evaluaszi kinerja, dan perbaikan keberlanjutan
terhadap Keamanan Informasi.

. Kebijakan internal perlu dilengkapi dengan bahwa

penerapan manajemen keamanan informasi wajib
diberlakukan pada seluruh Perangkat Daerah

Kebijakan perlu direviu dan dievaluasi secara
periodic

Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan
Internal manajemen keamanan informasi dengan
menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk
optimalisasi pelaksanaan kebijakan manajemen
keamanan informasi agar sesuai dengan kebutuhan
ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

Peningkatan
kematangan
Kehijakan Audit
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Memperbaiki kebijakan mengenai audit teknologi
informasi dan kemunikasi yang terdiri atas: audit
infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit
keamanan SPBE.

. Kebijakan perlu mencantumkan bahwa audit

teknologi informasi meliputi: penerapan tata kelola
dan manajemen teknologi informasi dan
komunikasi, fungsionalitas teknologl informasi dan
komunikasi, kinerja teknologi informasi dan
komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi
informasi dan komunikasi lainnyva.

. Kebijakan perlu direviu dan dievaluasi secara

periodic

. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijjakan

Internal audit SPBE dengan menetapkan suatu
kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
kebijakan audit SPBE agar sesuai dengan
kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan
tekrologl

Peningkatan
kematangan
Kebijakan Tim
Koordinasi
SPBE

. Memperbaiki kebijakan dengan mencantumkan

perhunya memiliki arah koordinasi , kerja sama
atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi
Pusat/ Pemerintah Daerah lain yang dituangkan
pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE

. Kehijakan perlu direviu dan dievaluasi secara

periodic

. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan

Tim Koordinasi SPBE dengan menetapkan suatu
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LT PR S
kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan
kebijakan Tim Koocordinasi SPBE agar SPBE sesual
dengan kebutuhan

6.2.2.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif
Strategi 2
[nisiatf Strategi 2 adalah “*Menerapkan seluruh aspek tata kelola SPBE di
lingkungan Pemerintah Kota Blitar”. Untuk mendukung inisiatif strategi

tersebul maka pada table 6.2. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan
rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6,100 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 2

1 Fan' 19 b C g 1 Yy Ty r b
No Strategi Rencal .T!:_q:_ff'l_:";f'%l,

[1 | Feningat 1. Membuat dokumen arsitektur SFBE yang
kkematangan mencakup sebagian referensi arsitekiur SPEE dan
Arsitektur SPEE enam domain arsitektur SPBE, vaitu arsitektur

proses bisnis SPBE, arsitektur data dan informasi
SPBE, arsitektur layanan SPBE, arsitekiur aplikasi
SPBE, arsitektur infrastrukitur SPBE, dan
arsitelttur keamanan SPEE.

2, Menyusun dolumen arsitektur SPBE sesuai
standar arsitektur SPBE Nasional

1, Memproses legalitas dokumen arsitektur SPBE

4, Reviu dan evaluasi arsitektur SPBE secara
periodik

5. Pemutakhiran dokumen arsitektur SPBEE sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

2 |Peningkatan 1. Membuat dolkumen Peta Rencana SPBE yang
kematangan Peta mencakup peta rencana tata kelola SPBE, peta
Rencana SFBE rencana manajermen SPBE, peta rencana audit

SPBE, peta rencana aplikasi SPBE, peta rencana
infrastruktur SPBE, peta rencana keamanan
SPBE, peta rencana layanan SPBE.

2. Menyusun dokumen peta rencana SPBE sesuai
standar arsiteletur SPBE Nazsional

|
3. Memproses legalitas dokumen peta rencana SFBE

4. Reviu dan evaluasi peta rencana SPBE secara
periodil

5. Pemutakhiran dokumen arsitektur SPBE sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

3 |Peningkatan 1. Seluruh Perangkat Daerah Menyusun dokumen
kematangan rencana dan anggaran SPBE

Rencana dan 2. Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE seluruh
Anggaran SPBE Perangkat Daerah dikonsultasikan kepada Dinas
Kominfo
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olumen cncana dan ﬁmggarn - seluruh
Perangkat Daerah dikonsultasikan kepada Bapeda

Rencana dan anggaran SPBE direviu dan
dievaluasi secara periodik

Revigi rencana dan anggaran SPBE sebagai tindak
lanjut hasil reviu dan evaluasi

Peningkatan . Menyusun dokumen proses bisnis sesuai standar
i{mﬂmﬁ" Perbatkan proses bisnis scbagal bentuk penerapan
;2;?:151:3;&3 inovasi proses bisnis
Menerapkan inovasi proses bisnis dengan
dukungan sistem elektronik/ system aplikasi
Reviu dan evaluasi inovasi proses bisnis secara |
periodic
Perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan
melalui sistem elektronik sebagai tindale lanjut
hasil reviu dan evaluasi
Peninglkatan . Menentukan siklus Pembangunan aplikasi
kematangan
ban
PormbAngHRES Seluruh proses pembangunan /pengembangan

Aplikasi SPBE

aplikasi wajib mengikuti siklus Pembangunan
aplikasi

. Setiap tahap Pembanpunan aplikasi wajib memilila

dokumentasinya

. Setiap proses Pembangunan aplikasi wajib

dikonsultazikan kepada Dinas Kominfo,

. Setiap pembangunan/pengembangan aplikasi

wajib dilaksanakan secara terpadu dan dapat
dikendalikan

Reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi secara
periodic

. Peningkatan fungsi aplikasi SPBE sesuai

kebutuhan atanpun perubahan lingkungan dan
teknologi

Peningkatan
kematangan
Layanan Pusat
Data

Memiliki layanan pusat data

Menyvusun prosedur pengoperasian baku pusat
data yvang dimanfaatkan oleh seluruh peranglat
daerah

Interkonelksi/ integrasi lavanan pusat data dengan
pusat data vang diselenggaralkan oleh IPPD lain
atau Pusat Data nasional

. Melakukan reviu dan evaluasi layanan pusat data

secara herkala

. Perbaikan Layanan Pusat data [PPD sebagai

tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi




Peningkatan

Strategi

-249-

— e e i

Penerapan SPBE |

7 Seluruh Perangkat Daerah terhubung dalam
kematangan layanan jaringan intra
AR La jaringan intra terhubung d jari
St T Layanan jaringan intra terhubung dengan jaringan
g intra [PPD lainnya, atau dengan Jaringan intra
Pemerintah
. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap
pengoperasian layanan jaringan intra
. Melakukan peningkatan/perbaikan terhadap
pengoperasian jaringan intra instansi
pusat/pemerintah dasrah sebagai tindak lanjut
hasil reviu dan evaluasi
8 |Peningkatan . Seluruh Perangkat Daerah diwajiblkan
kematangan mempergunakan sistem penghubung lavanan
Eﬁm | . Sistem penghubung layanan terintegrasi dengan
P ghu E | sistem penghubung layanan IPPD lainnya dan
yanan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
(Nasional)
. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan sistem
penghubung layanan secara berliala
Perbaikan sistern penghubung layanan sebagai
tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
9 |Peningkatan . Tim Koordinasi SPBE menyusun program kerja
kematangan T‘”El . Tim Koordinasi SPBE mensosialisasikan program
Roordinasl SPBE | kerja ke seluruh Perangkat Daerah.
. Tim Koordinasi SPBE melaksanakan program
kerja
. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap
tugas/program kerja
. Melakukan peningkatan/perbaikan program kerja
sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi
1 [Peningkatan . Membentuk Tim Kolaborasi SPEE secara terpadu
0 {kematangan dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
Kolaborasi

. Melegalkan Tim Kolaborasi SPBE dalam bentuk SK

Walikota
Menyusun program kerja Tim Keolaborasi SPBE

. Tim Kolaborasi SPBE melaksanakan seluruh

program kerja

Melakukan pertemuan secara rutin yang
dikoordinasikan oleh Walikota atau Selretaris
Daerah.

. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala

terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE




=250~

e —— e . ——

Penerapan

SPBE scbagai tindak lanjut hasil reviu dan
evaluasi secara berkesinambungan

6.2.3.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif
Strategi 3

Inisiatif Strategi 3 adalah “Peningkatan kematangan penerapan manajemen
SPBE". Untuk mendukung iniziatif strategi tersebut maka pada table 6.3.
berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperfukan.

Tabel 6.101 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 3
| 'Rencana Aksi

e

No Strategi

1 |Peningkatan 1. Menyusun peta rencana manajemen risiko
kematangan
penerapan
Manajemen Risiko
SPBE 3. Melaksanakan program yang tercantum
dalam peta rencana manajemen risiko sesuai
dengan pedoman manajemen risiko

4. Menyusun kebijakan strategis Manajemen
Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite
Manajemen Riziko SPBE/Tim Koordinasi
SPBE

5. Sosialisasi dan penerapan kebijakan dan

pedoman manajemen risiko kepada seluruh
Perangleat Daerah

2. Menyusun pedoman penerapan manajemen
risiko

8. Melaltukan reviu dan evaluasi penerapan
manajemen risiko secara berlkala

7. Tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
penerapan manajemen riziko.

2 |Peningkatan 1. Menyusun peta rencana manajemen
kematangan keamanan informasi

penerapan
Manajemen
Keamanan Informasi

2. Menyvusun pedoman penerapan manajemen
keamanan informasi

3. Sosialisasi pedoman penerapan manajemen
keamanan informasi ke seluruh Perangkat
Daerah

4, Penerapan manajemen keamanan informasi
pada seluruh Peranghkat Daerah

5. Menyusun strategi keamanan informasi yang
ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE
berdasarkan risiko SPBE

6. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan
manajemen keamanan informasi secara
berkala

7. Tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
penerapan manajemen keamanan informasi




Peningkatan
kematangan
penerapan
Manajemen Data

- Menyusun pe

. Menyusun pedoman penerapan manajemen

. Menerapkan Manajemen Data sesuai dengan

. Menyusun strategi pengelolaan data yang

. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala

. Perbaikan pencrapan manajemen data
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ta rencana penerapan
manajemen data

data yang memuat seluruh rangkaian proses
pengelolaan manajemen data SPBE yang
meliputi: arsiteletur data, data induk dan data
referensi, basis data, dan kualitas data

pedoman

ditetapkan oleh Forum Satu Data atau Tim
Koordinas: SPBE [PPD dan strategi tersebut
diterapkan kepada seluruh Perangkat Daerah

sebagai hasil tindak lanjutl reviu dan evaluasi
manajemen data

Peningkatan
kematangan
penerapan
Manajemen Aset TIK

. Menyusun peta rencana manajemen aset TIK

. Memyusun pedoman penerapan manajemern

. Menerapkan Manajemen Aset TIK sesuai

. Melakukan perbaikan penerapan Manajemen

asset TIK yang memuat seluruh rangkaian
proses pedoman Manajemen Aset TIK (Prozes
Manajemen Aset TIK: perencanaan,
pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan
perangkat keras dan peranghkat lunak)

dengan pedoman yang berlaku

. Menyusun strategi pengelolaan Aset TIK vang |

ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE yang
diterapkan kepada seluruh unit
kerja/perangkat daerah

Melalkukan reviu dan evaluasi secara berkala

Aset TIK sebagai tindak lanjut atas hasil reviu
dan evaluasi

Peningkatan
kematangan
penerapan
Kompetensi Sumber
Dayva Manusia

. Menyusun peta réencana pencrapan

2

. Memenuhi seluruh kompetensi 5SDM SPBEE

kompetensi SDM SPBE

Menyusun pedoman penerapan kompetensi
SDM SPBE vang memuat serangkaian proses
Penerapan Kompetensi SDM SPBE mulai dari
perencanaan, pengembangan, pembinaan dan
pendayapunaan SDM dalam SPEE

vang terdiri dari kompetensi dalam bidang
proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE,
data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi
SPBE dan infrastruktur SPBE sesuai

pedoman vang berlaku




. Reviu dan evaluasi pemenuhan kompetensi
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‘Rencana Aksi

5 Ul e

SDM SPBE secara periodik

. Perbaikan perencanaan dan pemenuhan

kompetensi 3DM sebagai tindak lanjut hasil
reviu dan evaluasi

Peningkatan
kematangan
pEnerapan
Manajemen
Pengetahuan

. Menyusun péta réencang penerapan

manajemen pengetahuan SPBE

. Menyusun pedoman pencrapan manajemen

pengetahuan SPBE

. Menerapkan kegiatan Manajemen

Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan

program kegiatan vang tercantum dalam Peta
Rencana SPFBE

. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE

mengacu pada pedoman yang berlaku

. Penerapan manajemen pengetahuan SFBE

dengan menggunakan aplikasi manajemen
pengetahuan yvang terintegrasi

. Reviu dan evaluasi terhadap penerapan

manajemen pengetahuan secara periodik

. Perbaikan manajemen pengetahuan sebagai

tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
penerapan manajemen pengetahuan,

Peningkatan
kematangan
penerapan Manjemen
FPerubahan

. Menyusun peta rencana manajemen

perubahan SPBE

. Memyusun pedoman pencrapan manajcmen

Perubahan SPBE. Muatan manajemen
perubahan meliputi perubahan aplikasi
SPBE, proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, layanan SPBE,
keamanan SPBE. Proses manajemen
perubahan terdiri dari: perencanaan, analisis,
pengembangan, implementasi, pemantauan
dan evaluasi terhadap perubahan SPBE

. Menyusun strategi pelaksanaan Manajemen

Perubahan yang ditetaplan oleh Tim
Koordinasi SPBE

. Melaksanakan kegiatan manajemen

Perubahan vang diterapkan kepada seluruh
Perangleat Daerah

. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan

manajemen perubahan secara berkala

. Melakukan perbaikan Manajemen Perubahan

sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan
evaluasi secara berkesinambungan




penerapan
Manajemen Layanan
SPBE

. Menyusun peta réencana penerapan
. Menyusun pedoman penecrapan manajemen
. Mengembangkan dan menerapkan system

. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan

. Melakukan perbaikan penerapan Manajemen
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manajemen layanan SPBE

layanan SPBE vang memuat pedoman
pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian
layanan SPBE

aplikasi manajemen layanan pada seluruh
Peranglkat Daerah

manajemer layanan secara berkala

Layvanan SPBE sebagai tindak lanjut atas
hasil reviu dan evaluasi

6.2.4 Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif

Strategi 4

Inisiatif Strategi 4 adalah *Peningkatan kematangan pelaksanaan audit TIK™.
Untuk mendulkung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.4, berikut ini
akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi vang diperhulaan.

Tabel 6.102 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 4

No Strategi

1 |{Peningkatan
Kematangan
Pelaksanaan Audit
Infrastrukour SPBE

. Menyusun Peta Rencana Audit Infrastruktur
. Memyusun pedoman pelaksanan audit

. Melaksanakan audit infrastruktur SPEE

- sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/

. Perbaikan penerapan infrastruktur SPBE

Rencana Aksi

i 5= el il

SPBE.
infrastruktur SPBE

sesual dengan pedoman oleh auditor TIK/
Sistem Informasi Pembot Blitar

Melaksanakan audit infrastruktur SPBE

Sistern Informasi eksternal yang memilili
sertifikasi auditor TIK/ Sistem Informasi

sebapai tindak lanjut hasil audit.

2 |Peningkatan
leematangan
pelaksanaan Audit
Aplikasi SPBE

. Menyusun Peta Rencana Audit aplikasi
. Menyusun pedoman pelaksanan audit

. Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai

dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem

SPBE.
aplikasi SPBE
dengan pedoman aleh auditor TIK/ Sistemn

Informasi Pemkat Blitar
Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesua




. Perbaikan penerapan aplikasi SPBE sebagai
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Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi
auditor TIK/ Sistem Informasi

tindak lanjut hasil audit.

3 |Peningkatan
kematangan
pelaksanaan Audit
Keamanan SPFBE

. Menyusun Peta Rencana Audit keamanan
- Menyusun pedoman pelaksanan audit

. Melakzanakan audit keamanan SPBE sesuiat

SPEE.
keamanan SPBE

dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem
Keamanan Informasi Pemkot Blitar

Melaksanakan audit keamanan SPBE sesuai
dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem
Keamanan Informasi eksternal yang memiliki
sertifikasi auditor TIK/ Sistern Keamanan
Informasi

Perbaikan penerapan keamanan SFEBE
sebagai tindak lanjut hasil audit.

6.2.5.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif

Strategi 5

Inisiatif Strategi 5 adalah "Peningkatan kematangan layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik”. Untuk mendukung inisiatif strategi
tersebut maka pada table 6.5, berikut ini akan dapat dilihat strategi dan
rencana aksi yang diperlukan.

= e
1 g - ¥ e ] L
1, £ 81 Srategl

32 | Peningkatan
kematangan Lavanan
Percnicanaan

Tabel 6.103 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 5

. Peninglatan penerapan Layanan Perencanaan
Berbazis Elektronik disesuaikan terhadap
perubahan lingkungan, telnologi, dan kebutuhan
instansi

"i?.-" BNCATIA ¥ ‘f ';|_- 1.:_

Melakukan optimalisasi melalui penguatan
kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help
desk)

33| Peningkatan
kematangan Layanan
Penpanpggaran

. Peninglatan penerapan Layvanan penganggaran

berbagis Elektronilk disesuaikan terhadap
perubahan lingkungan, teknologi, dan kebuiuhan
instangi

Melalukan optimalisasi melahi penguatan
kebijakan lavanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penecrapan manajemen dari layanan (help
desk)




Strategl

Peninglkatan
kematangan Layanan
Keuangan
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AR

Peningkatan penerapan Leyanan Keuangan |

berbasiz Elektronik disesuaikan terhadap

perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan
instansi |

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help |
desk])

35

Peningkatan
kematangan Layanan

Pengadaan Barang dan

Jasa

. Melakukan optimalisasi melalui penpuatan

Peningkatan penerapan Layanan pengadaan
barang dan jaza berbasis Elektronik dizesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan
kebutuhan instansi

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan pernerapan manajemen dari layvanan (help
desk))

36

Penlaglkatan
kematangan Layanan
Kepepawaian

. Peningkaran penerapan Layanan kepegawaian

berbasis Elektronik disesuaikan terhadap
perubahan linglungan, teknolog, dan kebutuhan
mstansi

» Melakukan optimalisasi melalui penguatan

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari layvanan (help
desk)) |

37

Peningleatan
kematangan Layanan
Eearsipan Dinaumis

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

. Peninghatan penerapan Layanan kearsipan

dinamis berbasis Elektronik disesuaikan terhadap |
perubahan linglungan, teknologi, dan kebutuhan

inatansi

kebijakan layanan, perbadkan tata kelola layanan,
dan penerapar manajemen dari layanan (help
desk])

Peningkatan
kematangan Layanan
Pengelolaan Barang
Milik Megara/Daerah

. Mempergunakan Layvanan Pengelolaan BMN/EMD

. Mempergunakan Lavanan Pengelolaan Barang

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi
dengan layanan SPBE lainnya

Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik vang
dapat ditingkatkan/dikembangkan menvesuaikan
terhadap perubahan ingkungan, teknologl, dan
kebutuhan ingtansi

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari lavanan (help
desk|

39

Peninghkatan
kematangan Layanan
Pengawasan Internal
Pemerintah

. Mempergunakan Layanan Pengawasan Internal

. Memiliki Lavanan Pengawasan Internal

Pemerintah yang dapat berkolaborasi dengan
layanan SPBE lainnva

Pemerintah yang dapat
ditingkatkan / dikembangkan menyeauaikan
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. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

terhadap pe:mbahu.n lmgl-:ungﬂ.n teknologi, ds.n
kebutuhan instansi

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola lavanan,
dan pencrapan manajemen dari layanan (help
desk]

40

Peningkatan
kematangan Layanan
Akuntabilitas Kinerja
Crganisasi

. Mempergunakan Layanan Pengelolaan BMN/BMD

. Memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi
dengan layanan SPBE lainnya

Negara/Daerah Berbasis Elektronil yang dapat
ditingkatkan /dikembangkan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologl, dan
kebutuhan instansi

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola lavanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help
dezk]

41

Peningkatan
kemuatangan Layvanan
Kinerja Pegawai

. Mempergunakan Layanan kinerja pegawai

. Memiliki Layanan kinerja pegawad vang dapat

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi
dengan layanan SPBE lainnya

ditingkatlkan /dilkkembangkan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan
kebutuhan instansi

kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help
desk]

6.2.6.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 6
Inisiatif Strategi 6 adalah “Peningkatan kematangan lavanan public berbasis

eleltronik”.

Untuk mendukung inisiatil strategi tersebut maka pada table

6.6. berikeut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana akisi yang diperlukan,
Tabel 6.104 R:nma. Aksi Untuk Mundulmng Inmti.r Stmtngi ]

F'eningkatan . . Peningkatan pencrapan La].ra.nsln pengaduan
kematangan Layanan pelayanan public berbasis Elektronik disesuaikan
Pengaduan Pelayanan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan
Publil: kebutuhan instansi
. Melalkukan optimalisazi melalui penguatan
kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help
desk)
43 |Peningkatan . Mempergunakan Layanan data terbuka Berbasis
kematangan Layanan Elektronik yvang dapat berkolaborasi dengan
Data Terbuka layanan SPBE lainnya
. Memiliki Layanan kinerja pegawal yang dapat
ditingkatkan /dikembangkan menyesuaikan
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terhadap perubahan lingkungan, 'r.elmn::-m
kebutuhan instansi

Melakukan optimalisasi melalui penguatan
kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari lavanan (help
desk)

44

Peningkatan
kematangan Layanan
Jaringan Dokumentasi
dan [nfermas) Hulsim
[JDIH)

. Peningkatan penerapan Layanan jaringan

dokumentasi dan informasi hukum berbaszis
Elektronik dizesuaikan terhadap perubahan
lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

kebijakan lavanan, perbaikan tata kelola layvanan,
dan penerapan manajemen dar layanan (help

desk])

45

Peningkatan
kematangan Layvanan
Publik Sektor 1

. Memiliki Layanan Publik Sektor 1 Elektronik yang

dapat ditingkatkan fdikembangkan menyesuaikan
terhadap perubahan linglungan, teknologi, dan
kebutuhan instansi

. Melakukan optimalisasi melalui penguatan

kebijakan lavanan, perbaikan tata kelela layanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help
desk)

46

Peningkatan
kematangan Layanan
Publik Sektor 2

. Memiliki Layanan Publik Sektor 2 Elektronik vang

dapat ditingkatkan fdikembangkan menyesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, 1eknologi, dan
kebutuhan instansi

Melakukan optimalisasi melalui penpuatan
kehijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dar lavenan (help
deszk)

47

Peningkatan
kematangan Layanan
Publik Sektor 3

. Memiliki Layanan Publik Sektor 3 Elektronik vang

dapat ditingkatkan/dikembangkan menvesuaikan
terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan
kKebuinhan instansi

Melakukan optimalisasi melalul penguatan
kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan,
dan penerapan manajemen dari layanan (help
desk)

6.3. Rekomendasi Peta Rencana SPBE PEMKOT BLITAR 2021 - 2025

Untuk mendukung tercapainya peta rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar,
maka perlu diketahui kegiatan apa saja yang belum direalisasikan atau vang
sudah direalisasikan., Hal ini bertujuan untulk memastikan kelancaran
kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota
Blitar 2021 - 2025, Pada tabel berikut ini dapat dilihat rekomendasi kegiatan
yang belum/sedang terealisasikan

berdasarkan peta

Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2021 - 2025.

Tabel 6.105 Rekomendasi Kegiatan Peta Rencana SPBE Pemkot Elitar
2021 - 2025

rencana SPRE
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Kegiatan

Heterangan

Ry

—~ . <

Penerapan Manajemen Data

Manajemen Data meliputi selurub
rangkaian proses pengelolaan
arsitektur data, data induk, data
referensi, basis data, kualitas data
dan interoperabilitas data

2 |Pembuatan prosedur (SOP| terkait
pengoperasian Layanan Pusat Data
i 3 | Bertifikasi n&slnnalfinlcma-ainnﬂi 'PZLI.B.E.IZ
' data
4 |Penerapan Manajemen Keamanan
Informasi pada selurah OPD
| 3 |Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi |Audit TIK meliputi audit aplikasi,
Informasi audit infragtrolctur dem audit
keamanan
6 |Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk  |Penyusunan Proses Bisnis SPBE
gemua OFPD Pemkot Blitar harus mengacu ke
Permenpan RB no 19 tahun 2019
tentang Peryusunan Peta Proses
Bisnis
T |Penyusunan Peraturan tentang
Software /Free Open Source Software
8 [Fenmyusunan Peraturan tentang
Standarisasi [Infrastrulcur
Jaringan TIK
9 |Sinkronisasi Arsitektur Data Pemkot
Blitar - 8atu Dats Nasional
10 |Sertifikasi [S0 20000-1:2018 tentang
Sistem Manajemen Layanan
11 |Forum Kolaborasi SPBE Wadah informal untuk pertukaran
informasi dan peningkatan kapasitas
pelaksanaan SPEE. Angpota meliputi|

pelaku usaha, masvarakat, wakil
perguruan tinggi, lembaga
penelitian, dll, Forum kolaborasi
dalam

bentuk pertemuan informal/ FGD

B

Pelaksanaan dan cvaluasi penerapan
Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD

Penerapan Manajemen Risiko SPBE
harus direviu setiap tahun

Penyvusunan dan Pembaharuan
Pedoman /Standar Keamanan
Informasi

Pedoman/standar Keamanan
Informasi harus mengacu ke Perban
BS5SN no 4 tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan
\Informasi




050

v Kegiatan Keterangan
3 |Penerapan Manajemen Keamanan
Informasi beserta evaluasinyva
4 Penyusunan Pedoman dan
Pembaharuan Pedoman Manajemen
Data
5 |Penerapan Manajemen Data beserta Penerapan Manajemen Data meliputi
evaluasinya proses pengelolaan arsitekiur data,
data induk, data referensi, basia
data, dan kualitas data.
6 [Penyusunan Dokumen pedoman Aget TIK mencakup perangloat
pelaksanasn Manajemen Aset TIK lunak, perangkat keras, data dan
informasi, infrastruktur, SDM,
lisensi, data, S0P, outsource
services, dan [T asset register,
T |Penerapan Manajemen Aset TIK
beserta evaluasinya
8 [Penyusunan Dokumen pedoman Pedoman memuat serangkaian
pelaksanaan Manajemen SDM SPBE prozes manajemen SDM SPBE mulai
dari perencanaan, pengembangan,
pembinaan, dan pendayagunaan
SDM dalam
ESF‘E-E
9 Penerapan Manajemen SDM SPBE I
‘beserta evaluasinya
10 |Penyusunan Dekumen dan Pedoman harus memuat
Pembaharan Dokumen Panduan serangkaian proses manajemen
Pelaksansan Manajemen Pengetahuan | pengetahuan mulai dard '
SPBE, pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih
pengetahuan dan teknologi vang
dihasilkan dalam SPFBE.
11 [Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pedoman Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan SPBE harus meliputi Perubahan
Aplikasi, Perubahan Perangkat
Keras, Perubahan Perangkat Lunak,
Perubahan Infrastruktur, Perubahan
Prozes Bisnis, Perubakban
|Linglkungan Organisasi, Perubahan
|Layanan, Perubahan Data,
Perubahan Keamanan dan
Perubahan
Arsitektur.
| 12 Penyusunan Dokumen dan
Pembaharuan Dokumen Pedoman
Pelaksanaan Manajemen Layanan
SPBE,
13 |Pencrapan Manajemen Perubahan SPBE

di semua OPD beserta
evaluasinva




Sinkronisasi layanan e-planning, e-
budgeting dan manajemen keuangan
dengan SIPD (Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah)

Integrasi Layanan Manajemen
Kepegawaian dengan BEN dan Layvanan
Kinerja Pegawai

|Integrasi Layanan Akuntabilitas Kinerja

Organisasi dengan Layanan
Manajemen Keuangan

Penerapan Layanan Kearsipan Dinamis
di semua OFD

Integrasi Layanan Pengelolaan Barang
Milik Negara dengan Layanan
Pengadaan Barang/Jasa, Layanan
Penganggaran dan Layanan
Manajemen Keuangan

Integrasi Layanan Pengawasan Internal
dengan Layanan Pengangparan Berbasis
Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis
Elektronik, Layanan Perencanaan
Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan
Berbasis

Elektronik

Penambahan fitur analitik data pada
Layanan Pengaduan Layanan Publik

Integrasi Layanan Data Terbuka Kota
Blitar dengan Layanan Data Terbuka
Pemprov Jawa Timur dan Layanan Data
Terbuka Nasional

Update Konten dan Penambahan Fitur
Analitik Data Layanan Data Terbuka

10

Penambahan fitur transaksi layanan

JDIH dan integrasi dengan Layanan
JDIH

Masional

11

Pengembangan Portal Pusat Layanan
SPBE

12

Evaluasi Layanan secara periodik

13

Pengembangan Big Data Analytics pada
layanan SFBE

14

Pengembangan dan Update Portal Pusat
Layanan SPBE
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v

Kegiatan

1

Pengembangan Disaster Recovery Center

2 |Pembangunan Emergency Call Center

3 erngmbmgan Network Operation

Center
4 |Pengembangan Security I'qu:ral:inn ]
Center
4
A |Kebijakan Pembangunan Aplikasi
1 [Dinas Kominfo membuat kebijakan Dinas Komunikasi , Informatika dan
internal SPBE yang mengatur tentang Statistik
pembangunan aplikasi SPBE.
2 |Sosialisasi kebijakan pembangunan Dinas Kemunikasi , Informatika dan
aplikasi SPBE ke seluruh Perangkat Statistik
Daerah
3 |Proses penetapan kebijakan |Dinas Komunikasi , Informatika dan |
pembangunan aplikasi SPBE oleh Bupati Statistik

| 4 |Review dan evaluasi kebijakan Dinas Komunikasi , Informatika dar
| |pembangunan aplikasi SPRE Statistik
5 |Rewvisi ltchrakun internal tentang Dinas Komunikasi , Informatika dan
pembangunan aplikasi SPBE Statistik
6 |Upgrade dan Pembangunan aplikasi Perangkat Dacrah :,.'u.r;q-tcrkait
B Upgrade dan Pembangunan Aplikasi
1 |Layanan dan Database Kesbangpol (E- |Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
LANDA) Penangegulangan Bencana
2 |CSR KOTA BLITAR Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
3 |SMART SURVEY (Upgrade) Bagian Pembangunan dan Layanan
Penpadaan
4 |Sistem Informasi Managemen Data Bagian Perekonomian dan Kesra
Kesra [SIMDAKESRA)
(Upgrade)
6 |Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan |Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan (SIMASTAHANPENAK) Pertanian
(Upgrade)
7 |Blitar Kota Serba Ada (BLIKOSDA) Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik
(Upgrade)
| & Melaporkan Kelahiran dan Kematian Dinas Komunikasi, Informatika dan

(EMELATI)
(Upgrade)

Statiatik
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aplikasi berbasis web

v Kegiatan Keterangan
G | Sistem Informasi Fasilitas Keaehatan Dinas Komunikasi, [nformatika dan
Iil:lﬁ,.n Peta Scbar Penyakit (INFOKES) Statistik i
[{Upgrace]
|10 Sistem Verifikasi Data Kependudukan | Dinas Komunikasi, Informatika dan |
(SIDAKU) Statistik
11 |Sistem Informasi Rawat Inap Elcktronik |Dinas Komunikasi, Informatika dan
[SIRINE) Statistik
12 |Sistem Informasi Dana Bergulir Dinas Koperasi dan UKM
[SIDALIR]
(Upgrade)
13 |Visit Blitar Dinas Pariwisala dan Kebudayaan
14| SLOGAN Dinas Pemberdayaan Perempuan,
{PA, PB dan KB
15 Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Dinas Pendidikan
|Pendidikan Kota Blitar [PANSEL-DF)
17 PINTAR ONLINE SHOP ~ |Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
| 19 [E-FORMASI Badan Kepegawaian Daerah
20 |SIAP Badan Kepegawaian Daerah
21 |Sistem Informasi Bea Perolehan Hak Badan Pendapatan, Keuangan dan
atas Tanah dan Bangunan [(SIEFHTR) Aget Daerah
23| SISMIOP Badan Pendapatan, Keuangan dan
Aaet Daerah
24 |Bistem Terintegrasi Informasi Jabatan | Bagian Hukum dan Organisasi
(SISTER
MANJA)
: 25 F;npl:ian Nakes Dinas Kesehatan
'_Eﬁ iplﬂmsi Pengelalaan Keuangan Sekolah |Dinas Komunikasi, Informatika dan
Terpadu Statiskik
[upgrade]
27 |E-RUSUNAWA Dinas Perumahan Rakyat
28 |E-Klaim INA-CBG
1 Pembuatan Dokumen Tata Keloia
Keamanan Informasi
2 |Penyusunan standar teknis dan
prosedur
keamanan SPBE
3 [Penvusunan standar teknis keamanan
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v Kegiatan Heterangan

4 |Penyusunan standar teknis keamanan
aplikasi berbasis mobile

5 [Analisis Risiko Keamanan Informasi

7 |Analisis Kerentanan Keamanan SPBE

5 .IFcnct:rE.tiun Teating untuk uji coba

{keamanan server dan infrastruktar
. ljaringan
| 10 Penanganan Insiden Keamanan SPEE

17 |Pelatihan dan Sertifikasi Certified
Information System Security Professional
(Clsse

- e

18 |Pelatihan dan Sertifikasi Certified
[nformation System Auditor [CTSA)

19 |Pelatihan dan Sertifikasi Certified
Information Security Manager (CISM)

20 |Pelatihan dan Sertifikasi Certified
Metwork
Defender
21 [Pelatihan dan Sertifikasi Certified
IE.thir:aI Hacker
22| Pelatihan dan Sertifikasi Systems
Security Certified Practitioner [(S5CP)
23 |Pelatihan dan Sertifikasi Certificare of
Cloud Security Knowledge (CCSK)
25 |Sertifikasi SO 27001:2013 Information
Security Manajement System (ISMS)
6| Peta Jalan Audit TIK

1 |Penyusunan Dokumen dan Audit Aplikasi SPBE terdin atas

Pembaharuan Pedoman Audit Aplikasi s.l’il.l_dit Aplikasi Umum dan Audit
Aplikasi Khusus

2 |Penyusunan Dokumen dan hud_ii:-iﬁfmsm:ktur meliputi
Pembaharuan Pedoman Audit penerapan tata kelola dan
Infrastruliur manajemen infrastruktur SPBE,

infrastrukiur SPBE, kinerja
infrastrukiur SFEBE

dan aspek infrastruktur SPBE
lainnya.

3 |Penyusunan Dokumen dan _ Audit Keamanan SPBE terdiri atas
Pembaharuan Dokumen Panduan Audit | Audit Keamanan Aplikasi dan Audit
Keamanan KEeamanan Infrastrakiar.

5 |Audit Infrastruktur secara mandiri Kegiatan Audit Aplikasi

dilaksanakan oleh auditor TIK
| internal
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Information
{Syatems Auditor (CISA)

v Hegiatan Keterangan
7 |Audit Aplikasi eksternal (auditor Kegiatan Audit Aplikasi
eksternal tersertifikasi) dilaksanakan oleh auditor TIK
ieksternal yang memiliki sertifikasi I
tauditor TIK [/ Sistem Informasi
8 |Audit Infrastruktur eksternal jauditor  |Kegiatan Audit Infrastruktur
ekaternal \dilaksanakan oleh auditor TIK
tersertifikasi) ekzternal vang memiliki sertifikasi
auditor TIK / Bistem Informasi
: 9 rﬁ.uﬂ_it Keamanan eksternal [auditor Kegiatan Audit Keamanan
!el-l:ste:m.al tersertifikasi) dilakzanakan oleh auditor
TIE/ Sistemn Keamanan Informasi
eksternal yang memiliki sertifikasi
auditor Sistem Keamanan Informasi.
10| Tindak lanjut rekomendasi hasil audit  |Output: Laporan hasil '
aplikasi reviufevaluasi dan rekomendas:
Hndak
lanjut hasil pelaksanaan Audit
Aplikasi SPBE
11 |Tindak lanjut r:l:;m:ndﬂﬂi has=il audit Outpul: Laporan hasil
infrastuktur reviu/evaluasi dan rekomendasi
tindak lanjut hasil pelaksanaan
|ﬁ|.u|:|:it Infrastrukitur SPBE |
12 |Tindak lanjut rekomendasi hasil audit | Output: Laporan hasil i
keamanan ireviu/evaluasi dan rekomendasi
' tindak lanjut hasil pelaksanaan
Audit Keamanan SPBE
13| Pelatihan dan Sertifikasi Audit Aplikasi |Pelatihan diadakan oleh Lembaga
audit terakreditasi dan
auditornya terdaftar di BPPT
14 |Pelatihan dan Sertifikasi Audit Pelatihan diadakan oleh Lembaga
Infrastruktur audit terakreditasi dan auditornya
terdaftar di BFFT
15 |Pelatihan dan Sertifikasi Audit Pelatihan diadakan oleh Lembaga
Keamanan audit terakreditasi dan auditornya
terdaftar di BPPT
16 | Pelatihan dan Sertifikasi Certified Sertifiles= imternasional dar

{Information Systems Audit and

]i{:nntrc-l Association [ISACA)
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6.4. Rekomendasi Dukungan Teknologi Informasi pada RPJMD Kota Blitar

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar, maka strategi pengembangan SPBE perlu
diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah Kota Blitar, Pada tabel berikut ini dapat dilihat rekomendasi dukungan
teknologi informasi yang diperiukan untuk tercapainya program pembangunan daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Blitar
untuk mendukung tercapainya visi, misi, fujuan, dan sasaran vang telah ditetapkan.

Tabel 6.106 Rekomendasi Dukungan Teknologi Informasi terhadap Program Pembangunan Daerah pada RPJMD Kota Blitar

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Hn‘klprihnd[un-dnhm

Kebudayaan
Tujuan Sasaran Program Rekomendasi
Pembangunan
Daerah
Tenvwudnya Meningkatnya | Program + Pengembangan aplikasi untuk memberikan materi terkait penguatan
tata kerukunan Penguatan ideologl Pancasila dan karakter kebangsaan seperti arti Pancasila,
kehidupan gntar wert Tdeplogi Pancasida | pentingnya Pancasila, pembuaton video animast yang menggambarkan
masyarakat beragama dan Karakter nilai-nilai Pancasila beserta coniohnya dalam kehidupan sehari-hari,
weing Kebarngsaan membuat tebak-tebakan untuk meningkatkan sisi interaktif aplikasi,
demaolkcratis pembuatan fitur Text-to-Speech, dll

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penguatan ideologi Pancasila
dan karakter kebangsaan

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan
karakter kebangsaan kepada semua pengguna Yang terkait

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi penguatan
ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

« Integrasi aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter
kebangsaan dengan aplikast lain yang terkait
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Rebudayaan
Tujuan Sasaran Program Rekomendasi
Pembangunan
Daerah
B « Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penguatan ideologi
Pancasila dan karakter kebangsaan
» Pembuatan SOP penggunaan aplikast penguatan ideologi Pancasila dan
karakter kebangsaan
Program = Mengidentifikasi berbagai aplikasi program pemerintahan dan
Pemerintahan kesejahteraan rakyat
?{ﬂ“ —— = Mengembangkan sebuah aplikasi umum yang memuatl navigasi ke
Rzieng; i seluruh aplikast program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi umum
« Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke seluruh pengguna
aplikast
v Buat peraturan Wallkota tentang penerapan aplikasi umum
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi umum
| » Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum
Program » Menambahkan fitur pada aplikasi E-LANDA uniuk mengelola berbagai
Peningkatan data yang berkaitan dengan program peningkatan kewaspadaan
Kewaspadaan nastonal dan peningkatan kualitas dan fasilitas) penanganan konflik
Nasional dan sosial seperti peningkatan Resadaran dan pendidikan masyarakat,
Peningkatan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, penguatan kapasitas

Kualitas dan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan

Tujuan

Sasaran

Program
Pembangunan
Daerah

Rekomendasi

Fasilitast
Penanganan
Konflik Sosial

Frogram
Pemberdayaan

aparat penegak hukum, kolaborasi antar pithak terkait, monitoring dan
early warning system, promosi dialog dan rekonsiliast, dll

» Pembuatan pedoman penggunoan aplikasi peningkatan kewaspadaan
nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik
social

+ Bimbingan teknis penerapan aplikasi ke seluruh pengguna aplilasi

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi peningkatan
kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi
penanganan konflik sosial

« Integrasikan aplikast peningkatan kewaspadaan nasional dan
peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan kenflik sosial dengan
aplikasi loin yang berkaitan

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan kewaspadaan
nasional dan perungkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik
sosial

» Pembuatan SOF penggunaan aplikasi peningkatan kewaspadaan
nasional dan peringkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik
sosial

e

» Menambahkan fitur pada aplikast E-LANDA untuk mengelola berbagai
data yang berkaitan dengan program pemberdayaan dan pengawasan

E Sy
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Rebudayaan

Tujuan

Sasaran

Program
Pembangunan
Daerah

Rekomendasi

Meningkatnya

Pemajuan
Kebudayaan
darn
Kelestarian

Crrganisast
Kemasyarakatan

pendidikan masyarakal, pengembangan mekanisme penyelesaian
konflik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, kolaborasi antar
pihak terkait, monitoring dan early warning system, promosi dialog dan
rekonsiliasi, dil

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan dan
pengawasan organisasi kemasyarakatan

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan ke seluruh pengguna aplikasi

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi
pemberdayaan dan pengaivasan organisasi kemasyarakatan

« Integrasikan aplikasi pemberdayaan dan pengatvasan organisasi
kemasyarakatan dengan aplitasi lain yang berkaitan

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pemberdayaan dan
pengawasan organisast kemasyarakatan

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan
organisasi kemasyarakatan

Program
Pengembangan
Kebudayaan

| « Menambahkan fitur pada website VISIT Blitar untuk mengelola berbagei
data yang berkaitan dengan program pengembangan kebudayaan
seperti data budaya yang ada di Blitar, memperbarui informasi terkait
kebudayaan kaota Blitar, dll

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan kebudayaan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan
Tufuan Sasaran Program Rekomendasi
Pembangunan
Daerah
Cagar | . Erﬁ_ijingﬂn teknis penerapan aplikasi aplikasi pengembangan
Budaya kebudayaan ke seluruh pengguna aplikasi

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi
pengembangan kebudayaan

» Integrasikan aplikasi pengembangan kebudayaan dengan aplikasi lain
yang berkaitan

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan kebudayaoan

» Pemhuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan kebudayaan
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan
Tujfuan Sasaran Program Rekomendasi
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya | Menurunnya Frogram » Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan

Kezetaraan kesenjangan
Gender, gender
Perlindungan
Perempuan,
dan Anak

pengarusutamann | dengan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan

seperti kesadaran dan pendidikan, penguatan ekonomi perempuan,
kepemimpinan dan partisipasi perempuan, kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan, akses kesehatan reprodulksi dan

» Pembuatan pedoman penggunaan aphkasi pengarus utamaan gender
« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan

pemberdayaan perempuan kepada semua pengguna yang terkait
= Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengarus

« Integrasi aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengarus utamaan gerder

= Permnbuatan S0P penggunaan aplikast pengarus uiomaan gender dan

« Pengembangan aplikasi unfuk mengelola berbagai data yang berkaitan

Gender dan

Pemberdayaan

Perempuarn
layanan kesehatan, dil
dean permberdayaan perempuan
utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
perempuan dengan aplikasi lain yeng terkait
dan pemberdayaan perempuan
pemberdayaan perempuan

Program

perlindungan

Perempuan

dengan perlindungan perempuan dan anak seperti pengaduan
kekerasan terhadap perempuan dan anak, edukasi terhadap
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Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam

Kebudayaan
Tujuan Sasaran Program Rekomendasi
Pembangunan
Daerah |
Program ' perlindungan perempuan dan anak, data kekerasan terhadap
Perlindungan perempuan dan anak, pendaftaran relawan masyarakat, dil
Khusus Anak » Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perlindungan perempuan dan

arak

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan
anak kepada semua pengguna (erkoit

« Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi perlindungan
perempuan dan anak.

» Integrasi aplikasi perlindungan perempuan dan anak dengan aplikasi
lain yang terkail

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikast perlindungan perempuan
dan anak

= Pembuatan SOF penggunaan aplikasi perlindungan perempuan dan
anak
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Berkarakter
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya | Meningkatnya | Program » Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
derajat prestasi pengembangan | dengan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan seperti
kesehatan olahraga dan kapasitas data organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga, aktivitas organisasi
dan Daya peran serta daya saing kepemudaan dan olahraga, data fasilitas kepemudaan dan clahraga,
Saing Sumber | pemuda kepemudaan peminjaman fasilitas kepemudaan dan olahraga, dil
Daya dealam Pe - Iy "
- » Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan kapasitas daya
Manusia pembangunan | Program A g g
pi pengembangan saing F-:epemu#au an olahraga
kapasitas « Bimbingan teknis penerapan aplikas! pengembangan kapasitas daya saing
daya saing kepemudaan dan olahraga
keolahragaan | Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan
kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
« Integrasi aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan
olahraga dengan aplikasi lain yang terkait
« Monitoring dan evaluast penerapan aplikas: pengembangan kapasitas
daya saing kepemudaan dan clahraga
« Pernbuatan SOF penggunaan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing
kepemudaan dan olahraga
Meningkatnya | Program « Memperbarul aplikasi pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan E-
kegemaran pembinaan PERPUSTAKAAN) agar menjadi mutakhir. Khususnya website INLISLITE
membaca perpustakacn yarng tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencar buku-buku gang

masigarakat

tersedia.
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Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan

Berkarakter
| Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah

» Permbuatan pedoman penggunaan aplikast pembinaan perpustakaan

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan

» Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pembinaan

perpustakaan

= Integrasi aplikasi pengembangan pembinaan perpustakaan dengan
aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan

» Pernbuatan SOF penggunaan aplikast pembinaan perpustakaan

. Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan pirﬂwnm

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan T
Daerah :
Meningkatmnya Meningkatmnya Program
tinghkat kesejahteraan | Rehabilitas:

sosial
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan ‘
Pembangunan .
|
kesgjahteraan | sosial Program -
measiyjarakeat masyarakat Pemberdayaan
sosial
Menurunnya Program « Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagail data yang berkaitan
tingkat Pelatthan kerja | dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja seperti kebutuhan
pengangguran | dan pasar kerja, pelatithan ketrampilan teknis, pelatthan ketrampilan non
produktivitas teknis, program magang dan penempatan kerja, pembinaan dan mentornng,
tenaga ketja sertifikasi dan pengakuan kompetens:, dil

« Permbuatan pedoman penggunaan aplikasi pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pelatihan kena dan produktivitas
tenaga kerja ke seluruh pengguna aplikasi

« Pembuatan Peratiiran Walikota tentang penerapan aplikasi pelatihan kerja
dan produktivitas tenaga kerja

« Integrasi aplikasi pelatthan kerfa dan produktivitas tenaga kerja dengan
aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerfa

« Pernbuatan SOP penggunoan aplikasi pelatthan kerja dan produktivitos
tenaga kerja
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
Program = Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
Penempatan dengan penempatan tenaga kerja seperti pencocokan dan pentlatan,
tenaga kerfa informasi pekerjaan, bimbingan karir, pemantauan dan evaluasi,
kemitraan dengan pengusaha, dukungan pasca penempatan, dil
« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penempatan tenaga kerja
= Bimbingan teknis penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja ke selurich
pengguna aplikasi
« Pernbuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penempatan
tenaga kerja
» Integrasi aplikas: penempatan tenaga kerja dengan aplikast lain yang
terkait
= Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja
« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penempatan tenaga kerja
Meningkalnya | Meningkatnya | Program « Pembaharuan aplikasi Sistem Informasi Dana Bergulir (STDALIR), SIMTAP,
pertumbuhan nilai investasi Pengembangan | dan CSR Kota Blitar
ekanomi daerah ticlim « Pengembangan aplikasi layanan penanaman modal yang dapeat
pif:;m;uman dipergunakan untuk mengelola data seperti: profil Kota Blitar dalam bentuk |
SV angka, alur perisinan penanaman modal, pendaftaran calon investar,
— peluang menanamkan modal di lingkungan Kota Blitar, dll
Pelayanan « Pernbuatan pendoman penggunaan aplikasi layanan penanaman modal
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujfuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
PERGTaIman « Bimbingan teknis penerapan aplikasi Iﬂyunan_ﬁennnﬁ};ié;ﬁ modal ke
modal seluruh pengguna aplikasi
» Pembuatan Peraturan Walikota tentang kebyakan layanan penanamean
modal dan penerapan aplikasi layanan penanaman modal
« Integrasikan aplikasi layanan penanaman modal dengan aplikasi lain
yang berkaitan
« Manitoring dan evaluasi penerapan aplikasi layanan penanaman model
« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi layanan penanaman modal
Menguatnya Program « Menambahkan fitur pada aplikasi VISIT dan BLIKOSDA sebagai aplikasi
predikat Kota Peningkatan peningkatan daya tarik destinasi wisata seperti pembenahan infrastruktur,
Bilitar sebagai daya tarik peningkatan kualitas produk dan layanan, pelestarian budaya dan alam,
Kota destinasi pengembangan produk wisata unggulan, pemasaran dan promost,
Pariwisata pariwisata keterlibatan komunitas lokal
dan E;E{'”””” « Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan daya tarik

daya tarik destingsi partwisala

destinasi parwisata
« Bimbingan teknis penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi
pariwisata ke seluruh pengguna aplikast

« Permbuatan peraturan waltkota tentang penerapan aplikasi peningkatan
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis
digital

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan

. Integ_msiku; ::p}dmsa peﬁfﬁgkatau daya tark destinasi wisata dengan
aplikasi lain yang berkaitan

» Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik
destinasi parmwisata

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi peningkatan daya fark deestinas:
wisata

Program = Mengembangkan aplikast VISIT dar BLIKOSDA untuk mengelola berbagai
Pengembangan | data yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan sumber
sumber daya daya pariwisata dan ekonoemi kreatif seperii destinasi pariwisata, produk
pariwisata dan | dan pengalaman wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan
ekonomi kreatif | dan pelestarian sumber daya alam dan budaya, pengembangan
keterampilan dan peningkatan kualitas laganan, dil

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan sumber daya
pariwizsata dan ekonomi kreatif

« Bimbingan teknis penerapan aplikast pengembangan sumber daya
pariwisata dan ekonomi kreatif ke seluruh pengguna aplikasi

= Pembuatan Peraturan walikota teniang aplikasi pengembangan sumber
daya pariwisata dan ekonomi kreatif

« Integrasi aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi
kreatif dengan aplikasi lain yang terkait
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
. Mun_fi?ﬂ.;i'ng dan evaluast penerapan aplikasi peningkatan daya tarik
destinast pariwisata
» Permbuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan sumber daya
_ pariwisata dan ekonomi kreatif
Meningkatnya |  Program « Pengembangan aplikast untuk mengelola data UMKM seperti pelaku
nilai tambah Pengembangan | UMEM, produk/ layanan UMKM, perizinan UMKM, kegiatan pengembangan
bruto koperasi | UMKM UMEM, dil
dan Usaha Pembuatan pedo naan aplikasi UMKM
Mikno 4 peaoman penggu ap
terhadap « Bimbingan teknis penerapan aplitasi UMKM ke seluruh pengguna aplikast
EE’EF“;T“”‘M” « Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi UMKM
e « Integrasi aplikasi UMKM dengan aplikasi lain yang terkail
« Monitoring darn evaluasi penerapan aplikasi UMEM
o Pembuatan SOP penggunaan aplikasi UMKM
Program « Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
Pemberdayaan | dengan pemberdayaan UMKM seperti akses pendanaan, pelatihan dan
L'saha pengembangan ketrampilan, akses pasar dan promosi, akses teknologt dan
Menengah, inovast, infrastrukiur dan fasilitas pendukung, kemitraan dan jejaring
Usaha Kecil usaha, ol
dan Usaha

Mikre (UMKM)

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikas: pemberdayaan UMEM
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Misi aﬂrrﬂlm.rl secara uMmiymg berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis
digital
Tujuan ’ Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah

pergguna aplibast

» Pembuatan perafuran walikota tentang penerapan aplikas: pemberdayaan |
LUMEM

« Integrasi aplikasi pemberdayaan UMKM dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik
destinast pariusisealo

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan UMKM

Program
Pemberdayaan
dan
perlindungean
koperasi

« Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
dengan data koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi,
pembinaan dan pengembangan pemasaran koperasi, izin koperasi, dll

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikast pemberdayaan dan
perlindungan koperasi

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan
koperasi ke seluruh pengguna aplikasi

« Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan
dan perlindungan koperasi

« Integrasi aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan
apitkasi lain yang ferkait
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penfngkm‘ah dayaanlk
destinasi parwisata
» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan
koperasi.
Terfaganya Program « Pengembangan aplikast berbasis Internet of Things untuk mengelola data
produktivitos Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, Sefiap hewan
pertarnian dan kesehatan yang dimonitor diberi identitas (RFID). Aplikasi dipergunakan untuk
perikanan hewan dan menyimpan data riwayat kesehatan hewan, tindakar,/ penanganan yang
kesehatan pernah dilakukan terhadap hewan tersebut, dll
ms*"_mmz s Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi untuk mengelola data
veteriner 7.

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

+ Bimbingan teknis penerapan aplitasi untuk mengelola data kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ke seluruh pengguna aplikasi

« Integras: aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan
masyarakat veteriner dengan aplikasi lain

« Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi untuk
mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi untuk mengelola data
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi unfuk mengelola data kesehatan
hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
| Program « Pengembangan aplikasi untuk mengelola perizinan usaha pertanian seperti
Perizinan perencanaan dan pengelolaan area pertanian; data-data pertanian seperti
useha jenis tanah, jenis tanaman, benth, pupuk, pestisida; surat permohonan;
pertanian sural izin pertanian, dil
« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perizinan usaha pertanian
« Bimbingan teknis penerapan aplikasi perizinan usaha pertanian
|« Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi perizinan usaha pertanian
|« Integrasi aplikasi aplikast perizinan usaha pertanian dengan aplikasi lain
yarg terkait
|« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perizinan usaha pertanian
, » Pembuatan SOP penggunaan aplikast perizinan usaha pertanian
Program « Pengembangan aplikast untuk mengelola data pengelolaan perikanan
Pengelolaan hudidaya seperti perencanaan dan pengelolaan area budidaya, pemilihan
perikanan spesies tkan yang tepat, manajemen pakan, pemantauan kesehatan ikan,
budidaya penggunaan teknologi budidaya yang inovatif, pelatthan dan

pendampingarn, dil

+ Pembuatan pedoman penggunaan aplibast pengelolaan perikanan
budidaya

+ Rimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya
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Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis

digital
Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah

| '« Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi penge!ul&un perikanan

budidaya

« Integrasi aplikasi pengelolaan perikanan budidaya dengan aplikasi lain

yang terkat

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi aplikast pengelolaan
perikanan budidaya

= Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan pertkanan budidaya

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah

Meningkatnya Meningkainya | Program » Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
kualitas kualitas Penyelenggaraan | dengan program penyelenggaraan jalan seperti pemeltharaan rutin
infrastruktur infrastruktur Jalan jalan, perbaikan dan rehabilitasi jalan, pengembangan jalan,

daerah pekerjaan peningkatan keselamatan julan, pengelolaan lalu lintas, pemberdayaan

LLTFLLLTE masyarakat, dil

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan jalan
« Bimbingan teknis penerapan aplikast penyelenggaraan jalan
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
o Pembuatan peraturan waltkota tentang penerapan aplikas:
penyelenggaraan jalan
« Integrasi aplikasi penyelenggaraan jalan dengan aplikasi lain yang
terkoit

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikast penyelenggaraan jalan
» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan jalan

= S— S

Program » Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
Pengelolaan dengan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA| seperti

Sumber Daya Air | pembangunan infrastruktur air minum, pengelolaan sumber daya air,
(SDA) pengolahan air minum, pengelolaan distribusi air, pendidikan dan

kesadaran masyarakat, kebijakan dan regulasi, dli

= Pembuatan pedoman penggunaan aplikast pengelolaagn sumber daya air

» Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air

= Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan
sumber daya air

« Integrast apliktasi pengelolaan sumber daya air dengan aplikast lain
yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya
air

=« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan sumber daya air
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan

Sasaran

Program
Pembangunan
Daerah

FProgram
Penataan
Bangunan
Gedung

Meningkatnyo
kualitas
perhubungan

Program
Penyelenggarann
Lalu Lintas danr
Angkutan Jalan
(LLAJ)

Analisa Kesenjangan

« Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagal dala yang berkaitan
dengan program penataan bangunon gedung seperti kebijakan tata
bangunan, kawasan-kawasan potensial, rencana dan rancangarn

pembangunan umum, investasi, dil

bangunan gedung

terkait

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikast penataen bangunan gedung
= Bimbingan teknis penerapan aplikasi penataan bangunan gedung
» Pernbuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penataan

= Integrasi aplikasi penataan bangunan gedung dengan aplikasi lain yang

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penataan bangunan gedung
= Pernbuatan SOP penggunaan aplikasi penataan barngunan gedung

dan angkutan jalan

» Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
dengan program penyelenggaraan dan pengelolaan lalu lintas dan
angkatan jalan sepertt data lalu lintas, data angkutan jalan, jaringan
lalu linfas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan
Jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan, dsb

= Permbuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan lalu lintas

= Bimbingan teknis penerapan aplikasi lalu lintas dan angkufan jalan
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
|« Pembustan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi lalu lintas
| dan angkutan jalan
| « Integrasi aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan dengan aplikast lain
yorg terkait
| « Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan
Jalan
| » Pernbucitan SOP penggunaan aplikast lalu lintas dan angkutan jalan
Meningkatnya Meningkatnya | Program « Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
kelayakhunian | akses rumah Perurnahan dan dengan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh seperti
layak huni Kawasan data karwasan perumahan dan permukiman kumuh, kondisi sosial
Permukiman ekonomi dan budaoya masyarakat, tingkat kekumuhan kawasan,
Kumuh requlasi, perizinan, dil

« Pernbuatan pedoman penggunaan aplikasi perumahan dan kawasan
permukiman kumuh

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi perumahan dan kawasan
permukiman kumuwh

» Pernbuntan peraturan wealikota tentang penerapan aplikasi perumahan
dan kawasan permukiman Kumich

« Integrasi aplikast perumahan dan kawasan permukiman Kumuh dengan
aplikast lain yang terkait
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

« Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan

o Integrasi aplikas] pengembangan perumahan dengan aplikast lain yang

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan perumahan

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
- « Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perumahan dan kawasan
permukiman kumuh
+ Pembuatan SOP penggunaan aplikast lalu lintas dan angkutan jalan
Program
Pengembangan dengan program pengembangan perumahan seperti data perumahan,
Perumahan kebijakan dan strategi perumahan, perizinan, requlasi, tata ruang
perumahan, pemukiman, sarana dan prosaranad
Meningkatnya | Program perumahan/ pemukiman
ketersediaan Kawasan : .
dir Sl s Permukiman « Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan perumahan
Prasarara, « Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan perumahan
gﬁ;ﬁf” « Pembuatan peraturan waltkota tentang penerapan aplikasi
embangan perumahdrt
Rt peng ngan pe
Permukiman ;
terkait
« Pembuatan SOF penggunaan aplikast pengembangan perumahan
Program « Pengembangan aplikast untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
Peningkatan dengan program peningkatan prasarana, sarana dan utiitas umum
Prasarani, sepertt pendataan, pengaduan, pemeliharaan prasarana, sarana, dan
Sarana dan utilitas wmum, dil
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan

Sasardn

Program

Pembangunan
Daerah

LUiilitas Umum
(PELT

Analisa KEesenjangan

Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan prasarana,
sarana dan utilitas umum

Bimbingan teknis penerapan aplikast prasarana, sarana dan utilitas
LLITLLLATL

Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi prasaranda,
sarana dan utilitas wmum

Integrasi aplikasi prasarana, sarana dan wtilitas umum dengan aplikast
lain yang terkalf I
Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi prasarana, sarana dan
utilitas wmum

Pembuatan SOP penggunaan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas
LLTTLLLIT

FProgram
Pengelolaan dan |
Pengembangan

Sistern Drainase

Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase untuk
mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan
dan pengembangan sistem drainase seperti jaringan drainase air
berbentuk peta digital, pengaduwan drainase air, pendataan drainase,
kawasan berpotensi kelebihan/ kekurangan air dll

Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem drainase

Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan
sistemn drainase
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Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan

Pembangunan
Daerah

p

'« Pembuatan peraturan walikota tentang penemﬁan_ﬂp!ikusi pengelolaan
dan pengembangan sistem drainase

« Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengeloloan dan
pengembangan sistem drainase

» Pembuatan SOF penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan
sistem drainase

Program « Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase seria
Pengelolaan dan Aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola
Pengembangan berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan

Sistem Air pengembangan sistem air limbah seperti jaringan pembuangan limbah,

Limbah pengaduan pengelolaan limbah, pendataan limbah dan sumber-
sumbernya, katwasan yang berpotensi memiliki/ mengeluarkan limbah
all

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan
sistem air limbah

« Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan
dan pengembangan sistem air limbah
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan Sasaran [ Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah

« Integrasi aplikasi }:rerigeioiaan dan pengembangan sistem air limbah
dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem air limbah

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan
sistem air limbah

Program « Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase uniuk
Pengelolaan dan mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan
Pengembangan dan pengembangan sistem penyediaan air minum seperti data sumber

Sistemn penyedia air minum, jalur distribusi air minum, peta digital interaktif,
Penyediaan Air inventaris sistem, pendataan kondisi air minum, dil
Minum

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan
pengembangan sistem penyediaan air minum

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengeloloan dan pengembangan
sistem penyediaan air mirwm

« Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan
dan pengembangan sistem penyediaan air minum

« Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistemn air limbah
dengan aplikasi lain yang terkail

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan

J pengembangan sistemn penyediaan air minum
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Analisa Kesenjangan

« Pernbuatan SOF penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan

« Pengembangan aplikasi SIM Tata Ruang (SIMTARU) untuk mengelola
berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan
penataan ruang seperti manajemen data, peta tata ruang, izin dan
sertifikasi pemanfaatan ruang, dokumen rencana kota, patrol, forum

« Pernbuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan penataan

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruarng
s Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi

« Integrasi aplikasi penyelenggaraan penataan ruang dengan aplikasi lain
« Monitoring dan evaluast penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan

s Pembuatan SOP penggunaan aplikast penyelenggaraan penalaan ruang

« Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk
mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengendalian

Tufuan Sasaran Program
Pembangunan
Daerah
sistem penyediaan air minum
Meningkatnya | Program
kualitas penyelenggaraan
penataarn penataan ruang
FLarLg
penataan ruang dil
rucrug
penyelenggaraan penalaan ruang
yang terkait
ruang
Meningkalnya Meningkatnya | Program
kualitas kualitas atr Pengendalian
Pencemaran

dar/ ateu

pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pengadunn
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan | = Sasaran

Program
Pembangunan
Daerah

Analisa Kesenjangan

lingkungan
hidup

Kerusalkan

Lingkungan
Hidup

Program

Pembinaanan
Pengauasan
terhadap Izin
Lingkungan dan
Izin Perlindungan
dan Pengelolacan
Lingkungan
Hidup (PPLH}

Meningkatnya
kualitas
udrerrc

Program
Pengendalian
Pencemaran
deir/ el
Kerusakan

Lingkungan
Hidup

pengelolaan dan perfindungan lingkungan hidup, rancangan
pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran, kebijakan
terhadap pencemaran lingkungan, sistem informasi kondisi, potensi
dampak dan pemberian peringatan pencemaran atau kerusakan
lingkungan hidup kepada masayarakat dll

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengendalian pencemaran
dan pengelolaan lingkungan hidup

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan
pengelolaan lingkungan kidup

« Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikast
pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup

« Integrasi aplikasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan
pengelolaan lingkungan hidup dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengendalian pericemarar
dan pengelolaan lingkungan hidup

« Pembuatan SOP penggunacan aplikasi pengendalian pencemaran dan
pengelolaan lingkungan hidup

ualitas
lahan

Meningkatnya

Program
Pengelolaan

Keanekaragaman
Hayati (KEHATI}

+ Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati seperti
perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan

Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
- pengelolaan keanekaragaman hayati, forum pengelolaan
keanekaragaman hayati, data keanekaragaman hayati, dil
« Pernbuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan
keanekaragaman hayati
|« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman
hayati Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi
pengelolaan keanekaragaman hayat
« Integrasi aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati dengan aplikast
lain yang terkait
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolacan
keanekaragaman hayati
« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keanekaragaman
hayati
Meningkatnya | Program « Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk
Pengelolaan Pengelolaan mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan
Persampahan Persampahan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 seperti data
dan Limbah informasi beserta peta digital tempat pembuangan sampah. data peta
B3 Program digital terkait perusahaan/ kawasan yang berpotensi menghasilkan
Pengendalian bahan B3 dan limbah B3, kebijakan pengelolaan sampah dan
Bahan pengendalian bahan B3 dan limbah B3, dil
gg:z::ﬂ:::!;;.ﬂ?ﬂdr;n « Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolonan sampah dan

Limbah Bohan

pengendalian bahan B3 dan limbah B3
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‘ Tujuan Sasaran Program Analisa Eesenjangan
Pembangunan
Daerah

Berbahaya dan | « Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan sampeah dan
Beracun (Limbah | pengendalian bahan B3 dan imbah B3
B3)

« Pernbuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan
sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3

= Integrasi aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalinn bahan B3 dan
limbah B3 dengan aplikasi lain yang terkatt

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan
pengendalion bahan B3 dan limbah B3

« Pembuatan SOF penggunaan aplikasi pengelolaan sampah dan
pengendalian bahan B3 dan limbah B3

Meningkainya | Program « Mengidentifikasi potensi bencana alam yang mungkin terjad: di kota
kapasttas Penanggularigan Blitar

ketangguhan bencana « Pengembangan aplikasi Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA)
terhadap uniuk mengelola herbagai data yang berkaitan dengan program
bercana penanggulangan bencana seperti data-data bencana alam yang
rmungkin terjadi, cara pencegahan bencana alam, informasi mengenai
cara menyelamatkan dirl pada bencana alam tertentw, informasi
bencana alam terkini, dil

|« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penanggulangan bencana

|« Bimbingan teknis penerapan aplikasi penanggulangan bencana
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Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan

Sasaran

Program
Pembangunan
Daerah

Analisa Kesenjangan

| « Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi
penanggulangan bencana

« Integrasi aplikasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan
aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penanggulangan bencana

i
I « Pernbuatan SOP penggunaan aplikasi penanggulangan bencana

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan

. Pembangunan

- Daerah
Meningkatnya |  Meningkatnya Program » Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang
kualitas akuntabilitas perencanaan, berkaitan dengan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
penerapan kinerja pengendalian, pembangunan daerah seperti perencanaan dan rancangan
reformasi pemerintahan dan evaluasi pembangunan daerah, kebyakan permbangunan daerah, pendataan
birokrasi daerah pembanguinarn mengenal pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dil
berbasis daerah « Pembuatan pedoman perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
r:'eknuiuga_ pembangunan daerah
informeasi

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan daerah ke seluruh pengguna aplikasi
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Misi 5: Meningkatkan Tata Relola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujfuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
» Buai pemtur&n Walikota tentang penerapan aplikasi perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
« Integrasi aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah dengan aplikasi lain yang terkait
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perencanaan, pengendalion,
dan evaluasi pembangunan daerah
« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan
evaluasi pembangunan daerah
Program « Mengidentifikasi berbagai aplikasi program pemerintahan dan
pemerintahan kesejahteraan rakyat
ign i « Mengembanghkan sebuah aplikasi umum yang memuat navigasi ke
mif; eraan seluruh aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi umum

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke seluruh pengguna
aplikasi

» Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikast umum

« Maonitoring dan evaluasi penerapan aplikasi umum

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum
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Misi 5: Meningkatkan Tata Eelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Analisa Kesenjangan

» Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program pengelolaan keuangan daerah sepert
pengeluaran dan pemasukan daerah, pengajuan anggaran,

penganggaran, laperan keuangan, regulasi pengelolaan keuangan
daerah, grafik pengeluran dan pemasukan daerah secara periodik
(setiap bulan, triwulan, semester, atau tahun), dil

« Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke
seluruh pengguna aplikasi

s Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan

« Integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi lain

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan keuangan

» Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

« Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik Terinlegrasi
Secara Elektronik (SILPUSITRON) dan Sistem Informas: Pelayanan
Administrasi Kependudukan (SIPAK) agar menjadi mutakhir

Tujuan Sasaran Program
Pembangunan
Daerah
Meningkatnye Program
kualitas Tata Pengelolaan
Kelola keuarngan
keuangan dan daerah
aset daerah
Program
penyelenggaraan
pengaulasan dinarei)
Program
pengelolaan
pendapatan
daerah, keuangan daerah
yang terkail
daerah
Meningkatnya Program
kualitas Penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan
publik dan pelayanan
publik
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Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan

Sasaran

Program
Pembangunan
Daerah

Analisa Kesenjangan

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penye'ﬂ'énggamun
pemerintahan dan pelayanan publik

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik ke seluruh pengguna aplikas:

« Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik

« Integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
dengan aplikasi lain yang terkait

« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik

» Pembuatan SOP penggunoan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan

dan pelayanan publik

Program
pemberdayaan
masyarakat
desa dan
kelurahan

» Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang
berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan,
bantuan biaya, dll

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan masyarakat

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakal ke
seluruh pengguna aplikasi

» Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikas: pemberdayaan
masyarakat
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Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Pencatatan Sipil

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
i « Integrasi aplikasi pemberdayaan masyarakat dengan aplikasi lain yang
terkail
= Monitoring dan evaluast penerapan aplikast pemberdayaan masyarakal |
= Pernbuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan masyarakat |
Program « Mengembanghkan sebuah aplikasi uniuk mengelola berbagai data yang
pendaftaran berkaitan dengan program pendaftaran dan pencatatan sipil seperti
penduduk data penduduk, data kelahiran, data kematian, data perkawinan dan
perceraian, pengajuan akta kelahiran, kemation, perkawinar,
Program perceraian, dan pengangkatan anak, pengajuan perubahan berkas, dil

= Permbuatan pedoman penggunaan aplikast pendaflaran dan pencatatan
sipil

« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil
ke seluruh pengguna aplikasi

» Buat peraturan Walitkoino tentang penerapan aplikast pendaftaran dan
pencatatan sipil

« Integrasi aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil dengan aplikasi lain
yang terkait

= Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pendaftaran dan
pencatatan sipil

s Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pendafiaran dan pencatatan sipil
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Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah
Meningkatnya Program aplikasi ! » Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang
pengembangan | informatika berkaitan dengan program aplikasi informatika serta informasi dan
Sistem komunikasi publik seperti berita mengenai kota Blitar terbaru, nawvigasi
Pemerintahan Program untuk menwu ke website Kota Blitar lainnya (beserta fungsi), pendaiaan
Berbasis Lrl_.ﬁ?mu‘l-sl d.tm aplikasi/ website yang dimiliki kota Blitar, dll
Elektranik km&mk&s: « Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi informatika serta informasi
P dan komunikasi publik
« Bimbingan teknis penerapan aplikasi informatika serta informasi dan
komunikasi publik
« Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi informatika serta
informasi dan komunikast publik
« Integrasi aplikasi informatika seria informasi dan komunikasi publik
dengan aplikasi lain yang terkail
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi informatika serta informast
| dan komunikast publik
« Pembuatan SOP penggunaan aplikast informatika serta informast dan
komunikast publik
Meninghkatnya Program » Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online den
Profesionalitas kepegalatan Terintegrast [SISKOI) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan
ASN daerah dengan program kepegawaian daerah seperti mandgjemen

absensi/ presensi, pengajuan administrasi kepegawaian, helpdesk,
ranajemen tugas, dll
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Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan Sasaran Program Analisa Kesenjangan
Pembangunan
Daerah

+ Bimbingan teknis penerapan aplikasi kepegawaian daerah ke seluruh
pengguna aplikasi

« Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikas: kepegawaian
daerah

. Integrasi aplikasi kepegawaian daerah dengan aplikasi lain yang terkait |
« Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi kepegawaian daerah
« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi kepegawaian daerah

Merningkatnya Program

« Memperbarui aplikast pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan E- |

tata kearsipan Pengelolaan i PERPUSTAKAAN] agar menjadi mutakhir. Khususnya website INLISLITE |
. pemerintahean arsip yang tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencarn buku-buku yang
daerah terzsedia.

» Pembuatan pedoman penggunaan aplikas: pembinaan perpustakann
« Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan

s Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pembinaan
perpustakaan '

« Integrasi aplikasi pengembangan pembinaan perpustakaan dengan
aplikasi lain yang terkait

« Monttoring dan evaluasi penerapan aplikast pembinaan perpustakaan

« Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan
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65.5. Rekomendasi Keberlangsungan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemkot Blitar

Untuk keberlangsunpan kegiatan SPBE Pemerintah Kota Blitar, maka perlu pengidentifilkasian kegiatan rencana strategis Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar. Penpgidentifikasian ini diperlukan untuk mengetahui kegiatan apa
saja yang perlu dilanjutkan dan tidak perlu dilanjutkan. Pada tabel berikut ini dapat diketahul kegiatan-kegiatan yang periu
dilanjutkan pada rencana strategia Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Pemerintah kota Blitar.

Tabel 6.107 Rekomendasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar

[T Ty I e L L et O o " |
No. | Tujuan | Sasaran : Program [ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Meningkatnya | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten,/Kota
gistem
|I;ﬁtcrhukaan

‘informasi publik |penyelenggaraan Hubungun_h{uayarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Kemitraan Dengan P;mangku Kepentingan

Program Aplikasi Informatika

P:Eclnlaﬂn Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub

Meningkatnya Domain Di Linglkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
Pengemhangan Siniem [

1 Pemerintahan Meningkatnya Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik layanan SPBE

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam

melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

kebijjakan dan | &
tata kelola TIK  |penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

F‘tng_;;ulaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

—_— S S

Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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Program/ Kegiatan/5Sub Hegiatan Perangkat Daerah

Sinkronisasi Pengelolagn Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pengembanpan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten /Kota Cerdas dan Kota
Cerdas

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Daerah

Pengelolaan Government Chief Information Oflicer (GCIO)

Meningkatnya
EKeamanan
informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk peng?ma.nan informasi

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan J aring Komunikasi

Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengﬁlaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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atan Peranglkat Daerah

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Elcktronik dan Non Elektronik

|Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten /Kota

Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Tata
Kelola Peranghkat
Daerah

Meningkatnya
kinerja
Perangalkat
Daerah

—

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

6.5 Rekomendasi Dukungan Pemkot Blitar terhadap Rencana Strategis SPBE Nasional

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar maka perlu diketahui capaian dan target yang dimiliki
oleh Pemerintah Kota Blitar. Pada tabel berikut ini dapat dilihat strategi vang diperlukan olch Pemerintah Kota Blitar untuk

mendukung rencana strategis SPBE nasional beserta capaiannya.
Tabel 6.108 Rekomendasi Strategi Pemerintah Kota Blitar untuk Mendukung Rencana Strategis SPBE Nasional

No. Inisiatif Strategis Keluaran Target Waktn Capaian dan Target
A. Tata Kelola SPBE B
1 |Evaluasi Penerapan Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan | 2018-2025  |Target 2025 : 3,20
Kebijakan SPBE Pemerintah Daerah Capaian 2022 : 2,81 (Baik)
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Pengguna

No.| Inisiatif Strategis Keluaran Target Waktu Capaian dan Target
B. Layanan SPBE
2 |Survei Penggunaan SPBE |[Survei Kebutuhan dan-i'[epuasan 2019-2025 |Target 2025 : Sangat Baik

Capaian 2022 : Baik
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BAE 7 - Peta Rencana SPEE

7.1 Peta Rencana Tata Kelola SPEE
“ada table berikut ini dapat dilihat Peta Rencana Tata Kelola SPBE.

Tabel 7.109 Peta Rencana Tata Kelola SPEE

A | Kebijakan

1 | Membuart dan legalisasi| PIC: Dinas Komunilasi |
peraturan percepatan | Informatika dan Statistik
penerapan SPEE

2 | Sosialisasi kebijakan PIC: Dinas Komunikasi ,
percepatan SPBE ke Informatika dan Statistil
seluruh Perangkat
Daerah

3 | Reviu dan evaluasi PIC: Dinas Komunikasi ,
kebijakan percepatan Informatila dan Statistik
SFBE

4 | Peningkatan PIC: Dinaz Komunikasi ,
kematangan kebijakan | Informatika dan Statistik
SPBE

B | Arsitektur SPEE

1 | sinkronisasi Arsitelcbur | PIC @ Dinas Komunikasi |
Data Pemkot Blitar - Informatika dan Statistik
Satu Data Mazional

2 | Peningkatan PIC : Dinas Kemunikasi ,
kematangan penerapan | Informatika dan Statistik
arsitektur SPBE

C | Peta Fencana SPBE

Peninglkatan | PIC ; Dinas Komunikasi ,
kematangan penerapan | Informatika dan Statistik
peta rencana SPBE

D | Manajemen Data

! | Pemeliharaan dan | PIC : Dinas Komunikasi ,
Pengembangan Sartu Informatika dan Statistik
Data

2 | Peningkatan PIC : Dinas Komunikasi ,

kematangan penerapan | Informatika dan Statistik
manajemen data

E Pembangunan
Aplikasi SPBE

1 | Revisi Kebijakan
Pembanpgunan Aplikasi | PIC : Dinas Komunikasi ,
SFEE Informatika dan Statistik
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i 2 F’Eﬂyueunﬂn Pera[ul-an
tentang
Software/Free Open PIC : Dinas Komunilasi |
source Software Informatika dan Statistik
3 | Pemyusunan Peraturan
tentang
standarisasi
Aplikasi/Siste .
FiEae: Suatem PIC : Dinas Komunikasi ,
Informasi TIK | Informatika dan Statistik
4 | Peningkatan
kematangan penerapan | PIC : Dinas Komunikasi
pem bangunan aplikasi | Informatika dan Statistik
F Laynna.n Pusat Dnta
: ==
[SOP) terkait i
pengoperasian | PIC : Dinas Komunikasi ,
Layanan Pusat Data | Informatika dan Statistik
| 2 | Integrasi Pusat Data N |
' Kota Blitar dengan
Pusat Data Pemprov PIC : Dinas Komunikasi ,
Jawa Timur { Informatika dan Statistik
| 3 | Integrasi Pusat Data -
Kota Blitar dengan | PIC : Dinas Komunikasi ,
Pusat Data Nasional | Informatika dan Statistik
‘4 | Penambahan kapasitas |
storage untuk Backup |
| & Recovery pada Pusat | PIC ¢ Dinas Komunikasi ,
| Data 5 Informatika dan Statistik
| 5 | Sertifikasi nasional/ | . -
internasional pusat { PIC : Dinas Komunikasi ,
data Informatika dan Statistik
| 6 | Peningkatan I
| kematangan penerapan | PIC : Dinas Komunileasi
layanan pusat data Informatika dan Statistik
"Em_nﬁﬁ"ﬂ&; a
1 | Penyusunan Kebijakan I
Jaringan Intra Pemkot | PIC : Dinas Komunikasi |
Elitar Informartika dan Statistik
[2 Pengukuran Quality of
Service Jaringan Intra | PIC : Dinas Komunikas:i ,
Pemkot Blitar Informatika dan Statistik
3 F'rn.]. usunan Peraturan |

tentang Standarisasi
Infrastruktur Jaringan | PIC : Dinas Kemunikasi ,
TIkK | Informatika dan Statistik




Pen i ngka t an

xematangan penerapan | PIC : Dinas Komunikasi ,

layanan jaringan intra

-y

Informatika dan Statistik

Keamanan I:-l.fnrmnsi

| 1 P‘-‘ﬂ!r"USUHdﬂ [‘:tbdakﬂﬂ PIC : Dinas Komunikasi ,

Manajemen Keamanan
Infaorms

| 2 FEIJt.‘r[-lpEL['I. Manap&mfﬂn '

Keamanan Informasi
pada seluruh OPD

Pembentukan Tirn
Keamanan Informasi
| Pemlkot Blitar

4 | Peninghkatan

kematangan pem_-rapang Informatika dan Statistik
manajemen keamanan |

informasi

‘1 | Audit TIK

Informatika dan Statistilk

PIC : Dinas Komunikasi ,
Informatika dan Statistik

' PIC : lelrfl!:- Humnlml-:’tsu
| Informatika dan ::.tat:snl-::

PIE Dinas Komunikasi ,

1 PE‘ﬂ‘.."UEUI!’l.:I.]‘l Hrhuaﬁan
Audit Teknologi
Informasi

PIC : Dinas Komunikasi .
Informatika dan Statistik

Peni 'ng-kal:an
kematangan audit
infrastrukoar

| PIC : Dinas Komunikasi ,
| Informatika dan Statistik

Peninglkatan
kematangan audit
aplikasi

4 | Peningkatan
kematangan
pelaksanaan audit
keamanan

| PIC : Dinas Komunikasi ,

| PIC : Dinas Komunikasi ,
| Informatika dan Statistik |

| Informatika dan Statistik

Proses Bisnis

Pembaman Prozses
Biznis SFBE untuk
[ semua OPD,

Penyusunan Proses
Bizsnis SPBE Pemloot

| Blitar harus mengacu

| ke Permenpan RB no

[ 19 tahun 2019 tentang
Penyusunan Peta

: Proses Bisnis

| PIC: Seluruh Peranghkat
| Daerah

|2 i Peningkatan
kematangan inovasi
prn:: ses hisnis

PIC: Seluruh Pera ngl{ at
Daerah
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Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah

(Government Service PIC : Dinas Komunikasi ,
Bus) Informatika dan Statistik

2 | Peningkatan

kernatangan penerapan
system penghubung PIC : Dinas Komunikasi , |
layanan [nformatika dan Statistik |

L | Evaluasi SPBE

[
1 | Evaluasi SPBE secara | PIC : Dinas Komunikasi ,
periodik Informatika dan Statistik

M | Tim Koordinasi SPBE
i

|1 | Evaluasi Kinerja Tim | PIC : Tim Kunrdir:uﬁi._"-;‘i;i!]-'-:
Koordinasi SPBE

Penyusunan program
kerja tahunan,
pelaksanaan program
dan evaluasi capaian
kinerja

2 I"ﬁeningkatan_ | PIC : Tirmn Em:trdina;—ii SFBE
| kematangan pernerapan |
Tim Koordinasi SPBE

N Tim Kolabhorasi SPBE [

1 | Forum Kolaborasi | PIC: Tim Kolzborasi SPBE
SFEBE
[2 | Fenlngkaﬁ'm‘ PIC: Tim Kolaborasi SPRBE

Tim Kolaborasi SPFEE

|
| kematangan penerapan

7.2 Peta Rencana Manajemen SPBE
. 7.2.1. Peta Rencana Manajemen Risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi penyvusunan pedoman,
pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko SPBE discluruh OPD, hingga
pembaharuan pedoman manajemen risiko SPBE, Pada table berikut dapat
dilihat Peta Rencana Manajemen Risiko SPRE.

Tabel 7.110 Peta Rencana Manajemen Risiko

Rencana "'""t‘? |15 P
1 Pembentukan Komite Dinas
Manajemen Resiko, Komurnikasi

Unit Pengelola Resiko .
{UPR) dan Unit nformatika
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fURRY Statistik
FProzes legalitas Komite Dinas
Manajemen Resiko, Komunikast
Lnit Pengelola Resiko

fUPR) dan Unit Informatika
Kepatihan Resiko dar

(UKR| Statistik
Penyusunan dokumen Komuite
pedomarn manajemen Manajemen
resike SPBE yang Resiko

berist kerangka
mandfemen resiko
SPRE, proses
manajemen resiko
SPERE, struktur
mangaiemen resiko

SFPBE, budaya resiko

SPFBE

Penyusunan dan Komite
pelaksanaan rencana Manajemen
program dan Kegiatan Resiko
pelaksanaan

marndaemen resiko
yang termuat dalam
Renstra/ RKPD Dinas
Komunikasi dan

mformatikca

Penerapan manajemen Lt
restko melalud Pengelola
komuntkasi dan Fesiko

konsultast melaghy
rapat berkala, rapat
insidentil, FGD

Penetapan konteks Komite
resitko SPRE Manajemen
Resiko
Penyusunan Komite
identifikas: resiko Manajemen
SPBE dengan Hesiho

menguraikan jenis
resiko, penyebah,
kategori, dampak dan
area dampak

Penyusunan analisis Linit
resiko SPBE dengan Pengelola
r*eng ur.r:.i.k.-rm Resiko
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dampak yang -
ditimbulkan serta level
resiko SPBE
9 Penyusunan evaluasi Lirit
resiho SPRE Kepatuhan
Resiko
|
1o Penyusunan rencana Linit
penanganan resiko Pengelola
SFBE dengan Resiko
menguratkan opsi,
rencana aksi
PENQRGOROr resing,
output, jadwal
mplementasi dan
: penanggung jaivab
13 Penyusunan laporan Unit
manajemen restko Kepatuhan
SPBE secara periodic Resiko
dan insidentil
12 Penyusunan dan Kamite
penetapan kebijakan Manajemen
manajemen resiko Resiko
SPBE
13 Pelaksanaan Unit
sesialisast, pelatthan, Pengelola
bimbingan dan Resiko
supervise penerapan
mandajemen resiko
14 Monitoring Ulnit
pelaksanaan Kepatuhan
manajemen resiko Hesiko
15 Review dan evaluasi Unit
pelaksanaan Pengelola
mandajemen resiko Festko
16 Ferbaikan pedoman Komite
dan rencana kerja Mangjemen
PENSraparn marncjemen Resiko

regiko

Ruang lingkup manajemen resiko:

Perencanaan Manajemen Risiko dituangkan pada Peta Rencana SPBE

Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE
berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE
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* Proses manajemen risiko/muatan : identifikasi, analisis,

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE
{Perpres 95/2018),

* Cakupan implementasi/penerapan : sebaglan atau keseluruhan unit

. Penllerinlah Daerah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR),
Unit Fengelola Risiko (UPR), serta Unit Kepatuhan Risiko (UKR)

* Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE dengan
memanfaatkan tool identifikasi risiko vang dapat ditemulan pada
lampiran Pedoman Manajemen Risiko/PermenPANRE 52020

* Risiko SPBE yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah menjadi
dasar pengendalian keamanan informasi SPBE.

* Penerapan Manajemen Risiko SPBE harus direviu setiap tahun

. 7.2.2. Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi

Secara umum, Peta Rencanan Manajemen Keamanan Informasi memuat
pelaksanaaan penyusunan, penerapan, evaluasi, hingga pembaharan
pedoman Kemanan Informasi. Pada table berikut dapat dilihat peta rencana
manajemen keamanan informasi SPBE.

Tabel 7.111 Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi

T T T P T ]
R _.1-_.-.5_.!!"-:'!.:;":'1}._"-'-!;';}}! PIC | 2023 20249

Ay

1 Penyusunan dokumen Dinas
pedoman Keamanan Komunikasi
Informasi , Informatike

dan Statistik

| 2 | Penyusunan dokumen Dinas
PErencanaan Komunikasi
keamanan informast . Infarmatika
| SPBE yang memuat dan Statistik

program Kerja
berdasarkan kotegori
resiko SPEE dan

target reallsasinya

3 Pelaksanaan program Seluruh

Kerja Keamanamn Peranghkat
SPEBE: Daerah
Menginventarisasi

seluruh asset SFBE
{data, informas:,
aplikas: dan
infrastruicr)

-  Pelaksanaan
identifikast
kerentanan dan
ancaman yerhadap
dssel SPEE

Mengulkur tingkat
keamanan restko.




Lr

dengan berpedoman
pada dokumen
perencanann

keamanan SPEE yang

disusun Dinas
ARomurukast dan
Informatika

Fenyusunan standar
teknis dan SOP
keamanan SPEE

-J12-

Dings
RKomuntkasi
, Informatika
don Statistik

Pelaksanaan
sosialisast, pelatthan,
bimbingan dan
supervisit keamanan
Fenerapan
Manjenern
keamanan informaosi

Meview den epaluas]
pelaksanaan
mandajemesn
keamandan informast

Seluruh
Perangkal
Diciereh

Seluruh
Perarngiat
Daerah

Dinas
Komunikasi
, Informatika
dan Statistik

Perbatkan pedoman
keamanan informasi,
PETENCANOLn
keamanan informasi,

Dinas
Komurikost
., Informatika
dan Statistik

standar teknis dan
S0P

Ruang linglup mangjemen keamanan informasi:

Pedoman/standar Keamanan Informasi harmis mengacu ke Perban
BSSN no 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi

Peréncanaan Manajemen Keamanan Informasi dituangkan pada Peta
Rencana SPBE

Seluruh muatan Managjemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan
sesual pedoman Manajemen Keamanan [nformasi SPBE

Risiko SPBE yang telah diidentifikasi dalam penerapan manajemen
risiko SPBE, menjadi dasar pengendalian keamanan informasi (16
kategori, 7 dampak area)

Proses Manajemen Keamanan Informasi ; Penetapan ruang lingkup,
penelapan penangeung jawab, perencanaan dulungan
pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan
terhadap Keamanan Informasi SFPBE
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* FPrinsip prinsip ; penjaminan kerahasiaan confidentiality |, keutuhan
integrity ), ketersediaan availability |, keaslian, dan kenirsangkalan |
non repudiation | sumber daya terkait data dan informasi,
infrastruktur dan aplikasi SPBE.

@ Penjaminan kerahasiaan dilakukan melahui penetapan
klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian
keamanan lainnva.

o Penjaminan keutuban dilakukan melalui pendeteksian
modifikasi,

o Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan
cadangan dan pemulihan,

fa]

Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme
verifikasi dan validasi.

Penjaminan kenirsangkalan non repudiation | dilakukan
melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak
ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital,

i

» Skala penerapan : penerapan melihat pada unit kerja/perangkat
daerah yang bertanggung jawab terhadap data atau informasi vital

* Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dengan
konsultasi/koordinasi dengan kepala lembaga vang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

. 7.2.3. Peta Rencana Manajemen Data

Penyusunan kebijakan internal manajemen data, meliputi kegiatan
penyusunan pedoman, penerapan, evaluasi, hingga pembaharuan. Pada
table beriltut dapat dilihat peta rencana manajemen data.

Tabel 7.112 Peta Rencana Manajemen Data
' ' . 2024

| Menyusun strategi Tim
Keamearnan data Koordinas:
SPBE
by Penyusunan Dincs
dokumen pedoman Komunikasi
mangjemen data Informatika

dan Statistik

3 Penyusunan Dinas

arsitektur data Komunikasi
Informatika
dan Statistik

4 Pererncarnacn defa Dinas
imdulc dan datea Komunikasi
referensi Informatika

don Statistik

5 Pengumpulan data weali data
induk
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FPermenksaan data twaeli dlata

induk dan data

referensi
7 Penyebarluasan data wali data
induk dan data
referensi
& Reviewr dan evaluonsi Dinags
arsitelktur data, data Komunikasi
I induk dan data Informatika
referensi dan Statistik
g | Pembaruon arsiteltur Dinas
data, data induk dan Komunikasi ,
data referensi Informatike

dan Statistk

FRuang lingkup manajemen data:

 Perencanaan Manajemen Data dituangkan pada Peta Rencana SPBE
IFPD

* Pelaksanaan seluruh proses Manajemen Data sudah mengikuti
pedoman manajemen data SPBE (Permen PEN No.16 Tahun 2020)

* DMuatan : arsiteltur data, data induk, data referensi, basis data,
kualitas data dan interoperabilitas data

* Proses : masing masing muatan memiliki proses manajemen
mengilzuti Permen PPN No. 16/ 2020

 Kebijakan manajemen data harus meliputi manajemen arsitektur
data, manajemen data induk, manajemen data referensi, manajemen
basis data dan manajemen kualitas

= Skala Penerapan : sebagian {level 1 3) atau seluruh unit kerja [level 4
3).

s Manajemen arsitektur data : rangkaian proses untuk menetapkan
dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data,

= Manajemen data induk dan manajemen data referensi ; rangkaian
proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyvebarluasan
Data Referensi.

* Manajemen basis data : proses pengelolaan kumpulan data yang
disimpan di Pusat Data

* Manajemen kualitas data ; proses untuk memastikan data yvang
dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu
Data Indonesia.

. 7.2.4. Peta Rencana Manajemen Aset Teknologl Informasi Dan
HKomunikasi

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen aset,
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Tabel 7.113 Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan
Romunikasi

= ._.__. ""'I,i'""__-_"i'l'-_

2 Menyusun pedoman Tim Koordinasi
manqjemen asset yang SPBE, serta
memiat proses Badan
manajemen asset TIK Pendapatan
il perencanaan, Keuangan dan
pengadanr, Aset Daerah
pengeloloan, dan
penghapusan perangcat
kKeras doarn perangiat
(FTTel

o Sosializast strategi Thnas
pengelolaan asset TIK Komunikast ,
dan pedoman Informatika
manafemen asel TTK ke dan Statistik,
seluruh Perangkat serta serta
Daerahk Badan

Pendapatan
Keuargan dan
Aszet Doerah

< Penerapon mandajemen Dinas
asset TIK ke seluruk Komuriieas: |
Perangkaor Daerak Informatika

dan Statistik,
seria serta
Badan
Pendapatan
FKeuangan doan
Asef Daerah

o Hevrew dan evaluasi Lhnas
PERSTapan Manaemen Komunikast,
csel Informatika

don Statistik,
serta Berta
Badan
Pendapeion
Keuangan dan
Aszet Dasrah

G Perbalkan strategt dan Tim Koordinasi
pedoman penerapan SPBE, serla
fanajermen asset TIK serta Badan

FPendapatan
Keuangan dan
Aser Daerah

Pembuatan strategi
Ppengelolaarn assel TTK

Tim Koordinasi
SFBE, sertn
Badan
Pendapatan
Keuangan dan

Aszet Daerah
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Ruang lingkup penerapan manajemen asset:

* Perencanaan Manajemen Aset TIK dituangkan pada Peta Rencana
SPBE '

* Pelaksanaan Manajemen Aset TIK berdasarkan pedoman manajemen
aset TIK SPBE

* Proses Manajemen Aset TIK : perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak

. a_"met TIK menecakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan
informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, cutsource services
dan IT asset register.

. 7.2.5. Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia
Pada table berilkkut dapat dilihat peta rencana manajemen SDM.

Tabel 7.114 Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia

T iy R Sy el T e el R = - -

1 Pembuatan
strategl
pengembangan
SDM SPBE

2 Pembuatan
PEdonan
mangjemen SLUd
EPBE

i Analisis jabatan
dan Analisa
beban kerja
rerhadap jabatan
TIK

A Pembuartan peta
Jabatan TIK

Badan
Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia, serfa
Dinas
Komunicast ,
Injormatika dan
Statistik

Badan
Kepegawaion
dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia, serta
Dinas
Komunikasi ,
Informatika dan
Statistik

Badan
Kepegawaian |
clalrt
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia, serta
Dinis
Komunikasi ,
Informatika dan
Slatistik

Brdan
Kepegawaian
den
Pengembangan
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Sumber Daya
Manusia, serta
Dirnas

Komunikasi
Informatika dan
Statisiik
5 Rencana, Badan
penerapan, dan Hepegauwaian
laporan dan
pelaksanaan Pengembangan
pengembangan Sumber Daya
kkompetensi Manusia, serta
Jjabatan TIK Dines
Komunikasi ,
Informatika dan
Statistik
& Analizis Badan
kebutuhan Kepegawaian
pelatifan bagt dan
pejabear TIK Pengembangan
sumber Daya
Manusia, serta
Dinas
Komurnikasi,
Informatika dan
olatistik
i Rewew don Badan
evaluast Repegalvaian
penarapon dan
moarajemen SO Pengembangan
TIK Sumber Daya
Manusia, serla
Dinas
Komurikeist ,
Informatika dan
Stahistik
& Perbaikan Badan
strategi dan Kepegmuuaion
pedoman drirn

manajemen SODM

TIK

Pengembangan
Sumber Daya
Manusia, serta
Dinas
Romurikasi
Informatika don
Shatistifk
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Ruang lingkup penerapan manajemen SDM:
* Perencanaan Manajemen SDM tertuang di dalam peta rencana SFBE

* Manajemen SDM dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
sumber daya manusia SPBE

* Proses Manajemen SDM : perencanaan, pengembangan, pembinaan,
dan pendayagunaan SDM dalam SPBE

+ Muatan Kompetensi SDM : Proses Bisnis Pemerintahan, Arsiteltur
SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SFBE, Aplikaszi SPBE,

Infrastruktur SPFBE

* Skala Pencrapan : seluruh unit kerja/peranglkat daerah

. 7.2.6. Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

Pada table berilout dapat dilihat peta rencana manajemen pengetahuan.

Tabel 7.115 Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

/ Pembuglan rencanag Dines
kerfa penerapan Komunikasi ,
manajemen Informatikea
pengetahuan dan Statistik
2 FPembuatan pedorron Dinns
PERErmman mangenean faminricos: |
Pengetahlian Infarmatika
dan Statistik
3 Pembuatan aplibas: Dinas
system manajemen Komunikast
pengetahioan Informatia
dan Statistik
4 Felalfihan penggunoor Dings
cplikest ke seluruh Romunikasi,
Perangkat Daerah Informatifa
dan Statistik
3 Penerapan aplikasi Dinas
SYSTEM Manernen Komunikast ,
pengetahuan Informatika
dan Statistik
& Integrasi aplikasi system | Dinas
AR e e Komunikast,

pengetahuan dengan
pplikost lain

Informatika
dan Statistik

7 Review dan evaluasi Dinas
pengrapan mandjenen Komunikas: .
pengetafilor Infarmaliko

dan Statistik

B8 Perbaikan rencana Kerja Dirs
dan pedoman Homunikasi ,
FILLFECLfE e Informatibo

pengeatafilian

darn Statistik




-319-

Ruang linglkup manajemen pengetahuan:

* Perencanaan Manajemen Pengetahuan tertuang di dalam Peta
Rencana SPBE

* Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen pengetahuan SPEE

. Frnsf__ﬁs Manajemen Pengetahuan ; pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang
dihasilkan dalam SPBE

* Muatan Manajemen Pengetahuan : Pengalaman dan pengetahuan
dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPEE

* Skala Penerapan : seluruh unit kerja; telah atau belum digunakannya
sistemn aplikasi manajemen pengetahuan.

. 7.2.7. Peta Rencana Manajemen Perubahan

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen perubahan

Tabel 7.116 Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

'rl‘lﬁ‘ | J|I1.'.rl: 1= "If.:-' 'I‘:-g 5!"'7'- x [ & ﬂﬁ?"ﬁ F#F.’:?I E’ﬁ}:‘ﬁ
i Pembuntan rencorn Dinas
Keria penerapoan Komunikost
mangjemen perubahan Informatika
dan Statistik
2 Pembuatan pedoman Diricis

PERSFIpan manajemen
perubahan

Komunikasi ,
Informatika

dan Statsti
3 Sostalizasi rencanda Dinas
kerfo dan pedoman Komunikasi,
PEREFAPOn Manajemen nformaiiio
perubafon ke semuno don Statisti
Perangkat Daerah
4 Penerapan manajemen Dings
peribahan seluruh Komurnikasi,
Perangkat Daerah Informetifca
dar Statestik
5 Rewew dan evaluasi Thinas
Penergpon manajemen Komunikasi,
perubahan Informatika
dan Statistikc
& Perubahan rencana Dinas
keria dan pedorman Komunikasi ,
PENETIRGN MAnajemen Informatika
perubahan dan Statistik

Ruang lingkup manajemen perubahan:

Perencanaan Manajemen Perubahan tertuang di dalam Peta Rencana
Manajemen Perubahan SPBE.
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+ Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman
Manajemen Perubahan (KemenPANRB)

* Proses Manajemen Perubahan: perencanaan, analisis,
pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap
SFBE

» $Skala Penerapan : seluruh unit kerja

* [PPD membentuk struktur | ex officio ) manajemen perubahan SPBE
yang terdiri atas: Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP), Komite
Manajemen Perubahan (KMP), Unit Pelaksana Manajemen Perubahan
(UFMP], serta Agen Perubahan SFPBE [ Agent of Change)

+ Pedoman Manajemen Perubahan SPBE harus meliputi Perubahan
Aplikasi, Perubahan Perangkat Keras, Perubahan Perangkat Lunalk,
Perubahan Infrastruktur, Perubahan Proses Bisnis, Perubahan
Lingkungan Organisasi, Perubahan Layanan, Perubahan Data,
Perubahan Keamanan dan Perubahan Arsitektur.

. 7.2.8. Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE
Pada table berikut dapat dilihat Peta Rencana Manajemen Layanan.
Tabel 7.117 Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

Penyusunan S0P Dinas

Pelaksanaan Komunikast
Managremen Layanan informatika
dan Statistik

Sosialisasi SOP dan |  Dinas
Ponduan Pelaksanaan |  Komurikasi,

b

Manafemen Layanan ke Informatika
semua OFD dan Statistik
3 Penergpan Manajemen Dinas
Lageancn Homureikasi ,
; i R
SPBE sesual pedoman di ernrgtﬂf{h:ek
semua OPD A RREE
4 Feviu dan evaluasi Dinas
pelaksanaan Kamuntkas?,
manajemen loyanan Informatika
clein Statistik
5 Perbaikan dokumen |  Dinas |
panduen pelaksanaan Komurikasi ,
manaiemen layanan Informatika
dan Statistik
G Sertifikasi 150 20000 Dinas '

Manajemen Layanan fnformalina

1:2018 tentang Sisterm | Komunikasi,
I dan Statistik
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Ruang lingkup penerapan manajemen layanan:
« Muatan Manajemen Layanan ;

o Aktivitas : Pelayanan pengguna (pengaduan, permintaan),
pengoperasian layanan yang dapat melingloupi pengelolaan
Aplikasi SFBE

o Jenis ; Layvanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
dan layanan publik berbasis elektronik

» Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan
membangun layanan berbasiz elektronik (opsienal) untuk
menjalankan proses:

o Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan
perubahan Layanan SPBEE dari pengguna

o Pendayapunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan
Aplikazi SPBE

* Manajemen Layanan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
Layvanan SFBE

7.2 Peta Rencana Layanan SPBE
Pada table benkut dapat dilihat Peta Rencana Lavanan SPBE
Tabel 7.118 Peta Rencana Layanan SPEE

N | Rencana Aksi | PIC | 200|820
i'I Pengembangon ... Sistem Informas: | Dinas

Eksekutif Terintegrasi Komunik
LEL,

frformoli

ka dan

Statisiik

2 Penyediaan solfivare berlisensi Dinas
Komunik
asi,
Informati |
kel dan

| Statistik

3 Penerapan .........Sietem Penghubung Diras
Laganan untuk infegrasi layanan Komunik
SpRE ast,

Informati
ko dan
Statistik

- Pengembangan ....... Aplikasi Sistem Dinas
Informasi Manajermen Pengetabuan Komunik
asi,
informali
ko dan
Statisiik

Sinkronisasi layanan e-planning, | Dinas
ebudgeting dan mangjenan Komurmk
I . | asi,

o
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hilo L 07 WEES WY Y,

keuangan dengan SIPD (Sistemn Imformati
Informaosi Pemerintahan Daerah) ke dan
Statistik
(7 Integrast ........ . Lapyanan Manajemen Dirtcs
Kepegaunion dengarn BEN dan Komunik
Laganan Kinerfa Pegawal asi,
Informati
ka dan
Statistik
i Integrasi Layanan Akuntahilitas Dinas
Kinerja Organisasi dengan Layanan Komuniik
Manajemen Keuangan asi,
mformeti
fea doan
_ aratistik
8 Penerapan Layanan Kearsipan Dinas
Ihnamiz &7 zermud QPR Komunik
asi,
Informati
ka dan
Statisrik
g Integrasi Layanan Kearsipan Diras
Dinamis dengan Layanan Komunik
Muanafemen Kepegawaian, asi,
Mangjemen Infarmargi
ka dan
Siatistik
! | Perencanaar ... dan Manajemen Dires
) Keuangan Komunik
a5l
Informetl
ko dan
Statistik,
senta
Badan
Pendapa
L
FeLdnn
n dan
Asel
Daerah
1 Integrasi Layanan Pengelolaan Dircs
I Barang Milik Negara dengan Komunik
Layanan Pengadaan Barang/ Jasa, asi,
Loyanan Penganggararn dan fnformatb
Layanan Manafemen Keuangan o dan
Sratisik
i Mntegrasi Layanan Pengowosan Dinas
2 fnternal dengan Layanan Komunik
Penganggaran Berbasis Elekctronik, asi,
__Layanan Pengodaan Berbasis | fnfarmati
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Elektronik, Layanan Perencandan
Berbasis Elektronik, Layanan
Keuangan Berbasis Elektronik

Pernarmbohan fitur analitik data
pada Laganan Pengaduan Layanan
Publik:

[ RN

Pengembangan Layanan Data
Terbuka Kota Slitar

Integrasi Layanan Data Terbuka
Kota Blitar dengan Layanan Dt
Terbuka Pemprov Jawa Timur dan
Layanan Data Terbuka Nasional

]

ka {icl.r:
Statistik

Direcis
Komuniik
a5,
Informati
ka darn
Statistik

Ihnas
Kok
L7
Informet
e dan
Statisfik

Dinas
Komunik
asf,
Informati
ka dan
Statsitk

Update Konten dan Penambahan
Fitur Analitik Data Loyanan Data
Terbuko

! Penambahon fitur ransaksi

iy 1'-:[9.'.1:'1.-3.!1 JOIH dan integrast dengan
Layanan JONH Naszional

i Pengembangan Portal Pusat

8 Layanan SPBE

Evaluasi Layanan secara periodik

Diras
HKomunik
asi,
Informat
i dan
Slatistic

Dinas
Komunik
a5l
Informati
ka dan
Sratistik

hnas
Romumnk
CIsl,
Informati
ko dan
Gtafistik,
serii
Parangk
il
Daerah
Dinas
Komuntk
s,
Informalti
ko dan
Statisiik
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Pengembangan Big Data Analytics

pada loyanan SPEE

Pengembangan

....... Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen Pengetahuan

fengembangan dan Update Portal

Pusat Layanan SPEE

Fembuofan pedoman proses dan
dokumentasi pengembongan /

Denerapan apiikast,

Sostalizasi pedoman proses dan
dokumentasi pengembangan,’
penerapan aplikasi ke seluruh

Peranghot Daeroh

Dinas
Komunii
ast ,
Infarma
i dan
Siatistik

Ihknas
Komerik
CLEL
Informaf
ka dan
Stabizfik

Dirnas
Komunik
a5t
Informaoti
ko dan
Statistik

thnas
Komurik
s,
Informat:
foo dan
Statisiik

Dinas
Fomiun
s,
Informat
#il e
Statisitk,
SEra
Perangk
ek
Daerah

Desain Integras: antar layanan [

Dinas
Komunik
a5,
fnfarmeli
ool dlamn
Statisic

FPengembangan layanan yang

rerintegrasi

Dinas
Mamuinik
asi,
mformefi
ko dean
Siatistik

= b

Evaluasi layanan layganan

administrasi pemerintah berbasis
elektronik yang dipergunafkan

Perangk
at

Daerah
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Rencana Aksi

Evaluasi layanan public berbasis
elektronik yang dipergunakan

Perangk
at

Daerah

Perbaikan layanan pemerintah
berbasis elektronik yang
dikembangkan Pemerintah Daerak

Mengirimican masukan ke Instansi
Pusat yang mengembangkan
cpiikast umum berdasarkan hosil
evalunsi yang diloksanakan

Menambahkan fitur layanan yang
teriniegrasi dengan aplitasi wmum

Perbatkan layanan public berbasis
elektronik yang dikembangkan
Pemerintah Daerah

7.4

Dinas
Komunik
asi,
Informati
ko dirn
Slatisiig

Perangk
2
deaerah

hngs
Komiinik
s,
Ingformal
ka dan
Statistik

Lras
Komunik |
Fe B
mformeati
e dan
Sraiitstik

Peta Rencana Aplikasi SPBE

Pada bagian ini akan dibahas mengenai peta rencana pengembangan

Aplikasi Pemerintah Kota Blitar 2023-2025
Tabel 7.119 Peta Renca

ka

_Rencana Aksi

Dinas Kaminfo membuar kebljankan
internal SPEE yang mengatur tentang
pembangunan aplikesi SPEE.

na Aplikazi 8

Komurnikas
1
Imformoiifon
i
Srarisik

Soginlizesi h‘r.'bi.fukr:n el Bpnglu LT
nplikasi SPEE ke seluruh Perangkart
Daerah

Prozes penstapan keblakan
pr'rr.'}.lu;]'nf,'u r4in f.|||'..|r|!|;.',15r' SPEE oleh
Bupati

_informatika |

TKnas
Komunskas
k.
infarmatifca
dioo
Statiank

Sinas
Homunikas
i,
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s

Satistik

4 Rewew dan evalunsi kebifaken
pembangunan aplikasi SPBE

Komunikas

Informutike
dan
Btatistik

5|  Rewisi kebjjakan infernal tentang
pembangunan aplikast SPEE

Dinas
Komunikis
Ly
Informalika
fan

Statistik

& Upgrade dﬂrﬂ Pembangunan aplikasi

Dgerah

yang
terkait

Detil masing-masing aplikasi yang akan dikembangkan dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel 7.120 Daftar Aplikasi
Peta Jalan Aplikasi SPBE

No Nama Aplikasi SKPD Pengguna

1 | Layanan dan Databasc Badan Kesatuan
Kesbangpol (E-LANDA) Bangsa, Politik dan

Penanggulangan
Bencana

2 | CSR KOTA BLITAR Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

3 | SMART SURVEY Bagian Pembangunan
[(Upgrade) dan Layanan

Pengadaan

4 | Sistem Informasi Bagian Perekonomian
Managemen Data Kesra |dan Kesra
[SIMDAKESRA)

(Upgrade]

6 | Sistem Informasi Dinas Ketahanan
Keschatan Hewan dan Pangan dan Pertanian
Peternakan
(SIMASTAHANFPENAK)

(Upgrade)

7 | Blitar Kota Serba Ada Dinas Komunikasi,

(BLIKOSDA) Informatika dan
Statistik

(Upgrade]

e —— —
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Peta Jalan Aplikasi SPEE
No Nama Aplikasi SKPD Pengguna
8 | Melaporkan Kelahiran Dinas Komunikasi,
dan Kematian (EMELATI) | Informatika dan
g9 | Sistem Informasi Dinas Komunikasi,
Fasilitas Kesehatan dan | Informatika dan
Peta Sebar Penyakit Statistik
(INFOKES)
(Upgrade]
10 | Sistem Verifikasi Data | Dinas Komunikasi,
Kependudukan [SIDAKU) | Informatika dan
Statistik
11 | Sistem Informasi Rawat | Dinas Komunikasi,
Inap Elektronik {SIRINE) | Informatika dan
. Statistik
| 12 | Sistem Informasi Dana | Dinas Koperasi dan
Bergulir (SIDALIR) UKM
|Upgrade)
13 | Visit Blitar Dinas Pariwisata dan
_ Kebudayaan
14 | SLOGAN Dinas Pemberdayaan
Perempuan, PA, PB
dan KB
15 | Panitia Seleksi Calon Dinas Pendidikan
Anggota Dewan
Pendidikan Kota Blitar
(PANSEL-DP)
17 | PINTAR ONLINE SHOP Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
19 | E-FORMASI Badan Kepegawaian
Daerah
20 | BIAP Badan Kepegawaian
Daerah
21 | Sistem Informasi Bea Badan Pendapatan,
Perolehan Hak atas Keuangan dan Aset
Tanah dan Bangunan Daerah
(SIBFHTB)
23 | SISMIOP Badan Pendapatan,
Keuangan dan Aset
Daerah
24 | Sistem Terintegrasi Bagian Hukum dan
Informasi Jabatan Organisasi
(SISTER
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Peta Jalan Aplikasi SPBE
No Nama Aplikasi SKPD Pengguna
MANJA)
25 | Perijinan Nakes Dinas Kesehatan
26 | Aplikasi Pengelolaan Dinas Komunikasi,
Keuangan Sckolah Informatika dan
Terpadu Statistik
{upgrade)
27 | E-RUSUNAWA Dinas Perumahan
Ralkyat
' 28 | E-Klaim INA-CBG RSUD Mardi Waluyo

7.5 Peta Rencana Infrastrulkttur SPBE

Pada table berikut inid terlihat Peta Rencana Infrastruktur SPBE Pemerintah

Kota Blitar 2023-2025,
Tabel 7.121 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

N

PIC 2 20
° R Aksi : 24
3
1l Pembangunan Jaringan Dinas
Fiber Optic untuk Backbone Komurnikasi ,
untuk semua OPD Informatika
dan Statistik
2|  Pemeliharaan, Pengamanar, Dinas
Penambahan Jaringan Komunikasi ,
Wired maupun Wireless Informatika
dan Statistik
3|  Peningkatan dan Dinas
Pengaturan Alokas: Komunikasi ,
Bandwidth Internet Informatika
dan Statistik
4| Penyediaan Public Access Dinas
Point (Free WiFi) Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik
5 Peningkatan Kinerja Data Dinas
Center Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik
6| Pembangunan Hybnd Cloud Dinas
Compuiting

Komurnikasi,

ok
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dan Statistik

7| Pengembangan Disaster
Recovery Center

LDircs
Romunikasi ,
Informatika
dan Statistik

| 8| Pembangunan Emergency
Call Center

Dinas
Komunikasi ,
Infaormatikca
cdarn Statisii

9 Pengembangan Network
Operation Center

Dinas
Komunikas: |
Informatika

dan Statistik

1l Penyedinan Helpdesk
Service dan [T Support

1| Pengembangan Security
7 | Operation Center

Integrast Data Center
Pemkot Blitar ke Dara
Center Pemprov Jatim

%

I: Integrasi Data Center
Pemicot Blitar ke Pusat Data
Nasional

Lah

1| Penyediaan Nehvork
4 Monitoring Tools

Dinas
Komunikasi ,
mformatica
dan Statistik

Dinas
Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik

Dinas .
Komunikasi, |
Informatika

ot Stofistik

Dinas
Fomunikasi |
Informatika
dan Siatistik

Dinas
Komunikasi |
Informatika
dan Siatistik

1| Pemingkatan kapasitas dafa
5| center

Dinas
Komunikasi ,
Informatika
dan Statishk

1|  Peningkatan fasilitas
8| komputasi perangkeat
daerah

Ihnas
Komunikasi ,
Informatika
dan Stabnstik
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Pengadaarn infrastrukiur
untuk mendukung RPJMD

Informatika
dan Statistik

7.6 Peta Rencana Keamanan SPEE

Pada table berikut ini terlihat rencana keamanan SPEE Pemerintah Kota
Blitar 2023-2025,

Tabel 7.122 Peta Rencana Keamanan SPEE

Il Pembuatan Dokumen Tata Dinas
Kelola Kearnanan Informasi | Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik
2|  Penyusunan standar teknis Dinas
dan prosedur keamanan Komunikasi ,
SPBE Informatika
dan Statistik
3  Penyusunan standar tekmis | Dinas
keamanan apliftasi Komunikast ,
berbasis web Informatika
don Statistik

4| Penyusunan standar teknis | Dinas
keamanan aplikasi Komunikasi ,

berbasis maobile Informatike
darn Statisik
5 Analisis Bisiko Keamanan Dinas
I | Informasi Komunikasi ,
Informatika
dan Stalistik
6 Sosiaglisasi Edukasi Dinas
Kesadaran Keamanan Komunikasi ,
Informasi Informatika
dan Statistik
'If'E Analisis Kerentanan Diras
Keamanan SFBE Komunikasi ,
| Informatika

dan Statistik
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Rencana Aksi
i ] b il
2

PIC

Penetration Testing untuk
wii coba keamanan server
dan nfrastruktur jaringan

Penanganan Insiden
Keamanoan SPEE

Pelatihan dan Sertifikasi
Certified Information
System Security
Professional (CISSE]

Pelatihan dan Sertifikast
Certtfied Information
System Audifor [CI5A)

Dirtcrs
Komunikost ,
Informatika
dan Etatishk

Dinas
Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik

Diras
Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik

Dinas
Komurnikasi ,
Informatika
doin Stalistik

Pelatihan dan Sertifikasi
Certified Information
security Manager (CISM)

Pelatihan dan Sertifikasi
Certified Network
Defender

Pelatihan dan Sertifikast
Certified Ethical Hacker

Dinas
Komunikasi ,
Informatiba
dan Sfafistik

Dinas
Komunikasi ,
Informeatika
dorn StafistiK

a b o

Dirncis
Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik

Pelatihan dan Sertifikasi
Systems Security Certified
Practitioner (SSCP}

b
i

Pelatihan dan Sertifikasi

Certificate af Cloud Security

Knowledge [CCSK)

Sertifikast 80 27001:2013

Information Securily
Manajement System (ISMS)

Dinas
Komunikast ,
Informatifka
dan Statistk

Dinas
Komunikasi |
Informartiica
dan Statistik

Dinas
Komurnikast ,
nformarika
dan Statistik
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Mitigasi DDoS

Enkripst data

Inventarisas! dan
konfigurasi
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i l. I.. i -
Il Keamanan Infrastrukiur Dinas
& Komunikaosi
Informatika

don Statizik

Dhinas
Komurnikasi ,
Informatika
dan Statistik

Dinas
Romunikasi ,
Informatika
dan Statisiil

Dirers
Komunikasi,
Informatika
dan Statistik

Pemantaarn dorn
Pembuatan Log

Dinas
Komunikast ,
Informtatifa
dan Statistik

2| [Identity dan Pengendalian Dinas
3 akses Komunikast ,
Informatika
dar Statistik
2 Pengupian Penetrast Dinas
3 Komuriikost ,
Informatika
dern Statisiik
2 Pengembangan kebijakan, Dinas
S| prosedur keamarar dan Komuntkast ,
pedoman keamanan sesuai Informatike
standar BSSN dan Stafistik
2| Pengamanan perangkat Dinas
6 infrastrukiur Komunikasi ,
Infarmatika
darn Statistik
2| Roufing protocol security Dinas
i Komunikast ,

Infaormatika
don Stansik
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|
2| Routing filter Dinas
8| Komunikasi |
l Informatika
dan Statistik
2  Encryption Dinas
9 Komunikasi
Informatika
darn Statistik
3| Pemasangan Firewall Next Dinas
) Generation dengan Komunikasi
teknologt UTM (Unified Informatika
Treat Management) pada dan Staiistik
Back Bone Jaringan
3 Pengembangan keamanan Dinas
1 aplikasi Komunikaos: ,
Informatika
clan Statistie
3| Membangun pusat data Dinas
2 secara terpuscat Komunikasi ,
Informatika
dan Statistik
3 Manajemen keamanan Dinas
3| data secara fisik pada data Komunikasi ,
oenter nfarmatike
_ dan Stafisik
J|  Evaluasi desain jaringan Dinas
4 Komunikasi ,
Informatika
dare Statistik
3| Security audit dan Dinas
S| maintenance Komunikasi ,
Infarmatika
' dan Statistik
3| Pembangunan Disaster Dinas
&  Hecowvery Center Komunikas: ,
I Informatika
dan Statistik
3|  Desamn dan implemeniasi Dinas
7| audit trail Komunikasi
Informatika

dan Statistik
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Komeonicns: |
Informatika
dan Statistik

3|  Securify audit dan Dinas

9  maintenance Komunikasi ,
Infarmatika
dan Statistik

4! Rewiew pensrapan Dinas
0  keamanan SFBE Komunikasi
Informatika

dein Statistik

T.7 Peta Rencana Audit TIK

P 7.7.1. Peta Rencana Audit Infrastruktur SPBE;

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana audit infrastruktur SPBE
Tabel 7.123 Peta Rencana Audit Infrastruktur SPBE

Pembentukan Tim
Auditor TIK Komunikasi ,
Informatika

dan Statistik

2 Pelatthan dan Tim Auditor

Sertifikasi Audit TIK Eksternal
Infrastruktur Tersertifikasi
3 Pembuatan rencana Tim Auditor
kerja pelaksanaan TIK
I audit infrastruktur
SPBE
4 |  Pembuatan Tim Auditor
pedoman audil TIK
infrastrikiur SFBE
mengacy pada
| | standar BRIN
5 Pelaksanaan audir Tim Auditor
| ke seluruh aspek TIK
teknis yang
dipersyaratkan
| dalam pedoman
fAudit Infrastrukiur

secara marndiry




Pelaksanaan audit Tim Auditor
ke seluruh aspek TIK Eksternal
teknis yang Tersertifikasi
dipersyaratikan
I dalam pedoman
(Audit Infrastruktur
eisternal (auditor
eksternal
tersertifikasij)
7 | Eval wast hasil awdit Linas
infrastrukiur SPBE Komunikast ,
Injormarike
dan Statistik
8 Tindak lanjut hasil Dinas
evaluasi Komuntkosi ,

nformatika
dan Statistik

Ruang lingkup audit infrastruktur SFBRE:
= Perencanaan Audit TIK tertuang pada Peta Rencana SPBE

« Audit infrastruktur SPBE dilakukan sesuai denpan standar dan tata
cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (OR PPT BRIN)

* Muatan pemeriksaan Audit Infrastruktur TIK :
o Penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE
o Infrastrukiur SPBE
o Kinerja infrastruktur SPBE vang dihasilkan
o Aspek infrastruktur SPBE lainnya

 Audit infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 [satu) kali
dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah |, berkoordinasi dengan
Kemenkominfo.

. 7.7.2. Peta Rencana Audit Aplikasi SPBE
Pada table berikut dapat dilihat peta rencana audit aplikasi SPBE
Tabel 7.124 Peta Rencana Audit Aplikasi SPBE

L

[ 2 Pembentukan Tirm Dinas
Auditor TIK Komuntkast |
Informatika

den Statistik

2 Pelatihan dan Tim Auditor
Sertifikasi Audit TIK
Aplikasi




B = e

S TR

TR L T (N2l . L T [T e ]
1 T A l__ - *. | -
adkst | mc | 20

Pelatihan dan
Sertifikasi Certified
Information
Systems Auwditor
(CISA)

Pembuatan rencana
kerja pelaksanaan
audit aplikas: SPBE

Pembuatan
pedoman audit
aplikasi SPRE

Mengacl podo
starndor BRIN

Tim Auditor
TIK Eksternal

Tersertifikasi

Tim Audifor
TIE

Tim Auditor
TIK

Felaksanaan audit
ke seluruh aspek
teknis yong
dipersyaratican
dalam pedoman

Tim Auditor
TTK

FPelaksanaan audit
Aucdit Aplikasi
eksternal fauditor
ersternol
tersertifikasi)

Evaluasi hasil audit
aplikasi SPBE

_

Tindak lanjut hastl
evaluasi

Tim Auditor
TIK Eksternal
Tersertifikasi

Dinas
Komunikasi
Informatika
daon Statistik

Dinas
Romurnircase ,
Informatika
dan Statistik

Ruang lingkup audit aplikasi SPBE:

L

Perencanaan Audit Aplikasi tertuang di dalam Peta Rencana SPBE

Audit Aplikasi SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara

pelaksanaan audit aplikasi SPBE (OR PPT BRIN).
Audit Aplilkkasi SPBE terdiri atas

o Audit Aplikasi Umum

o Audit Aplikasi Khusus

Audit aphkasi umum: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh
OR PPT BRIN

Audit aplikasi khusus: sebaiknya dilakulkan 1 kali dalam 2 tahun
olch Pemerintah Daerah, dengan melakukan koordinasi dengan
Kemenkominfo.
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* 7.7.3. Peta Rencana Audit Keamanan SPEE,

Pada table berileut dapat dilihat peta rencana audit keamanan SPEE

:- -I-'I-FJI ]

No J“?‘:I?ﬂ,"r"f""ﬂ'ﬁ*ﬁ.

R

Dot 2

] Pembentukean Tim
Avuvditor TIK

2 Pelatithan dan
Sertifikasi Audir
Keamanan

Tabel 7.125 Peta Rencana Audit Keamanan SPBE

Dinas
Romunikasi ,
Informatike

dan Statistik

Tim Auditor
TR

3 Pembuatan rencana
kerja pelaksanaan
audit keamanan

SPEBE

e Pembuatan
pedoman aldif
lkeamanan SPRE
mengaci pada
standar B5S5N

5 Pelaksanaan audit
ke seluruh aspek
teknis yang
dipersyarathan
dalam pedoman

a Pelaksanaan Awdit
Keamanan eksternal
fauditor eksternal
tersertifikasi)

i Evaluasi hasil audit
aplikasi SPBE

Tim Auditor
TIK

Tim Auditar
TIK

Tim Auditar
TIK

Tim Auditor
TIK Eksternal
Tersertifikasi

Dinas
Komunikasi
Informatika
dan Statistik

g Tindak lanjut hasil
ewluasi

Dinas
Komunikasi |
Informatike
dan Statisttk

Ruang lingkup audit keamanan SPBE:

+ Perencanaan Audit Keamanan SPBE tertuang di dalam Peta Rencana

SPBE

« Audit Keamanan SPBE dilakukan $esual dengan standar dan tata
cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE (BSSN).

o Aydit Keamanen SPBE terdiri atas:
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Audit Keamanan Infrastrukiur SPBE IPPD (dilaksanakan 1 kali dalam
2 tahun oleh Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan
Kemenkominfo)

Audit Keamanan Aplikasi umum (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun
oleh BSSN)

Audit Keamnanan Aplikasi khusus (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun
oleh Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan Kemenkominfo)

WALIKOTA BLITAR,
trd.
SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA [AN HUKUM,

[KA HADE WIJAYA, S.H. MH,
NIP. 19?121:} 200604 1 D08
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